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ANALISIS RESIKO PRODUKSI DAN PENDAPATAN PADA USAHA BUDI DAYA TAMBAK UDANG 
WINDU DI KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 


Risk Analysis of Production and Revenue on Black Tiger Shrimp Farming in Kotabaru District, 
South Kalimantan Province 


Andi Indra Jaya Asaad, Ruzkiah Asaf, Admi Athirah, dan Erna Ratnawati 


ABSTRAK 


Komoditas udang Windu di Kabupaten Kotabaru 
hanya sebagai komoditas primer sehingga nilai 
tambah yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini 
adalah: (1) untuk mengetahui resiko produksi; (2) untuk 
mengetahui analisis pendapatan usaha petambak budi 
daya udang windu, dan; (3) untuk mengetahui resiko 
pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 
Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan. Jumlah 
responden sebanyak 32 orang secara acak. Analisis 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan 
budi daya udang yang diperoleh setiap musim tanam 
sebesar Rp.11.031.970/Ha/musim tanam, dengan pay 
back periode sebesar 7,24. Analisis resiko produksi 
menunjukkan bahwa koefisien variansi produksi 
sebesar 0,444 dengan batas bawah sebesar 32.225 Kg. 
Sedangkan analisis resiko pendapatan menunjukkan 
koefisien variansi sebesar 0,427 dengan batas bawah 
sebesar 2.868.491/Ha/musim tanam. Dari hasil tersebut 
menjelaskan bahwa petambak udang tidak mengalami 
resiko terhadap produksi dikarenakan kecilnya resiko 
produksi dan tingginya harga udang windu. 


Kata Kunci: budi daya udang windu; resiko produksi; 
resiko pendapatan; pendapatan usaha 
budi daya 


ABSTRACT 


Black tiger shrimp commodity in Kotabaru District 
is only as primary commodity so the added value owned 
can not be utilized for community welfare. The purpose 
of this research is (1) to know the risks of production, 
(2) to know the analysis revenue of tiger shrimp farmers 
and (3) to find out the income risk. This research was 
conducted in the district of New Town, province. The 
number of respondents as many as 32 people at random. 
The data analysis used in this study by using qualitative 
analysis and quantitative analysis. Results showed that 
shrimp farming profits earned each planting season 
IDR11.031.970 million / ha / season, with a pay back 
period of 7.24. Production risk analysis showed that 
the coefficient of variance in production by 0.444 with a 
lower limit of 32,225 kg. While the revenue risk analysis 
showed coefficient of variance of 0.427 with a lower limit 
of 2,868.491/ ha / season. From these results explained 
that shrimp farmers do not experience risks to production 
due to small production risks and high prices of black 
tiger shrimps. 


Keywords: tiger shrimp cultivation; production risks; 
the risks of farming income; revenue 


IDENTIFIKASI BIAYA TRANSAKSI DI PASAR INPUT USAHA PERIKANAN TANGKAP 
(STUDI KASUS DI PANTAI SENDANGBIRU, MALANG) 


Transaction Cost in Input Market of Commercial Fishing Business 
(Case Study in the Sendangbiru Beach, Malang) 


Anthon Efani, Asfi Manzilati, dan Yenny Kornitasari 


ABSTRAK 


Ketersediaan input produksi serta kedekatan akses 
nelayan pada pasar input merupakan hal penting dalam 
kegiatan usaha. Berdasarkan pada hal tersebut penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi terbentuknya biaya 
transaksi pada kegiatan usaha perikanan tangkap di 
Sendangbiru dan menganalisis biaya transaksi yang 
terdapat di pasar input usaha perikanan tangkap. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan 
hasil penelitian, terbentuknya biaya transaksi pada usaha 
perikanan muncul ketika kontrak bisnis antara nelayan 
dan pengambek telah disepakati. Meskipun kontrak 
bersifat informal, namun kontrak tersebut merupakan 
kelembagaan yang eksis dan mengatur seluruh kegiatan 
usaha perikanan tangkap di Sendangbiru. Biaya transaksi 
di pasar input usaha perikanan tangkap di Pantai 
Sendangbiru terdiri dari biaya komunikasi, selisih harga 
pada barang — barang input produksi yang disediakan 
oleh pengambek, dan biaya jasa pengiriman perbekalan 
oleh kuli bongkar ke kapal nelayan. 


Kata Kunci:biaya transaksi; usaha perikanan tangkap 


ABSTRACT 


The availability of input production and accessible 
input market for fishers are essentials part in supporting 
business activity. Based on those matters, the aims 
of this research are to identify the transaction cost in 
commercial fishing business in Sendangbiru and to 
analyze transaction cost in input market of commercial 
fishing business. The result of this research is transaction 
cost emerges when business deal between fishermen 
and pengambek has been approved. Nevertheless an 
informal deal that is an essential part which exists and 
regulates the entire commercial fishing business activity 
in Sendangbiru. Transaction cost in input market of 
commercial fishing business comprise of communication 
cost, price difference of production input goods provided 
by pengambek, and service cost such delivering supplies 
by porter to fishers ship. 


Keywords: capacity; transcation cost; commercial 
fishing business 


PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA 


Capture Fisheries in Indonesia: Portraits and Challenges of Sustainability 


Kusdiantoro, Achmad Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo, dan Bambang Juanda 


ABSTRAK 


Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran 
strategis, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas 
dari kompleksitasnya pemasalahan yang dihadapi. 
Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan 
kapasitas pelaku usaha menjadi perhatian utama dalam 
mewujudkan perikanan tangkap berkelanjutan. Penelitian 
ini bertujuan unutk mengkaji kondisi pembangunan 
perikanan tangkap yang telah dilaksanakan di Indonesia, 
yang difokuskan pada pada dua aspek utama, yaitu 
komoditas utama perikanan tangkap tuna, tongkol 
dan cakalang (TTC) dan pelakunya serta bagaimana 
strategi keberlanjutannya. Selain itu, penelitian ini juga 
mencoba merumuskan indikator prioritas yang dapat 
digunakan untuk mengukur keberlanjutan pembangunan 
perikanan tangkap. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis isi dan untuk mengetahui prioritas indikator 
digunakan pendekatan metode urgency, seriousness 
and growth (USG). Hasil kajian memberikan gambaran 
bahwa manfaat dari perikanan tangkap di Indonesia 
belum merata dirasakan. Struktur perikanan tangkap 


ABSTRACT 


Capture fisheries in Indonesia have a strategic 
role, but in its implementation it is faced with the 
complexity of the problem. The threat to the sustainability 
of resources and fisher capacity is a major concern in 
realizing sustainable capture fisheries. This study aims to 
examine the condition of capture fisheries development 
that has been carried out in Indonesia, which is focused 
on two main aspects: (1) the main commodities of tuna, 
little tuna and skipjack (TTC) and (2) the actors (fisher), 
and how the strategy for its sustainability. In addition, 
this study also tries to formulate priority indicators that 
can be used to measure the sustainability of capture 
fisheries development. Research uses content analysis 
method and to determine priority indicators used the 
urgency, seriousness and growth (USG) method. Results 
of the study show that the benefits of capture fisheries 
in Indonesia are not evenly distributed. The structure of 
capture fisheries in Indonesia is still dominated by small- 
scale fisher and influences to the production of major 
commodities (TTC), Illegal, Unreported and Unregulated 


di Indonesia masih didominasi nelayan skala kecil dan 
berpengaruh terhadap produksi komoditas utama (TTC), 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) 
menjadi ancaman terbesar bagi keberlanjutan perikanan 
tangkap. Kondisi sumber daya ikan dan perikanan skala 
kecil menjadi indikator prioritas utama untuk mengukur 
keberhasilan perikanan tangkap yang berkelanjutan, 
sehingga kedepannya diperlukan perbaikan terhadap 
pengelolaan perikanan yang dapat ditempuh melalui 
pengelolaan sumberdaya ikan berbasis WPP melalui 
penguatan kelembagaan dan dukungan sarana 
prasarana. 


Kata Kunci: keberlanjutan; komoditas utama; nelayan; 
perikanan tangkap, sumber daya 


Fishing (IUUF) as the biggest threat to the sustainability 
of capture fisheries. The condition of fish resources 
and small-scale fishermen is a top priority indicator to 
measure the success of sustainable capture fisheries, 
so in the future it is necessary to improve fisheries 
management that can be pursued through management 
of fish resources based on WPP through institutional 
strengthening and infrastructure support. 


Keywords: capture fisheries; fishers; main 
commodities; resources; sustainability 


PEMETAAN FAKTOR KUNCI PENGEMBANGAN EKONOMI PERIKANAN: 
STUDI KOMPARATIF PADA TIGA KABUPATEN DI PROVINSI RIAU 


Mapping of Key Factors for Fisheries Economic Development: 
A Comparative Study in Three District in Riau Province 


Tomi Ramadona, Pareng Rengi, dan Fanny Septya 


ABSTRAK 


Provinsi Riau memiliki potensi perikanan berupa 
perikanan tangkap dan budi daya yang tersebar pada 
seluruh kabupaten. Sehingga, diperlukan perencanaan 
dengan mempertimbangkan faktor kunci pengembangan 
ekonomi perikanan berbasis wilayah. Penelitian ini 
bertujuan untuk memetakan faktor kunci Pengembangan 
EkonomiPerikanan PEPpadatiga(3)kabupatendiProvinsi 
Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis 
dan Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan 
metode survei. Data yang dikumpulkan terdiri dari 
data primer dan sekunder yang diperoleh baik secara 
langsung di lapangan maupun studi literatur. Penentuan 
responden dilakukan secara purposive terhadap tokoh 
kunci setiap daerah. Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan teknik 
Rafed dan analisis kebijakan dengan teknik prospektif 
dan gabungan. Hasil analisis menunjukkan karakteristik 
lokasi, potensi sumber daya dan kultur masyarakat 
menyebabkan faktor kunci pengembangan ekonomi 
perikanan pada masing-masing daerah secara umum 
relatif berbeda. Faktor kunci PEP Kabupaten Indragiri 
Hilir yaitu: (1) kebijakan pengembangan komunitas; (2) 
kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu- 
hilir, (3) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan 
terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat lokal; (4) faktor kebijakan pemerintah; 
(5) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM), 
dan; (6) sarana dan prasarana perikanan. Faktor 
kunci PEP Kabupaten Bengkalis yaitu: (1) peluang 
kerjasama dalam industri sejenis maupun industri 
hulu-hilir, (2) kontribusi pengembangan ekonomi 
perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat lokal; (3) sinkronisasi lintas 
sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP; (4) 


ABSTRACT 


Riau Province has fisheries potential in the 
form of capture fisheries and aquaculture which are 
spread throughout the district. So planning is needed 
by considering the key factors in developing a regional 
fisheries economy.This research aims to map the key 
factors of Fisheries Economic Development (FED) in 3 
district in Riau Province, namely Indragiri Hilir District, 
Bengkalis District and Kampar District. This research 
uses a survey method. The collected data was consisted 
of primary and secondary data which was obtained both 
in the field directly and literature studies. The respondent 
determination was purposively to key persons in each 
region. The data analysis which was used, was Multi 
Dimensional Scaling (MDS) analysis by Rafed techniques 
and policy analysis by prospective and combine 
techniques. The analysis results showed that location 
characteristics, resource potency and society culture 
cause the key factor of fisheries economic development 
in each region was relatively different general. The key 
factors of FED of Indragiri Hilir District are: (1) community 
development policies; (2) cooperation in similar industries 
and upstream-downstream industries; (3) the contribution 
of developing the fisheries economy to improving 
the quality of life and welfare of local communities; 
(4) government policy factors; 5) Availability of HR, 
and; (6) fisheries facilities and infrastructure. The key 
factor in Bengkalis District FED is: (1) opportunities 
for cooperation in similar industries and upstream- 
downstream industries; (2) the contribution of developing 
the fisheries economy to improving the quality of life 
and welfare of local communities; (3) cross-sectoral and 
spatial synchronization in FED planning; (4) government 
policy factors, and; (5) availability of HR. The key factor of 
FED in Kampar District is: (1) investment service center; 


faktor kebijakan pemerintah, dan; (5) ketersediaan 
SDM. Faktor kunci PEP Kabupaten Kampar yaitu: 
(1) pusat layanan investasi; (2) jumlah lembaga keuangan 
lokal; (3) status asosiasi industri komoditi/ forum bisnis; 
(4) ketersediaan SDM, dan; (5) sarana dan prasarana 
perikanan. Dalam rangka optimalisasi kontribusi sektor 
perikanan maka diperlukan kebijakan penguatan seluruh 
faktor kunci PEP pada masing-masing daerah melalui 
implementasi program pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) terkait. 


Kata Kunci: penelitian komparasi, ekonomi 


perikanan; faktor kunci; MDS; survei 


(2) number of local financial institutions; (3) status of 
the commodity industry association / business forum; 
(4) availability of HR, and; (5) fisheries facilities and 
infrastructure. In order to optimize the fisheries sector 
contribution, it is needed the strengthening policy on all 
FED key factors in each region through the implementation 
of the program at the Regional Work Unit. 


Keywords: comparative research: fisheries economy: 
key factors, MDS, survey 


ANALISIS PROSPEKTIF PERAN AKTOR DALAM STRATEGI FORMULASI 
PEMBANGUNAN PERIKANAN DI KABUPATEN NATUNA 


Prospective Analysis of the Role of Actors for Fishery Development 
Formulation Strategies in theNatuna District 


Budi Wardono, Rizky Muhartono, Yayan Hikmayani, Tenny Apriliani, dan Hikmah 


ABSTRAK 


Perikanan mempunyai peran penting dan cenderung 
meningkat, kontribusinya terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) sebesar 996, namun apabila migas 
tidak dihitung peranan perikanan hampir 30%. Permasalahan 
peningkatan sektor perikanan adalah: geografis yang 
terpencil, sarana transportasi terbatas, Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing (IUUF), terbatasnya jumlah, 
ukuran alat tangkap dan kurangnya keterpaduan kerjasama 
antar stakeholder. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
peran pemangku kepentingan dalam perumusan strategi 
pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna. Penelitian 
dilakukan di Kabupaten Natuna pada bulan Maret-November 
2017. Metode analisis yang digunakan dengan pendekatan 
analisis Mactor. Analisis Mactor menyediakan beragam alat 
dan analisis yang berguna untuk mendapatkan informasi 
dan agregat situasi dari beberapa masukan sederhan 
tentang permasalahan yang sedang dianalisis. Stakeholder! 
aktor terdiri dari para stakeholder yang terkait dengan 
pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Natuna. 
Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara dan diskusi 
terfokus. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang 
mempunyai peranan/ pengaruh yang tinggi dan mempunyai 
ketergantungan yang rendah (terletak pada kuadran I/kiri 
atas) adalah pedagang (Tauke), penyedia perbekalan dan 
nelayan. Aktor tersebut merupakan pelaku utama usaha 
perikanan di Kabupaten Natuna. Sebagian stakeholder 
berada di kuadran II adalah aktor yang mempunyai pengaruh 
tinggi, namun juga mempunyai ketergantungan yang tinggi. 
Stakeholder tersebut adalah Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber 
daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Natuna, Kelompok Usaha 
Bersama (KUB), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia 
(Perindo), Penyedia BBM. Diperlukan keterpaduan antar 
stakeholder untuk meningkatkan pengaruh dan mengurangi 
ketergantungan stakeholder yang berada dikuadran III dan 
IV agar peranan stakeholder dalam pembangunan sector 
perikanan dapat lebih meningkat. 


Kata Kunci: ketergantungan:  mactor; 


pengaruh, aktor-aktor 


Natuna: 
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ABSTRACT 


Fisheries have an important role and tend to 
increase with its contribution to the GRDP of 9%, but if 
oil and gas is not counted the role of fisheries is almost 
30%. The problems of improving the fisheries sector 
are: remote geography, limited transportation facilities, 
illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF), limited 
number, size and fishing gear also lack of integrated 
cooperation among stakeholders. The purpose of this 
study was to determine the role of stakeholders in the 
formulation of fisheries development strategies in Natuna 
Regency. The study was conducted in Natuna Regency in 
MarchNovember 2017. The analytical method used was 
the Mactor analysis approach. Mactor Analysis provides 
a variety of tools and analysis that are useful for obtaining 
information and aggregate situations from a few simple 
inputs about the problem being analyzed. Stakeholders / 
actors consist of stakeholders related to the development 
of the fisheries sector in Natuna Regency. Data was 
collected by interview technique and focused group 
discussion. The resulis showed that stakeholders who 
have a high role / influence and have a low dependency 
(located in the quadrant I/Upper Left) are traders (Tauke), 
supply providers and fishermen. The actor is the main 
actor in the fishery business in Natuna Regency. Some of 
the stakeholders in guadrant II are actors who have a 
high influence, but also have a high dependency. The 
stakeholders are the Directorate General of Capture 
Fisheries (DJPT), the Directorate General of Maritime 
and Fisheries Resources Supervision (PSDKP), Fisheries 
Agency of Natuna Regency, the Joint Business Group 
(KUB), Indonesian Fisheries General Corporation, oil 
fuel providers. Integration among stakeholders is needed 
to increase the influence and reduce the dependence 
of stakeholders in quadrants III and IV so that the role 
of stakeholders in fisheries sector development can be 
further increased. 


Keywords: dependency; mactor; influence; Natuna; 
stakeholders 


PRINCIPAL AGENT DALAM INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP; KONTRAK YANG MENGUATKAN 
ATAU MELEMAHKAN? (STUDI KASUS PERIKANAN TANGKAP DI PESISIR MALANG SELATAN) 


Principal Agent in the Commercial Fishing Business; Strengthening or Weakening Contracts? 
(Case Study of Commercial Fishing Business in the Coastal of South Malang) 


Yenny Kornitasari, Asfi Manzilati, dan Anthon Efani 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
secara detail bagaimana hubungan kerja/industrial 
(principal-agent) dalam menjaga keberlanjutan suatu 
usaha di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif untuk melihat realitas yang tidak 
hanya dilihat sebagai sebuah hasil, tetapi juga proses 
yang berlangsung. Proses observasi dan intreprestasi 
menggunakan metode blumer. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa sumber modal sebagai pembiayaan 
dalam operasional sektor perikanan di pesisir Malang 
Selatan secara umum berasal dari tiga sumber yaitu 
bank, aset pribadi dan-pengambek. Modal yang berasal 
dari bank hanya bisa diakses oleh nasabah yang memiliki 
agunan seperti sertifikat rumah/tanah dan kendaraan 
bermotor. Pedagang kecil yang tidak memiliki asset 
untuk dijadikan agunan lebih memilih permodalan yang 
berasal dari koperasi, bank thitil dan pengambek. Sumber 
pemodalan yang berasal dari bank, koperasi maupun 
bank thitil sudah jelas kontrak yang terbangun. Yang unik 
pada kasus ini adalah sistem permodalan yang dilakukan 
antara nelayan dengan pengambek. Dalam hal ini, 
kontrak yang terbentuk antara principal dan agent disini 
seperti menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi 
dalam kenyataannya nelayan tidak punya kekuatan dan 
pilihan lain dalam mengembangkan usaha karena terikat 
dengan kontrak pemodalan dan juga utang yang tidak 
boleh dilunasi. 


Kata Kunci: principal — agent, 


masyarakat pesisir 
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ABSTRACT 


The aims of this study is to identify detail how work 
/ industrial relationship (principal-agent) in maintaining 
the sustainability of a business in the fisheries sector. 
This study uses a gualitative approach to see reality that 
is not only seen as a result, but also an ongoing process. 
The process of observation and interpretation uses the 
Blumer method. The results of the study show that the 
source of capital as financing in the operation of the 
fisheries sector in the coast of South Malang in general 
comes from three sources, namely banks, personal 
assets and scavengers. Capital originating from banks 
can only be accessed by customers who have collateral 
such as home / land certificates and motorized vehicles. 
Small traders who do not have assets to become collateral 
prefer capital originating from cooperatives, bank thitil 
and pengambek. The sources of capital coming from 
banks, cooperatives and banks have clearly established 
contracts. What is unigue in this case is the capital 
system carried out between fishermen and “pengambek”. 
In this case, the contract formed between the principal 
and the agent here is beneficial to both parties, but in 
reality the fishermen have no other strength and choice 
in developing the business because they are bound by 
capital contracts and also debt that cannot be repaid. 


Keywords: principal - agent: business contract: 
coastal community 


ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PASAR UDANG INDONESIA 


Analysis of Structure, Behavior and Performance of Indonesian Shrimp Markets 


Siti Hajar Suryawati, Estu Sri Luhur, Tikkyrino Kurniawan, dan Freshty Yulia Arthatiany 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, 
perilaku, dan kinerja pemasaran udang di Indonesia. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dan BPS. Pendekatan struktur pasar menggunakan 
analisis CR4 (Concentration Ratio for Biggest Four) dan 
analisis IHH (Indeks Hirschman Herfindahl). Pendekatan 
perilaku pasar menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
berkenaan dengan pasar yang menjadi obyek penelitian. 
Analisis kinerja pasar udang menggunakan pendekatan 
Price Cost Margin dan Market Efficiency Indeks (MEI). 


ABSTRACT 


The aims of this study are to analyze structure, 
behavior and performance of Indonesian shrimp market. 
Data used are secondary data obtained from the Agency 
of Fish @uarantine and Quality Fishery Product, Ministry 
of Marine and Fisheries and Statistic Central Bureau 
(BPS). Structural analysis using Concentration Ratio 
for Biggest Four (CR4) and Hirschman Herfindahl 
Index analysis (IHH). Market behavior approach using 
gualitative descriptive analysis related to markets as 
research object. Market performance analysis using 
Market Efficiency Index analysis (MEI). The results 
showed that shrimp exports were still dominated by 


vii 


Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor udang masih 
didominasi oleh udang beku (58,78%) ke Amerika Serikat 
dan Jepang. Selanjutnya, hasil ini mengindikasikan 
bahwa udang olahan memiliki struktur pasar yang lebih 
bersaing dibandingkan udang beku karena jumlah 
perusahaan lebih banyak dengan hambatan masuk 
pasar yang lebih mudah. Sifat oligopoli pada industri 
udang menyebabkan sulitnya memperoleh informasi 
untuk memasuki pasar udang ini karena adanya tekanan 
yang kuat dari masing-masing industri. Perilaku pasar 
udang yang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui 
strategi harga, diversifikasi produk dan promosi. Hal ini 
berimplikasi pada potensi pengembangan industri udang 
beku karena jumlah perusahaan masih sedikit dan harga 
lebih tinggi dibandingkan harga udang olahan. 


Kata Kunci: udang; struktur pasar; perilaku pasar; 
kinerja pasar 


frozen shrimp (58.78%) to the United State and Japan. 
Furthermore, the result indicated that shrimp processed 
have a more competitive market structure than frozen 
shrimp due to the greater number of companies with 
easier barriers to market entry. The nature of oligopoly in 
this industry makes it difficult to obtain information to move 
the shrimp market because it produces strong pressure 
from each industry. Shrimp market behavior carried out 
by the company is through pricing, product diversification 
and promotion strategies. This has implications for the 
potential development of the frozen shrimp industry 
because the number of companies is still small and the 
price is higher than the price of processed shrimp. 


Keywords: shrimp; market structure; market 
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PENGARUH RANTAI DISTRIBUSI DAN KUALITAS IKAN TONGKOL (Euthynnus sp.) 
DARI PPP BLANAKAN SELAMA PENDISTRIBUSIAN KE DAERAH KONSUMEN 


The Effect of Distribution Chain on The Quality of Tuna Mackerel (Euthynus sp.) from “PPP 
Blanakan” to Consumer Area 


Novia Nurul Afiyah, lin Solihin, dan Ernani Lubis 


ABSTRAK 


Ikanmerupakan salah satu komoditas produk segar 
yang mudah rusak. Kerusakan pada ikan dindikasikan 
adanya penurunan mutu pada ikan. Penurunan mutu 
ikan disebabkan beberapa aktivitas yang dimulai dari 
penangkapan hingga ke konsumen terutama pada 
proses rantai distribusi. Proses pengendalian mutu ikan 
tongkol sejak praproduksi sampai di konsumen belum 
diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
pengaruh rantai distribusi terhadap mutu ikan tongkol 
dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi mutu 
ikan tongkol selama proses distribusi. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus terhadap mutu 
ikan. Selanjutnya dianalisis menggunakan Uji-Kruskal 
Wallis (Px0.05). Hasil penelitian menunjukkan adanya 
pengaruh rantai distribusi terhadap mutu ikan. Mutu ikan 
tongkol mengalami penurunan dari proses pendaratan 
hingga tiba di tangan konsumen tetapi keadaan mutu 
ikan masih layak untuk dikonsumsi. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi mutu ikan selama distribusi adalah 
sanitasi, hygienitas, transportasi dan cara penanganan 
oleh petugas. Rekomendasi Kebijakan adalah: (1) 
perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah dan 
pihak pelabuhan; (2) memberikan penyuluhan terhadap 
stakeholder cara menerapkan sistem rantai dingin, dan: 
(3) memberikan penyuluhan terhadap pelaku distribusi 
terkait mutu dan harga. 


Kata Kunci: rantai distribusi; ikan tongkol, 


organoleptik: mutu; kruskall wallis 
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ABSTRACT 


Fish is an high perishable fresh commodity. Fish 
damage indicated by a decrease in fish quality. The 
decrease fish quality cause by several activities are 
from capture, landing to consumer especially distribution 
chain flow procces. The process on fish quality of tuna 
mackerel (Euthynus sp) based on the handling process 
during distribution chain is unknown. The aims of the 
research are determine the effect of distribution chain 
of fish quality and analyzing the factors affecting the 
quality of mackerel tuna during the distribution process. 
The research used a case study Data observations 
were analyzed using Kruskal Wallis-Test (P<0.05). The 
results of the research that there is an influence of the 
distribution chain on fish guality. The value of fish guality 
has decreased from landing to consumers, but it is still in 
the guality of safety for consumption. Factors that affect 
the guality of fish during distribution are influenced by 
sanitation, hygiene, transportation and handling methods 
by officers. There are some recommendations are : (1) 
There needs to be supervision from the government and 
the harbor port: (2) Provide information to stakeholders 
how to implement a cold chain system, and; (3) Provide 
information to distribution actors about guality and price 
of fish. 


Keywords: distribution chain: Euthynus Sp; 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAMPUAN PENGOLAH IKAN TRADISIONAL 
DI KABUPATEN CIREBON 


Factors Affecting Capacity of Fish Processor in Cirebon District 


Anna Fatchiya, Siti Amanah, dan Tatie Sadewo 


ABSTRAK 


Pengembangan usaha pengolahan ikan 
tradisional dapat dilakukan dengan mengembangkan 
kemampuan pengolah ikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengindentifikasi tingkat kemampuan pengolah 
ikan tradisional di Kabupaten Cirebon dan menganalisis 
faktor-faktor yang memengaruhinyanya.— Penelitian 
dilakukan secara survei dengan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpul data. Sampel penelitian ini 
adalah 80 orang pengolah ikan dari tiga kecamatan yaitu 
Kecamatan Gunungjati, Suranenggala dan Jamblang. 
Data dikumpulkan pada bulan Maret hingga April 2018. 
Data dianalisis secara deskriptif menggunakan Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) ver 24 dan diuji 
dengan Partial Least Square (PLS) 3. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengolah ikan 
di Kabupaten Cirebon berada pada kategori rendah baik 
pada aspek teknis maupun manajerial. Aspek teknis yang 
rendah yaitu pada proses pengolahan, pengemasan, 
penyimpanan, perizinan dan penanganan limbah usaha. 
Sedangkan aspek manajerial yang rendah yaitu pada 
kemampuan mengakses modal, mengakses pasar dan 
kemampuan bermitra. Faktor-faktor yang memengaruhi 
kemampuan pengolah ikan di Kabupaten Cirebon berasal 
dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 
memengaruhi yaitu tingkat pendidikan formal dan jumlah 
pelatihan yang diikuti oleh pengolah ikan, sedangkan 
faktor eksternal yang memengaruhi yaitu tingkatan peran 
penyuluh perikanan dan ketersediaan bahan baku. 


Kata Kunci: kemampuan; pengolah ikan; pengolahan 
ikan; tradisional 


ABSTRACT 


Traditional fish processing development can be 
done by developing fish processing capacity. This research 
aims to identify the level of traditional fish processing 
capacity in Cirebon District and analyzes the factors 
that affect the rate of fish processing capacity. Approach 
research surveys using guestionnaires for collecting the 
data. The sample of this research is 80 fish processor 
from three Sub-district namely Gunungjati, Suranenggala 
and Jamblang. Data collected in March until April 2018. 
The data are analyzed using descriptive Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) ver 24 and tested 
with Partial Least Sguare (PLS) 3. The results showed 
that the level of fish processor capacity in Cirebon District 
in the low category at both managerial and technical 
aspects. The technical aspects are low i.e., processing, 
packaging, storage, licensing and handling of waste. 
While aspects of managerial ability, namely low access 
to capital, market access and the ability of the partner. 
Factors that affect fish processing capacity in Cirebon 
District comes from internal and external factors. Internal 
factors that affect the level of formal education and the 
number of training undertaken by the fish processor, while 
the external factors that affected the level of fisheries 
extension officers, namely the role and availability of raw 
materials. 


Keywords: capacity: fish processor, fish 
processingg: traditional 


AKSESIBILITAS LEMBAGA PEMBIAYAAN FORMAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO 
PENGOLAHAN IKAN DI KABUPATEN GRESIK 


Accessibility of Formal Financing Institution for Micro Business Actors 
of Fish Processing in the Gresik District 


Retno Widihastuti dan Hakim Miftakhul Huda 


ABSTRAK 


Kelompok usaha mikro merupakan bagian dari 
masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini 
masih menemukan kesulitan dalam mengakses pinjaman 
dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan formal 
khususnya masih memegang ketentuan yang belum 
mampu mereka jangkau. Namun tidak demikian bagi 
kelompok usaha di desa yang sebagian besar adalah 
menekuni bidang perikanan di Desa Gumeng, Kecamatan 
Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan pada 
bulanApriltahun2018 bertujuan untuk: a)mendeskripsikan 


ABSTRACT 


Micro business groups are part of the Indonesian 
community, which until now still finds it difficult to 
access loans from financial institutions. Formal financial 
institutions in particular still hold provisions that they 
have not been able to reach. However, this is not the 
case for business groups in the village, most of which 
are engaged in fisheries in Gumeng Village, Bungah 
sub district of Gresik District. Research conducted in 
April 2018 was aimed at finding out the accessibility of 
financing patterns by the Gresik District : a) describing 


karakteristik usaha mikro pengolahan ikan; 
b) menganalisis kendala dan tantangan akses 
permodalan formal yang sesuai kebutuhan usaha, serta; 
c) menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan 
usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan pembiayaan 
formal ke depan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara 
mendalam (indepth interview) kepada informan kunci 
(key person) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, 
ketua kelompok usaha mikro, serta petugas lembaga 
pembiayaan formal. Data dianalisis secara deskriptif, 
dengan menggambarkan kinerja usaha pengolahan 
mikro dan pola pembiayaan lembaga formal yang dapat 
diakses oleh kelompok usaha mikro di Desa Gumeng, 
Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja usaha pengolahan mikro 
layak dikembangkan. Pelaku usaha khususnya pada 
pengolahan ikan, telah menjalin kerjasama dengan 
lembaga pembiayaan formal yang menjembatani usaha 
mereka. Sebagai opsi rekomendasi mengenai pola 
pembiayaan yang memudahkan bagi debitur, maupun 
lembaga pembiayaan itu sendiri adalah lembaga 
pembiayaan formal yang menawarkan kemudahan 
sebagai berikut: a) tidak mensyaratkan calon peminjam 
modal usaha dengan sebuah jaminan; b) lembaga 
pembiayaan memberikan edukasi berupa pelatihan 
tata cara pengelolaan dana usaha. Petugas lembaga 
pembiayaan formal dapat memantau sekaligus memberi 
masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur 
dengan harapan akan mengurangi masalah kredit macet 
bagi hasil atau istilah bunga pinjaman paling besar 
adalah sesuai standar Bank Indonesia. 


Kata Kunci: aksesibilitas; formal; informal; 


pengolahan; pembiayaan mikro 


the characteristics of fish processing micro businesses; 
b) analyze the constraints and challenges of formal 
capital access in order to obtain the availability and 
access to capital according to business needs; and c) 
analyze access to capital according to business needs, 
performance, and institutional perspective of formal 
financing going forward. The research method used 
is qualitative by conducting in-depth interviews (key 
interviews) to key informants (key person), namely the 
Department of Marine and Fisheries, the head of the 
micro business group, and officials of formal financial 
institutions. Analysis of data used descriptively, illustrating 
the financing patterns of formal institutions that can be 
accessed by small business groups in Gumeng Village, 
Bungah Sub District, Gresik District. From the results of 
these studies, businesses, especially in fish processing, 
have collaborated with of formal financing institutions that 
bridge their businesses. As a recommendation option 
regarding the pattern of financing that makes it easy for 
debtors, as well as financial institutions themselves, is 
a formal financial institution that offers convenience as 
follows: a) does not reguire prospective business capital 
borrowers with a guarantee: b) financial institutions 
provide education in the form of training in procedures for 
managing business funds. Officials of the formal finance 
institution can monitor and provide input on the business 
patterns of the debtor. Thus, it will reduce the problem 
of bad credit. Whereas for the debtor, it can develop the 
business according to the procedures for proper business 
management and development: and c) the largest loan 
interest rates are in accordance with Bank Indonesia 
standards. 


Keywords: accessibility: formal: 
processing: micro financing 
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ABSTRAK 


Komoditas udang Windu di Kabupaten Kotabaru hanya sebagai komoditas primer sehingga 
nilai tambah yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui resiko produksi; (2) untuk mengetahui analisis pendapatan 
usaha petambak budi daya udang windu, dan; (3) untuk mengetahui resiko pendapatan. Penelitian 
ini dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selatan. Jumlah responden sebanyak 
32 orang secara acak. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 
kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan budi daya udang 
yang diperoleh setiap musim tanam sebesar Rp.11.031.970/Ha/musim tanam, dengan pay back periode 
sebesar 7,24. Analisis resiko produksi menunjukkan bahwa koefisien variansi produksi sebesar 0,444 
dengan batas bawah sebesar 32.225 Kg. Sedangkan analisis resiko pendapatan menunjukkan koefisien 
variansi sebesar 0,427 dengan batas bawah sebesar 2.868.491/Ha/musim tanam. Dari hasil tersebut 
menjelaskan bahwa petambak udang tidak mengalami resiko terhadap produksi dikarenakan kecilnya 
resiko produksi dan tingginya harga udang windu. 


Kata kunci: budi daya udang windu; resiko produksi; resiko pendapatan; pendapatan usaha budi 
daya 


ABSTRACT 


Black tiger Shrimp commodity in Kotabaru District is a primary commodity which added value has 
not been optimized for community welfare. The research aims to (1) identify the risks of the production, 
(2) analyze the revenue of tiger shrimp farmers and (3) identify the income risk. This research was 
conducted in Kotabaru District with 32 respondents at random. The data were analyzed with gualitative 
and guantitative method. Results showed that the profit of the shrimp farming on each planting season 
was IDR11.031.970 million / ha / season, with a payback period of 7.24. Production risk analysis showed 
that the coefficient of variance in production was 0.444 with a lower limit of 32,225 kg. The revenue risk 
analysis showed coefficient of variance of 0.427 with a lower limit of 2,868.491 / ha / season. These 
results suggest that Shrimp farmers do not suffer from production risk due to small production risks and 
high prices of black tiger shrimps. 


Keywords: tiger shrimp cultivation; production risks; the risks of farming income: revenue 


PENDAHULUAN 


Sumber daya perikanan tangkap dan budi 
daya merupakan sumber daya alam pesisir yang 
dapat dikelola dan dikembangkan, pemanfaatan 
lahan tambak, khususnya budi daya air payau 
diharapkan dapat menopang target produksi 
nasional dengan semakin menurunnya produksi 
perikanan (Alikodra, 2005). Munculnya beberapa 
penyakit yang mengakibatkan semua jenis 
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udang yang dibudi dayakan tidak dapat tumbuh 
dengan normal, menyebabkan ribuan hektar 
tambak udang yang tersebar di 14 kecamatan di 
Kabupaten Kotabaru, Kalsel dibiarkan terlantar 
oleh pemiliknya dan beralih fungsi menjadi semak 
belukar dan rawa-rawa. Kotabaru pernah menjadi 
primadona usaha udang windu, namun beberapa 
petambak mengalami kerugian dan meninggalkan 
tambaknya untuk berusaha perkebunan kelapa 
sawit. Pada tahun 2006 semua tambak di Kotabaru 
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ditata kembali dan dilakukan pembenahan saluran 
oleh pemerintah setempat, penerapan sistem 
cara bertambak juga diterapkan agar usaha yang 
dilakukan dapat berhasil (Anonim, 2008). 


Untuk memperoleh udang windu, pedagang 
pengumpul besar dari dalam negeri berhubungan 
langsung dengan petambak untuk membeli 
udang windu, namun banyaknya kendala dalam 
memperoleh udang windu secara maksimal karena 
adanya penurunan jumlah produksi disebabkan oleh 
gagal panen dan akibat faktor alam, hal tersebut 
dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Nasi, Prayitno & Sarjito (2007). menyatakan 
bahwa udang yang stress karena faktor lingkungan 
yang tidak terkendali dapat membuat sistem imun 
udang menurun dan dapat menyebabkan udang 
mudah terinfeksi penyakit. Kualitas produk rendah 
telah mengakibatkan produk tersebut tidak dapat 
dijual atau harganya menjadi murah, sehingga 
berpengaruh kepada pendapatan petani tambak 
udang. 


Penelitian tentang kelayakan usaha dengan 
menganalisis layak atau tidak suatu usaha untuk 
pencapaian keuntungan yang maksimal dengan 
waktu yang tidak ditentukan, merupakan tujuan 
dalam melakukan penelitian kelayakan usaha 
(Umar, 2005). (Kasmir & Jakfar, 2007) mengatakan 
bahwa ada empat tujuan mengapa perlu adanya 
studi kelayakan usaha sebelum usaha dilakukan 
yaitu: 1. Menghindari Resiko Kerugian 2. 
Memudahkan Perencanaan 3. Mempermudah 
Pelaksanaan Pekerjaan 4. Memudahkan 
Pengawasan. Dari hal tersebut sangat jelas 
mengapa suatu usaha perlu dilakukan analisis 
resiko, karena, setiap usaha tidak akan terlepas 
dari kemungkinan resiko yang dapat menimbulkan 
kerugian besar bagi para pelaku usaha. Ada 
beberapa resiko yang paling mengancam dalam 
usaha tambak udang yang disebabkan oleh faktor 
alam, seperti iklim, cuaca, banjir dan serangan 
penyakit. Fluktuasi harga juga menjadi resiko 
dalam usaha tambak udang. Tingkat resiko yang 
dihadapi oleh usaha tambak udang ini dapat 
dianalisis dengan menggunakan analisis resiko, 
maka akan diketahui tingkat resiko yang dihadapi. 
Resiko yang diukur adalah resiko produksi, dan 
resiko pendapatan. 


Budi daya tambak Kalimantan selatan 
memiliki potensi tambak dengan luas lahan 
mencapai 84.998 ha dan telah dimanfaatkan 
sebesar 16.457,1 ha. Kegiatan budi daya tambak 
menghasilkan komoditi seperti udang, bandeng 
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dan kakap putih. Untuk komoditi udang, diusahakan 
untuk menghasilkan udang dari jenis udang windu. 


Penelitian mengenai usaha budi daya 
tambak sering dilakukan namun penelitian dalam 
hal menganalisis resiko pada petambak penting 
dilakukan karena untuk melihat kondisi nyata 
petambak udang windu di Kabupaten Kotabaru 
dan untuk mendukung penelitian lainnya, dalam hal 
para petambak dapat mengambil keputusan yang 
tepat dalam menjalankan usaha dibidang budi daya 
udang windu sehingga dapat meminimalkan resiko 
yang akan terjadi. Resiko menunjukkan peluang 
terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui 
oleh pelaku usaha sebagai pembuat keputusan 
dalam usaha (Knight, 1921). Peluang kejadian 
ini dapat ditentukan berdasarkan data historis 
atau pengalaman selama mengelola kegiatan 
usaha. Adanya risiko dalam kegiatan usaha pada 
umumnya akan menimbulkan dampak negatif 
terhadap pelaku usaha. Seperti yang dikemukakan 
oleh Harwood, Heifner, Coble, Perry & Somwaru 
(1999) bahwa risiko menunjukkan kemungkinan 
kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pelaku 
usaha yang mengalaminya. Selain itu dari hasil 
penelitian ini digarapkan dapat memberikan 
masukan atau saran. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui resiko produksi, menganalisis 
pendapatan usaha tambak budi daya udang windu 
dan untuk mengetahui resiko pendapatan usaha 
budi daya tambak udang di Kabupaten Kotabaru, 
Provinsi Kalimantan Selatan. 


METODOLOGI 


Lokasi Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan 
(Gambar 1). Lokasi penelitian ini ditetapkan 


dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan 
penghasil udang windu dengan produktivitas 
terbesar di Kabupaten Kotabaru. 


Jenis dan Metode Pengumpulan Data 


Data yang digunakan dalam penelitian 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 
langsung dengan petani tambak udang yang 
diwakili oleh 32 responden pembudi daya udang 
windu dan dianggap ahli dibidangnya sehingga 
data yang didapat mendapatkan kesahihan. 
Keterwakilan Kotabaru dengan jumlah responden 
tersebut, dengan luas lahan sebesar 4 hektar yang 
digunakan dalam perhitungan merupakan data yang 
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Gambar 1. Peta Lokasi Titik Sampling Penelitian. 
Figure 1. Map of Sampling Location. 


dianggap mewakili persoalan yang sama, sehingga 
hasilnya dapat menjelaskan hal yang terjadi pada 
budi daya tambak udang windu di Kabupaten 
Kotabaru. Data sekunder yang digunakan 
diperoleh dari literature, baik dari buku, jurnal, 
maupun hasil penelitian terdahulu yang digunakan 
sebagai data pelengkap atau penunjang dalam 
penelitian. Metode pemilihan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode sampling acak sederhana (Simple Random 
Sampling). 


Metode Analisis 


Analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini terdiri dari analisis kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif dan analisis kuantitatif yaitu 
dengan analisis resiko untuk menghitung expected 
value, ragam (variation), simpangan baku (standar 
deviation), koefisien variasi (standard variation), 
nilai batas bawah, produksi dan pendapatan. 
Beberapa penelitian menggunakan metode ini 
yaitu oleh Ihsanudin (2010) dengan melakukan 
penelitian untuk mengetahui resiko usahatani 
tembakau di Kabupaten Magelang. Lamusa (2010) 
menganalisis resiko usahatani padi sawah rumah 
tangga di daerah Impenso Provinsi Sulawesi 
Tengah; sedangkan Imelda (2012) meneliti 
usaha pada penangkapan kepiting bakau di 
Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, 
untuk mengetahui resiko pada usaha tersebut. 
Arifin (2013) melakukan penelitian di Kabupaten 
Pinrang tentang resiko produksi dan pendapatan 


kepemilikan lahan daerah sentra produksi padi. 
Heriani et al. (2013) melakukan penelitian tentang 
analisis keuntungan dan resiko usahatani tomat 
di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus; 
sedangkan Saragih et al. (2015) menganalisis 
resiko produksi dan pendapatan budi daya 
tambak udang rakyat di Kelurahan Labuhan Deli, 
Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. 


Pengukuran nilai penyimpangan yang 
terjadi dapat digunakan dalam penilaian resiko. 
Kadarsan (1995) menjelaskan bahwa dalam 
menganalisis resiko usaha dilakukan dengan 
menggunakan langkah-langkah perhitungan hasil 
yang diharapkan. Ukuran ragam (varian) dan 
simpangan baku (standar deviasi) digunakan 
untuk mengukur resiko secara sistematik. 
Koefisien resiko merupakan perbandingan 
antara resiko yang harus ditanggung petambak 
dengan keuntungan yang akan diperoleh sebagai 
hasil dari sejumlah modal yang diinvestasikan 
dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan 
semakin besar nilai koefisien resiko, maka semakin 
besar yang akan ditanggung petani tambak 
udang. Dalam hal ini, perhitungan dilakukan untuk 
kegiatan usaha budi daya udang windu selama 
satu tahun, yang dipanen sebanyak tiga kali dalam 
setahun. 


Metode analisis yang digunakan untuk 
mendapatkan nilai analisis pendapatan, resiko 
pendapatan dan resiko produksi adalah sebagai 
berikut. 
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(a) Analisis Tingkat Pendapatan budi daya mengacu 
pada Shinta (2011): pendapatan usaha adalah 
selisih penerimaan dengan semua biaya 
produksi, dirumuskan sebagai berikut: 


n = TR-TC = (Y. Py) - (FC + VC) 


Keterangan/Remaks : 


m - Pendapatan petambak dalam satu kali musim) 
(Rp)/ Farmer income in one season (IDR) 


TR = Total penerimaan (Rp)/ Total revenue (IDR) 
TC = Total biaya (Rp)/ Total cost (IDR) 
Y = Jumlah produksi (kg)/Amount production (kg) 


Py = Harga satuan produk (Rp) /Price unit product 
(IDR) 


FC = Biaya tetap (Rp)/Fixed cost (IDR) 
VC = Biaya tidak tetap (Rp) Variable cost (IDR) 


Untuk mengetahui apakah usaha 
menguntungkan atau tidak maka digunakan 
analisis R/C rasio (Return Cost Ratio). R/C 
rasio merupakan perbandingan (nisbah) antara 
penerimaan total dan biaya total (Shinta, 2011) 
yang dituliskan sebagai berikut : 

TR 


R/C = TE 


Keterangan/Remaks : 

R/C = Nisbah antara penerimaan dan biaya/Ratio 
Revenue and Cost 

TR = Penerimaan total Rp)/ Total Revenue (IDR) 


TC = Biaya total (Rp)/ Total Cost (IDR) 


Kriteria pada pengukuran tersebut adalah 
sebagai berikut : 


1) Jika R/C > 1, maka usahatani yang 
dilakukan menguntungkan, karena 
penerimaan lebih besar dari biaya total, 


2) Jika R/C < 1, maka usahatani yang 
dilakukan tidak menguntungkan, karena 
penerimaan lebih kecil dari biaya total, 


3) Jika R/C = 1, maka usahatani yang 
dilakukan tidak rugi maupun tidak untung, 
karena penerimaan sama besar dengan 
biaya total atau impas. 


(b) Analisis Risiko budi daya udang. Semakin 
tinggi risiko yang harus dihadapi, semakin 
tinggi hasil yang diharapkan tercapai. Risiko 
terdiri dari risiko produksi, risiko harga dan 
risiko pendapatan. Risiko usaha dapat dihitung 
dengan melihat data produksi dan harga pada 
musim budi daya sebelumnya. Tingkat produksi 
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dan harga berpengaruh terhadap tingkat 
pendapatan yang secara signifikan dapat 
mengindikasikan adanya risiko pada usaha 
budi daya udang yang dilakukan. Ukuran untuk 
hasil yang diharapkan adalah hasil rata-rata 
atau mean, rumusnya yaitu: 


n r 
= i4 Ei 


E 


Keterangan/Remaks : 
E = Rata-rata nilai yang diharapkan! Average 
value expected 


Ei = Pendapatan yang diperoleh musim ke- i/ 
Revenue earned in season — i 
n = Jumlah pengamatan risiko secara statistik 


dapat diukur dengan ukuran ragam 
atau simpangan baku/The number of 
observations of risk can be statistically 
measured by standard size or deviation 


Kedua cara ini menjelaskan risiko dalam 
arti kemungkinan penyimpangan pengamatan 
sebenarnya di sekitar nilai rata-rata yang 
diharapkan. Ukuran rumus ragam adalah sebagai 
berikut : 

S EL (Ei—E}2 
(n-1) 


Sedangkan simpangan baku merupakan 
akar dari ragam, atau yang secara matematis 
dirumuskan sebagai berikut : 


V-VV2 


Keterangan/Remaks : 

V2 - Ragam/Variance 

V = Simpangan baku/Standard deviation 

E = Rata-rata nilai yang diharapkan/Average value 
expected 

Ei - Pendapatan yang diperoleh pada musim ke-i/ 
Revenue earned in season — i) 

n = Jumlah pengamatan/Amount observation 


Untuk melihat tingkat risiko yang paling 
rendah dalam memberikan suatu hasil dapat dipakai 
ukuran keuntungan koefisien variasi dengan rumus 
sebagai berikut : 


Vv 
CV = E 
Keterangan/Remaks : 
CV = Koefisien variasi/Coefficient of Variation 
V = Simpangan baku/Standard deviation 
E = Rata-rata nilai yang diharapkan/Average 


value expected 
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Batas bawah (L) menunjukkan nilai terendah 
produksi, harga dan pendapatan yang mungkin 
diterima oleh petani tambak udang. 


Rumus perhitungan batas bawah (L) adalah : 


L-E-2V 


Keterangan/Remaks: 
L = Nilai batas bawah/Low value 


V = Simpangan baku/Standard deviation 


E = Rata-rata nilai yang diharapkan/Average value 
expected 


Nilai CV menunjukan besarnya variasi dari 
setiap rata-rata nilai harapan yang diperoleh. Angka 
variasi yang cukup tinggi menunjukan bahwa risiko 
yang dialami tinggi dan angka variasi yang rendah 
menunjukan bahwa risiko yang dialami rendah. L 
merupakan nilai batas bawah dari suatu selang 
kepercayaan. Apabila usaha yang dilakukan 
mengalami kerugian maka kerugian yang harus 
ditanggung adalah sebesar nilai L. 


Hubungan antara batas bawah hasil 
tertinggi (L) dengan koefisien variasi (CV) yakni: 
Jika CV > 0,5 maka L < 0 artinya ada peluang 
kerugian yang akan diderita oleh suatu usaha, Jika 
CV £ 0,5 maka L> Oartinya suatu usaha akan selalu 
terhindar dari kerugian. Hasan (2002) menyatakan 
bahwa untuk dapat menggunakan metode 
descript maka seseorang peneliti harus memiliki 
sifat represif, selalu mencari bukan menguji, 
memiliki kekuatan integrative untuk memadukan 
berbagai macam informasi yang diterimanya 
menjadi satu kesatuan penafsiran. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Lokasi Penelitian 


Kabupaten Kotabaru memiliki lahan terluas 
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain 
di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 9.422,46 
km? atau 25,21% dari luas wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan. Sebagian wilayahnya terdiri 
dari beberapa pulau dan sebagian lagi wilayah 
daratan yang terletak di Pulau Kalimantan. Pulau- 
pulau besar dan kecil yang dimiliki Kabupaten 
Kotabaru berjumlah 111 buah, di antaranya, yaitu: 
Pulau Laut, Pulau Sebuku, Pulau Kerayaan, dan 
lain-lain. Secara administratif, Kabupaten Kotabaru 
tersebut dibagi menjadi 20 kecamatan dan 197 
desa serta 4 kelurahan. Kabupaten Kotabaru 
memiliki potensi lahan budi daya tambak udang 
dan bandeng sekitar 52.900 ha yang tersebar di 6 


(enam) kecamatan, namun sampai saat ini belum 
dimanfaatkan secara optimal, hal ini ditandai 
dengan produksi yang baru mencapai 22.450 ton/ 
tahun. Oleh karena itu masih terbuka peluang 
untuk mengembangkan usaha budi daya tambak 
melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi 
budi daya tambak yang telah berkembang sesuai 
dengan kondisi lahan yang ada. Tambak yang 
ada (eksisting) di Kabupaten Kotabaru berada di 
sebagian daratan Pulau Kalimantan dan sebagian 
di Pulau Laut yang umumnya adalah tambak 
ekstensif (tradisional). Untuk menyesuaikan 
dengan program Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Kotabaru, survei pengambilan data 
primer dan sekunder difokuskan pada wilayah 
tambak yang ada di Pulau Laut, dan dianggap dapat 
mewakili tambak yang ada di Kabupaten Kotabaru, 
penentuan jumlah responden berdasarkan hasil 
pengamatan di lapangan dan dianggap dapat 
mewakili dalam pengambilan data serta memiliki 
keahlian dalam mengelola tambak, sehingga 
data yang diperoleh sangat sahih. Komoditas 
yang diutamakan untuk budi daya air payau di 
Kabupaten tersebut yaitu udang windu dan 
ikan bandeng dan dilakukan secara polikultur, 
namun sebagian juga melakukan budi daya 
secara terpisah antara kedua komoditas tersebut 
(Razi, 2012). 


Karakteristik petambak 


Karakteristik petambak sangat menentukan 
keberhasilan suatu usaha yang mereka lakukan. 
Menurut Ndraha (1999) sumber daya manusia 
berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia 
yang mampu menciptakan bukan saja nilai 
komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif- 
inovatif dengan menggunakan energi tertinggi 
seperti intelligence, creativity, dan imagination: 
tidak lagi semata-mata menggunakan energi 
kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga 
otot, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut 
maka dapat dipahami bahwa umur dan tingkat 
pendidikan sangat menentukan suatu keberhasilan 
usaha. Umur petambak udang windu di lokasi 
penelitian berkisar antara 29 - 57 tahun, dengan 
rata-rata 41 tahun. Usia produktif berkisar antara 
15 — 64 tahun dan usia yang tidak produktif antara 
O — 14 tahun dan 65 tahun keatas (Mubyarto, 
1989). Usia produktif dalam hal ini menunjukkan 
bahwa mereka lebih memberikan hasil maksimal 
dibandingkan dengan usia yang tidak produktif, 
hal ini disebabkan karena pada usia produktif, 
umumnya seseorang memiliki kemampuan yang 
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lebih baik dalam berfikir dan bertindak untuk 
melakukan kegiatan, dengan usia tersebut 
berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya 
pengalaman petani tambak udang dalam usaha 
budi daya. Lamanya pengalaman dalam mengelola 
tambak akan dapat menjadi pelajaran dalam hal 
pengelolaan dan memperbaiki kekurangan dalam 
melakukan usaha budi daya untuk meningkatkan 
produksi. 


Tingkat pendidikan dianggap penting 
dalam meningkatkan suatu usaha, dengan 
tingkat pendidikan lebih baik sangat berhubungan 
dengan pengembangan sumber daya manusia 
karena biasanya berkaitan dengan peningkatan 
kemampuan intelektual untuk melaksanakan 
pekerjaan yang lebih baik. Dengan tingkat 
pendidikan dapatmempengaruhi pola berpikir dalam 
mengelola usahanya. Semakin tinggi pendidikan 
seseorang, maka akan semakin luas wawasannya 
dan semakin membuka diri terhadap kemajuan 
teknologi, tingkat pendidikan formal petambak 
udang di Kabupaten Kotabaru yang berpendidikan 
SD 65.62%, pendidikan SLTP sebesar 21.87% 
dan pendidikan SLTA sebesar 12.5%. Tingginya 
tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola 
pikir petambak dalam mengadopsi informasi. 
Petani tambak udang diharapkan dapat dengan 
mudah menyerap informasi tentang usaha budi 
daya tambak udang baik lewat radio, televisi, surat 
kabar ataupun sumber informasi lainnya. 


Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan 
pengalaman usaha tambak yang paling banyak 
berada pada kategori 1 sampai 39 tahun dengan 
rata-rata sebesar 16.28%. Pengalaman bertambak 
ini akan membantu petambak dalam mengolah 
tambak udangnya, karena pengalaman dalam 
berusaha budi daya tambak udang merupakan 
salah satu faktor yang mendukung petambak dalam 
menjalankan usahanya dengan lebih baik, serta 
lebih bijak dalam menyikapi setiap perubahan yang 
terjadi, baik yang mendatangkan kerugian maupun 
keuntungan dari hasil kegiatan tersebut dan dapat 
membantu petambak dalam mengambil keputusan 
untuk usaha periode musim tebar berikutnya. 


Rata-rata luas lahan yang digarap oleh 
petambak Kabupaten Kotabaru berada pada 
kategori 1 ha sampai 16 Ha, namun dalam penelitian 
ini digunakan luas 4 ha sebagai perwakilan dalam 
perhitungan. Besar atau kecilnya luas lahan dalam 
budi daya berdsarkan kemampuan modal untuk 
membeli atau menyewa lahan budi daya tambak 
udang. Hal tersebut juga berhubungan dengan 
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banyaknya tenaga kerja yang digunakan diluar 
keluarga. Semakin banyak menggunakan tenaga 
kerja, maka semakin besar pula biaya yang harus 
dikeluarkan. Jadi, luas lahan akan mempengaruhi 
besar atau kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan 
oleh petambak udang. 


Biaya Usaha Budi daya Tambak Udang 


Usaha budi daya udang windu merupakan 
salah satu jenis usaha di bidang perikanan 
dan kelautan yang dalam pelaksanaannya 
untuk menghasilkan produksi, pendapatan dan 
keuntungan diperlukan biaya-biaya yang meliputi 
biaya tetap (Fixed Cost) maupun biaya tidak 
tetap (Variable Cost). Keuntungan/profit dalam 
melakukan suatu usaha, adalah tujuan utama 
bagi pelaku usaha, agar usaha yang dijalankan 
terus dapat berkembang dan maju. Oleh karena 
itu, bagi pelaku usaha penerapan prinsip ekonomi 
dalam menjalankan usahanya harus dijalankan. 
Pengertian prinsip ekonomi dalam menjalankan 
usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar- 
besarnya dengan biaya yang dikeluarkan sekecil- 
kecilnya. Total biaya investasi yang dikeluarkan 
untuk usaha budi daya udang dengan luasan 
4 ha pertahun adalah sebesar Rp.79.959.000,- 
(Tabel 1). Biaya-biaya yang dikeluarkan antara lain 
biaya tetap, biaya operasional (Tabel 2). Harga 
jual untuk udang windu tergantung ukuran udang, 
untuk size 40 harga jualnya Rp. 72.000/Kg. Dari 
seluruh biaya tidak tetap, biaya yang paling besar 
dikeluarkan adalah biaya untuk pakan disusul 
oleh benih. Tingginya harga pakan sering menjadi 
kendala utama bagi para pembudi daya sehingga 
tak jarang pembudi daya memberikan pakan 
alternative lain yang harganya lebih terjangkau 
untuk menekan pengeluaran biaya pakan yang 
cukup besar. 


Penerimaan/pendapatan adalah hasil kali 
jumlah produksi dikalikan dengan harga ikan/udang. 
Adapun total penerimaan/pendapatan usaha budi 
daya tambak sebesar Rp.26.642.763/ha/musim 
tanam (Tabel 3). Keuntungan adalah selisih dari 
total penerimaan dikurangi total seluruh biaya yang 
dikeluarkan. Keuntungan yang diperoleh sebesar 
Rp.11.031.970,-. R/C rasio usaha budi daya adalah 
sebesar 2.94 artinya kondisi ini menunjukkan usaha 
budi daya udang windu di Kabupaten Kotabaru 
layak untuk diusahakan. 


Analisis Resiko Produksi dan Pendapatan 


Pengambilan keputusan sebelum memulai 


Analisis Resiko Produksi dan Pendapatan Pada Usaha Budidaya Tambak Udang Windu di Kabupaten Kotabaru 


Ketam (Asaad., et al) 


Tabel 1. Kebutuhan Investasi dan Penyusutan Usaha Budi Daya Tambak di Kabupaten Kotabaru, 2016. 
Table 1. Investment Needs and Depreciation of Pond Cultivation Business in Kotabaru District, 2016. 


No 


Investasi (Rp)/ 


Uraian/Description Jumlah/Amount Investment 
(IDR) 
Investasi Lahan & dan 
Bangunan/Land and 
Building Investment 
1. Konstruksi tambak 4 ha (Ha) 40,000,000 
pembesaran/Construction of 
enlargement ponds 
2. Sewa tambak pembesaran/ 4 ha (Ha) 14,000,000 
Rent ponds enlargement 
3. Kontruksi saluran/Canal . . 1,000,000 
construction 1 unit (Unit) 
4. Pintu Air/luice 1 unit (Unit) 3,000,000 
5. Rumah jaga/Guard house 1 buah (Piece) 2,000,000 
Sub.lahan 4 bangunan 60,000,000 
Peralatan/Material 
1. Traktor/ Tractor 1 unit (Unit) 7,000,000 
2. Mesin pompa/Pump 1 unit (Unit) 2,000,000 
Machine 
3. Perahu sampan/Boat 1 buah (Piece) 3,000,000 
4. Mesin/Machine 
5. Kincir air/Water wheel 1 unit (Unit) 4,000,000 
6. Jaring/Nets 1 buah (Piece) 2,000,000 
7. Jala/Net 
8. Pipa pralon/Pralon pipes 2 buah (Piece) 150,000 
9. Baling baling/Propeller 1 buah (Piece) 300,000 
10. Porok/Porok 2 buah (Piece) 800,000 
11. Bila-bila/Bila-bila 
12. Box/Box 1 buah (Piece) 130,000 
1 buah (Piece) 250,000 
3 buah (Piece) 249,000 
4 buah (Piece) 80,000 
Sub. Inv.peralatan/ 19,959,000 
Sub Eguipment Investments 
Total investasi/ 79,959,000 


Total Investment 


(year) 


Penyusutan 
Tahun (Rp) 
(Depreciation)! 
year (IDR) 


U.E 
(th)/ 


5 8,000,000 


3 4,666,667 
4 250,000 


5 600,000 
5 400,000 


13,916,667 


1,400,000 
400,000 


1,000,000 


1,333,333 
666,667 


75,000 
150,000 
200,000 


ANN w w w O101 


= 


130,000 


=% 


250,000 
249,000 
2 40,000 


5,894,000 


= 


19,810,667 


Penyusutan 
Musim (Rp) 
Depreciation 


Season (IDR) 


4,500,000 


2,500,000 


500,000 


100,000 
200,000 


7,800,000 


700,000 
200,000 


500,000 


666,667 
333,333 


37,500 
75000 
100,000 
65,000 
125,000 
124,500 
20,000 


2,947,000 


9,905,533 


Tabel 2. Biaya Operasional Usaha Budi Daya Udang Windu di tambak, di Wilayah Kabupaten Kotabaru, 2016. 
Table 2. Operational Cost of Black Tiger Shrimp Farming, in Kotabaru District, 2016. 


No 
| 


Uraian/Description Volume/ Volume 


Biaya Operasional (Operational costs) 


- Benih (Seea) 14.456 
- Pakan (Feed) (Kg) 500 
- Pupuk (Fertilizer) 

- Urea (Urea) (kg) 107.53 
- SP36 (SP36) (kg) 130.47 
Saponin (Saponin) (kg) 25.97 
Solar (Solar) (L) 320 


Tenaga kerja (Labor) (orang (Human) 5 
Jumlah (Amount) | 

Biaya Tetap (Fixed cost) 

-Penyusutan (Shrinkage) 

-Perawatan alat (Maintenance tools) 

-Pajak lahan (Land Tax) 

Jumlah (Amount) || 


Total biaya operasional (Total 
operational cost) 


Harga satuan (Rp)/ 
Unit Price (IDR) 


50 
3,500 


3,000 
4,000 


8,000 
8,000 
100,000 


Nilai Rp/ 
Value (IDR) 


722,800 
1,750,000 


322,590 
521,880 


207,760 
256,000 
500,000 

4,281,030 


2,947,000 
50,000 
50,000 

3,047,000 


7,328,030 
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Tabel 3. Analisis Finansial Usaha Budi Daya Udang dan Bandeng Permusim Tanam di 


Wilayah Kabupaten Kotabaru, 2016. 


Table 3. Financial Analysis of Shrimp and Milkfish Farming of Each Season in Kotabaru 


District, 2016. 


No Uraian/Description 


Penerimaan (Receipt) : 
PPh (Income tax) (1596) 
Keuntungan (Profit) 


R/C ratio (R/C ratio) 
Pay back periode (Pay Back Period) 


MD AR PN = 


suatu usaha sangat penting bagi petambak dengan 
melakukan analisis resiko dalam memulai usahanya. 
Hasil yang diperoleh oleh petambak dalam periode 
tertentu merupakan dasar dalam pendekatan 
dalam melakukan analisis. Data produksi dan 
pendapatan dari hasil usaha merupakan data yang 
digunakan untuk menganalisis resiko petambak 
udang. Produksi adalah proses kombinasi dan 
koordinasi  material-material dan kekuatan- 
kekuatan (input, faktor, sumber daya atau jasa-jasa 
produksi) dalam pembuatan suatu barang atau 
jasa (output atau produk), sedangkan fungsi dari 
produksi yaitu memberikan output maksimum 
dalam pengertian fisik dari tiap-tiap tingkat input 
(Beattie & Taylor, 1996). Dalam proses produksi 
terkandung hubungan antara tingkat penggunaan 
faktor-faktor produksi dengan produk atau hasil 
yang akan diperoleh. Hal ini disebut dengan 
hubungan antara input dan output. Di samping 
itu, dalam menghasilkan suatu produk dapat pula 
dipengaruhi oleh produk yang lain, bahan untuk 
menghasilkan produk tertentu dapat digunakan 
input yang satu maupun input yang lain, adanya 
biaya yang tersedia berhubungan langsung 
dengan peran petambak sebagai manajer 
dalam mengelola usahanya. Seberapa besar 
tingkat penggunaan biaya produksi maka akan 


Produksi/ pendapatan (Production/ income) 


Penerimaan setelah PPh (Receipts after income tax) 


Nilai/ Value 


26,642,763 
3,240,000 
18,360,000 
11,031,970 
2.94 

7.24 


menurunkan pendapatan usahanya (Suratiyah, 
2009). Dari hal tersebut ada beberapa penyebab 
dari menurunnya hasil produksi yaitu adanya 
serangan hama dan penyakit yang terjadi secara 
mendadak dan meluas, hal ini merupakan 
resiko dalam produksi dan dapat menurunkan 
hasil hingga 65% yang menyebabkan gagal 
panen (Cahyono, 2008), adanya masalah yang 
ditemukan dalam usaha memerlukan kecakapan 
petambak dalam mengatasinya. Selain hal 
tersebut untuk memperoleh kesuksesan suatu 
budi daya beberapa hal yang harus diperhatikan 
yaitu (1) Untuk pengendalian siklus reproduksi 
suatu organisme budi daya secara lengkap hal 
yang perlu diperhatikan: mengetahui genetik 
induk dengan baik, dan penentuan (diagnosa) 
penyakit serta pencegahan terjadinya penyakit 
harus dilakukan secara cermat, (2) Penyediaan air 
yang cukup dengan kualitas baik dan pemahaman 
yang benar berdasarkan fisiologi lingkungan serta 
kondisi nutrisi, dan: (3) Aplikasi teknik manajemen 
inovatif (Chen, 2000) 


Dari hasil perhitungan, nilai L yang diperoleh 
yaitu sebesar 32.225 kg/ha. Angka-angka tersebut 
menunjukkan batas minimal produksi yang harus 
dihasilkan petambak dimasa mendatang. Apa bila 


Tabel 4. Analisis Resiko Produksi dan Pendapatan Budi Daya Tambak Udang, di Kabupaten 
Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, 2016 
Table 4. Analysis of Production Risk And Income Risk of Shrimp Ponds, in Kotabaru District, 


South Kalimantan Province, 2016. 


Produksi Siklus/ 
Production Cycle 


Uraian/Description 


Rata-Rata/Mean 

Varian/Varian 

Simpangan Baku/Standard deviation 
Koefisien variasi/Coefficient of variation 
Batas bawah/Lower Limit 
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Pendapatan Siklus/ 
Income Cycle 


291,667 19,732,142 
16827.38 7,109,568 
129,720 8,431,825 
0.444 0.427 
32,225 2,868,491 


Analisis Resiko Produksi dan Pendapatan Pada Usaha Budidaya Tambak Udang Windu di Kabupaten Kotabaru ......... (Asaad., et al) 


dilihat dari kriteria hubungan antara nilai CV dan 
L yaitu apabila CV > 0.5 maka L< 0, maka usaha 
tersebut akan berpeluang mengalami kerugian, 
apabila CV < 0,5 maka L> 0 maka usaha tersebut 
akan terhindar dari kerugian. Karena usaha tersebut 
memiliki nilai CV < 0.5 dan nilai L > 0, ini artinya 
usaha tambak udang pada setiap periodenya akan 
terhindar dari resiko produksi. 


Resiko pendapatan dapat diukur dari 
besarnya pendapatan yang diharapkan dari 
kegiatan budi daya, berdasarkan nilai simpangan 
baku diperoleh hasil sebesar 8.431.825/ha. 
Koefisien variasi diperoleh hasil sebanyak 0.427 
artinya untuk Rp 1 yang diterima petambak akan 
menghasilkan resiko sebesar Rp 0.427. Batas 
bawah pendapatan (L) yang dihasilkan sebesar 
2.868.491. Angka tersebut menunjukkan jumlah 
pendapatan terendah yang harus diterima oleh 
petambak udang dimasa yang akan datang. Dilihat 
dari keriteria hubungan antara nilai CV dan L, 
maka usaha tambak udang pada setiap periodenya 
terhindar dari kerugian atau resiko yang diderita 
kecil sekali. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pendapatan petambak di Kabupaten Kotabaru 
lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang 
dikeluarkan selama proses budi daya. Hal ini 
berarti usaha budi daya tambak udang tersebut 
menguntungkan. Nilai koefisien variasi produksi 
dan pendapatan yang diperoleh sebesar 0,4 dan 
nilai batas bawah produksi dan pendapatan yang 
diperoleh lebih besar dari 1, namun untuk melihat 
secara keseluruhan dari nilai CV < 0,5 dan nilai 
L > 0, yang menunjukkan bahwa petambak udang 
akan terhindar dari resiko produksi dan usaha 
tersebut akan terhindar dari kerugian. 


Implikasi Kebijakan 


Kebijakan pemerintah setempat dibutuhkan 
dalam hal pengembangan sumberdaya manusia 
dan penerapan sistem kelembagaan manajemen 
mutu untuk penanganan resiko dalam produksi, 
pelatihan penerapan pengelolaan budi daya 
tambak secara maksimal dan ramah lingkungan, 
sangat penting untuk ditingkatkan agar resiko 
dalam melakukan budi daya dapat dihindari dan 
memperoleh jumlah produksi sesuai harapan 
pembudi daya. 
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ABSTRAK 


Ketersediaan input produksi serta kedekatan akses nelayan pada pasar input merupakan 
hal penting dalam kegiatan usaha. Berdasarkan pada hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi terbentuknya biaya transaksi pada kegiatan usaha perikanan tangkap di Sendangbiru 
dan menganalisis biaya transaksi yang terdapat di pasar input usaha perikanan tangkap. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terbentuknya biaya transaksi 
pada usaha perikanan muncul ketika kontrak bisnis antara nelayan dan pengambek telah disepakati. 
Meskipun kontrak bersifat informal, namun kontrak tersebut merupakan kelembagaan yang eksis dan 
mengatur seluruh kegiatan usaha perikanan tangkap di Sendangbiru. Biaya transaksi di pasar input 
usaha perikanan tangkap di Pantai Sendanghbiru terdiri dari biaya komunikasi, selisih harga pada barang 
— barang input produksi yang disediakan oleh pengambek, dan biaya jasa pengiriman perbekalan oleh 
kuli bongkar ke kapal nelayan. 


Kata kunci: biaya transaksi, usaha perikanan tangkap 


ABSTRACT 


The availability of input production and accessible input market for fishers are essential parts 
in supporting business activity. Based on those matters, the aims of this research are to identify the 
transaction cost in commercial fishing business in Sendangbiru and to analyze transaction cost in 
input market of commercial fishing business. The research used gualitative method. The result of this 
research is transaction cost emerges when business deal between fishermen and pengambek has been 
approved. Nevertheless, the informal transaction is an essential part which exists and regulates the entire 
commercial fishing business activity in Sendangbiru. Transaction cost in input market of commercial 
fishing business comprise of communication cost, price difference of production input goods provided by 
pengambek, and service cost such delivering supplies by porter to fishers ship. 


Keywords: capacity, transcation cost: commercial fishing business 


PENDAHULUAN 
Potensi sumber daya ikan tuna di Pantai 
Sendangbiru menjadikan Kabupaten Malang 


sebagai penghasil ikan tuna terbesar di Jawa Timur 
(Jaya, Wiryawan & Simbolon, 2017).Pencapaian 
ini diharapkan dapat menjadikan Sendangbiru 
sebagai sentra perdagangan ikan tuna. Hal ini 
sejalan dengan laporan UPT P2SKP Pondok dadap 
yang menunjukkan produksi tahunan ikan tuna di 
Sendangbiru pada tahun 2017 sebesar 75.516.146 
kg. Hasil tangkapan tuna yang didaratkan di 


“Korespodensi Penulis: 


email: anthonefani@ub.ac.id 
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.7088 


pelabuhan mencapai ratusan ton per hari. Kondisi 
ini tentu saja memicu peningkatan aktivitas 
ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan yang 
berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka. 


Melimpahnya sumber daya alam 
Sendangbiru telah menjadi daya tarik bagi 
masyarakat dari daerah lain. Terbukti dari 


keberagaman penduduk Sendangbiru yang terdiri 
dari penduduk asli dengan mayoritas suku jawa 
serta penduduk pendatang yang berasal dari 
Sulawesi Selatan (Bugis), Kalimantan dan Madura. 
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Mereka melakukan migrasi atau berpindah 
tempat karena semata untuk mencari ikan 
sebanyak-banyaknya dan berharap mendapat 
kan penghasilan yang lebih (Ismadi, 2010). 
Lebih dari itu, pada tahun 2017 jumlah nelayan 
di Sendangbiru sebanyak 380 unit kapal sekoci. 
Sementara untuk jenis kapal speedboat sebanyak 
260 unit, 52 unit kapal jenis seleret dan 92 kapal 
dayung (P2SKP Pondokdadap, 2017). 


Jumlah kapal di  Sendangbiru yang 
mencapai lebih dari 500 unit dengan beberapa 
spesifikasi tidak hanya dapat menghasilkan ikan 
yang melimpah. Membutuhkan sumber daya 
modal yang tidak sedikit untuk mencukupi biaya 
operasional nelayan untuk melaut. Cahyono & 
Nadjib (2014) mengatakan bahwa pada usaha 
penangkapan ikan merupakan usaha yang padat 
modal, sehingga dibutuhkan dana relatif besar untuk 
pengadaan perahu, mesin perahu, jaring, dan biaya 
operasional penangkapan. Ketersediaan input 
produksi bagi nelayan menjadi penting terutama 
saat musim ikan, karena nelayan akan berlomba — 
lomba untuk pergi melaut agar mendapatkan ikan. 
Keuntungan maksimum akan tercapai apabila 
semua faktor produksi (alam, modal, tenaga kerja 
dan skill) telah dialokasikan penggunaanya secara 
optimal dan efisien, baik efisiensi secara teknik, 
harga maupun ekonomi. Hal tersebut berarti 
nelayan harus optimal dalam menggunakan input 
produksi agar tercapainya suatu produktivitas 
yang tinggi, sekaligus melakukan efisiensi biaya 
(Suharto, 2012). 


Selain ketersediaan modal, ketersediaan 
input produksi serta kedekatan akses nelayan 
pada pasar input merupakan hal penting dalam 
kegiatan usaha. Karena salah satu hal utama 
yang mempengaruhi usaha penangkapan adalah 
aktifitas penangkapan yang salah satunya adalah 
pemenuhan perbekalan selama melaut Efani 
(2010). Maka untuk meningkatkan pendapatan 
dan efisiensi maka akses pelaku usaha ke pasar 
input harus dekat dan mudah (Zakaria, 2009 
dalam Siswoyo, Setyono & Fuah, 2013). Dalam 
praktiknya terdapat kelembagaan yang mengatur 
mekanisme pasar input sebuah kegiatan usaha. 
Misalnya akses untuk masuk dalam mekanisme 
pasar serta kemudahan dalam mendapatkan 
barang yang dibutuhkan. Mangzilati, Efani 
& Kornitasari (2018) menjelaskan tentang 
kelembagaan kontrak bisnis pesisir yang eksis 
di Sendangbiru bahwa kontrak bisnis tersebut 
mengatur seluruh aktivitas bisnis mulai dari input 
hingga output produksi. 
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Sejalan dengan Yustika (2012) bahwa biaya 
transaksi merupakan pengeluaran diluar biaya 
produksi yang sekaligus merupakan indikator 
efisiensi ekonomi. Jika biaya produksi menjadi 
tinggi, maka harga barang semakin naik dan 
mengurangi pendapatan nelayan (Halim, 2013). 
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa terdapat 
kelembagaan yang mengatur hampir keseluruhan 
kegiatan usaha di Sendangbiru termasuk dalam 
pemenuhan input produksi, dan Informasi mengenai 
pengaruh input produksi sangat diperlukan agar 
usaha penangkapan berjalan optimal dengan 
penggunaan input produksi yang efektif dan efisien 
agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan 
(Alhuda, Anna & Rustikawati, 2016). Dengan 
demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk 
menguraikan sistem pasar input di Sendangbiru 
serta mengidentifikasi biaya transaksi yang harus 
dikeluarkan oleh pelaku usaha penangkapan. 
Karena biaya transaksi yang muncul pada pasar 
input (input produksi) mengakibatkan harga barang 
menjadi lebih mahal, sehingga dapat menurunkan 
kapasitas nelayan untuk melakukan kegiatan 
produksi. 


METODOLOGI 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Lokasi penelitian di Pantai Sendangbiru, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 
Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan 
mulai bulan Agustus — November 2018. 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder dan primer. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Metode wawancara dalam penelitian ini adalah 
wawancara tidak terstruktur. Metode ini digunakan 
untuk menggali informasi tentang biaya transaksi 
dan proses terbentuknya pada usaha perikanan 
tangkap. Obsevasi merupakan suatu metode 
pengumpulan data dan informasi dengan jalan 
mengadakan pengamatan atas peristiwa dan 
gejala sosial dengan pancaindera. Observasi ini 
sekaligus berfungsi untuk memastikan informasi 
yang diperoleh (triangulasi atas wawancara dan 
informasi lainnya). Black & Champion (2001) 
menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan 
mengamati dan mendengar perilaku seseorang 
selama beberapa waktu, seta mencatat penemuan 
yang memungkinkan untuk digunakan dalam 
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Kemudian kedua metode 
tersebut diperkuat dengan dokumentasi. 
Dokumentasi sekaligus menjadi bukti yang 
digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 
meramalkan suatu data. 


tingkat penafsiran. 


Metode Analisis 


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
sehingga teknik analisis data dilakukan sejak 
sebelum melakukan pencarian data di lapang, 
saat berada di lapang dan setelah selesai dari 
lapang (Sugiyono, 2014). Penelitian ini berusaha 
menekankan pada proses yang lebih mendalam 
tentang biaya transaksi dan proses terbentuknya 
pada pasar input usaha perikanan tangkap di 
Sendangbiru. Hal ini sejalan dengan Moleong 
(2006) yang menjelaskan bahwa penelitian 
kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 
secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah. Lebih lanjut untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis biaya transaksi 
di pasar input digunakan teknik analisis interaktif. 
Teknik analisis data interaktif dimulai dari 
pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi, 
selanjutnya melakukan verifikasi, penyajian data 
dan ditarik kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Usaha Perikanan Tangkap di 
Pantai Sendangbiru 


Kegiatan usaha perikanan tangkap di 
Sendangbiru merupakan sumber mata pencaharian 
hampir seluruh penduduknya. Jenis kapal yang 
digunakan oleh nelayan Sendangpbiru terdiri dari 3 
jenis yaitu, kapal motor, kapal motor tempel, dan 
perahu tanpa motor. Alat tangkap yang digunakan 
terdiri dari beberapa jenis tergantung dari kapal 
yang digunakan. Alat tangkap purse seine dan 
pancing tonda dioperasikan menggunakan kapal 
motor dengan lama fishing trip sekitar satu sampai 
dua minggu. Hasil tangkapan yang didapatkan 
dari kapal motor harus didaratkan ke Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) untuk dilakukan pelelangan 
sebelum dipasarkan. 


Alat tangkap pancing jukung dioperasikan 
menggunakan perahu motor tempel dengan 
hasil tangkapan ikan lemadang dan ikan tongkol. 


Ken adan AAN ana ae NAN AL Rene Sea NAN an A (Efani., et al) 


Perahu motor tempel memiliki ukuran yang lebih 
kecil dibandingkan dengan kapal motor. Lama 
perjalanan melaut kapal motor tempel pun lebih 
singkat sekitar setengah hari. Perbekalan yang 
dibutuhkan oleh nelayan dengan alat tangkap 
jukung tidak terlalu banyak, selain kebutuhan BBM 
biasanya mereka membawa bekal makanan dari 
rumah. 


Alat tangkap lain yang juga digunakan oleh 
nelayan Sendangbiru adalah Kunting. Kunting 
dioperasikan pada daerah perairan dangkal 
menggunakan kapal kecil yang dikemudikan oleh 
satu orang. Ikan yang ditangkap menggunakan 
alat tangkap ini seperti cumi, gurita dan udang. Jika 
hasil tangkapan dari kapal motor dan perahu motor 
tempel harus melalui pelelangan sebelum ikan bisa 
dijual, hasil tangkapan perahu kunting bisa langsung 
dijual ke pedagang yang ada di pasar ikan tanpa 
melalui pelelangan. Saat ini di Sendangbiru tidak 
banyak lagi nelayan yang menggunakan perahu 
kunting untuk mencari ikan. Kebanyakan kapal 
kecil milik nelayan beralih menjadi kapal angkutan 
yang digunakan untuk mengantarkan wisatawan 
yang ingin menyeberang ke Pulau Sempu. 


Kondisi Sosial dan Ekonomi 


Sendangbiru 


Masyarakat 


Pantai Sendangbiru merupakan salah satu 
dusun yang secara administratif terletak di Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 
Kabupaten Malang. Jumlah penduduk Desa 
Tambakrejo berdasarkan data desa tahun 2017 
adalah 8.284 jiwa. Dari angka tersebut sebagian 
besar berjenis kelamin perempuan yaitu 4.706 jiwa, 
dan sisanya 3.578 jiwa berjenis kelamin laki — laki. 


Tingkat pendidikan masih didominasi oleh 
lulusan SD yaitu 1.636 jiwa dengan jenis kelamin 
laki — laki, sedangkan 1.542 jiwa berjenis kelamin 
perempuan. Berikut adalah data tingkat pendidikan 
penduduk Desa Tambakrejo yang ditampilkan pada 
Tabel 1. 


Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambakrejo 
tergolong rendah. Meskipun demikian, berdasarkan 
indeks desa membangun Desa Tambakrejo masuk 
pada kategori maju dengan rata — rata nilai Indek 
Desa Membangun sebesar 0,75403671. Penilaian 
Indeks Desa Membangun berdasarkan indikator 
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan 
ketahanan ekologi yang dibuat oleh Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi. 
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Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tambakrejo, Kabupten Malang, 2007. 
Table 1. Citizen Education Degree of Tambakrejo Village, Malang District, 2007 


No Tingkatan Pendidikan/Education Level Laki — Laki/Male Perempuan/Female 

1 Tamat SD sederajat/Elementary 1,636 1,542 

2 Tamat SMP /Sederajat/Junior High School 226 212 

4 Tamat SMA / sederajat/Senior High School 98 72 

5 Tamat D2/Diploma 2 - 5 

6 Tamat S1/Bachelor Degree 8 7 
Jumlah/ Total 1,968 1,838 


Sumber: Data Desa Tambakrejo, 2017/ Source: Data of Tambakrejo Village, 2017. 


Jika dilihat dari jenis pekerjaan penduduk 
Desa Tambakrejo, mayoritas berprofesi sebagai 
nelayan yaitu 2.169 jiwa. Sementara itu, sejumlah 
4309 jiwa penduduk Desa Tambakrejo tidak 
bekerja. Nilai tersebut terdiri dari penduduk pada 
usia sekolah yang belum mendapat pekerjaan 
serta usia lansia yang memang sudah tidak mampu 
bekerja. Apabila jumlah tersebut dikurangi dengan 
usia pendidikan yg belum mendapat pekerjaan 
sebesar 3.927 jiwa, maka jumlah penduduk Desa 
Tambakrejo yang tidak bekerja adalah sebesar 382 
jiwa atau sekitar 4,61% dapat dilihat pada Tabel 2. 


Penyedia Input Produksi Usaha Perikanan 


Tangkap di Sendangbiru 


Banyaknya jumlah penduduk Desa 
Tambakejo yang menjadi nelayan tidak hanya 
memberikan keuntungan bagi rumah tangga 
nelayan itu sendiri. Untuk menunjang kegiatan 
usaha perikanan di Sendangbiru harus didukung 
dengan kemudahan akses pada sarana produksi. 
Kebutuhan operasional seperti BBM, perlengkapan 
penangkapan dan perbekalan harus dipenuhi 


untuk kelancaran kegiatan usaha. Jaringan 
penyedia sarana produksi usaha penangkapan 
di Sendangbiru terdiri dari lembaga maupun 
perseorangan. Jarak antara titik pemberangkatan 
kapal dengan penyedia sarana produksi sangat 
dekat dan akses yang sangat mudah. 


Kebutuhan sehari — hari seperti BBM dan 
logistik saat melaut dapat diperoleh dengan mudah 
oleh nelayan karena lokasi yang mudah dijangkau. 
Nelayan bekerjasama dengan kuli bongkar untuk 
pengiriman barang — barang tersebut. Berikut 
adalah pihak — pihak yang berperan dalam 
penyediaan sarana produksi pada usaha perikanan 
di Sendangbiru. 


1. KUD Minajaya 


KUD Minajaya adalah satu — satunya 
koperasi yang ada di Sendangbiru sehingga 
keberadaanya sangat penting bagi kegiatan 


perekonomian masyarakat. Dalam kegiatan usaha 
perikanan KUD Minajaya merupakan lembaga 
yang menyediakan sarana produksi seperti air, 
BBM dan es batu. 


Tabel 2. Kesempatan Kerja Penduduk Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang Tahun 2017. 
Table 2. Citizen Job Opprtunities of Tambakrejo Village, Malang District 2017. 


Jenis Pekerjaan/ 


Jumlah (Jiwa)/ Prosentase (%)/ 


No Type of work Amount (Person) Percentage (Yo) 
1 Petani/Farmer 1,111 13.41 
2 Nelayan/Fishers 2,169 26.18 

a a 319 3.85 

4 Buruh Pabrik/Factory Employee 70 0.85 
5  PNS/Government Employee 32 0.39 
6 Pegawai Swasta/Private Employee 81 0.98 
a aah 136 Ta 
8  Lainnya/Others 57 0.69 
9 Tidak bekerja/Not work 4,309 52.02 
Jumlah/ Total 8,284 100 
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Bidang usaha yang dikelola KUD Mina Jaya 
ini menyangkut pelayanan masyarakat di bidang 
(Efani, 2010): 


a. Mengelola unit penyediaan bahan bakar Solar 
Paket Dealer Nelayan (SPDN) untuk nelayan 
di TPI Pondok Dadap Sendang Biru. 


b. Menyediakan unit penyalur air minum, es 
balok dan kebutuhan harian nelayan dan unit 
perumahan yang sangat sederhana. 


c. Mengadakan kegiatan tabungan dan 
peminjaman uang untuk anggota. 


SPDN yang terdapat di PPI Pondok 
Dadap adalah SPDN No. 59.651.01, pengelolaan 
dilakukan oleh KUD Mina Jaya. Pembelian 
BBM untuk nelayan di SPDN ini dibatasi 10-15 
jurigen (30 liter/jurigen) setiap armada terutama 
armada kapal sekocianan sedangkan untuk 
armada payang lebih sedikit karena kebutuhan 
lama operasi sekitar satu hari dan fishing ground 
yang lebih dekat. Hal ini dilakukan sebagai 
antisipasi dari makin terbatasnya pasokan BBM 
dari Pertamina untuk SPDN di PPI Pondok Dadap. 
Harga solar yang berlaku di SPDN ini mengikuti 
harga subsidi dari pemerintah. 


Kebutuhan lain yang dikelola oleh KUD 
Minajaya adalah es balok yang berfungsi untuk 
mempertahankan kesegearan ikan selama berada 
di tengah laut sampai didaratkan di Tempat 
Pelelangan Ikan. Es adalah bahan utama yang 
dibutuhkan untuk menjaga kualitas ikan yang 
ditangkap oleh nelayan. Komitmen nelayan di 
Sendangbiru tidak hanya menghasilkan ikan 
dengan jumlah yang banyak tetapi juga 
mempertahankan kulitas ikan agar bernilai jual 
tinggi. Hal ini seperti dikatakan oleh salah satu 
pedagang sekaligus pengurus kapal yang bernama 
Pak Budi berikut ini. 


“Nelayan Sendangbiru itu tahu bagaimana 
caranya supaya ikan itu sampai ke darat 
dalam kondisi baik. Karena apa? Nelayan 
Sendangbiru itu nggak mau berangkat 
kalau nggak ada es. Mereka tau cara 
memperlakukan ikan supaya tetap segar.” 


Es balok yang digunakan oleh nelayan dibeli 
dari pabrik es yang dikelola oleh KUD Minajaya. 
Selain BBM dan es balok, suplai air minum dan 
kebutuhan lainnya sangat penting bagi kegiatan 
penangkapan dengan lama perjalanan sampai 1 
minggu. KUD Minajaya juga mengelola suplai air 
untuk kebutuhan nelayan. 


aa E NN (Efani., et al) 


KUD Minajaya sebagai satu — satunya 
koperasi yang berada di Sendangbiru memiliki 
peran penting dalam kegiatan usaha penduduk 
setempat. Tidak hanya mengelola kebutuhan 
nelayan dalam kegiatan usaha penangkapan 
tetapi juga memberikan skema simpan pinjam bagi 
anggota. Namun, berdasarkan data tahun 2016 
tentang keanggotaan di KUD Minajaya, jumlah 
anggota koperasi ini hanya 162 orang. Jauh lebih 
kecil dibandingkan jumlah pengusaha perikanan 
bahkan jumlah penduduk di Desa Tambakrejo. 


2. Pedagang Logistik Usaha Penangkapan 


Sub sistem penyedia sarana produksi 
menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. 
Kegiatan ini harus memenuhi beberapa kriteria 
yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat 
mutu dan tepat produk (Maulidah, 2012). Penyedia 
sarana produksi perikanan tangkap meliputi 
penyediaan BBM, air, peralatan dan perlengkapan 
alat penangkapan dan logistik sesuai kebutuhan 
dan lama melaut. 


Pedagang peralatan dan perlengkapan alat 
tangkap seperti pancing, senar dan peralatan 
lainnya dibeli dari pedagang yang berada di sekitar 
pelabuhan. Termasuk kebutuhan logistik seperti 
sembako, sayur — mayur dan lauk pauk juga dapat 
diperoleh dengan mudah karena lokasi penjualan 
yang sangat dekat dengan titik keberangkatan 
kapal. Nelayan memiliki kemudahan dalam 
penyaluran perbekalan karena ada kelompok 
kuli bongkar yang bertugas untuk mengangkut 
bahan — bahan dari toko langganan nelayan 
menuju ke kapal sebelum berangkat. Nelayan 
membeli bahan — bahan dari pedagang kemudian 
kuli bongkar yang bertugas untuk mengangkutnya. 
Sistem pembayaran kuli bongkar diberikan 
berdasarkan jumlah ikan yang diperoleh oleh 
nelayan setelah pulang melaut. 


Terbentuknya Biaya Transaksi pada Usaha 
Perikanan Tangkap Sendangbiru 


Biaya transaksi adalah biaya untuk 
melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan 
pertukaran. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai 
biaya pencarian informasi, bisa negosiasi dan 
keputusan atau eksekusi kontrak, dan biaya 
pengawasan. Pada kegiatan usaha perikanan 
tangkap di Sendangbiru hampir seluruh proses 
usaha dikendalikan oleh pengambek (Manziati 
et al., 2018). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
pengambek adalah pemilik modal sekaligus 
aktor yang memiliki struktur kekuasaan tertinggi 
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dalam usaha perikanan tangkap di Sendangbiu. 
Pengambek bertanggung jawab pada kegiatan 
usaha nelayan dengan memberikan pinjaman 
modal serta memenuhi kebutuhan biaya 
operasional melalui kontrak yang diikat oleh 
hutang yang tidak pernah lunas. 


Teori ekonomi neoklasik selama ini 
menganggap biaya transaksi dalam kegiatan 
ekonomi adalah nol. Hal ini disebabkan 


karena mekanisme pasar dianggap berjalan 
dengan sempurna tanpa biaya, informasi yang 
dimiliki pembeli sempurna dan penjual saling 
berkompetisi untuk menghasilkan harga yang 
rendah (Stone et al. (1996) dalam Yustika, 2012). 
Namun pada kenyataannya tidak demikian 
khususnya dalam kegiatan usaha perikanan 
tangkap di Sendangbiru. sebagaimana dalam 
penelitian Manzilati, Efani & Kornitasari (2018) 
bahwa struktur kekuasaan tertinggi berada 
ditangan pengambek yang merupakan pemilik 
modal, sehingga penentuan harga input produksi 
yang ditetapkan relatif tinggi. Berdasarkan hasil 
penelitian, biaya transaksi tidak hanya muncul 
ketika transaksi terjadi (pasca produksi), tetapi 
juga sebelum (pra produksi), pada saat produksi 
dan pasca produksi. 


Biaya transaksi pada pasar input kegiatan 
usaha dimulai ketika sebuah kontrak bisnis antara 
nelayan dan pengambek telah disepakati. Kontrak 
bisnis tersebut bersifat informal tanpa adanya hitam 
diatas putih. Meskipun demikian, kuatnya modal 
sosial diantara mereka dapat mempertahankan 
eksistensi kelembagaan tersebut (Manzilati, Efani 
& Kornitasari (2018). Sebagaimana dijelaskan oleh 
Amiruddin (2014) bahwa ketergantungan nelayan 
pada pemilik modal, merupakan suatu ikatan-ikatan 
sosial yang menjadi pegangan untuk memperoleh 
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kesepatan 
kontrak bisnis tersebut pengambek memberikan 
pinjaman modal untuk nelayan dengan besaran 
mulai Rp.50.000.000,- hingga Rp.200.000,- 
sebagaimana penjelasan salah satu informan A 
dibawah ini. 


“Istilahnya pengambek itu kan tanam 
modal mbak, nelayan dibantu beli kapal. 
Misalnya punya uang 50 (Juta), mau beli 
kapal harganya 200 (Juta), itu pengambek 
sisanya.” 


Dengan demikian, terciptanya biaya 
transaksi pada usaha perikanan tangkap di Pantai 
Sendangbiru diawali dari kesepakatan kontrak 
bisnis antara nelayan dan pengambek. Dimana 
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hubungan ini yang biasa disebut sebagai hubungan 
patron — klien (patronase) telah menjadi bagian dari 
masyarakat nelayan. Hubungan ini berimplikasi 
terhadap pertukaran antara dua pihak yang 
terikat dalam satu kontrak yang tidak tertulis 
(Sudarmono, Sulehan, Rahamah & Bakar, 2012). 
Dalam kontrak tersebut terdapat beberapa hal 
yang menjadi hak dan kewajiban dari masing 
-masing pihak. Selain memberikan pinjaman 
modal, pengambek bertanggungjawab untuk 
memenuhi kebutuhan input produksi kegiatan 
penangkapan nelayan dan menjual seluruh hasil 
tangkapan. Dengan ikatan kontrak tersebut nelayan 
tidak lagi khawatir dengan kebutuhan operasional 
usaha karena telah ditanggung oleh pengambek. 
Kontrak ini tidak bisa dihindarkan karena posisi 
tawar (bargaining posisition) yang dimiliki oleh 
nelayan sebagai pemilik usaha sangat kecil 
dibandingkan pengambek sebagai pemilik modal. 
Baik secara ekonomi maupun politik nelayan 
dihadapkan pada kondisi yang tidak kondusif pada 
struktur pasar di perikanan laut (Qurrata, 2017). 
Disisi lain kelembagaan ini mampu mendorong 
keberlanjutan usaha perikanan tangkap karena 
nelayan merasa terbantu dengan adanya pinjaman 
modal dan biaya hidup yang jangka waktu dan 
besaran pengembalian tidak ditentukan karena 
patron dapat memberikan jaminan pasti pada 
kebutuhan nelayan (Marijiani, Wahyuni, Satria, 
Saharuddin & Kusumastanto, 2014). 


Haltesebut diakui oleh salah satu pengambek 
bahwa seringkali nelayan meminjam uang untuk 
kebutuhan hidup ketika terjadi paceklik meskipun 
hutang sebelumnya belum dilunasi. Jika dilihat 
dari kacamata sosial, fenomena tersebut seolah 
menunjukkan kuatnya modal sosial diantara 
nelayan dan pengambeki. Namun secara bisnis, 
hal tersebut merupakan upaya pengambek untuk 
menciptakan ketergantungan dari nelayan. Hal ini 
sejalan dengan Muhartono & Nurlaili (2018) bahwa 
hutang merupakan pengikat antara nelayan dan 
pengambek. Berikut kutipan wawancara dari salah 
satu pengambek . 


“Ya sekarang gimana ya mbak kalau nggak 
dipinjami. Nanti urusan uang lima ratus 
atau berapa malah dia ikut pengambek 
lain. Kan saya yang susah.” 


Hutang yang diberikan oleh pengambek 
kepada nelayan ketika pertama kali kontrak 
disepakati merupakan biaya bagi nelayan itu 
sendiri untuk memulai kegiatan usaha. Meskipun 
jangka waktu pengembalian tidak ditetapkan tapi 
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hutang yang diberikan tetaplah menjadi beban bagi 
nelayan. Transaksi antara orang per orang yang 
seolah — olah sebagai tindakan sosial daripada 
ekonomi seperti ini memiliki hubungan yang tahan 
lama setelah adanya suatu pertukaran, lebih jauh 
pelaku ekonomi tersebut tergabung dalam jaringan 
dari suatu hubungan sosial (Pratama & Manzilati, 
2014). Lebih lanjut menurut Sudarmono, Sulehan, 
Rahamah & Bakar, (2012) hubungan tersebut akan 
menimbulkan dinamika pertukaran yang tidak lagi 
menyangkut dimensi ekonomi, akan tetapi telah 
menjadi sebuah ikatan sosial baik yang dapat 
memberikan keuntungan bagi nelayan sebagai 
klien maupun pengambeklpemilik modal sebagai 
klien. 


Biaya Transaksi Pasar Input Usaha Perikanan 
Tangkap di Pantai Sendangbiru 


Pada pembahasan sebelumnya telah 
dijelaskan mekanisme biaya transaksi pada 
kegiatan usaha perikanan tangkap di Sendangbiru. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan, biaya 
operasional nelayan dalam kegiatan ditanggung 
oleh pengambek sebagai pemilik modal. Dimana 
mekanisme yang berjalan merupakan kelembagaan 
yang telah diakui dan digunakan oleh pelaku usaha 
perikanan tangkap di Sendangbiru. Kondisi ini 
menyebabkan harga barang (input produksi) tidak 
lagi ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan 
permintaan dan penawaran. Sebagaimana dalam 
Mankiw et al. (2012) bahwa permintaan dan 
penawaran merupakan kekuatan yang menentukan 
harga dan jumlah barang di pasar. Namun hal 
ini tidak terjadi pada pasar input produksi usaha 
perikanan tangkap di Sendangbiru. 


Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui 
bahwa tidak hanya pengambek yang mengeluarkan 
biaya untuk dapat berinvestasi pada kegiatan 
usaha nelayan. Sejalan dengan pembahasan 
sebelumnya, dalam kegiatan usaha ini terdapat dua 
hal yang menjadi beban bagi nelayan. Pertama, 
kebutuhan perbekalan yang telah disediakan 
oleh pengambek memiliki harga yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan harga barang di pasaran. 
Kedua, biaya pengiriman perbekalan dari toko 
oleh kuli bongkar ditanggung nelayan. Sehingga 
pendekatan ekonomi klasik tentang penentuan 
harga berdasarkan permintaan dan penawaran 
tidak berlaku dalam kasus ini. Lebih lanjut menurut 
Hariyati (2007), dalam implementasi sehari-hari 
bisa saja harga yang terbentuk di pasar tidak selalu 
berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang 
wajar, misalnya tidak ada unsur intervensi, tidak 


aa A NN (Efani., et al) 


ada unsur permainan oleh sekelompok kekuatan 
tertentu yang membentuk kartel dan sebagainya. 
Namun pada usaha perikanan tangkap, 
penentuan harga input produksi ditentukan oleh 
pengambek sebagai konsekuensi dari kemudahan 
akses dan pembayaran yang tidak mengikat bagi 
nelayan. 


Perbekalan dalam kegiatan penangkapan 
seperti bahan bakar minyak, air, es, bahan makanan 
dan barang konsumsi lainnya akan dikirim oleh 
pengambek ketika nelayan memberi tahu kan 
berangkat melaut. Nelayan cukup menelepon 
untuk memberi tahu, kemudian pengambek akan 
penyiapkan perbekalannya. Namun biaya tersebut 
tetap akan ditagihkan kepada nelayan melalui 
pemotongan hasil penjualan ikan. Berikut adalah 
kutipan wawancara dari salah satu informan dalam 
peneltian ini. 


“Ini semua (perbekalan melaut) dari 
pengurus (pengambek) mbak. Jadi kalau 
mau berangkat ngebel, mau berangkat jam 
segini, perlu ini ini ini. Nanti pengurus yang 
nyiapkan semuanya. Kita tinggal nunggu 
aja.” 


Kemudahan tersebut tentu saja sangat 
membantu nelayan dalam melakukan kegiatan 
usahanya. Mereka tidak terlalu memusingkan 
biaya operasional untuk berangkat melaut. 
Namun dengan kemudahan itu nelayan harus mau 
menerima harga beli yang lebih tinggi dari harga 
pasaran. Diakui oleh nelayan bahwa perbekalan 
dari pengambek harganya akan lebih tinggi dari 
harga toko. Hal ini sejalan dengan penjelasan 
Nelayan B sebagai berikut. 


“Tapi kalau dapat dari pengambek harganya 
beda. Misal rokok harganya ditoko sepuluh 
ribu, dari pengambek bisa duabelas, tiga 
belas. Yang lain — lain juga sama gitu.” 


Dari kutipan wawancara diatas dapat 
diketahui besaran persentase harga jual barang 
dari pengambek ke nelayan sekitar 20% - 30% 
dari harga pasaran di toko. Biaya tersebut nantinya 
akan dipotong dari hasil penjualan ikan dari 
nelayan. Artinya, ada harga yang harus dibayar 
oleh nelayan untuk mendapatkan kemudahan 
akses dalam pemenuhan kebutuhan operasional 
usaha. Meskipun nelayan bisa mendapatkan harga 
perbekalan yang lebih rendah dari pengambek, 
namun nelayan tidak punya pilihan lain selain 
menerima harga dari pengambek asalkan bisa 
pergi melaut dan mendapatkan ikan. 
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Bentuk biaya transaksi kedua di pasar 
input usaha perikanan tangkap Sendangbiru 
yang menjadi beban nelayan adalah biaya jasa 
pengiriman. Perbekalan melaut yang dikirim oleh 
pengambek dikirimkan melalui kuli bongkar. Untuk 
membayar jasa pengiriman tersebut nelayan 
membayar dengan ikan yang didapat setelah 
melaut sekitar 5 kg ikan. 


Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan diatas, dapatdisimpulkan bahwa biaya 
transaksi di pasar input usaha perikanan tangkap 
khususnya bagi nelayan terdiri dari 3 bentuk. 
Pertama, biaya komunikasi yang dikeluarkan 
oleh nelayan untuk memberitahu pengambek 
bahwa mereka akan pergi melaut. Selain itu 
juga berfungsi untuk melakukan komunikasi 
dalam kegiatan usaha. Besaran biaya ini tergantung 
dari intensitas nelayan menghubungi pengambek, 
rata — rata sekitar Rp.50.000,- per bulan. 


Kedua, selisih harga pada pembelian 
perbekalan dan peralatan yang digunakan untuk 
melaut. Sebagimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya, untuk mendapatkan sarana produksi 
dengan cepat dan mudah nelayan harus menerima 
harga yang lebih tinggi dari pengambek sebagai 
penyedia input produksi. Besaran selisih yang 
diterima nelayan dibandingkan ketika nelayan 
membeli barang — barang sendiri sekitar 2090-3090. 


Ketiga, biaya jasa pengiriman perbekalan 
dari toko ke kapal. Harga yang lebih mahal, 
pengambek tidak mengirimkan perbekalan secara 
gratis. Berdasarkan hasil peneltian diketahui 
bahwa pengambek tidak berhubungan dengan 
kuli bongkar yang membawa perbekalan nelayan. 
Pengambek hanya menghubungi pihak toko, 
selanjutnya kuli bongkar yang mengantar ke kapal 
nelayan dengan biaya jasa yang harus ditanggung 
oleh nelayan. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa harga barang tidak selalu 
dipengaruhi oleh mekanisme pasar berdasarkan 
hubungan permintaan dan penawaran 
sebagaimana konsep ekonomi neoklasik. Lebih 
lanjut dalam kegiatan usaha perikanan tangkap 
di Sendangbiru biaya produksi tidak hanya 
dikeluarkan untuk kebutuhan modal sarana dan 
prasarana seperti kapal dan alat penangkapan, 
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kebutuhan perbekalan dan tenaga kerja. Pada 
praktiknya, terdapat biaya transaksi yang harus 
mereka keluarkan tidak hanya ketika pasca — 
produksi. Mekanisme biaya transaksi pada usaha 
perikanan tangkap di Pantai Sendangbiru muncul 
ketika kelembagaan kontrak bisnis non formal 
antara nelayan dan pengambek disepakati dan 
mulai berjalan. Kontrak tersebut yang mengatur 
hampir seluruh proses kegiatan usaha 
penangkapan. Selanjutnya, biaya transaksi di 
pasar input usaha perikanan tangkap di Pantai 
Sendangbiru terdiri dari biaya komunikasi, selisih 
harga pada barang — barang input produksi yang 
disediakan oleh pengambek, dan biaya jasa 
pengiriman perbekalan oleh kuli bongkar ke kapal 
nelayan. 


Rekomendasi Kebijakan 


Dengan demikian, dalam membuat program 
ataupun kebijakan pembiayaan perikanan 
pemerintah dapat mempertimbangkan keberadaan 
nelayan kecil yang berada pada posisi marginal. 
Selama ini program yang diberikan ternyata hanya 
dapat dijangkau oleh pengusaha menengah 
sehingga nelayan kecil tidak tahu sama sekali. 
Akibatnya, nelayan kecil sangat bergantung 
pada pengambekljuragan dalam menjaga 
keberlangsungan usahanya. Selain itu perlu 
adanya pemberdayaan kelompok nelayan untuk 
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia 
yang mampu melakukan manajemen usaha dengan 
baik. Optimalisasi peran koperasi perikanan juga 
perlu dilakukan sebagai penyedia input produksi 
untuk mengurangi dominasi pengambek dalam 
kegiatan operasional sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan nelayan. 
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ABSTRAK 


Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran strategis, namun dalam pelaksanaannya tidak 
terlepas dari kompleksitasnya pemasalahan yang dihadapi. Ancaman terhadap keberlanjutan sumber 
daya ikan dan kapasitas pelaku usaha menjadi perhatian utama dalam mewujudkan perikanan tangkap 
berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan unutk mengkaji kondisi pembangunan perikanan tangkap yang 
telah dilaksanakan di Indonesia, yang difokuskan pada pada dua aspek utama, yaitu komoditas 
utama perikanan tangkap tuna, tongkol dan cakalang (TTC) dan pelakunya serta bagaimana strategi 
keberlanjutannya. Selain itu, penelitian ini juga mencoba merumuskan indikator prioritas yang dapat 
digunakan untuk mengukur keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis isi dan untuk mengetahui prioritas indikator digunakan pendekatan metode urgency, 
seriousness and growth (USG). Hasil kajian memberikan gambaran bahwa manfaat dari perikanan 
tangkap di Indonesia belum merata dirasakan. Struktur perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi 
nelayan skala kecil dan berpengaruh terhadap produksi komoditas utama (TTC), Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing (IUUF) menjadi ancaman terbesar bagi keberlanjutan perikanan tangkap. 
Kondisi sumber daya ikan dan perikanan skala kecil menjadi indikator prioritas utama untuk mengukur 
keberhasilan perikanan tangkap yang berkelanjutan, sehingga kedepannya diperlukan perbaikan 
terhadap pengelolaan perikanan yang dapat ditempuh melalui pengelolaan sumberdaya ikan berbasis 
WPP melalui penguatan kelembagaan dan dukungan sarana prasarana. 


Kata Kunci: keberlanjutan, komoditas utama, nelayan, perikanan tangkap, sumber daya 


ABSTRACT 


Capture fisheriy in Indonesia has a strategic role, though its implementation encounter such a 
complex problem. The threat on the sustainability of fish resources and fisher capacity are the major 
concern in creating sustainable capture fisheries. This study aims to examine the condition of capture 
fisheries development in Indonesia that focused on two main aspects: (1) the main commodities of tuna, 
little tuna and skipjack (TTC) and its fishers, and (2) the strategy for its sustainability. In addition, this 
study tries to formulate priority indicators to measure the sustainability of capture fisheries development. 
The research used content analysis method as well as Urgency, Seriousness and Growth (USG) method 
to determine priority indicators. Results of the study showed that the benefits of capture fisheries in 
Indonesia are not evenly distributed. Small-scale fishers dominate the structure of capture fisheries in 
Indonesia and affect the production of major commodities (TTC). In addition, Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing (IUUF) is the biggest threat to the sustainability of capture fisheries. The condition 
of fish resources and small-scale fishers is a top priority indicator to measure the success of sustainable 
capture fisheries, so it is necessary to improve future fisheries management based on WPP through 
institutional strengthening and infrastructure support. 


Keywords: capture fisheries; fishers; main commodities; resources: sustainability 
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PENDAHULUAN 


Perikanan tangkap memiliki peran penting 
dan strategis di Indonesia, setidaknya dapat 
dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan 
ekonomi, sumber pangan khususnya protein 
hewani, dan penyedia lapangan kerja (Purnomo 
,2012; Triarso, 2012; Rizal, Iskandar, Herawati 
& Dewanti 2018; Sanger, Jusuf & Andaki 2019). 
Perikanan menciptakan lapangan kerja dan 
bertindak sebagai “jaring pengaman” ketika sumber 
penghasilan lainnya gagal (Bene & Tewfik 2001; 
Bene, Macfadyen & Allison 2007; Cunningham 
1993; Machena & Kwaramba 1997). Pentingnya 
perikanan tangkap tidak hanya terjadi di Indonesia 
namun juga di beberapa negara di Asia, Eropa 
dan Amerika. Fakta ini diungkapkan Fauzi (2010) 
bahwa sektor perikanan di beberapa negara di 
Eropa dan Amerika telah menjadi sumber “energi” 
dan mesin pertumbuhan ekonomi regional. Peran 
sektor perikanan di beberapa negara ditandai 
dengan tajamnya peningkatan produksi perikanan 
dunia. Bahkan untuk di China, perikanan tangkap 
berdampak secara ekonomi dan sosial (Huang & He 
2019). Fauzi & Anna (2002) menyebutkan bahwa 
sumber daya perikanan sebagai salah satu aset 
penting negara apabila dikelola secara baik, dan 
memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat. 
Sementara itu, kontribusi produksi perikanan 
tangkap laut di dunia terus menurun, hingga 
sebesar 46,38% dari total produksi perikanan dunia 
pada tahun 2016. Pada saat produksi perikanan 
meningkat, produksi perikanan tangkap di laut 
mengalami penurunan, dari sebesar 81,25 juta ton 
pada tahun 2015 menjadi 79,28 juta ton pada tahun 
2016 (FAO, 2018). 


Keberlanjutan pembangunan perikanan 
tangkap tidak hanya menghadapi permasalahan 
overfishing dan overcapacity, namun beberapa 
kajian mengatakan bahwa keberlanjutan 
perikanan tangkap juga menghadapi berbagai 
tekanan, baik disebabkan perubahan iklim, polusi, 
degradasi sumber daya maupun fluktuasi harga 
komoditas serta sengketa batas-batas nasional 
yang meningkatkan kerentanan bagi nelayan 
dan keberlanjutan perikanan tangkap (Garcia, 
Zerbi, Aliaume, Chi & Lasserre 2003, Beddington, 
Agnew & Clark 2007, Lieng, Yagi, Mori & Hastings 
2018). Hal tersebut diperkuat oleh Bappenas 
(2014) yang menyatakan bahwa pembangunan 
perikanan tangkap berkelanjutan di Indonesia 
tidak terlepas dari beberapa isu utama antara 
lain terkait daya saing produk yang masih rendah, 
tidak berkembangnya pasar domestik, terbatasnya 
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akses permodalan untuk pengembangan usaha, 
kualitas dan teknologi nelayan yang masih rendah, 
kegiatan illegal, Unregulated and Unreported 
(IUU) fishing, overfishing, lemahnya kapasitas 
kelembagaan pengawasan dan sistem pendataan 
perikanan tangkap yang masih lemah. 


Perikanan tangkap di Indonesia memiliki 
peran yang besar terhadap produksi perikanan 
tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada 
laporan FAO (2018) yang menyatakan bahwa 
Indonesia telah berkontribusi terhadap produksi 
hasil tangkapan dunia sebesar 7,19% (6,54 juta 
ton) pada tahun 2016 atau satu tingkat di bawah 
China sebesar 17,56 juta ton (19,29%). Salah 
satu jenis sumber daya ikan yang memiliki potensi 
besar dari kelompok ikan pelagis besar adalah 
tuna, tongkol dan cakalang (TTC). TTC menjadi 
salah satu komoditas utama perikanan tangkap di 
Indonesia. Secara global, Indonesia memegang 
peranan penting TTC di dunia. Produksi TTC dunia 
sebesar 6,8 juta ton tahun 2011 dan meningkat 
menjadi 12,3 juta ton tahun 2017 dengan produksi 
rata-rata Indonesia sebesar 1,29 juta ton pada 
tahun 2012-2018 (KKP 2018). Kondisi industri 
perikanan tangkap di Indonesia secara umum 
masih di dominasi (lebih dari 80%) nelayan skala 
kecil (dengan armada « 10 GT) dan menjadi mata 
pencaharian jutaan rumah tangga di wilayah pesisir. 
Perikanan skala kecil memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap ekonomi rumah tangga dan 
keamanan pangan (Kurien, 1993). Uraian diatas 
lebih banyak memberikan gambaran yang “indah” 
terhadap perikanan tangkap baik di Indonesia 
maupun di dunia. Namun, beberapa kajian 
telah menunjukkan bahwa perikanan tangkap 
di Indonesia mengalami kondisi penangkapan 
berlebih (overfishing) dan kapasitas penangkapan 
berlebih atau overcapacity (Sularso, 2004, Drajat, 
2004, Waluyo, 2009: Mamuaya, Haluan, Wisudo, & 
Astika, 2007, Fauzi, 2010, Wiyono, 2014, Widodo 
& Widodo 2017). Tentu saja hal tersebut akan 
mengancam keberlanjutan perikanan tangkap itu 
sendiri. 


Status pembangunan perikanan tangkap 
menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui 
sebagai ukuran capaian pembangunan itu sendiri, 
efektivitas program yang telah dilakukan dan 
juga sebagai dasar perencanaan kedepannya. 
Perikanan tangkap di Indonesia dengan potensi 
yang besar dan kompleksitas permasalahan yang 
dihadapi tentu saja memiliki tantangan yang besar 
dalam mewujudkan pembangunan perikanan 
tangkap yang berkelanjutan. Sejauh ini, gambaran 
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perikanan tangkap di Indonesia selalu disajikan 
dengan gambaran yang positif dengan berbagai 
target yang telah tercapai namun sisi lain (seperti 
permasalahan dan ancaman) dari pembangunan 
perikanan tangkap itu sendiri masih kurang 
banyak diungkapkan. Berdasarkan hal tersebut, 
penelitian ini akan mengkaji kondisi pembangunan 
perikanan tangkap yang telah dilaksanakan di 
Indonesia. Kajian terkait pembangunan perikanan 
tangkap ini akan difokuskan pada pada dua 
aspek utama, yaitu komoditas utama perikanan 
tangkap (TTC) dan pelakunya, khususnya yang 
mendominasi struktur perikanan tangkap nasional, 
yaitu nelayan skala kecil, sehingga diperoleh 
gambaran terkait pembangunan perikanan tangkap 
dari sisi sumber daya (komoditas utama/TTC) 
dan juga pelaku usahanya (nelayan skala kecil) 
dan bagaimana strategi keberlanjutannya. Selain 
itu, penelitian ini juga mencoba merumuskan 
indikator-indikator yang dapat digunakan untuk 
mengukur kerberlanjutan pembangunan perikanan 
tangkap sebagai langkah awal untuk mewujudkan 
pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan untuk memformulasikan kebijakan 
keberlanjutan perikanan tangkap di Indonesia. 


Jenis dan Sumber Data 


Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder 
dan primer. Data sekunder yang dikumpulkan 
berupa laporan hasil penelitian terdahulu, statistik 
perikanan tangkap, data PDB, potensi sumber daya 
perikanan dan jenis data lainnya terkait penelitian. 
Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
perguruan tinggi, lembaga penelitian dan institusi 
terkait lainnya. Data primer yang dikumpukan 
berupa karakteristik responden dan persepsi 
terhadap prioritas indikator yang dapat mengukur 


kinerja pembangunan perikanan tangkap. 
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data sekunder dilakukan 


melalui studi literatur ke berbagai sumber, baik 
instansi pemerintah maupun perguruan tinggi. Untuk 
memperdalam informasi dari hasil kajian desk study 
kemudian juga dilakukan wawancara mendalam 
dengan beberapa informan kunci, seperti pelaku 
usaha (nelayan), pengelola pelabuhan perikanan 
dan informan lainnya terkait tujuan penelitian. 
Sementara pengumpulan data primer dilakukan 
dengan menggunakan angket dan wawancara 


mendalam seperti yang telah disampaikan 
sebelumnya. Jumlah responden pada penelitian ini 
adalah sebanyak 20 orang yang difokuskan kepada 
peneliti, perencana dan pengambil kebijakan. 


Teknik Analisis Data 


Analisis data dilakukan dengan metode 
analisis isi (content analysis), yaitu alat untuk 
mengikuti rekam jejak dari pelaksanaan, mulai 
dari landasan teori yang digunakan sampai dengan 
praktik yang dilakukan serta mengilustrasikan dari 
beragam data set yang telah disusun (Hsieh & 
Shannon, 2005; Hopkins & King, 2010; Elo et al., 
2014). Pada pelaksanaannya dilakukan terlebih 
dahulu observasi berbagai artikel, buku dan terbitan 
ilmiah lainnya sehingga dapat disusun analisis 
secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif 
digunakan untuk menginterpretasikan data mentah 
berupa data primer dan sekunder menjadi suatu 
bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan 
(Martono, 2010), sehingga dapat menggambarkan 
fenomena dan kausalitas dari objek yang dikaji 
(Loeb, Dynarski, McFarland, Morris & Reardon 
2017). Selanjutnya, untuk merumuskan indikator- 
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap 
dilakukan dengan cara berjenjang yang diawali 
melalui desk study dari hasil penelitian yang 
telah ada. Indikator yang disusun mewakili 
beberapa dimensi (ekonomi, ekologi, sosial dan 
kelembagaan). Selanjutnya, untuk mengetahui 
prioritas indikator digunakan pendekatan metode 
urgency, seriousness and growth (USG). 
Metode USG dapat menetapkan urutan prioritas 
masalah dengan teknik scoring (skala likert) dan 
dilakukan dengan memperhatikan urgensi dari 
masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, dan 
kemungkinan bekembangnya masalah (Kepner & 
Tregoe 1981; Husnayain 2015). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Potret Komoditas Utama Perikanan Tangkap : 
Tuna, Tongkol dan Cakalang 


Tuna, tongkol dan cakalang (TTC) merupakan 
komoditas utama perikanan tangkap Indonesia 
yang termasuk kedalam kelompok pelagis besar, 
memiliki karakteristik oseanik atau sifat selalu 
beruaya dari suatu perairan ke perairan lain dengan 
kondisi oseanografi dan biologis sesuai habitatnya 
(Sibagariang, Fauziyah & Agustriani, 2011). Daerah 
penangkapan TTC tersebar, dari kawasan barat 
sampai timur Indonesia. Sedikit berbeda dengan 
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Gambar 1. Volume (ton) dan Nilai Produksi Tuna, Cakalang dan Tongkol. 
Figure 1. The volume (ton) and Value of Tuna, Skipjack Tuna and Little Tuna Production. 


Sumber : Statistik Perikanan Tangkap Indonesia (2005-2016) dan Pusdatin (2017-2018)/ 
Source: Indonesian Capture Fisheries Statistics (2005-2016) and Pusdatin (2017-2018) 


penangkapan ikan umumnya, penangkapan TTC 
membutuhkan alat tangkap yang lebih spesifik 
sangat bergantung pada armada yang digunakan. 
Umumnya armada modern menggunakan alat 
tangkap berupa longline, sedangkan tradisional 
berupa pancing ulur, pancing layang-layang, atau 
pun pancing hanyut. Penyebaran TTC di Indonesia 
meliputi Samudera Indonesia, pantai barat 
Sumatera, Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 
perairan Indonesia Timur meliputi Laut Banda, 
Laut Flores, Laut Maluku, Laut Makassar (Uktolseja 
1987). Penentuan lokasi penangkapan cakalang 
ditentukan musim berbeda di setiap perairan, tetapi 
dapat dilakukan sepanjang tahun. 


TTC memiliki nilai ekonomis penting dan 
banyak tersebar hampir di seluruh wilayah 
perairan Indonesia. Nilai ekonomis menjadikan TTC 
sebagai komoditas utama perikanan tangkap dan 
Indonesia memasok lebih dari 16% produksi TTC 
dunia (FAO, 2018). Volume ekspor TTC mencapai 
sekitar 168.434 ton (USD 713,9 juta) pada tahun 
2018 (KKP, 2019). Produksi TTC pada periode 
tahun 2005-2018 mengalami peningkatan rata-rata 
1,049 juta ton dan nilai produksi sebesar 31,47 
trillun rupiah. TTC memberikan kontribusi signifikan 
terhadap produksi perikanan nasional yaitu sekitar 
20% dari total produksi perikanan tangkap (Firdaus 
et al., 2018). 


Secara agregat produksi cakalang dan 
tongkol lebih tinggi dibandingkan tuna (Gambar 
1), meskipun demikian produksi ketiga komoditas 
tersebut mengalami fluktuatif sejak tahun 2005 
sampai dengan 2018. Produksi ikan tongkol 
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tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 524.387 
ton, sedangkan untuk produksi ikan cakalang dan 
tuna tertinggi pada tahun 2014 dengan masing- 
masing produksi sebesar 496.682 ton dan 313.873 
ton. Sedangkan dari sisi nilai, meskipun produksi 
tuna lebih kecil tetapi memiliki nilai yang lebih tinggi 
(Firdaus, 2018a). Hasil kajian Firdaus (2018b), 
harga rata-rata tuna per kg mencapai lebih dari 
Rp. 35.000,-/kg sedangkan untuk tongkol dan 
cakalang harganya kurang dari Rp. 20.000,-/kg. 
TTC memiliki kontribusi positif terhadap ekonomi 
nasional, tetapi tidak terlepas dari masalah yang 
kompleks. Menurut Fauzi (2010), tekanan terhadap 
sumber daya yang cukup masif dapat menyebabkan 
terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sumber 
daya ikan. Hal ini terlihat juga pada TTC, dimana 
ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil dan 
ruang ekspansi semakin sulit dilakukan. Lebih 
lanjut Fauzi (2010) menyebut bahwa tekanan yang 
masif terhadap sumber daya ikan disebabkan dua 
hal utama, yakni over fishing (baik secara ekonomi 
maupun biologi) dan terjadinya ekses kapasitas 
(over capacity) pada perikanan ekonomis penting, 
sehingga berimplikasi serius terhadap aspek sosial 
dan ekonomi (Beddington et al., 2007). 


Meskipun trend produksi TTC sejak tahun 
2014 sampai dengan 2018 cenderung menurun, 
namun secara umum trend peningkatan produksi 
perikanan tangkap nasional tahun 2018 lebih tinggi 
dibandingkan perikanan budidaya yaitu 7,47% 
dengan kontribusi perikanan tangkap nasional 
sebesar 49,64% terhadap perolehan total PDB 
perikanan. Meskipun capaian perikanan tangkap 
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memberikan gambaran pertumbuhan produksi 
dan manfaat ekonomi yang positif, namun disisi 
lain pada kenyataanya dari hasil kajian Rizal et al. 
(2018) menunjukkan bahwa hampir 70% nelayan 
di Indonesia masih terjebak dalam kemiskinan. Hal 
ini menunjukkan bahwa secara nyata perikanan 
tangkap di Indonesia belum memberikan manfaat 
yang merata. 


Perikanan TTC tidak terlepas dari 
permasalahan IUUF yang telah menjadi isu 
internasional. Karakteristik TTC yang high migratory 
sangat rentan terhadap praktek IUUF yang 
menimbulkan kerugian secara ekonomi, disamping 
menimbulkan masalah lingkungan dan dampak 
sosial (Sowman & Bergh 2006; Miller & Sumaila 
2016; Nova 2017). IUUF diduga menjadi salah 
satu penyebab pelaporan secara statistik jumlah 
produksi TTC tidak signifikan dengan kenaikan 
jumlah alat tangkap yang digunakan. Produksi 
yang tidak terlaporkan dari komoditas TTC 
telah memberikan dampak secara statistik nilai 
produksi tidak akurat. Hasil penelitian Wijaya 


et al. (2012) menunjukkan adanya indikasi 
perdagangan tuna dan cakalang di tengah 
laut perairan Indonesia untuk dijual secara 


langsung ke negara Filipina sehingga produksi 
tangkapannya tidak tercatat pada pelabuhan 
base kapal penangkapan di Indonesia. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian Syahrani, Musadieq 
& Darmawan (2017) yang mengungkapkan 
bahwa komoditas tuna rentan adanya praktek 
IUUF, khususnya unreported terhadap hasil 
tangkapan. 


Potret Perikanan Skala Kecil di Indonesia 


Perikanan skala kecil erat kaitannya 
dengan definisi nelayan skala kecil atau small 
scale fisheries. Berdasarkan UU No. 45 Tahun 
2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 
2004, nelayan skala kecil diartikan sebagai orang 
yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari menggunakan kapal perikanan 
berukuran paling besar 5 GT. Pada tahun 
2016, definisi hukum nelayan kecil kembali 
mengemuka melalui UU No.7/2016, dimana 
nelayan kecil didefinisikan sebagai nelayan yang 
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak 
menggunakan kapal penangkap ikan maupun 
yang menggunakan kapal penangkap ikan 
berukuran paling besar 10 GT. Sementara dalam 
PP No.32 tahun 2019, nelayan kecil diartikan 


sebagai nelayan yang melakukan penangkapan 
ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik 
yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan 
maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan 
berukuran paling besar 10 GT. 


Berdasarkan data statistik tahun 2016, jumlah 
armada penangkapan ikan berukuran kurang dari 
10 GT atau yang masuk kedalam kategori nelayan 
skala kecil adalah sebanyak 508.551 unit atau 94% 
dari total armada yang ada. Kondisi ini menunjukkan 
usaha perikanan tangkap masih didominasi nelayan 
skala kecil dengan teknologi yang sederhana. 
Struktur nelayan di Indonesia yang masih didominasi 
nelayan skala kecil yang umumnya erat dengan 
kemiskinan. Widodo (2009) menjelaskan nelayan 
kecil hanya mampu memanfaatkan sumber daya 
di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang 
cenderung terus menurun akibat persaingan 
dengan kapal besar dan penurunan mutu sumber 
daya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak 
sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam 
transaksi penjualan. Pola hubungan eksploitatif 
antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, 
serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan 
tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di 
kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari 
jerat kemiskinan dan belitan utang pedagang atau 
pemilik kapal. 


Otoritas perikanan di 
berkembang mungkin terbatas kapasitasnya 
dalam mengelola perikanan tangkap skala 
kecil. Ketidakmampuan ini disebabkan karena 
penggunaan metode-metode pengelolaan 
perikanan konvensional yang dikembangkan di 
negara maju yang tidak cocok untuk perikanan 
tangkap skala kecil. Menghadapi kenyataan 
tersebut, diperlukan berbagai kebijakan untuk 
mengembangkan usaha nelayan skala kecil. 
Nizar (2015) menjelaskan bahwa pengembangan 
usaha dapat dilakukan dengan melihat beberapa 
aspek, yaitu teknis, ekonomi, sosial, finansial, 
dan manajemen sehingga pengembangan 
usaha perikanan tangkap skala kecil dapat 
terwujud secara berkelanjutan. Hasil penelitian 
Gokturk dan Deniz (2017) menunjukkan bahwa 


negara-negara 


dalam pengembangan perikanan skala 
kecil berkelanjutan dapat dilakukan dengan 
pembenahan pengelolaan perikanan. Hal 


serupa juga dialami oleh Indonesia saat yang 
mengarahkan pengelolaan perikanan 
kedepan berbasis wilayah pengelolaan perikanan 
(WPP). 
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Tabel 1. Tingkat Pemanfaatan Ikan Pelagis Besar (Non Tuna-Cakalang) di 11 WPP Tahun 2011-2019. 
Table 1. Level of Utilization of Big Pelagic Fish (Non Tuna-Skipjack Tuna) in 11 WPP 2011-2019. 


Tahun/Year 


571 572 573 711 712 


Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)/Fisheries Management Area (FMA) 
713 714 715 716 717 718 


Keterangan Tingkat pemanfaatan (E):/Remaks on the level of utilization (E): 


E < 0.5 = Moderate; 0.5 < E < 1 = Fully-exploited: E 2 1 = Over-exploited 


*) Hasil pertemuan Komnas Kajiskan Juni 2019/the results of Komnas Kajiskan meeting, June 2019 


Secara umum, pelaku usaha penangkapan 
ikan TTC di Indonesia masih didominasi kapal 
kecil dengan alat tangkap yang sederhana, seperti 
pancing (handline), sedangkan armada kapal besar 
diatas 60 GT masih sangat sedikit pasca moratorium 
kapal eks asing (https: //www. mongabay.co.id 
12019 /01/21/ mengapa-penangkapan-tuna-masih- 
didominasi-nelayan-skala-kecil/ diunduh pada 
7 Juli 2019). Hal ini berkorelasi dengan hasil 
tangkapan TTC yang lebih banyak dihasilkan 
nelayan skala kecil sehingga menjadi tantangan 
terhadap keberlanjutan TTC skala kecil di 
Indonesia, disamping adanya kompetisi antara 
pelaku usaha skala kecil dengan skala industri. 
Septisafitri (2010) dalam penelitiannya menyebut 
upaya pengembangan perikanan tangkap berbasis 
komoditas ikan unggulan dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, antara lain: memperluas jangkauan 
daerah penangkapan ikan diatas 12 mil. Hal ini 
menjadi tantangan bagi para nelayan skala kecil 
untuk meningkatkan kapasitas usahanya melalui 
peningkatan ukuran armada dan teknologi alat 
tangkapnya. 


Keberlanjutan Perikanan Tangkap di Indonesia 


a. Tinjauan Aspek Ekologi 


Indonesia saat ini terus mendorong 
perikanan skala kecil untuk menerapkan prinsip 
penangkapan ikan berkelanjutan dan bertanggung 
jawab. Dorongan berkelanjutan terus difokuskan 
pada nelayan skala kecil yang terlibat dalam 
praktik penangkapan dan tata kelola perdagangan 
tuna. Berdasarkan aspek ekologi, keberlanjutan 
perikanan secara ekologi dapat dilihat dari kondisi 
stok sumber daya perikanan tangkap itu sendiri. 


Status pemanfaatan ikan pelagis besar di 
Indonesia berdasarkan WPP diketahui mengalami 
penurunan sejak tahun 2011 hingga 2019, dimana 
status pemanfaatan terus meningkat menuju 
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arah yang lebih mengkhawatirkan di beberapa 
WPP, antara lain WPP 572, 573 dan 713. Pada 
Tabel 1, terlihat adanya perubahan warna tingkat 
pemanfaatan menjadi warna kuning dan merah yang 
menandakan adanya deplesi atau pengurangan 
kualitas sumber daya ikan tersebut. Menurut Fauzi 
& Anna (2002) deplesi dapat diartikan sebagai 
laju pengurangan stok sumber daya ikan. Deplesi 
memberikan dampak negatif terhadap sumber 
daya dan ekonomi (Firdaus 2018a). 


Tingkat pemanfaatan ikan pelagis 
besar tidak terlepas dari peningkatan produksi 
yang terus meningkat sejak tahun 2005 hingga 
2018. Laju pertumbuhan produksi perikanan 
tangkap untuk komoditas TTC selama tahun 
2011 hingga 2018 mencapai 18,2% per tahun 
(KKP 2019). Peningkatan laju produksi yang 
cukup tinggi memberikan tekanan terhadap sumber 
daya, tercermin dari status tingkat pemanfaatannya. 
Penurunan kualitas sumber daya atau deplesi 
sumber daya tentu saja diperlukan sebuah 
solusi untuk tetap menjaga keberlanjutannya. Salah 
satu yang dapat dilakukan adalah dibentuknya 
kawasan konservasi. Kawasan konservasi dapat 
berfungsi sebagai daerah perlindungan, tempat 
spawning ground dan nursery ground bagi beberapa 
ikan jenis pelagis. Ikan pelagis besar yang bersifat 
high migratory tentu saja akan beruaya lintas 
WPP. Beberapa WPP yang sudah berada pada 
tingkat pemanfaatan over exploited menjadi 
prioritas peningkatan luas kawasan konservasinya. 


Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau 
kecil terluas berada di WPP 711, mencapai 2,76 juta 
hektar sehingga memiliki korelasi positif terhadap 
status tingkat pemanfaatannya (Lampiran 1). 
Begitupun pada WPP 713 yang memiliki kawasan 
konservasi yang lebih sempit, maka memiliki tingkat 
pemanfaatan ikan pelagis besar yang jauh lebih 
tinggi (over exsploited). Tentu saja hal ini bukan 
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menjadi salah satu faktor dan ada banyak faktor 
lainnya termasuk jumlah armada, nelayan dan alat 
tangkap yang ada di WPP tersebut. 


Menurut Fauzi (2005), salah satu faktor 
penghambat pembangunan perikanan tangkap 
berkelanjutan adalah kegiatan IUUF. Bappenas 
(2014) menyebut kegiatan IUUF menjadi bagian 
isu lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan 
perikanan berkelanjutan yang memberikan dampak 
degradasi dan overfishing sumber daya ikan, 
disamping hilangnya nilai devisa serta pendapatan 
ekonomi lainnya. Meningkatnya aktivitas IUUF 
membuat FAO (2001) menerbitkan the international 
plan of action on IUUF yang mengamanahkan 
setiap negara anggota menyusun national plan 
of action (NPOA) untuk mencegah, menghalangi 
dan menghilangkan IUUF yang bertentangan 
dengan CCRF dan sangat mengganggu upaya 
pengelolaan perikanan dan merugikan negara 
dalam melaksanakan pembangunan perikanan 
yang bertanggungjawab. Maraknya IUUF telah 
menimbulkan masalah lingkungan, sosial dan 
ekonomi (Fauzi, 2010). Kerugian IUUF beragam 
dan diestimasi sebesar 30% dari total tangkapan 
ikan ekonomis penting (FAO 2009). Kerugian IUUF 
diestimasi berkisar antara US$ 2 sampai US$ 10 
miliar (Fauzi, 2010). IUUF juga memicu dampak 
adanya konflik antara nelayan yang berbeda alat 
tangkap maupun nelayan dengan alat tangkap 
yang sama sehingga menimbulkan konflik sosial 
diantara masyarakat pesisir (Adhuri, Wahyono & 
Indrawasih, 2005, Solihin, 2010). 


Berdasarkan Gambar 2, terlihat selama 
tahun 2007-2018 sebanyak 1.651 kapal IUUF 


m Indonesia @MMalaysia @MPhilipina mm RRC 


m Thailand 


dari 9 negara ditangkap kapal pengawas KKP di 
perairan Indonesia. Kapal asal Vietnam memimpin 
pelaku penggaran IUUF dengan 635 kapal 
(38,46%), diikuti Indonesia (37,55%), Malaysia 
(8,18%) dan Thailand (7,09%). Pelanggaran yang 
umum dilakukan kapal tersebut adalah melakukan 
kegiatan penangkapan tanpa disertai dokumen 
perizinan yang sah, penggunaan alat tangkap 
yang dilarang, dan ketidaksesuaian lokasi daerah 
penangkapan. Selama periode tersebut, jumlah 
pelaku IUUF terendah terjadi pada tahun 2014 
dan tertinggi pada tahun 2008. Sedangkan pada 
periode tahun 2016-2018, jumlah pelaku IUUF terus 
terjadi penurunan dan berbanding lurus dengan 
peningkatan hasil tangkapan laut secara nasional 
pada periode yang sama. Adanya peningkatan 
stok sumber daya ikan beberapa tahun terakhir 
berdasarkan hasil kajian menunjukkan dengan 
tujuan pembangunan perikanan secara ekologis 
berkelanjutan, manakala basis ketersediaan stok 
atau sumber daya ikan dapat dipelihara secara 
stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebihan (Gallic 
,2002). 


b. Tinjauan Aspek Ekonomi 


Sektor perikanan tangkap di Indonesia 
memiliki peran yang penting bagi perekonomian, 
terlihat dari banyaknya pelaku utama di sektor 
ini. Berdasarkan data statistik diketahui laju 
pertumbuhan RTP perikanan tangkap tahun 2000 
hingga 2016 sebesar 2,6% per tahun. Jumlah 
RTP tangkap tahun 2000 sebanyak 475.392 RTP 
dan meningkat menjadi 683.249 RTP pada tahun 
2016. Jika dalam satu RTP berjumlah 4 (empat) 
orang anggota rumah tangga, maka diperkirakan 
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Gambar 2. Rekapitulasi Kapal Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Negara Tahun 2007-2018 
Figure 2. Recapitulation of the Catch of the Surveillance Ship by Country in 2007-2018. 
Sumber/Source: KKP 2019 
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lebih dari 2,7 juta orang bergantung terhadap 
perikanan tangkap. Keberlanjutan perikanan 
tangkap secara ekonomi (keberlanjutan ekonomi) 
ditinjau berdasarkan aspek ekonomi secara makro 
dari komoditas utama perikanan tangkap TTC. 
Secara total komoditas TTC memberikan kontribusi 
20% terhadap total produksi perikanan tangkap. 
Perkembangan volume ekspor TTC selama 10 
tahun terakhir (2008-2018) berfluktuasi. Volume 
ekspor lebih rendah belum tentu memberikan 
besaran nilai ekspor yang rendah (Gambar 3). 
Besaran nilai ekspor perikanan TTC di Indonesia 
terus mengalami peningkatan sejak tahun 
2008, puncaknya terjadi pada tahun 2013, dan 
mengalami penurunan hingga tahun 2016, tetapi 
dua tahun terakhir kembali beranjak naik. Tingginya 
permintaan dunia terhadap TTC mendorong 
perkembangan usaha penangkapan TTC di dalam 
negeri, dicirikan semakin meningkatnya jumlah alat 
tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan 
tersebut. 


Jumlah alat tangkap (rawai tuna, huhate 
dan pancing tonda) tahun 2000 adalah sebanyak 
64.611 unit dan meningkat menjadi 108.025 
unit pada tahun 2009, kemudian turun menjadi 
85.239 unit pada tahun 2015 (Firdaus, 2018b). 
Penurunan jumlah alat tangkap pada tahun 2015 
tidak terlepas dari adanya kebijakan moratorium 
kapal yang dikeluarkan Pemerintah pada akhir 
tahun 2014. Dominasi nelayan skala kecil pada 
perikanan TTC di Indonesia tentu saja memiliki 
pengaruh besar karena nelayan kecil identik 
dengan teknologi sederhana sehingga 
mempengaruhi kualitas hasil tangkapan. Hasil 
wawancara dengan beberapa pengelola pelabuhan 
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Figure 3. 


2013 


perikanan samudera Bungus, pelabuhan perikanan 
samudera Bitung, dan pelabuhan perikanan 
nusantara Sibolga disampaikan bahwa jumlah ikan 
tuna yang memiliki kualitas ekspor (grade A) pada 
nelayan skala kecil rata-rata hanya 20% dari total 
hasil tangkapan. Kualitas ikan ekspor umumnya 
memiliki beberapa kriteria, seperti kesegaran 
dan kualitas kekenyalan dagingnya, yang sangat 
dipengaruhi penanganan ikan di atas kapal dan 
sistem pendingin kapal. Jika sistem penanganan 
rantai dingin nelayan skala kecil dapat ditingkatkan 
tentu akan mempengaruhi volume ikan yang 
diekspor. 


Nilai pendapatan rumah tangga perikanan 
(RTP) nelayan selama tahun 2008-2018 diketahui 
sebesar Rp.7,42 juta per bulan (Gambar 4). 
Pendapatan rumah tangga ini diestimasi dari 
seluruh atau merupakan akumulasi dari pendapatan 
seluruh anggota keluarga nelayan yang bekerja 
di sektor penangkapan, sedangkan nilai rata-rata 
pendapatan nelayan selama periode 2008-2018 
adalah sebesar Rp.2,1 juta per bulan. Nilai ini 
jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 
rata-rata upah minimum regional secara nasional 
sebesar Rp.1,4 juta per bulan. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Gallic (2002), bahwa tujuan 
pembangunan perikanan secara ekonomis 
dianggap berkelanjutan apabila sektor ini 
mampu menghasilkan produk ikan secara 
berkesinambungan (on continuing basis), 
memberikan kesejahteraan finansial pelakunya, 
dan memberikan sumbangan devisa serta pajak 
yang signifikan bagi negara 
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Gambar 3. Volume (ton) dan Nilai Ekspor (US$ 1000) TTC Tahun 2008-2018 


Volume (tons) and Export Value (US 1000) of Tuna, Skipjack Tuna and Little Tuna in 2008-2018. 


Sumber/Source: KKP 2019 
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Gambar 4. Nilai Pendapatan RTP, Nilai Pendapatan Nelayan dan Nilai UMR Tahun 2008 — 2018 (Rp/Bulan) 


Figure 4. Value of RTP Income, Value of Fishers Revenue and UMR Value for 2008 - 2018 (IDR/Month) 
Sumber/Source: KKP 2019 


Secara umum pendapatan nelayan dari hasil 
penangkapan ikan dapat memenuhi kebutuhan 
pokok hidupnya. Jika dibandingkan, pendapatan 
nelayan lebih tinggi dibandingkan UMR rata-rata 
nasional sehingga menjadi salah satu indikator 
pencaharian dari kegiatan perikanan tangkap 
memiliki peluang keberlanjutan. Berdasarkan 
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/ 
MEN/1990, disebutkan bahwa komponen UMR 
telah memperhitungkan biaya hidup yang wajar 
sehingga dapat disimpulkan pendapatan nelayan 
sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup. 
Meskipun demikian, pendapatan atau penghasilan 
usaha nelayan memiliki ketidakpastian yang tinggi 
atau tidak tetap, khususnya saat terjadi musim 
paceklik sehingga diperlukannya pelatihan atau 
pembekalan keterampilan usaha di bidang lainnya, 
seperti pengolahan ikan maupun lainnya sesuai 
kondisi sumber daya. 


Pendapatan nelayan tidak terlepas dari 
investasi usaha, modal usaha dan penerimaan 
setelah operasi penangkapan. Adanya modal usaha 
dalam operasi penangkapan dapat memberikan 
kemudahan dalam usaha penangkapan ikan, 
serta sebagai sarana nelayan untuk mencari ikan 
di laut. Besarnya modal usaha yang digunakan 
dalam kegiatan operasi penangkapan ikan dapat 
menentukan keberhasilan hasil tangkapan nelayan 
(Jamal, Sondita, Wiryawan & Haluan, 2014). 


c. Tinjauan Aspek Sosial 


Keberlanjutan sosial perikanantangkap dapat 
dilihat dari banyaknya pelaku dan jumlah kejadian 
konflik antar pelaku atau pemanfaat sumber daya 
perikanan. Konflik antar nelayan lokal dengan 
nelayan asing di Indonesia sudah jauh berkurang 


sebagai akibat diberlakukannya moratorium kapal 
eks asing dan peningkatan pengawasan sumber 
daya perikanan, khususnya di wilayah perbatasan 
RI. Penggunaan alat tangkap destruktif, seperti 
cantrang sudah dilarang dan hal ini berdampak 
positif terhadap keberlanjutan perikanan tangkap. 
Partisipasi pemangku kepentingan dan peran 
masyarakat lokal terhadap pengelolaan sumber 
daya ikan menjadi salah satu faktor utama dalam 
menjaga keberlanjutan perikanan tangkap. 


Kondisi sumber daya perikanan yang open 
acces menyebabkan setiap orang berlomba 
mengekstraksi sumber daya ikan sebanyak- 
banyaknya sehingga menyebabkan kelangkaan 
sumber daya. Pada sisi lain unit penangkapan 
ikan cenderung bertambah sehingga produktifitas 
nelayan semakin berkurang. Pihak yang terlibat 
konflik umumnya nelayan tradisional dalam 
memperebutkan daerah penangkapan ikan yang 
sama. Konflik nelayan merupakan fenomena yang 
telah terjadi sejak dulu, bahkan sebelum adanya 
era otonomi daerah. Keleluasaan mengeksploitasi 
sumber daya perikanan merupakan konsekuensi ciri 
kepemilikan bersifat terbuka (open acces). Menurut 
Soekanto (2002) penyebab utama terjadinya konflik 
nelayan adalah perbedaan kepentingan individu, 
perbedaan budaya, perbedaan kepentingan dan 
perubahan sosial. Menurut Adhuri et al. (2005) 
konflik kenelayanan ini harus segera diatasi, 
mengingat konflik besar terjadi akibat akumulasi 
konflik yang relatif lebih kecil atau sederhana tetapi 
diabaikan dalam jangka waktu yang lama sehingga 
diperlukan pengelolaan konflik guna membatasi 
dan mengatasi kekerasan perilaku yang terjadi. 
Jika konflik sosial nelayan dapat diminimalisir 
(bahkan tidak terjadi), maka tujuan pembangunan 
perikanan berkelanjutan secara sosial dapat 
dianggap tercapai (Gallic 2002). 
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Gambar 5. Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2009-2018. 


Figure 5. Development of National Fish Consumption Levels in 2009-2018. 
Sumber/Source: KKP 2019 


Salah satu peran perikanan dalam 
pembangunan adalah sebagai sumber pangan, 
khususnya protein hewani. Dalam hal penyediaan 
ikan sebagai sumber protein hewani terus 
meningkat setiap tahunnya, dari konsumsi 
ikan sebesar 29,08 kg/kapita/tahun pada tahun 
2009 menjadi 50,65 kg/kapita/tahun pada tahun 
2018 atau kenaikan rata-rata sebesar 6,37% per 
tahun (Gambar 5). Komoditas yang berperan 
besar dalam peningkatan konsumsi ikan nasional 
adalah TTC, rata-rata berkontribusi sebesar 
17,08% atau 8,66 kg/kapita/tahun selama periode 
tahun 2015-2018. 


Sebagai sumber bahan pangan, peningkatan 
konsumsi ikan nasional berperan ganda, sebagai 
penghela industri perikanan nasional, juga dapat 
mengurangi beban penyakit untuk mewujudkan 
kualitas hidup masyarakat yang lebih baik 
dalam meningkatkan produktivitasnya. Apabila 
dibandingkan beberapa negara tetangga, seperti 
Malaysia (70 kg/kapita/tahun), Singapura (80 kg/ 
kapita/tahun), dan Jepang (100 kg/kapita/tahun), 
tingkat konsumsi ikan nasional masih jauh tertinggal. 


d. Tinjauan Aspek Kelembagaan 


Aspek kelembagaan merupakan salah satu 
aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga 
keberlanjutan sumber daya ikan. Tujuh indikator 
utama dalam menilai keberlanjutan perikanan 
tangkap secara kelembagaan, yaitu: keberadaan 
otoritas tunggal pengelolaan perikanan, tingkat 
sinergisitas kebijakan dan kelembagaan 
pengelolaan perikanan, peningkatan kapasitas 
pemangku kepentingan, mekanisme kelembagaan, 
kelengkapan aturan main dalam pengelolaan 
perikanan, rencana pengelolaan perikanan, dan 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang 
bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan 
(KKP, 2014). Untuk kasus perikanan TTC secara 
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nasional, KKP merupakan otoritas pengelola 
perikanan. Adanya UU 23 tahun 2014, menuntut 
pengelolaan perikanan tidak hanya dipegang KKP 
tetapi juga pemerintah daerah tingkat I. Sinergitas 
kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan 
harus terus ditingkatkan untuk tercapainya 
pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan. 


Mengingat tuna termasuk kelompok ikan 
beruaya jauh (highly migratory fish stocks) dan/ 
atau ikan beruaya terbatas diantara atau berada 
di Zona Ekonomi Ekslusif dari satu atau lebih 
negara dan laut lepas (straddling fish stocks), 
maka pengelolaan tuna harus dilakukan melalui 
kerjasama regional dan/atau Internasional. 
Secara nasional pengelolaan perikanan sudah 
dilakukan dengan Wilayah Pengelolaan Perairan 
(WPP), secara regional dan internasional terdapat 
beberapa aturan terkait pengelolaan perikanan tuna 
yang tertuang pada kerjasama regional dan/atau 
internasional, pembentukan Regional Fisheries 
Management Organization (RFMO), yaitu: Indian 
Ocean Tuna Commission (IOTC) yang mengelola 
tuna dan spesies seperti tuna di Samudera Hindia, 
Commission for The Conservation of Southern 
Bluefin Tuna (CCSBT) yang mengelola tuna sirip 
biru selatan (southern bluefin tuna), Western and 
Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) 
yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna 
di Samudera Pasific Bagian Barat Tengah, Inter- 
American Tropical Tuna Commission (IATTC) 
yang mengelola tuna dan spesies seperti tuna di 
Samudera PasifiK Bagian Timur, dan International 
Commission for the Conservation of Atlantic Tuna 
(ICCAT) yang mengelola tuna dan spesies seperti 
tuna di Samudera Atlantik. 


Eksistensi Indonesia RFMO menjadi 
perhatian, mengingat kepentingan dalam 
penentuan alokasi kuota penangkapan tuna di 
wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 


Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya 


Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki 
wilayah dan menjadi anggota penuh IOTC akan 
berhadapan dengan negara tidak memiliki wilayah, 
tetapi telah lama memanfaatkan sumber daya ikan 
di Samudera Hindia, seperti Jepang. Oleh karena 
itu, kriteria alokasi kuota yang diajukan dan strategi 
pemanfaatan sumber daya tuna perlu diketahui 
untuk memperkuat posisi Indonesia secara 
regional maupun internasional yang mempengaruhi 
keberlanjutan perikanan tuna kedepannya. 


Kelembagaan nelayan berbentuk kelompok 
usaha bersama (KUB) menunjukkan peningkatan 
secara signifikan, dari 3.959 kelompok tahun 2009 
menjadi 11.286 kelompok tahun 2018. Peningkatan 
tersebut menunjukkan adanya perubahan pola 
usaha masyarakat, dari berifat soliter berkembang 
menjadi berkelompok. Keberadaan KUB merupakan 
kelompok yang dibentuk nelayan berdasarkan 
hasil kesepakatan seluruh anggota yang dilandasi 
keinginan bersama untuk berusaha bersama dan 
dipertanggungjawabkan secara bersama guna 
meningkatkan pendapatan anggota. Hariadi 
(2011) dalam Rakhmanda, Suadi & Supardjo 
(2018), menyebut kehadiran kelompok nelayan 
sebagai kesadaran kolektif yang didorong adanya 
kesamaan latar belakang sosial-ekonomi sebagai 
nelayan. Kesadaran kolektif tersebut diperteguh 
dengan kesamaan latar belakang kehidupan, sikap 
hidup, perasaan senasib dan sistem nilai yang 
dianut sehingga mendorong hampir keseluruhan 
anggota komunitas nelayan merespon berbagai 
perubahan program pembangunan dan tekanan 
(Satria, 2015). Kesadaran kolektif membentuk 
kelompok untuk meningkatkan pendapatan menjadi 
pijakan bersama dalam menjaga keberlanjutan 


(Kusdiantoro., et al) 


sumber daya ikan sebagai mata pencahariannya. 


Indikator Prioritas Pengukur Pembangunan 
Perikanan Tangkap Berkelanjutan 


Penentuan indikator prioritas pengukur 
pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan 
dimulai dengan kajian dari beberapa pustaka 
tentang indikator kinerja pembangunan secara 
umum. Selanjutnya dilakukan identifikasi menurut 
aspek ekonomi, ekologi, sosial dan kelembagaan. 
Indikator kinerja utama pembangunan perikanan 
beberapa negara di ASEAN lebih fokus pada 
aspek ekonomi dan ekologi, dibandingkan aspek 
sosial dan kelembagaan. Menurut Jennings (2005) 
terdapat kaitan antara indikator lingkungan dalam 
pengelolaan perikanan dengan melihat indikator 
sosial-ekonomi yang bagian dari ecosystem 
approach for fisheries. Pengukuran kinerja 
pembangunan perikanan (tangkap) sering kali 
menjadi perdebatan di setiap periode (rezim) 
dalam menilai kinerjanya karena indikator-indikator 
utama ditetapkan lebih difokuskan pada dimensi 
ekonomi semata untuk mengejar kesejahterahan 
sehingga tidak mencerminkan dimensi ekologis 
dan sosial. Indikator Kinerja Utama (IKU) perikanan 
tangkap yang ditetapkan selama beberapa tahun 
terakhir fokus ukuran kinerja pada enam IKU, 
meliputi pertumbuhan PDB, Nilai Tukar Nelayan 
(NTN), volume produksi, nilai produksi, rata-rata 
pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan 
rata-rata pendapatan nelayan. 


Berdasarkan hasil desk study yang telah 
dilakukan pada kajian ini kemudian diperoleh 11 
indikator utama (Tabel 2) yang mewakili aspek 


Tabel 2. Penentuan Prioritas Indikator dengan Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). 
Table 2. Determination of Priority Indicators using the USG Method (Urgency, Seriousness, Growth). 


Indikator/indicator 


1 Pertumbuhan PDB perikanan/Fisheries GDP Growth 

2 Nilai tukar Nelayan/ Fisherman Exchange Rate 

3  Produksi/Production 

4 Sarpras perikanan/ Fisheries Facilities (pelabuhan/port) 

5  Ekspor-impor/export-import 

Komoditas utama perikanan tangkap/ Main commodity capture 
fisheries 


Kondisi perikanan tangkap skala kecil/ Small scale captured 
fisheries 


8 Keberlanjutan sumberdaya ikan/sustainability of fish resources 
Konflik perikanan/fisheries conflict 
Pengelolaan WPP/FMA management 


Kelompok usaha perikanan tangkap/ Capture fisheries 
business group 


U 


3,95 
3,68 
3,89 
3,95 
3,74 


3,89 


4,32 


4,47 
3,84 
3,79 


3,53 


s G Total Kategori/ Rangking/ 
category rank 

3,89 3,58 11,42 SP 4 
3,89 3,68 11,26 SP 

4,00 3,74 11,63 SP 3 
3,74 3,32 11,00 SP 8 
3,68 3,47 10,89 SP 9 
3,68 3,58 11,16 SP 7 
411 4,00 12,42 SP 2 
442 4,26 13,16 SP 1 
3,89 3,58 11,32 SP 5 
3,68 3,37 10,84 SP 10 
3,63 3,21 10,37 SP 11 


Keterangan Tingkat pemanfaatan (E):/Remaks on the level of utilization (E): 
E < 0.5 = Moderate; 0.5 SE < 1 = Fully-exploited: E 2 1 = Over-exploited 
*) Hasil pertemuan Komnas Kajiskan Juni 2019/the results of Komnas Kajiskan meeting, June 2019 
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ekonomi, ekologi, sosial dan kelembagaan. 
Indikator ini merupakan hasil penelusuran studi 
dan kesepakatan yang dilakukan pada forum FGD 
yang kemudian dilakukan analisis prioritas terhadp 
indikator tersebut. Penentuan prioritas indikator 
yang menggambarkan kinerja pembangunan 
perikanan tangkap berkelanjutan dilakukan dengan 
menggunakan metode USG (urgency, seriousness, 
growth). 


Berdasarkan hasil analisis USG pada 
Tabel 2, diketahui seluruh indikator kinerja 
pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan 
terpilih pada penelitian ini memiliki kategori sangat 
prioritas. Indikator keberlanjutan sumber daya 
ikan menjadi indikator prioritas pertama dalam 
mengukur keberhasilan pembangunan perikanan 
tangkap berkelanjutan, diikuti indikator kondisi 
perikanan tangkap skala kecil dan indikator 
produksi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 
kondisi sumber daya ikan dianggap memiliki 
pengaruh yang besar terhadap terwujudnya 
pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan. 
Sebagai input pembangunan, sumber daya ikan 
menjadi sangat prioritas diperhatikan. Kebijakan 
perikanan berkelanjutan menjadi arus utama 
dalam pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia 
yang semakin dihadapkan pada terbatasnya 
ketersediaan sumber daya ikan, bahkan di 
beberapa wilayah perairan laut mengalami gejala 
lebih tangkap. Kondisi sumber daya ikan berkaitan 
dengan indikator prioritas utama lainnya, seperti 
produksi dan kesempatan nelayan tangkap skala 
kecil yang memiliki keterbatasan dalam mengakses 
sumber daya dibandingkan nelayan dengan 
armada dan alat tangkap yang lebih besar, baik 
kapasitas maupun kemajuan teknologinya. 


Tantangan Pengelolaan Perikanan Tangkap 
Berkelanjutan di Indonesia 


Pengelolaan sumber daya ikan hendaknya 
mengacu UUD 1945 pasal 33 dan diatur lebih 
lanjut dalam UU No 45 Tahun 2009. Pengelolaan 
sumber daya ikan harus dilaksanakan secara 
terpadu dan terarah agar sumber daya tetap 
lestari. Code of Conduct for Responsible Fisheries 
dari FAO (1995) mengamanatkan pengelolaan 
sumber daya ikan didasarkan pada bukti-bukti 
data dan informasi yang terbaik (the best scientific 
evidence). Pengelolaan sumber daya ikan pada 
hakekatnya merupakan pengelolaan terhadap 
manusia yang memanfaatkan ikan tersebut, 
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sehingga Rusmilyansari, Wiryawa, Haluan & 
Simbolon (2010) menambahkan pengelolaan 
terhadap manusia merupakan pengaturan tingkah 
lakunya dalam pengelolaan sumber daya. Konflik 
perikanan tangkap sangat bervariasi antar wilayah 
dan antar waktu, serta bersifat multidimensional 
dan umumnya melibatkan berbagai pihak dalam 
hubungan yang kompleks. Tiga dimensi yang 
mempengaruhi timbulnya konflik adalah aktor, 
ketersediaan sumber daya dan dimensi lingkungan 
(Hart & Astro 2000, Rahardjanto, 2011; Pasya, 
2017). 


Secara umum pengelolaan perikanan 
dilakukan untuk memberikan manfaat optimal 
dan berkelanjutan bagi masyarakat dengan 
tetap terjaminnya kelestarian sumber dayanya. 
Pengelolaan perikanan tangkap harus berbasis 
pada potensi sumber daya ikan dengan 
mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan 
lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. 
Menurut Rusmilyansari et al. (2010), pengelolaan 
perikanan tangkap yang cenderung tanpa batas dan 
lebih berorientasi kepentingan ekonomi (economic 
bases fisheries resource management) berakibat 
buruk terhadap kelangsungan pemanfaatan 
sumber daya ikan. Dalam situasi pemanfaatan 
sumber daya ikan yang serba tak terkendali, terjadi 
kelangkaan (scarcity) atau penipisan sumber daya 
ikan yang akhirnya dapat memicu terjadinya konflik 
pemanfaatan. 


Pada pembahasan sebelumnya disampaikan 
bahwa untuk mewujudkan pembangunan perikanan 
tangkap berkelanjutan, indikator kondisi sumber 
daya ikan baik dari potensi dan status sumber 
daya ikan itu sendiri menjadi prioritas utama. 
Tentu saja hal tersebut harus mempertimbangkan 
aspek sosial budaya atau kearifan lokal dan peran 
serta masyarakat. Berdasarkan UU No.23 tahun 
2014 diatur perluasan kewenangan provinsi, 
dari semula 4-12 mil laut menjadi 0-12 mil laut 
sehingga menghilangkan kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah laut 
kurang dari 4 mil. Sedangkan PP No. 54 tahun 2002 
pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur 
atau pejabat yang ditunjuk memberikan SIUP, 
SIPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan 
Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau 
pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah 
adminstrasinya. Lebih jauh dikatakan bahwa 
perizinan tersebut diberikan pada penggunaan 
kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan 
bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor 
dalam (in-board) yang berukuran di atas 10 GT 
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dan tidak lebih 30 GT dan/atau yang mesinnya 
berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), 
dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta 
tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga 
kerja asing. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan 
bahwa Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk 
diberikan kewenangan yang sama untuk peralatan/ 
kapal sejenis namun berukuran tidak lebih dari 10 
GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak 
lebih dari 30 GT. 


Pengelolaan perikanan penting untuk 
mencegah terjadinya over exploited dan over 
capacity akibat lemahnya upaya pencegahan 
pemegang otoritas yang ditunjukkan dari terbatasnya 
kebijakan dan pelaksanaan dan tidak tersedianya 
kebijakan teknis pada aspek kebijakan pengelolaan 
yang berkaitan dengan konservasi dan penegakan 
hukum (Suharno 2018). Open access dapat 
terjadi pada private property sebagai konsekuensi 
masalah penegakan hukum (enforcement problem). 
Selanjutnya jika mendasarkan pada aturan 
perikanan berkelanjutan, maka terdapat beberapa 
prasyarat, yaitu: memiliki teknologi penangkapan 
lestari, usaha menguntungkan, dan patuh terhadap 
norma-norma lingkungan dengan batasan 
penangkapan. Suharno (2018) menambahkan 
dalam kebijakan pengelolaan perikanan tangkap 
selama ini masih diindikasikan belum efektif dalam 
perspektif pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development), terbukti di Pantura Jawa masih 
banyak ditemukan pengoperasian jaring arad/ 
trawl meskipun sudah dilarang sejak awal 2015 
(Aji, Wibowo & Asriyanto 2015, Ermawati & Zulyati 
2015, Nababan, Solihin & Christian 2018). 


Dominasi perikanan tangkap nelayan skala 
kecil dan ancaman deplesi sumber daya pada 
komoditas utama perikanan tangkap tentu saja 
harus menjadi perhatian pengelolaan perikanan 
tangkap kedepan. Pada bahasan sebelumnya 
telah disampaikan bahwa perbaikan dalam 
pengelolaan perikanan menjadi penekanan utama 
untuk mewujudkan perikanan tangkap skala kecil 
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil kajian 
Adam & Surya (2013), bahwa untuk mencapai 
keberhasilan pembangunan perikanan sangat 
tergantung pada penentuan bentuk pengelolaan 
yang dilakukan secara bertanggung jawab. 
Pengelolaan ini di Indonesia diwujudkan dalam 
bentuk pengelolaan perikanan berbasis WPP. 
Konsep pengelolaan berbasis WPP tidak terbatas 
untuk perikanan tangkap saja, namun mencakup 
pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan 


pengembangan perikanan yang meliputi perairan 
pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, 
zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif 
Indonesia (Permen KP No. 18 Tahun 2014). 
Selanjutnya dalam rangka mendukung kebijakan 
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di 
WPP NRI, telah ditetapkan estimasi potensi, 
jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat 
pemanfaatan sumber daya ikan mengacu pada 
Kepmen KP No. 50 Tahun 2017. Estimasi jumlah 
potensi ikan yang dimanfaatkan adalah sebesar 
12.541.438 ton, yang didalamnya mengatur status 
suatu WPP yang dapat dikategorikan menjadi 
moderate (upaya penangkapan dapat ditambah), 
fully-exploited (upaya penangkapan dipertahankan 
dengan monitor ketat), dan over-exploited 
(upaya penangkapan harus dikurangi). 
Pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP 
dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari 
komplesitas yang dihadapi dan harus didukung 
dengan berbagai perlengkapannya baik dari aspek 
fisik maupun kelembagaannya. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan 
bahwa perikanan tangkap di Indonesia meskipun 
memberikan manfaat secara ekonomi, namun 
belum merata dirasakan para pelakunya. Hal 
ini ditunjukkan dari struktur perikanan tangkap 
yang masih di dominasi nelayan skala kecil 
yang selalu di identikkan dengan kemiskinan. 
Dari sisi pembangunan perikanan tangkap 
berbasis komoditas utama TTC, diketahui bahwa 
komoditas TTC memberikan kontribusi yang besar 
terhadap produksi perikanan tangkap nasional 
dan permasalahan IUUF menjadi ancaman 
utama terhadap keberlanjutannya. Hasil tangkapan 
TTC yang lebih banyak dihasilkan nelayan 
skala kecil menjadi tantangan terhadap 
keberlanjutan TTC skala kecil karena adanya 
kompetisi antara pelaku usaha skala kecil dengan 
skala industri. 


Kondisi perikanan tangkap jika dilihat 
dari aspek ekologi, ancaman IUUF memberikan 
tekanan besar terhadap keberlanjutan sumber 
daya dan pada akhirnya mengakibatkan deplesi 
terhadap sumber daya ikan. Untuk WPP yang 
berada pada status tingkat pemanfaatan over 
exploited menjadi prioritas utama peningkatan 
luas kawasan konservasinya. Selanjutnya untuk 
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aspek ekonomi, faktor modal dan investasi 
usaha menjadi tantangan dalam mewujudkan 
perikanan tangkap berkelanjutan. Hal tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas nelayan 
skala kecil baik dari sisi teknologi dan armada. 
Perikanan tangkap skala kecil tetap menjadi 
perhatian utama untuk mewujudkan perikanan 
tangkap berkelanjutan karena dominasinya dan 
merupakan penerima manfaat yang sangat 
besar. Secara sosial, kondisi perikanan tangkap 
di Indonesia tidak terlepas dari konflik, baik 
konflik antar nelayan lokal maupun dengan nelayan 
asing. Namun sejak diberlakukannya moratorium 
kapal eks asing dan peningkatan pengawasan 
sumber daya perikanan, khususnya di wilayah 
perbatasan RI, jumlah konflik dengan nelayan 
asing sudah jauh berkurang. Selanjutnya, 
terkait aspek kelembagaan dalam mewujudkan 
perikanan tangkap berkelanjutan diperlukan 
sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan 
perikanan harus terus ditingkatkan untuk 
tercapainya pengelolaan perikanan tangkap 
berkelanjutan. Keterlibatan Indonesia dalam 
pengelolaan perikanan di tingkat global seperti 
RFMO dan IOTC menjadi hal yang sangat penting 
untuk di perhatikan hal ini mengingat kepentingan 
Indonesia dalam menentukan alokasi kuota 
tangkapan tuna yang menjadi komoditas utama 
perikanan tangkapnya. Pembentukan lembaga 
atau kelompok nelayan di tingkat mikro menjadi 
perhatian utama untuk memperkuat posisi nelayan 
skala kecil. 


Hasil analisis USG menunjukkan bahwa 
11 indikator utama pengukur keberhasilan 
pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan 
yang telah disusun memiliki status sangat 
prioritas. Indikator kondisi sumber daya ikan dan 
kondisi perikanan tangkap skala kecil menjadi 
prioritas utama. Kedua indikator tersebut berkaitan 
dengan indikator lainnya seperti produksi dan 
kesempatan nelayan tangkap skala kecil yang 
memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber 
daya dibandingkan nelayan dengan armada dan 
alat tangkap yang lebih besar. Perbaikan terhadap 
pengelolaan perikanan menjadi faktor penentu 
keberhasilan pembangunan perikanan tangkap 
berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap 
harus berbasis pada potensi sumber daya ikan 
harus mempertimbangkan kearifan lokal dan peran 
serta masyarakat. Konsep pengelolaan perikanan 
berbasis WPP harus didukung dengan berbagai 
perlengkapannya baik dari aspek fisik maupun 
kelembagaannya. 
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Rekomendasi Kebijakan 


Berdasarkan uraian diatas, maka 
rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan 
keberlanjutan perikanan tangkap di Indonesia, 
yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ikan harus 
didasarkan kondisi sumber daya ikan baik dari 
potensi dan status pemanfaatannya. Pengelolaan 
terhadap nelayan skala kecil menjadi hal penting 
dilakukan mengingat dominasinya yang besar dan 
memberikan tekanan yang besar terhadap sumber 
daya. Pengelolaan nelayan skala kecil dapat 
dilakukan dengan meningkatkan kapabilitasnya 
melalui kemudahan akses modal dan peningkatan 
investasi usaha; (2) Pengelolaan sumber daya ikan 
berbasis WPP melalui penguatan kelembagaan 
dan dukungan sarana fisik dapat menjadi 
salah satu cara pengelolaan sumber daya ikan 
untuk mencapai tujuan kesejahteraan pelaku, 
dan keberlanjutan usaha serta sumber daya; 
(3) Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap 
melalui pendekatan input (alat tangkap) dapat 
dilakukan melalui penggunaan alat tangkap 
yang memiliki produktivitas tinggi, efektif dan 
memiliki selektifitas tinggi, disamping melakukan 
modernisasi armada dari aspek kelengkapan 
teknologi dan peningkatan ukuran armada menjadi 
lebih dari 30 GT karena mayoritas armada di 
Indonesia masih didominasi armada penangkapan 
skala kecil atau berukuran kurang dari 10 GT; dan 
(4) Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya 
ikan berkelanjutan menjadi prioritas utama untuk 
mewujudkan pembangunan perikanan tangkap 
berkelanjutan di Indonesia. 
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Lampiran 1. Luasan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Daerah Indonesia di 11 WPP, Tahun 2003-2017. 


Appendix 1. Extent of Marine Protected Areas and Coastal Conservation Areas and Indonesian Small 
Islands in 11 FMA, 2003-2017) 


WPP/FMA Luasan/Area (ha) 
571 41,982.20 
572 758,914.82 
573 669,419.82 
711 2,768,161.16 
712 185,048.13 
713 450,727.95 
714 1,899,645.18 
715 1,700,504.26 
716 586,336.58 
717 46,983.62 
718 - 

Jumlah/Amount 9,107,723.71 


Sumber/Source: KKP 2019 
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ABSTRAK 


Provinsi Riau memiliki potensi perikanan berupa perikanan tangkap dan budi daya yang tersebar 
pada seluruh kabupaten. Sehingga, diperlukan perencanaan dengan mempertimbangkan faktor 
kunci pengembangan ekonomi perikanan berbasis wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan 
faktor kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan PEP pada tiga (3) kabupaten di Provinsi Riau yaitu 
Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan 
metode survei. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh baik 
secara langsung di lapangan maupun studi literatur. Penentuan responden dilakukan secara purposive 
terhadap tokoh kunci setiap daerah. Analisis data yang digunakan yaitu analisis Multi Dimensional 
Scaling (MDS) dengan teknik Rafed dan analisis kebijakan dengan teknik prospektif dan gabungan. Hasil 
analisis menunjukkan karakteristik lokasi, potensi sumber daya dan kultur masyarakatmenyebabkan faktor 
kunci pengembangan ekonomi perikanan pada masing-masing daerah secara umum relatif berbeda. 
Faktor kunci PEP Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: (1) kebijakan pengembangan komunitas: (2) kerjasama 
dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir, (3) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan 
terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal: (4) faktor kebijakan pemerintah: 
(5) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan: (6) sarana dan prasarana perikanan. 
Faktor kunci PEP Kabupaten Bengkalis yaitu: (1) peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun 
industri hulu-hilir, (2) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas 
hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, (3) sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam 
perencanaan PEP: (4) faktor kebijakan pemerintah, dan: (5) ketersediaan SDM. Faktor kunci 
PEP Kabupaten Kampar yaitu: (1) pusat layanan investasi, (2) jumlah lembaga keuangan lokal, (3) 
status asosiasi industri komoditi/ forum bisnis: (4) ketersediaan SDM, dan; (5) sarana dan prasarana 
perikanan. Dalam rangka optimalisasi kontribusi sektor perikanan maka diperlukan kebijakan penguatan 
seluruh faktor kunci PEP pada masing-masing daerah melalui implementasi program pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 


Kata kunci: penelitian komparasi: ekonomi perikanan, faktor kunci, MDS; survei 


ABSTRACT 


Riau Province has potential capture fisheries and aguaculture spread throughout the district. 
So it is necessary to plan the development of regional fisheries economic. This research aims to map 
the key factors of Fisheries Economic Development (FED) in 3 district of Riau Province, they are 
Indragiri Hilir, Bengkalis and Kampar. This research used a survey method. It collected primary and 
secondary data through interviews and literature studies. The respondents were purposive sampling 
of key persons in each region. Data were analyzed using Multi Dimensional Scaling (MDS) analysis by 
Rafed technigue, while prospective and combine technigues were used to policy analysis. The analysis 
resulting in the differentiation of the key factors to the economic fisheries which are specific to location, 
potential resources, and social culture. The key factors of FED in Indragiri Hilir District are: (1) community 
development policies: (2) cooperation among similar industries and upstream-downstream industries, 
(3) contribution of fisheries economic development to the improvement of life guality and welfare of the 
local communities: (4) government policy, 5) Availability of HR, and; (6) fisheries facilities and 
infrastructure. The key factor of FED in Bengkalis District are: (1) cooperation opportunity among 
similar industries and upstream-downstream industries; (2) contribution of fisheries economic 
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development to the improvement of life quality and welfare of the local communities; (3) cross-sectoral and 
spatial synchronization in FED planning; (4) government policy, and; (5)availability of HR. The key factor of FED 
in Kampar District is: (1) investment service center,(2) number of local financial institutions; (3) status of the 
commodity industry association / business forum; (4) availability of HR, and; (5) fisheries facilities and 
infrastructures. It is necessary to reinforce all the key factors of FED in each districts by implementing relevant local 
government programs in order to optimize the contribution of fisheries sector. 


Keywords: comparative research; fisheries economy: key factors: MDS: survey 


PENDAHULUAN 


Optimalisasi pembangunan daerah haruslah 
berlandaskan pada kondisi, potensi serta keinginan 
masyarakat, sehingga karakteristik yang dimiliki 
oleh masing-masing daerah menjadi pertimbangan 
penting dalam perencanaan pembangunan. 
Perencanaan ini nantinya akan memberikan arahan 
dalam pengelolaan sumber daya setiap daerah. 
Demikian juga halnya dengan sektor perikanan, 
pengelolaan dan pengembangan berbasis karakter 
wilayah menjadi suatu panduan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


Pengembangan Ekonomi Perikanan (PEP) 
merupakan pengejawantahan dari Pengembangan 
Ekonomi Lokal (PEL) yang digagas oleh 
Bappenas. PEL pada tingkat nasional merupakan 
urgensi dan kebutuhan mendasar yang sangat 
diperlukan baik oleh daerah yang masuk dalam 
kategori maju maupun daerah yang masih relatif 
tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan 
upaya pemanfaatan sumber daya dan sumber 
dana untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan 
meningkatkan peran seluruh stakeholder terkait 
melalui kerangka regulasi, kerangka investasi, dan 
layanan publik secara utuh dan saling terkait satu 
sama lain (Bappenas, 2007). 


Provinsi Riau memiliki karakteristik khas 
di bidang perikanan dengan segenap potensi 
dan permasalahannya. Dari segi produksi, usaha 
perikanan di Provinsi Riau berasal dari darat dan 
laut. Daerah sebagai penghasil ikan terbanyak 
pada tahun 2016 adalah Kabupaten Rokan Hilir 
68.160,2 ton (31,07 persen), Kabupaten Kampar 
59.550,9 ton (27,14 persen), dan Kabupaten 
Indragiri Hilir 44.128,8 ton (20,11 persen). Sisanya 
sebanyak 47.566,3 ton (21,17 persen) tersebar 
di kabupaten/ kota lainnya (BPS Provinsi Riau, 
2017). Dari segi posisi, Provinsi Riau diuntungkan 
oleh letak yang strategis yaitu berada dekat jalur 
perdagangan internasional (Indonesia-Singapura, 
Malaysia dan Thailand). Dari segi sosial-budaya, 
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masyarakat Melayu Riau sudah dikenal memiliki 
sejarah yang kuat dalam budaya bahari. 


Berdasarkan uraian di atas, perencanaan 
wilayah sangat penting untuk pembangunan 
sektor perikanan di Provinsi Riau. Hal ini karena 
setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda 
sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda. 
Perencanaan wilayah dengan mengedepankan 
pengembangan ekonomi perikanan diperlukan 
untuk mencapai program pembangunan menjadi 
tepat sasaran. Provinsi Riau memiliki potensi 
perikanan yang besar, lokasi yang strategis dan 
budaya bahari yang kuat, oleh karena itu diperlukan 
perencanaan dengan mempertimbangkan faktor 
kunci pengembangan ekonomi perikanan berbasis 
wilayah. Tujuan penelitian ini untuk memetakan 
faktor kunci PEP pada 3 kabupaten yang mewakili 
karakteristik wilayah di Provinsi Riau. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Lokasi kajian berada di tiga (3) kabupaten 
di Provinsi Riau meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, 
Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar. 
Alasan pemilihan lokasi kajian yaitu daerah- 
daerah objek penelitian dapat mewakili daerah 
perikanan di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri 
Hilir mewakili Kabupaten Pelalawan dan 
Kabupaten Siak dengan perairan pantai 
menghadap Laut China Selatan serta potensi 
perikanan berupa perikanan laut dan perairan 
umum. Kabupaten Bengkalis mewakili Kota 
Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten 
Kepulauan Meranti dengan perairan pantai 
menghadap Selat Malaka serta potensi berupa 
perikanan tangkap. Kabupaten Kampar mewakili 
perikanan darat sebagai daerah penghasil budi 
daya air tawar seperti Kuansing, Pekanbaru, Rokan 
Hulu dan Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan 
pada Bulan Juni - November Tahun 2014 dan Juni 
- Agustus Tahun 2018. 


Pemetaan Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan: Studi Komparatif Pada Tiga Kabupaten ............... 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Indikator/ atribut yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada indikator 
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Bappenas 
Tahun 2007 dengan beberapa penyesuaian 
berdasarkan diskusi pakar. Data primer diperoleh 
dari hasil survey lapangan melalui responden kunci, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi 
dan literatur karya ilmiah serta instansi terkait. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara purposive sampling sesuai dengan kelompok 
sasaran kajian, dengan pertimbangan sebagai 
berikut: (1) keterkaitan dengan tujuan pelaksanaan 
studi; (2) representasi dari populasi, dan; (3) 
ketepatan dalam menjawab setiap pertanyaan. 
Responden kunci berasal dari berbagai instansi 
dengan jumlah disesuaikan karakteristik masing- 
masing wilayah dengan pertimbangan jumlah 


SKPD terkait, jumlah pelaku usaha, jumlah 
akademisi/peneliti dan pengaruh stakeholder 
lainnya. 


Metode Analisis 


Analisis data dalam kajian ini menggunakan 
analisis keberlanjutan MDS dengan teknik Rafed 
(Rapid Assessment Techniques for Fisheries 
Economic Development) yang merupakan modifikasi 
dari Rapfish yang dikembangkan oleh Fisheries 
Center, University of British Columbia (Kavanagh, 
2001; Pitcher, 1999;). Metode MDS merupakan 
teknik analisis statistik berbasis komputer dengan 
menggunakan software Rapfish untuk seluruh 
aspek secara komprehensif. Analisis ini dilakukan 
melalui tahapan MDS untuk melihat faktor kunci 
pengembangan ekonomi perikanan. Jenis-jenis 


Tabel 1. Jumlah dan Distribusi Responden. 
Table 1. Number and Distribution of Respondents. 


Asal stakeholder/ 


(Ramadona., et al) 


aspek dan atribut/faktor dalam kajian ini ditentukan 
dengan mengacu pada indikator FAO (FAO, 2007) 
dan PEL (Bappenas, 2007) serta kondisi karakteristik 
wilayah berdasarkan pendapat pakar. 


Dalam rangka menentukan faktor kunci 
pengembangan ekonomi perikanan, maka dilakukan 
analisis kebijakan dengan menggunakan analisis 
prospektif dan analisis kebutuhan. Kegunaan 
analisis prospektif yaitu untuk mempersiapkan 
tindakan strategis yang perlu dilakukan dan melihat 
perubahan yang dibutuhkan di masa depan 
(Bourgoise dalam Ramadona, Rengi & Marnis, 
2015). Prosedur analisis dilakukan sebagai berikut; 
Tahapan awal, ditentukan faktor-faktor pengungkit 
melalui teknik MDS (Triyono dan Ramadona, 2018), 
kemudian dilakukan analisis matrik pengaruh dan 
ketergantungan untuk melihat posisi setiap faktor 
dalam pengembangan ekonomi perikanan dengan 
menggunakan software analisis prospektif, faktor- 
faktor kunci juga diidentifikasi melalui analisis 
kebutuhan. Selanjutnya, hasil analisis kebutuhan 
dideskripsikan dalam matriks dan digabungkan 
dengan hasil analisis MDS (Rengi, 2015) 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi 


Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir 


Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukota 
Tembilahan merupakan salah satu Kabupaten 
pesisir di Provinsi Riau dengan potensi utama 
dibidang perikanan tangkap. Usaha perikanan di 
daerah ini masih perlu dibenahi (Rosyidah dan 
Erlina, 2018). Selain itu daerah ini juga memiliki 


Jumlah Responden/ 


Kabupaten! Regency Origin of stakeholders Number of Respondents 

Indragiri Hilir Pemerintah Daerah/ Local government 4 
Pelaku Usaha (Praktisi)/ Businessmen 2 

Akademisi, Peneliti/ Academics, Researcher 3 

Stakeholder Lainnya/ Other Stakeholders 1 

Bengkalis Pemerintah Daerah / Local government 2 
Pelaku Usaha (Praktisi)/ Businessmen 1 

Akademisi, Peneliti/ Academics, Researcher 3 

Stakeholder Lainnya/ Other Stakeholders 1 

Kampar Pemerintah Daerah / Local government 2 
Pelaku Usaha (Praktisi)/ Businessmen 2 

Akademisi, Peneliti/ Academics, Researcher 2 

Stakeholder Lainnya/ Other Stakeholders 2 

Total Responden/ Total Respondents 25 


165 


J. Sosek KP Vol. 14 No. 2 Desember 2019: 163-177 


potensi budi daya air payau (tambak), budi 
daya laut (KJA), budi daya air tawar dan usaha 
pengolahan produk perikanan. Hasil analisis MDS 
menunjukkan bahwa dari 77 atribut yang dianalisis, 
diperoleh 11 atribut yang sensitif berpengaruh 
terhadap keberlanjutan pengembangan ekonomi 
perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu; promosi 
produk perikanan dari pemerintah daerah (A6), 
upaya fasilitas pemodalan dari pemerintah (A7); 
peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun 
industri hulu-hilir (B8); akses ke pelabuhan udara 
(B15); kebijakan pengembangan komunitas (C4); 
kebijakan kerjasama antar daerah/ pemda (C3); 
kebijakan persaingan usaha (C14); kKontribusi 
pengembangan ekonomi perikanan terhadap 
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat lokal (D5); restrukturisasi organisasi 
pemerintah (E5); sinkronisasi lintas sektoral dan 
spasial dalam perencanaan PEP (F7); frekuensi 


dilakukan evaluasi mandiri (F3). Hasil analisis 
faktor/atribut pengungkit (leverage attributes) 
ditampilkan pada Gambar 1. 


Gambar 1 menampilkan faktor sensitif 
yang memiliki pengaruh terhadap PEP 
Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai atribut yang lebih 
tinggi mengindikasikan kepentingan pemangku 
kepentingan atas atribut yang sesuai dalam 
pengelolaan perikanan (Adiga,.  Ananthan, 
Ramasubramanian, Kumari, 2016). Sebelas (11) 
faktor sensitif tersebut selanjutnya dianalisis 
tingkat kepentingan antar faktor terhadap kinerja 
pengembangan ekonomi perikanan dengan 
menggunakan analisis prospektif. Output dari 
hasil analisis prospektif berupa ranking dan sektor 
dari masing-masing atribut yang digambarkan 
dalam diagram empat sektor/kuadran beserta 
koordinatnya disajikan pada Gambar 2. 


Aspek Usaha Perikanan! Aspek Faktor Lokasi Aspek Kesinergian dan 
Fisheris Bussiness Aspects Location Factors Apects Kebijakan/ 
Synergy and Policy Aspects 
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Gambar 1. Faktor Pengungkit PEP Kabupaten Indragiri Hilir. 
Figure 1. Leverage Factors of FED of Indragiri Hilir District. 
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Gambar 2. Matrik Analisis Prospektif Kabupaten Indragiri Hilir. 
Figure 2. Matrix of Prospective Analysis of Indragiri Hilir District. 


Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 
keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan 
di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari faktor 
kunci hasil analisis prospektif MDS dan analisis 
kebutuhan. Hasil analisis prospektif MDS 
diperoleh tiga faktor kunci, sedangkan hasil analisis 
kebutuhan dihasilkan tiga faktor kunci (Tabel 2). 


Kabupaten Indragiri Hilir berada pada 
sisi selatan Provinsi Riau mewakili Kabupaten 
Pelalawan dan Kabupaten Siak dengan 
perairan pantai menghadap Laut China 
Selatan dan potensi perikanan berupa laut dan 
perairan umum. Faktor kunci pertama dalam 
pengembangan ekonomi perikanan di daerah 


Tabel 2. Faktor Kunci PEP Kabupaten Indragiri Hilir. 


ini yaitu kebijakan pengembangan komunitas. 
Strategi pengembangan komunitas nelayan 
dapat mengarahkan pada perikanan yang lebih 
adil dan efisien serta mengurangi faktor negatif 
yang mengancam keberlanjutan (Nuon & 
Gallardo, 2011). Faktor kunci kedua yaitu 
kerjasama dalam industri sejenis maupun industri 
hulu hilir. Kerjasama industri perikanan akan 
berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya 
perikanan yang berkelanjutan dan ekonomis, 
kerjasama ini akan mengharuskan nelayan dan 
pengolah mengidentifikasi potensi manfaat serta 
kemudian mengkoordinasikan kegiatan mereka 
untuk memaksimalkan manfaat/keuntungan 
(Kodama, 2016). Faktor kunci ketiga yaitu 


Table 2. Key Factors of FED in Indragiri Hilir District. 


Faktor Kunci dari Analisis MDS/ 


Faktor Kunci dari analisis Kebutuhan/ 


No Key Factors of MDS Analysis Key Factors of Need Analysis 
1 Kebijakan pengembangan komunitas/ Community 
development policy 
2 Kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu- 
hilir/ Collaboration in similar industries and upstream- 
downstream industries 
3 Kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap 
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 
lokal/ Contribution of fisheries economic development to 
improving the guality of life and welfare of local communities 
4 Faktor kebijakan pemerintah/ Factors of 
government policy 
5 Ketersediaan SDM/ HR availability 
6 Sarana dan prasarana perikanan/ Fisheries 


facilities and infrastructure 
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kontribusi pengembangan ekonomi perikanan 
terhadap peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan 
ekonomi perikanan tetap harus memperhatikan 
keberpihakan kepada masyarakat lokal sehingga 
pemanfaatan dapat tercapai secara berkelanjutan 
(Adam, 2012). Faktor kunci keempat yaitu Faktor 
kebijakan pemerintah. Komponen model kebijakan 
pemerintah yang berpeluang memberikan 
pengaruh pada setiap level kebijakan adalah 
kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya, 
Pada level pusat keberpihakan pengembangan 
kawasan perikanan hanya pada aspek sosial, 
sedangkan di level provinsi dan kabupaten pada 
aspek politik dan sosial (Abrahamsz, 2011). Faktor 
kunci kelima yaitu Ketersediaan sumber daya 
manusia. Pengembangan sumber daya manusia 
perikanan merupakan sebuah keharusan bagi 
tercapainya pemanfaatan sumber daya perikanan 
yang optimal (Khairus, 2009). Faktor kunci keenam 
yaitu penyediaan sarana dan prasarana perikanan. 
Pembangunan infrastruktur sektor perikanan laut 
yang tepat terbukti meningkatkan produksi dan 
keberlanjutan ekonomi perikanan (Viswanatha, 
Senthiladeban, Rajakumar & Infantina, 2015). 
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Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan 
Kabupaten Bengkalis 


Kabupaten Bengkalis seperti halnya 
Kabupaten pesisir lainnya, juga memiliki potensi 
yang besar dibidang perikanan tangkap. Namun, 
tantangan yang dihadapi daerah ini yaitu terjadinya 
overfishing pada beberapa komoditas pertikanan 
tangkap (Rengi, Tang, Syahza, Siregar, 2015). 
Produksi perikanan selama Tahun 2016 sekitar 
7,58 ribu ton, hampir 95% berasal dari perikanan 
laut (BPS Kabupaten Bengkalis, 2017). Beberapa 
permasalahan seperti overfishing, penggunaan 
alat tangkap tidak ramah lingkungan dan konflik 
nelayan menjadi isu penting dalam pertimbangan 
kebijakan pengelolaan perikanan daerah ini 
(Rengi, Ramadona & Ardiansyah, 2017). 


Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa dari 
77 atribut yang dianalisis, diperoleh 8 faktor/ atribut 
sensitif yang berpengaruh terhadap keberlanjutan 
pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten 
Bengkalis. Faktor tersebut antara lain; upaya 
fasilitas pemodalan (A7), peluang kerjasama 
dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir 
(B8); akses ke pelabuhan udara (B15); kebijakan 
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Gambar 3. Faktor Pengungkit PEP Kabupaten Bengkalis. 
Figure 3. Leverage Factors of FED of Bengkalis District. 
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pemberdayaan UKM (C13); Kebijakan persaingan 
usaha (C14); kontribusi pengembangan ekonomi 
perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup 
dan kesejahteraan masyarakat lokal (D5): 
restrukturisasi organisasi pemerintahan (E5); 
Sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam 
perencanaan PEP (F7). Delapan faktor/ atribut 
sensitif yang berpengaruh terhadap keberlanjutan 
pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten 
Bengkalis ini selanjutnya dianalisis menggunakan 
analisis prospektif. 


Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 
keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan 


(Ramadona., et al) 


di Kabupaten Bengkalis terdiri dari faktor kunci hasil 
analisis prospektif MDS dan analisis kebutuhan. 
Hasil analisis prospektif MDS diperoleh tiga 
faktor kunci, sedangkan hasil analisis kebutuhan 
dihasilkan dua faktor kunci (Tabel 3). 


Kabupaten Bengkalis merupakan 
kabupaten yang berada pada sisi utara Provinsi 
Riau mewakili Kota Dumai, Kabupaten Rokan 
Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 
perairan pantai menghadap Selat Malaka dan 
potensi perikanan berupa laut/perikanan tangkap. 
Faktor kunci pertama dalam pengembangan 
ekonomi perikanan di daerah ini adalah peluang 
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Gambar 4. Matrik Analisis Prospektif Kabupaten Bengkalis. 


Figure 4. Matrix of Prospective 


Tabel 3. Faktor Kunci PEP Kabupaten Bengkalis. 
Table 3. Key Factors of FED in Bengkalis District. 


Faktor Kunci dari Analisis MDS/ 


Analysis of Bengkalis District. 


Faktor Kunci Dari Analisis Kebutuhan/ 
Key Factors of Need analysis 


No Key Factors of MDS Analysis 

1 Peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun 
industri hulu-hilir/ Cooperation opportunities in similar 
industries and upstream-downstream industries 

2 Kontribusi pengembangan ekonomi perikanan 
terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat lokal/ Contribution of fisheries economic 
development to improving the guality of life and welfare 
of local communities 

3 Sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam 
perencanaan PEP/  Cross-sectoral and spatial 
synchronization in FED planning 

4 

5 


Faktor kebijakan pemerintah/ Factors of 


government policy 


Ketersediaan SDM/ HR availability 


169 


J. Sosek KP Vol. 14 No. 2 Desember 2019: 163-177 


kerjasama dalam industri sejenis maupun 
industri hulu-hilir. Faktor kunci kedua yaitu 
kontribusi pengembangan ekonomi perikanan 
terhadap peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat lokal. Faktor kunci 
ketiga yaitu sinkronisasi lintas sektoral dan 
spasial dalam perencanaan PEP. Dukungan 
lintas sektoral merupakan salah satu kunci 
dalam pengembangan perikanan (Zulkarnain, 
Purwanti & Indrayani, 2013). Faktor kunci keempat 
yaitu faktor kebijakan pemerintah. Faktor kunci 
kelima yaitu ketersediaan sumber daya manusia. 


Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan 
Kabupaten Kampar 


Potensi pengembangan usaha perikanan di 
Kabupaten Kampar cukup luas dan mempunyai 
peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. 
Kabupaten Kampar merupakan penyumbang 
terbesar produksi ikan budi daya air tawar di 
Provinsi Riau. Data Badan Pusat Statistik (BPS 
Kabupaten Kampar, 2016) menyebutkan bahwa 
tahun 2015, sekitar 66,97 persen produksi 
perikanan budi daya Provinsi Riau atau sebanyak 


Aspek Usaha Perikanan/ Aspek Faktor Lokasi/ Kesinergian dan Kebijakar/ 
Fisheries Bussiness Aspects Location Factors Aspects Synergy and Policy Aspects 
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Sustainable Fisheries Aspects 


Govemment Organization Aspects 


57.868,63 ton disumbangkan Kabupaten Kampar. 
Kabupaten Kampar telah ditetapkan sebagai 
Kawasan sentra Produksi Perikanan Air Tawar di 
Propinsi Riau melalui surat keputusan Gubernur 
Riau Nomor: KPTS. 999/11/2000. Selain usaha 
budi daya perikanan, usaha pengolahanpun telah 
dilaksanakan masyarakat baik perorangan maupun 
melalui UMKM, tetapi usaha ini masih tradisional 
dan baru sebatas mempertahankan mutu ikan 
yang tidak terjual (KKP, 2018). 


Faktor pengungkit hasil analisis MDS 
diperoleh 8 atribut yang sensitif berpengaruh 
terhadap keberlanjutan pengembangan ekonomi 
perikanan di Kabupaten Kampar yaitu, pusat 
layanan investasi (A8), fasilitas pelatihan 
kewirausahaan (A4): jumlah lembaga keuangan 
lokal (B9); kebijakan pengembangan keahlian 
(C9), kebijakan pemberdayaan UKM (C13); 
kontribusi PEP terhadap peningkatan kualitas 
hidup dan kesejahteraan masyarakat (D5): status 
asosiasi industri komoditi/ forum bisnis (E3); 
sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam 
perencanaan PEP (F7). Faktor ini selanjutnya 
dianalisis secara prospektif (Gambar 6). 


anajemen/ 
Management Process Aspects 
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Gambar 5. Faktor Pengungkit PEP Kabupaten Kampar. 
Figure 5. Leverage Factor of PEP of Kampar Regency. 


170 


Pemetaan Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan: Studi Komparatif Pada Tiga Kabupaten ............... (Ramadona., et al) 


2.20 7 


120 +4 ca 


Pengaruh! Influonce 


|| 

' 

| 
-=--..-.-..-.....Ļ.-„-.-...._..diennnennnennennnemm 


“8 


4 + 
0.20 0,40 0,60 


0,80 1,00 1,20 1,40 1.60 


Ketergantungan/ Dependency 


Gambar 6. Matrik Analisis Prospektif Kabupaten Kampar 
Capture 6. Matrix of Prospective Analysis of Kampar Regency 


Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 
keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan 
di Kabupaten Kampar terdiri dari faktor kunci hasil 
analisis prospektif MDS dan analisis kebutuhan. 
Hasil analisis prospektif MDS diperoleh tiga 

faktor kunci, sementara analisis kebutuhan 
diperoleh dua faktor kunci. Selanjutnya faktor- 
faktor yang sama dari kedua hasil analisis tersebut 
digabung dan dihitung satu faktor yang disajikan 
pada Tabel 4. 


Kabupaten Kampar mewakili daerah sisi 
barat Provinsi Riau memiliki potensi perikanan 
darat sebagai daerah penghasil budi daya air 
tawar seperti Kuansing, Pekanbaru, Rokan Hulu 
dan Indragiri Hulu. Dari hasil analisis gabungan 
(Tabel 3) menunjukkan bahwa ditemukan 5 (lima) 
atribut sebagai faktor kunci pengembangan 
ekonomi perikanan Kabupaten Kampar. 


Tabel 4. Faktor Kunci PEP Kabupaten Kampar. 


Table 4. Key Factors of PEPin Kampar Regency. 


Faktor Kunci dari Analisis MDS/ 


Faktor kunci pertama yaitu pusat layanan 
investasi. Pusat layanan investasi berfungsi 
dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk 
pengembangan usaha dan penciptaan lapangan 
kerja, serta mengembangkan pemberdayaan 
masyarakat dan kemitraan dalam proses 
pembangunan (Suparno, 2017). Faktor kunci 
kedua yaitu jumlah lembaga keuangan lokal. Peran 
lembaga keuangan melalui penyuluh memberikan 
dampak yang signifikan bagi pengembangan 
perikanan (Nazir, Chauhan, Khati & Arya, 2018.). 
Faktor kunci ketiga yaitu status asosiasi industri 
komoditi/ forum bisnis. Optimalisasi peran dan 
fungsi asosiasi industri/komoditi/fforum bisnis 
memiliki pengaruh didalam perbaikan kebijakan 
pemerintah di bidang pengembangan ekonomi 
lokal (Kunto, 2012). Faktor kunci keempat yaitu 
ketersediaan SDM. Faktor kunci kelima yaitu 
sarana dan prasarana perikanan. 


Faktor Kunci dari analisis Kebutuhan/ 


No Key Factors of MDS Analysis Key Factors of Need analysis 
1 Pusat layanan investasi/ Investment service center 

2 Jumlah lembaga keuangan lokal/ 
Number of local financial institutions 

3 Status asosiasi industri komoditi (forum bisnis)/ Status 
of commodity industry associations (business forums) 

4 Ketersediaan SDM/ HR availability 

5 Sarana dan prasarana perikanan/ Fisheries 


facilities and infrastructure 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Kabupaten Indragiri Hilir dengan perairan 
pantai menghadap Laut China Selatan dan 
potensi perikanan berupa laut dan perairan 
umum memiliki faktor kunci PEP sebagai berikut: 
(1) kebijakan pengembangan komunitas; (2) 
kerjasama dalam industri sejenis maupun industri 
hulu-hilir; (3) kontribusi pengembangan ekonomi 
perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup 
dan kesejahteraan masyarakat lokal; (4) faktor 
kebijakan pemerintah; (5) Ketersediaan SDM, 
dan; (6) sarana dan prasarana perikanan. 


Kabupaten Bengkalis dengan perairan 
pantai menghadap Selat Malaka dan potensi 
perikanan berupa laut/perikanan tangkap memiliki 
faktor kunci PEP sebagai berikut: (1) peluang 
kerjasama dalam industri sejenis maupun 
industri hulu-hilir; (2) kontribusi pengembangan 
ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas 
hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal; 
(3) sinkronisasi lintas sektoral dan spasial 
dalam perencanaan PEP; (4) faktor kebijakan 
pemerintah, dan; (5) ketersediaan SDM. 


Kabupaten Kampar mewakili perikanan 
darat sebagai daerah penghasil budi daya air tawar 
memiliki faktor kunci PEP sebagai berikut; (1) pusat 
layanan investasi, (2) jumlah lembaga keuangan 
lokal, (3) status asosiasi industri komoditi/ forum 
bisnis, (4) ketersediaan SDM, (5) sarana dan 
prasarana perikanan. 


Rekomendasi Kebijakan 


Penyusunan kebijakan pengembangan 
ekonomi perikanan di Provinsi Riau khususnya 


pada lokasi kajian dilakukan dengan melihat 
interaksi antara komponen-komponen 
keberlanjutan. Permasalahan pengembangan 


ekonomi perikanan bersifat kompleks dengan 
banyak faktor (atribut) yang mempengaruhi 
keberlanjutannya. Untuk itu dilakukan pembatasan 
pada atribut! faktor kunci (dominan) yang 
mempengaruhi keberlanjutan pengembangan 
ekonomi perikanan pada masing-masing daerah. 
Strategi dibangun berdasarkan pendekatan 
integratif terhadap seluruh atribut kunci yang 
berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi 
perikanan. Selain itu diperlukan kerjasama seluruh 
stakeholder terkait. Faktor kunci PEP yang telah 
ditemukan pada setiap wilayah dapat menjadi 
acuan dalam menyusun rencana strategis dan 
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rencana tindak yang lebih implementatif serta 
rekomendasi program kerja dan strategi (Kunto, 
2012., Rengi dan Ramadona, 2018). 


Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir 

1. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan 
dan kearifan lokal 

2. Peningkatan prasarana perikanan (PPI/TPI) 


3. Sinkronisasi dan optimalisasi peran 
stakeholders dalam PEP 
4. Membentuk Pokmaswas (Kelompok 


Masyarakat Pengawas Perikanan) sebagai 
lembaga lokal yang berfungsi membantu 
pemerintah dalam tata kelola usaha perikanan. 


5. Pembangunan dan pengembangan kawasan 
penyangga. 

G. Peningkatan kualitas SDM perikanan (nelayan 
dan tenaga kerja UMKM Perikanan) 


Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bengkalis 


1. Penguatan Forum Stakeholder Perikanan 


2. Upaya pemetaan potensi ekonomi lokal non 
perikanan sebagai mata pencarian alternatif 


3. Meningkatkan fungsi Pokmaswas (Kelompok 
Masyarakat Pengawas Perikanan) 


4. Optimalisasi pengembangan keahlian 
(kompetensi/ketrampilan) bagi nelayan, pem- 
budi daya dan UMKM perikanan. 


5. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan 
dan kearifan lokal 


6. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana 
perikanan (PPI/TPI) seperti infrastruktur 
energi, komunikasi dan transportasi. 


Rekomendasi Bagi Pemerintah daerah 


Kabupaten Kampar 


1. Promosi usaha dan informasi bisnis melalui 
berbagai media terutama produk unggulan 
perikanan berupa ikan patin. 

2. Peningkatan pangsa pasar produk UMKM 
Kabupaten Kampar secara periodik dan 
berkesinambungan. 

3. Kemudahan perijinan dan peraturan tentang 
kemudahan investasi 

4. Peningkatan dan kemudahan akses lembaga 
keuangan mikro perikanan. 

5. Optimalisasi pengembangan jaringan usaha 
antar pelaku ekonomi, antar sentra UMKM 


Pemetaan Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan: Studi Komparatif Pada Tiga Kabupaten ............... (Ramadona., et al) 


melalui sistem terintegrasi antar sentra/klaster 
UMKM dengan fasilitasi dan pendampingan 
dari stakeholders terkait 


6. Penerapan GMP dan SSOP dalam proses 
pengolahan ikan 


7. Pembangunan sarana penunjang seperti Unit 
Pengolahan limbah / IPAL. 
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Lampiran 1. Dimensi dan Atribut Pengembangan Ekonomi Perikanan. 
Appendix 1. Dimensions and Attributes of Fisheries Economic Development. 


Dimensi/ 
Dimensions 
Aspek Usaha 
Perikanan/ Fisheries 
Business Aspects 


Aspek Faktor Lokasi/ 
Factor Location 
Aspects 


Aspek Kesinergian 
dan Kebijakan/ 
Synergy and Policy 
Aspects 


Haa Indikator (Atribut) Indicator (Attribute) 
Peraturan tentang kemudahan investasi perikanan/ Regulations concerning the 
ease of fisheries investment 
A1 
A2 Informasi prospek bisnis perikanan/ Information on fisheries business prospects 
A3 Kepastian berusaha dan kepastian hukum/ Business certainty and legal certainty 
A4 Faktor keamanan/ Safety factor 
A5 Kampanye peluang usaha perikanan/ Fisheries business opportunity campaign 
Pusat pelayanan investasi dengan Jasa layanan konsultasi investasi perikanan/ 
A6 Investment service center with fisheries investment consulting services 
Upaya Fasilitasi permodalan bagi dunia usaha perikanan oleh Pemda/ Efforts 
A7 to facilitate capital for the world of fisheries business by the Regional Government 
Promosi produk perikanan untuk memperluas pasar oleh pemda/ Promotion of 
A8 fishery products to expand the market by the local government 


Upaya Pemda untuk peningkatan teknologi, manajemen, dan kelembagaan 

usaha perikanan lokal / The efforts of the Regional Government to improve 
A9 technology, management and institutions of local fisheries 

Fasilitasi Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat perikanan/ Facilitation of 
A10 entrepreneurship training for fishing communities 

Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru perikanan/ Mentoring 
A11 and monitoring the business of new fisheries business actors 

Insentif pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya 

perijinan/ Regional government incentives in the form of stimulant funding, and 
A12 licensing fee relief 

Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru/ Speed of processing permits for 
A13 new investments 


B1 Aksesibilitas dari dan ke lokasi / Accessibility from and to location 

B2 Akses ke pelabuhan laut/ Access to the sea port 

B3 Akses ke pelabuhan udara/ Access to the airport 

B4 Sarana transportasi/ Transportation facilities 

B5 Infrastruktur komunikasi/ Communication infrastructure 

B6 Infrastruktur energi/ Energy infrastructure 

B7 Ketersediaan air bersih/ Availability of clean water 

B8 Tenaga kerja terampil/ Skilled workforce 

B9 Jumlah Lembaga keuangan lokal / Number of local financial institutions 


Peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir/ Cooperation 
B10 opportunities in similar industries and upstream-downstream industries 
B11 Lembaga penelitian/ Research institutions 
B12 Kualitas permukiman/ Quality of settlements 
B13 Kualitas lingkungan/ Environmental quality 
B14 Kualitas dari fasilitas pendidikan/ Quality of educational facilities 
B15 Kualitas pelayanan kesehatan/ Quality of health services 
B16 Fasilitas umum dan fasilitas Sosial/ Public facilities and Social facilities 
B17 Etos kerja SDM/ HR work ethic 


C1 Kebijakan peningkatan investasi/ Policy for increasing investment 

c2 Kebijakan promosi daerah/ Regional promotion policy 

c3 Kebijakan persaingan usaha / Business competition policy 

C4 Kebijakan pemberdayaan UKM Perikanan / Policy for empowering Fisheries 
SMES 

C5 Kebijakan peningkatan peran Perusahaan Daerah/ Policy to increase the role of 


Regional Companies 
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Lanjutan Lampiran 1/Continue Appendix 1 


Dimensi/ 
Dimensions 


Aspek Perikanan 
Berkelanjutan/ 
Sustainable Fisheries 
Aspects 


Aspek Tata 
Pemerintahan/ 
Governance Aspects 
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Kode/ 
Code 


C6 
C7 


C8 
C9 


C10 


c11 


C12 
C13 


c14 


C15 


C16 
D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 


D8 


D9 


E1 


E2 


E3 


E4 


E5 
E6 


E7 


E8 


Indikator (Atribut)/ Indicator (Attribute) 


Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi/ Policy for 
developing business networks among economic actors 

Kebijakan informasi bursa tenaga kerja/ Labor market information policy 
Kebijakan Pengembangan keahlian (peningkatan keterampilan)/ Skill development 
program (skills improvement) 

Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan dunia usaha 
Kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif/ Participatory poverty 
reduction policies 

Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ industri! Development 
policy for hinterland / industry industries 

Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan / Policy for 
developing centers of growth in rural areas 

Kebijakan pengembangan komunitas / Community development policy 
Kebijakan kerjasama antar daerah (pemda)/ Cooperation policy between regions 
/ regional governments 

Kebijakan tata ruang PEP (Pengembangan Ekonomi Perikanan)/ PEP spatial 
planning policy 

Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar sentra usaha/ Policy for 
developing business networks between business centers 

Sistem industri yang Berkelanjutan / Sustainable industrial systems 


Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri/ 
Development of supporting industries for industrial system sustainability 

Jumlah perusahaan yang telah memiliki Business plan/ Number of companies 
that have a business plan 

Jumlah perusahaan yang melakukan Inovasi pengembangan produk dan pasar/ 
Number of companies that carry out product development and market innovations 
Kontribusi PEP terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat lokal/ PEP's contribution to improving the quality of life and welfare of 
local communities 

PEP mempertimbangkan Keberadaan adat dan kelembagaan lokal/ PEP 
considers the existence of adat and local institutions 

Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan / Environmental problem 
solving policies 

Pemanfaatan sumberdaya perikanan ramah lingkungan/ Use of environmentally 
friendly fisheries resources 

Kebijakan konservasi sumberdaya perikanan / Fisheries resource conservation 
policy 

Kemitraan di bidang infrastruktur / Partnership in infrastructure 


Kemitraan di bidang promosi dan perdagangan/ Partnership in the field of 
promotion and trade 

Kemitraan di bidang pembiayaan usaha (a.l.: penjaminan, penyaluran kredit, 
PKBL)/ Partnership in the field of business financing 

Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur/ Reforming the incentive 
system for apparatus HR development 

Restrukturisasi organisasi Pemerintah/ Restructuring Government organizations 

Prosedur pelayanan administrasi publik/ Procedure for public administration 
services 

Status Asosiasi industri/komoditi/ Forum Bisnis/ Status of industry / commodity 
associations / business forums 

Peran Asosiasi terhadap perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEP/ The 
role of the Association in improving government policy in the PEP field 
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Lanjutan Lampiran 1/Continue Appendix 1 


ala : pa Indikator (Atribut)/ Indicator (Attribute) 
Manfaat  asosiasi/organisasi bagi anggotanya/ Benefits of associations / 
E9 organizations for their members 
Aspek Proses F1 Analisis dan pemetaan potensi Ekonomi/ Economic potential analysis and mapping 
Manajemen / 
Management Process 
Aspects 
F2 Penilaian terhadap daya saing Wilayah/ Assessment of Regional competitiveness 
F3 Pemetaan kondisi politis lokal/ Mapping local political conditions 
F4 Identifikasi stakeholder PEP/ Identification of PEP stakeholders 
F5 Penggunaan hasil diagnosis sebagai dasar perencanaan PEP/ Use of diagnosis 
results as a basis for PEP planning 
F6 Jumlah stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan PEP/ Number of 
stakeholders involved in the PEP planning process 
F7 Sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP/ Synchronization 
across sectors and spatial planning in PEP 
F8 Kesesuaian implementasi dengan perencanaan/ Suitability of implementation with 
planning 
F9 Keterlibatan Stakholder dalam proses penyusunan indikator evaluasi/ Stakholder 


involvement in the process of preparing evaluation indicators 

F10 Keterlibatan stakeholder dalam proses monitoring dan evaluasi/ Stakeholder 
involvement in the monitoring and evaluation process 

F11 Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri / The frequency of self-evaluation is carried 
out 

F12 Frekuensi dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan/ The 
frequency of discussions for the problem solving process 

F13 Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan/ Use of evaluation 
results in planning improvements 
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ABSTRAK 


Perikanan mempunyai peran penting dan cenderung meningkat, kontribusinya terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 9%, namun apabila migas tidak dihitung peranan perikanan 
hampir 30%. Permasalahan peningkatan sektor perikanan adalah: geografis yang terpencil, sarana 
transportasi terbatas, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), terbatasnya jumlah, ukuran alat 
tangkap dan kurangnya keterpaduan kerjasama antar stakeholder. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
peran pemangku kepentingan dalam perumusan strategi pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Natuna pada bulan Maret-November 2017. Metode analisis yang 
digunakan dengan pendekatan analisis Mactor. Analisis Mactor menyediakan beragam alat dan analisis 
yang berguna untuk mendapatkan informasi dan agregat situasi dari beberapa masukan sederhana 
tentang permasalahan yang sedang dianalisis. Stakeholder/aktor terdiri dari para stakeholder yang 
terkait dengan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Natuna. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang mempunyai peranan/ 
pengaruh yang tinggi dan mempunyai ketergantungan yang rendah (terletak pada kuadran I/kiri atas) 
adalah pedagang (Tauke), penyedia perbekalan dan nelayan. Aktor tersebut merupakan pelaku utama 
usaha perikanan di Kabupaten Natuna. Sebagian stakeholder berada di kuadran II adalah aktor yang 
mempunyai pengaruh tinggi, namun juga mempunyai ketergantungan yang tinggi. Stakeholder tersebut 
adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber 
daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Kelompok 
Usaha Bersama (KUB), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo), Penyedia BBM. Diperlukan 
keterpaduan antar stakeholder untuk meningkatkan pengaruh dan mengurangi ketergantungan 
stakeholder yang berada dikuadran III dan IV agar peranan stakeholder dalam pembangunan sektor 
perikanan dapat lebih meningkat. 


Kata Kunci: ketergantungan: mactor; Natuna, pengaruh, aktor-aktor 


ABSTRACT 


Fisheries have an important role and tend to increase with its contribution to the GRDP of 9%, but 
if oil and gas is not counted the role of fisheries is almost 3096. The problems of improving the fisheries 
sector are: remote geography, limited transportation facilities, illegal, unreported and unregulated fishing 
(IUUF), limited number, size and fishing gear also lack of integrated cooperation among stakeholders. 
The purpose of this study was to determine the role of stakeholders in the formulation of fisheries 
development strategies in Natuna Regency. The study was conducted in Natuna Regency in March- 
November 2017. The analytical method used was the Mactor analysis approach. Mactor Analysis 
provides a variety of tools and analysis that are useful for obtaining information and aggregate situations 
from a few simple inputs about the problem being analyzed. Stakeholders / actors consist of stakeholders 
related to the development of the fisheries sector in Natuna Regency. Data was collected by interview 
technigue and focused group discussion. The results showed that stakeholders who have a high role / 
influence and have a low dependency (located in the quadrant I/Upper Left) are traders (Tauke), supply 
providers and fishermen. The actor is the main actor in the fishery business in Natuna Regency. Some of 
the stakeholders in guadrant II are actors who have a high influence, but also have a high dependency. 
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The stakeholders are the Directorate General of Capture Fisheries (DJPT), the Directorate General of 
Maritime and Fisheries Resources Supervision (PSDKP), Fisheries Agency of Natuna Regency, the 
Joint Business Group (KUB), Indonesian Fisheries General Corporation, oil fuel providers. Integration 
among stakeholders is needed to increase the influence and reduce the dependence of stakeholders 
in guadrants III and IV so that the role of stakeholders in fisheries sector development can be further 


increased. 


Keywords: dependency; mactor; influence; Natuna; stakeholders 


PENDAHULUAN 


Perencanaan pembangunan dengan 
pendekatan yang cenderung berorientasi 
sektoral dan kurangnya pendekatan dimensi 
spasial menyebabkan warna pembangunan 
daerah ditentukan "mekanisme pasar” (Rustiadi, 
Saefulhakim & Panuju, 2009). Akibatnya modal 
dan orang cenderung memilih daerah yang 
menawarkan return yang lebih tinggi dan menarik. 
Kabupaten Natuna yang letaknya berada di daerah 
terluar kurang mempunyai daya tarik ekonomi bagi 
investor, karena adanya berbagai keterbatasan. 


Perekonomian Kabupaten Natuna saat ini 
didominasi sektor minyak dan gas, yang perannya 
sebesar 77%, sedangkan sektor perikanan baru 
mencapai sekitar 9% (BPS Kabupaten Natuna, 
2017), namun apabila sektor minyak dan gas 
dihilangkan, peranan sektor perikanan sangat 
besar yaitu mencapai 30%. Melihat kecenderungan 
peranan dan pertumbuhan sektor migas yang 
makin menurun maka perlu dicari sumber- 
sumber pertumbuhan baru untuk meningkatkan 
pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna, salah 
satunya adalah sektor kelautan dan perikanan. 
Oleh karena itu pengembangan ekonomi kawasan 
berbasis sektor perikanan di Kabupaten Natuna 
layak diprioritaskan dan selanjutnya menjadi 
penentu pertumbuhan ekonomi setelah peran 
minyak berkurang  (Nugrohadi,  Nuryartono, 
Tambunan & Maulanan, 2013). 


Sumber daya perikanan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 
(WPPRI 711), dimana sumber daya perikanan 
merupakan sumber potensial untuk pembangunan 
perekonomian Kabupaten Natuna. Potensi 
perikanan menjadi sektor unggulan sangat besar, 
hal ini didukung sumber daya perikanan yang 
tersedia di WPP 711. Jenis hasil tangkapan 
utama adalah berupa ikan karang/demersal dan 
ikan pelagis. Jumlah produk perikanan yang 
berasal dari WPP 711 yang didaratkan di Natuna 
65.180 ton sekitar 7.03% dari JTB (tahun 2016). 


180 


Produksi perikanan tangkap laut Natuna cenderung 
meningkat, terutama pada tahun 2016, peranan 
produksi ikan Kabupaten Natuna terhadap produksi 
Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 
21.48%. Namun demikian menurut Siregar, 
Swastanto, & Said (2019), rata-rata pengembangan 
produksi sumber daya perikanan di WPP-RI 
711 mengalami penurunan bahkan mengalami 
overfishing untuk komoditi Ikan pelagis kecil dan 
crustacea. Oleh karena itu dalam membangun 
daya saing daerah perbatasan dan tertinggal 
Kabupaten Natuna, perlu mengoptimalkan potensi 
setempat untuk mewujudkan industri perikanan 
berkeunggulan kompetitif, dengan basis produksi 
dan distribusi (Nugrohadi et al., 2013). Peluang 
untuk mempercepat pengembangan industrialisasi 
perikanan di Natuna, didukung: (i) potensi perikanan 
Pelagis dan demersal; (ii) peluang pemasaran 
untuk ekspor ikan demersal hidup dan segar, (iii) 
berbatasan langsung dengan negara tetangga 
sehingga peluang ekspor terjadi; dan (iv) peluang 
perdagangan antar pulau (CSF dan FPIK-IPB, 
2017). Sedangkan menurut Zulham, Subaryono 
& Anggawangsa (2017) tedapat beberapa kendala 
untuk meningkatkan peran perikanan dalam 
perekonomian Natuna, yaitu: (i) potensi sumber 
daya, (ii) armada penangkapan ikan, (iii) alat 
tangkap, (iv) infrastruktur pendukung: (v) daya 
serap pasar lokal, dan; (vi) orientasi pasar. 


Permasalahan letak geografis Kabupaten 
Natuna yang terpencil/terluar dan terdiri dari 
gugusan pulau-pulau menyebabkan permasalahan 
dalam sistem distribusi dan transportasi. Moda 
transportasi laut dilayani oleh kapal antar pulau 
dan kapal tol laut yang merupakan salah satu 
program pemerintah. Program tol laut diharapkan 
mampu mengurangi biaya distribusi antar wilayah, 
terutama untuk membawa hasil dari Natuna ke 
pasar yang berada di luar Natuna, dan membahwa 
produk yang diperlukan oleh masyarakat Natuna. 
Keterbatasan kapasitas dan frekuensi moda 
transportasi menyebabkan biaya distribusi mahal 
dan menyebabkan hasil produksi tidak dapat 
dipasarkan tepat waktu. Pengiriman produksi hasil 
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perikanan ke luar pulau harus menunggu hingga 
2 minggu. Stakeholder merupakan komponen 


penting yang menentukan bagaimana tujuan 
keberlanjutan dicapai namun menentukan 
indikator yang menjadi pijakan keberlanjutan 


(Fauzi, 2019). Penggunaan metode Mactor telah 
banyak digunakan untuk melakukan analisis 
terkait keberlanjutan. Beberapa kajian penggunaan 
metode Mactor antara lain dilakukan oleh: Ahmed, 
Saleh, Abdellkadir, Abdelrahim (2009) melakukan 
analisis keberlanjutan wilayah padang pasir di 
Mesir. Jaziri & Bousafa (2010) melakukan analisis 
keberlanjutan pariwisata di Tunisia, sedangkan 
Raju, Delaere, Lindmark, Stamatelatos & Ballon 
(2011) melakukan analisis keberlanjutan bisnis 
dalan jaringan energi. Fauzi, (2019) menggunakan 
metode analsis Mactor untuk melakukan analisis 
kebijakan tentang pelarangan alat tangkap 
Cantrang. 


Penggunaan metode Analisis Struktural 
Prospektif (PSA), dimungkinkan untuk mengamati 
keterkaitan dan pengaruh antar variabel yang 
memungkinkan pengklasifikasian variabel untuk 
memahami variabel yang paling relevan untuk 
strategi pengembangan pembangunan Natuna 
berbasis sumber daya perikanan. Analisis Mactor 
digunakan untuk memetakan sinergitas antar 
aktor dan faktor dalam melaksanakan kebijakan 
pengembangan klasterisasi industri hilir produk 
olahan (Anonim, 2017). Diperlukan sinergi antar 
pelaku dan stakeholder utama pembangunan 
perikanan di Kabupaten Natuna, agar sektor 
perikanan mempunyai pengaruh yang lebih 
besar dalam pembanguan wilayah di Kabupaten 


otensi Sto 143. on 
Stock potency 
JTB (ton) 914.674 Ton 


all number catch 
roduksi natuna 
Production in Natuna 


1 65.180. T3% 

2016: 65.180.34 (7.13% FOR ALL NUMBER CATCH) 
2015: 48.698.85 (5.32% DARI JTB) 

2015: 48.698.85 (5.32% for all number catch) 
2014: 47.341.54 (5.18% dari JTB) 

2014: 47.341.54 (5.18% fọr all number catch) 


Natuna. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran 
pemangku kepentingan/aktor/stakeholder dalam 
perumusan strategi pembangunan perikanan di 
daerah terluar Kabupaten Natuna. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan pada bulan Mei- 
Desember 2017, lokasi penelitian di Kabupaten 
Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Gambar 1). 
Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten 
terluar, dimana perikanan mempunyai potensi untuk 
dikembangkan agar mempunyai dampak/pengaruh 
yang lebih besar dalam pembangunnan wilayah 
Kabupaten Natuna. Pada saat penelitian Kabupaten 
Natuna melaksanakan program Sentra Kelautan 
dan Perikanan Terpadu (SKPT). SKPT Kabupaten 
Natuna terletak pada kawasan pelabuhan Selat 
Lampa. Lokasi penelitian meliputi semua daerah 
yang terkait dengan kegiatan SKPT Kabupaten 
Natuna. Potensi perikanan besar namun masih 
perlu keterpaduan antar stakeholder/pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam pembangunan 
perikanan di Kabupaten Natuna, sehingga perlu 
dilakukan analisis peran aktor/stakeholder dan 
factor yang terkait dengan pembangunan perikanan 
di Kabupaten Natuna. 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Penelitian menggunakan data primer dan 
data skunder. Data primer diperoleh melalui 
penggumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner terstruktur, sedangkan data skunder 


Pelabuhan Ikan/ landing based: Batam, Muara 
Baru, Tanjung Pinang, Pernangkat, Pantura 


Sumber: KEPMEN KP NO.47/2016/ source: goverment 
regulation ministry of marine & fisheries 


oral fish 
Da 


SGUIAS 
Pelagis Besar big pelagic fish 
Udang/ shrimp 


Gambar 1. Lokasi Penelitian Formulasi Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna Tahun 2017. 
Figure 1. Research Location on Fisheries Development Formulations in the Natuna District in 2017 


181 


J. Sosek KP Vol. 14 No. 2 Desember 2019: 179-195 


mengguankan data hasil publikasi dari Instansi 
pemerintah atau hasil penelitian terdahulu. 
Pendalaman permasalahan dilakukan melalui 
diskusi kelompok terfokus /Focus Group Discussion 
(FGD). Hasil FGD digunakan sebagai bahan analisis 
dengan pendekatan faktor dan aktor (stakeholder) 
dengan menggunakan alat analisis Mactor (Fauzi, 
2019). Selanjutnya hasil analisis Mactor digunakan 
sebagai acuan untuk memformulasikan rencana 
kebijakan yang akan diusulkan (Fauzi, 2019). 


Metode Analisis 


Dalam proses strategi prospektif, pemikiran 
skenario, aktor memainkan peran penting. Analisis 
prospektif bermaksud untuk memberi peringkat 
posisi para pemangku kepentingan pada banyak 
isu strategis, menilai konvergensi dan divergensi, 
dan mengantisipasi koalisi dan konflik (Bendahan, 
Camponovo, & Pigneur, 2003; Fauzi, 2019). Dalam 
pandangan jangka panjang, pembuat kebijakan 
perlu mengantisipasi pembenaran terhadap 
penggerak utama dimasa depan yang mungkin 
berpengaruh pada variabel kunci (Omran, Khoris 
& Saleh, 2014) 


Pendekatan Prospektif analisis berawal dari 
karya yang disebut “la prospektif’, dan khususnya 
dari metodologi perencanaan skenario formal 
(Godet, 2001). Metode Mactor dikembangkan 
sebagai jawaban atas kritik yang meningkat 
yang dibuat dengan metode peramalan berbasis 
ekstrapolasi tradisional. Godet (2000) telah 
berkontribusi dengan mengembangkan lebih 
lanjut metodologi dan prosedur metode Mactor 
dan Micmac untuk digunakan dalam pembuatan 
analisis skenario. 


Analisis struktural telah digunakan untuk 
mengungkap faktor-faktor yang memandu sektor 
energi nuklir di Perancis (Arcade, Godet, 
Meunier & Roubelat, 2009). Sarjana futuris Iran 
juga telah banyak menerapkan analisis struktural 
untuk mengembangkan beberapa skenario untuk 
roadmap ilmu pengetahuan dan teknologi nasional 
(Motlagh, 2013). Metodologi aktor multi-corak 
formal yang bertujuan untuk menganalisis efek 
strategi para pelaku terhadap lingkungan. Metode 
Mactor adalah metode analitik berdasarkan matriks 
aliansi dan konflik yang memanfaatkan nilai tambah 
informasi dengan lebih baik yang terkandung dalam 
tabel strategi para pelaku (Godet, 1991) 


Metode Mactor melakukan analisis 
menyeluruh terhadap strategi dan inisiatif pelaku. 
Mactor (Matriks Aliansi dan Konflik: Taktik, Tujuan 
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dan Rekomendasi) didasarkan pada pengaruh 
antar-pelaku. Metode Mactor mencoba untuk 
memberi gambaran global tentang pentingnya dan 
kemungkinan hasil dari berbagai isu, serta strategi 
aktor yang diharapkan, hubungan kekuatan dan 
aliansi potensial dan konflik. Metode ini ditujukan 
untuk mendapatkan kemungkinan evolusi sistem 
yang sedang dipelajari untuk membangun skenario 
yang lebih baik dan lebih koheren. 


Metode Mactor digunakan untuk melihat 
preferensi masing-masing pemangku kepentingan 
dan tingkat dukungan untuk tujuan yang diidentifikasi 
(Ahmed et al., 2009). Metode ini juga menentukan 
tingkat dukungan yang dimiliki masing-masing 
pemangku kepentingan untuk setiap tujuan dan 
kelompok. Secara umum analisis mactor mengikuti 
kerangka yang dikembangkan oleh Goded 1991 
(Gambar 2). 


Variabel Kunci dan Keterlibatan Aktor/ 
Key Variable and Actor and Actor 
Involvement 


| 


+ 
Tabel Strategi Aktor/ 


Table of Actor Strategy 


I 


Isu Strategis dan Tujuan/ 
Strategic Issues and Objectives 


l Matriks Hubungan 
ujuan aktor /Matrik 1MAO/ Kekuasan Langsung dan 


Actor Purpose/ Matrix 1MAO Tidak Langsung/ Matrix 
Matriks Konvergensi 
Pertama dan i 
m~] Divergensi/First matrix of 


of direct and indirect 
relationship of power 

convergence & Posisi Matriks yang 
divergence 1 MMA Dinilai (Hirarki Tujuan) 


[Valued Matrix position 
—— (Hirarchy of Objective) Koefisien Kekuatan/ 
Matriks Konvergensi Power Coeffisien 
Kedua dan 


A 5 (n) 
Divergensi/Second Posisi Matriks dan Nilai | 


: 
Rekomendasi Strategy 
— 1 Divergensi/ Third matrix untuk setiap Actor/ Strategic 


of convergence & recommendation for each 
divergence 3 MMA actor 
IT 


Matriks Konvergensi 
— Ketiga dan 


—| matrix of convergence & Tertimbang/ Valued 
divergence 2MMA I Matrix position and 


Gambar 2. Kerangka Analisis Menggunakan Mactor. 
Figure 2. Analysis Framework Using Mactor. 
Sumber: Godet, 1991/Source: Godet, 1991 


Metode Mactor diterapkan pada berbagai 
situasi yang melibatkan banyak aktor dan isu 
seperti mendukung pengambil keputusan untuk 
mengidentifikasi dan memilih antara pilihan 
strategis (Fauzi, 2019). Isu-isu yang berkembang 
antara lain masalah pengelolaan sumber daya ikan, 
peranan tauke yang relative dominan, introduksi 
kelembagaan SKPT, peran Perindo, keterkaitan 
antar stakeholder di Daerah, Propinsi dan Pusat 
yang terkait dengan pengelolaan perikanan di 
Kabupaten Natuna. 


Analisis Prospektif Peran Aktor Dalam Strategi Formulasi Pembangunan Perikanan ................................... (Wardono., et al) 


Analisis struktural mengikuti langkah demi 
langkah prosedur sebagai berikut (Zali, Rabanni, 
& Motti, 2015): (i) mengumpulkan daftar atau 
inventaris variabel, (ii) membangun jaringan 
interelasi, dan (iii) mengidentifikasi faktor-faktor 
kunci. Tahapan dalam analisis dengan metode 
Mactor (Godet, 2001, Fauzi, 2019) antara lain: (i). 
identifikasi yang berkaitan dengan topik yang akan 
dianalisis, (ii) melakukan Focus Group Discussion 
(FGD) dengan informan kunci yang terdiri dari para 
pelaku utama (nelayan, pedagang besar (Tauke) 
dan pedagang kecil, pengurus KUB, Pengurus 
Koperasi, Pengelola SKPT, Pengolah produk) dan 
perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
(DKP) Kabupaten Natuna, DJPT, Perwakilan 
Bappeda Kabupaten Natuna, Dinas Koperasi) 
atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan 
data. (iii) mengidentifikasi aktor yang terlibat dan 
tujuan yang akan dicapai. Setelah tahap tersebut 
dilakukan, kemudian dilakukan pengisian tabel 
untuk analisis (Tabel Matrix of Direct Influence/MDI 
dan Tabel Aktor-Objective/2MAO). 


dalam analisis 
dengan menggunakan 


Aktor-aktor yang terlibat 
structural prospekti (PSA) 
Mactor, yaitu: 


1. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna (DKP 
Natuna) 

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
(DJPT) 


Tauke/Pedagang besar (Tauke) 
Penyedia ES (ES) 

Industri Pengolahan (Pengolahan) 
Nelayan Lokal (Nelayan) 
Pengelola SKPT Natuna (SKPT Natuna) 
Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
Koperasi (Koperasi) 

0. Perbankkan (BRI/BNI) 

1 


. Perusahaan Umum Perikanan 
(Perindo) 


. Penyedia Bahan Bakan Minya (BBM) 
. Perbekalan Melaut (Perbekalan) 


. Penyuluh Perikanan/Pendamping LPMUKP 
(Penyuluh) 


15. Pengawas PSDKP (Pengawas) 
16. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 


Sedangkan tujuan yang ditetapkan dalam 
analisis mactor adalah: 


= DOG ID On RO 


Indonesia 


a sati 
Q N 


— 
A 


1. Produksi Perikanan (Produksi) 
2. Pendapatan Pelaku (Pendapatan) 


Kesempatan Kerja (KERJA) 
Nilai Ekspor (Ekspor) 
Kredit yang disalurkan (Kredit) 


O OR O 


Konservasi (Kons) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 


Deskripsi Analisis Prospektif dengan Metode 
Mactor 


Mactor menyediakan beragam alat dan 
analisis yang berguna untuk mendapatkan 
gambaran menyeluruh dan agregat situasi dari 
beberapa masukan sederhana terhadap peran 
aktor dalam suatu pemecahan permasalahan. Aktor 
mempunyai peranan penting dalam menentukan 
strategi perumusan kebijakan pengembangnan 
pembangunan pulau terluar khususnya di 
Kabupaten Natuna. Analisis stakeholder ini penting 
selain untuk memetakan peran dan hubungan 
antar aktor/stakeholder, juga untuk memahami 
bagaiman stakeholder bersikap terhadap berbagai 
macam tujuan pengembangan pembangunan 
pulau terluar di Kabupaten Natuna. Tahap awal 
dalam analisis Mactor adalah membangun matrik 
pengaruh langsung atau MDI (Matrix of Direct 
Influence) dan MAO (Matrix of Aktor Objective). 
Matrik MDI menggambarkan pengaruh antar aktor 
terhadap aktor lainnya yang ditunjukkan dengan 
skor 0 sampai 4, semakin besar nilai menjukkan 
semakin besar pengaruhnya, sementara matrik 
MAO menunjukkan sikap aktor terhadap tujuan. 


Metode Mactor menyediakan beragam 
representasi grafis dan koefisien agregat yang 
membantu menginterpretasikan data yang 
dihitung dengan model. Bagan pengaruh dan 
ketergantungan adalah grafik dua dimensi, dimana 
semua aktor ditempatkan sesuai dengan pengaruh 
global/influence (ordinat) dan ketergantungan/ 
dependency (absis). 


Matrik MDI Tabel 1 merupakan matrik isian 
hasil FGD dan pengumpulan data/wawancara. 
Matrik ini dibaca dari baris ke kolom. Sebagai 
contoh pada baris nelayan mempunyai pengaruh 
kuat terhadap KUB dan Perindo, hal ini sesuai 
kondisi lapangan dimana peranan nelayan 
sangat menentukan keberadaan KUB dan 
Perindo. KUB sebagai wadah usaha nelayan tentu 
sangat memerlukan peranan dari nelayan agar 
usahanya dapat berjalan lancar. Demikian juga 
Perindo sangat memerlukan kehadiran nelayan 
sebagai sumber memperoleh ikan untuk diproses 
selanjutnya. 
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Tabel 1. Matrik MDI: Analisis Prospektif Strategi Formulasi Pembangunan Perikanan Kabupaten 


Natuna, 2017. 


Table 1. MDI Matrix: Prospective Analysis of Fisheries Development Formulation Strategy in the 


Natuna District, 2017. 


[s] 
3 wo 3 a p 38 
No MDI ng 95 FE S B o 
SMS = 2 @ $ 7 
2 x Qa 
1 DKP/RFS 0 1 2 2 2 
2 DJPT/DGCF 2 0 1 3 3 
3 Tauke/ Wholesaler 2 2 0 2 3 
4 Esl/lce 1 2 0 0 1 
5  Pengolahan/Processing 2 2 1 1 0 
6 Nelayan /Fishers 3 4 2- 2 2 
7  SKPT/ICMF 3 2 2 1 1 
8 KUB/JBG 2 3 2 3 3 
9 Koperasi/ 
Coperative 2 1 1 1 2 
10 Bank/Bank 2 2 1 3 1 
11 Perindo/ 3 3 2 2 1 
12 BBM/Fuel 3 2 1 3 2 
13 Perbekalan/Suppplier 1 3 1 2 1 
14 Penyuluh/Extention 1 2 1 1 3 
15 Pengawas/Supervision 2 3 2 1 2 
16 PLN/Electricity 2 1 2 1 2 


Matrik 2MAO (Tabel 2) merupakan matrik 
hubungan antara stakeholder dengan tujuan yang 
akan dicapai. Tabel 2 menggambarkan hubungan 
antara aktor dengan tujuan program pembangunan 
di Kabupaten Natuna. Nilai positif dan semakin 
besar menunjukkan aktor tersebut setuju dengan 
tujuan program. Sebagai contoh aktor nelayan 
menunjukkan tingkat pencapaian tujuan produksi 
dan pendapatan namun tidak setuju dengan tujuan 


sIeyYySsI4 
juehkejaN 


WOOO NN - w 


N NN WN. ON 


x x ox w US mg Lym 
53 SS pp IS 2 $$ 33 33 25 
SE c SJ 32 82 n BERES? EE 

£ w S0 Nge ST gp OS SD g 

5 DS. 0 15 SL OP g 

2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 

2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 

2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 

4 2 1 2 3 3 2 2 2 1 

3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 

1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 

0 2 1 1 3 1 2 1 2 1 

3 0 3 1 3 3 3 3 2 3 

1 2 0 1 2 2 1 2 1 1 

3 1 2 0 1 2 1 1 1 1 

2 3 2 1 0 2 2 2 3 2 

2 3 1 2 3 0 1 2 2 2 

2 3 2 2 3 3 0 2 2 2 

2 2 2 1 3 2 1 0 1 2 

2 3 2 2 3 3 2 1 0 2 

3 2 1 1 2 2 1 2 2 0 


program untuk konservasi. Tujaun program berupa 
konservasi mendapat tentangan/tidak disetujui 
oleh aktor nelayan, tauke, penyedia es, pengolah, 
Kelompok Usaha Bersama (KUB), Perusahaan 
Umum Perikanan Indonesia (Perindo), penyedia 
BBM, perbekalan. Stakeholder yang berasal dari 
pemerintah biasanya berperilaku lebih lunak dan 
berperilaku lebih “konservatif” terhadap semua 
tujuan program. 


Tabel 2. Matrik 2MAO: Hubungan Aktor dengan Tujuan Program dalam Analisis Perspektif Strategi 
Formulasi Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 


Table 2. Matrix 2MAO : 


Relationship of Actor with Program Objectives on Prospective 


Analysis of Fisheries Development Formulation Strategy in the Natuna District, 2017. 


No 2MAO Produksi/ Pendapatan!” Kerja! Eksport! Kredit!  Konservasi/ 

Production Revenue Work Export Credit Conservation 
1 DKP Natuna/RFS 3 3 2 0 1 2 
2 DJPT/DGCF 2 1 2 2 2 1 
3  Tauke/Wholesaler 3 0 3 0 0 -3 
4 Es/Ice 1 2 2 3 2 -2 
5 Pengolahan/ Processing 2 1 2 2 1 -2 
6 Nelayan/Fishers 3 3 2 2 1 -2 
7 SKPT Natuna//CMF 2 2 2 3 1 2 
8 KUB/JBG 3 3 2 2 1 -1 
9 Koperasi/Coperative 2 2 2 3 1 2 
10  Bank/Bank 0 0 1 1 0 2 
11 Perindo/Perindo 3 2 2 1 2 -3 
12  BBM/Fuel 2 2 2 1 2 -3 
13  Perbekalan/Suppplier 0 2 2 0 0 -2 
14  Penyuluh/Extention 2 1 2 2 1 2 
15  Pengawas/Supervision 2 1 0 2 3 2 
16  PLN/Electricity 1 2 2 2 1 1 


Analisis Prospektif Peran Aktor Dalam Strategi Formulasi Pembangunan Perikanan 


Tingkat Pengaruh dan Ketergantungan Antar 
Aktor 


Tabel 3 menunjukkan pengaruh bersih 
langsung dan tidak langsung (net direct and indirect 
influence)(Li), sedangkan Di menunjukkan derajat 
pengaruh ketergantungan bersih langsung dan 
tidak langsung (net direct and indirect dependence). 
Tauke atau pedagang besar adalah aktor utama 
dalam aktifitas kegiatan perikanan di kabupaten 
Natuna. Tauke/pedagang besar mempunyai 
pengaruh langsung dan tidak langsung yang tinggi 
(l1-386), sekaligus mempunyai ketergantungan 
yang rendah (Di-295). Tauke merupakan pelaku 
utama dalam sistem perikanan di Kabupaten 
Natuna. Tauke mempunyai peran kunci dalam hal 
perdagangan ikan, penyediaan perbekalan untuk 
melaut, penyedia modal, memberikan bantuan 
kapal/alat tangkap, menentukan harga. Oleh 
karena itu Tauke mempunyai pengaruh kuat dan 
ketergantungan yang relatif rendah dibantingkan 


(Wardono., et al) 


dengan actor lainnya. Aktor-aktor pedagang, Pelaku 
usaha BBM, dan pemilik cold storage merupakan 
aktor-aktor yang mempunyai peranan/pengaruh 
yang tinggi dan mempunyai ketergantungan 
yang rendah (terletak pada kuadran I/Kiri Atas). 
Sebagian aktor berada di kuadran || adalah aktor 
yang mempunyai pengaruh tinggi, namun juga 
mempunyai ketergantungan yang tinggi. Aktor 
tersebut adalah nelayan, penyuluh, koperasi, tauke, 
LPMUKP, Perbekalan, Pengelola SKPT, KUB, DKP 
Kabupaten Natuna, DJPT, Perindo dan PSDKP. 


Gambar 3 memberikan gagasan awal 
tentang kepentingan relatif aktor yang berbeda, 
membedakan antara aktor dominan (pengaruh 
tinggi) dan aktor yang didominasi (ketergantungan 
tinggi), sementara juga mengidentifikasi 
pemangku kepentingan yang terisolasi (pengaruh 
dan ketergantungan yang rendah) dan aktor 
relay (pengaruh dan ketergantungan yang 
tinggi). Kekuatan relatif juga dapat digunakan 


Tabel 3. Tingkat Pengaruh dan Ketergantungan Langsung dan Tidak Langsung Antar Aktor Dalam 
Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 

Table 3. Levels of Influence and Dependence Between Direct and Indirect Among Actors on 
Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 


U o y v 0 w w v v Vv 
5 5 $o m 33 nZ Zo © OP 2 pp B LL D? S2 M 
z z mz J 2o " 9e DS SAK w 23 x 25 = Dg Bu e ar ag 
9 z JE o s y Ag TS SSI c dg II Ty Ba as 39 S5 7 
E o 88 8 25 99 Ta © So P bg T ag o5 2s gs 
2 9 g as ”°5 © 5= 3 - & $5 SI Fa g 
1 DKP/RFS 27 26 21 24 26 26 27 31 23 20 32 29 24 28 26 24 387 
2 DJPT/DGCF 26 27 20 24 26 24 30 31 24 19 33 30 23 28 27 25 390 
3 Tauke / 
Wholesaler 26 28 20 24 24 24 28 29 24 20 29 28 25 26 27 24 386 
4 Es/ice 24 24 18 21 19 21 25 24 21 18 25 23 20 20 22 21 325 
5 Pengolahan/ 
Processing 22 21 18 19 21 21 23 22 20 16 24 21 20 21 21 21 310 
6 Nelayan/ Fishers 26 26 20 23 25 25 27 30 23 20 29 29 23 28 26 24 379 
7  SKPT/ICMF 25 22 20 22 21 22 22 26 22 18 25 24 23 23 24 22 339 
8 KUB/JBG 30 28 21 26 28 27 31 34 25 20 37 32 25 30 29 26 415 
9 Koperasi/ 
Coperative 21 20 18 20 21 19 21 22 20 16 22 22 19 22 21 21 305 
10 Bank/Bank 23 19 17 21 20 21 22 23 19 17 25 22 20 21 21 19 313 
11 Perindo/ Perindo 25 27 20 24 26 26 27 31 24 20 30 30 24 28 27 25 384 
12 BBM/Fuel 27 26 21 24 24 24 28 29 24 18 29 29 24 26 26 24 374 
43 Perbekalan/ 
Suppplier 28 27 20 25 25 25 26 31 25 19 31 29 23 26 26 25 388 
44 Penyuluh/ 
Extention 25 22 19 20 23 20 23 25 20 16 25 23 20 24 24 21 326 
45 Pengawas/ 
Supervision 29 27 21 27 26 25 27 31 25 19 31 30 24 28 28 25 395 
16 PLN/Electricity 25 23 21 21 23 23 25 25 21 18 26 24 22 23 24 22 344 
Di 382 366 295 344 357 348 390 410 340 277 423 396 336 378 371 347 5760 


Keterangan/ Remarks : 


- Tingkat pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing aktor (li, dengan menjumlahkan baris)/ The degree of direct and indirect influence 


of each aktor (li, by summing rows) : 


- Tingkat ketergantungan langsung dan tidak langsung dari masing-masing aktor (Di, dengan menjumlahkan kolom)/ The degree of direct and indirect 


dependence of each actor (Di, by summing columns) : 


- Nilai mewakili pengaruh langsung dan tidak langsung antara aktor/ Values represent direct and indirect influences between aktors: 
- Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pengaruh aktor terhadap yang lain/ The higher the value, the more influence the aktor has on the other. 
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Map of influences and dependences between actors 
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Gambar 3. Pemetaan Peran Aktor dalam Kuadran: Tingkat Pengaruh dengan Tingkat Ketergantungan 
Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 

Figure 3. Mapping the Role of Actors in a Quadrant: Level of Influence With Level of Dependency 
on Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 


untuk membandingkan kekuatan aktor dalam 
situasi ini, sehingga mengidentifikasi aktor yang 
paling berpengaruh. Mobilisasi tidak hanya 
mengungkapkan kekuatan aktor terhadap 
isu, tapi juga kesediaan melibatkan kekuatan 
untuk mengendalikannya. Bagan implikasinya 
menunjukkan untuk setiap isu mobilisasi aktor 
total. Kuatnya pengaruh (influence) dan tingkat 
ketergantungan masing-masing aktor/pelaku 
tersebut dapat digambarkan sesuai letaknya dalam 
kuadran (Gambar 3). Aktor/pelaku (stakeholder) 
berperan penting dalam menentukan keberlanjutan 
suatu program atau sistem. Aktor dalam peta 
pengaruh (influence) dan ketergantungan 
membantu dalam memahami bagaimana 
interaksi antar aktor dalam mencapai tujuan dan 
bagaimana memobilisasi aktor untuk mencapai 
tujuan (Fauzi, 2010) 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa kekuatan 
pengaruh dan ketergantungan aktor dalam 
pembangunan Natuna. Semakin atas aktor 
mempunyai pengaruh semakin tinggi, sedangkan 
semakin ke kanan aktor mempunyai ketergantungan 
yang tinggi (Fauzi, 2019, Fauzi, 2017). 


Gambar 3 menunjukkan peta peran masing- 
masing aktor, aktor-aktor  pedagang/Tauke, 
Perbekalan dan nelayan merupakan aktor-aktor 
yang mempunyai peranan/pengaruh yang tinggi dan 
mempunyai ketergantungan yang rendah (terletak 
pada kuadran I/Kiri Atas). Sementara aktor-aktor 
yang terletak di Kuadran III (Kanan bawah) yaitu 
pengolah, penyuluh dan pengelola SKPT Natuna 
adalah aktor-aktor yang memiliki ketergantungan 
yang tinggi dan pengaruh yang sangat kecil, 
berada di kuadaran 4 (kiri bawah) yaitu perbankan, 
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Gambar 4. Diagram Daya Saing Aktor Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 
Figure 4. Actor Competitiveness Diagram on Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 
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penyedia es, PLN dan koperasi adalah aktor-aktor 
yang memiliki pengaruh kecil dan ketergantungan 
yang sangat kecil. Aktor-aktor yang berada di 
kuadran Il adalah aktor yang mempunyai pengaruh 
tinggi, namun juga mempunyai ketergantungan 
yang tinggi. Aktor tersebut adalah KUB, Perindo, 
DJPT, Pengawas, DKP Natuna dan Penyedia BBM. 


Gambar 4 menggambarkan daya saing aktor 
yang diarahkan oleh tingkat pengaruh langsung dan 
tidak langsung aktor tersebut terhadap aktor lain. 
Aktor yang berperan sebagai penyuluh perikanan, 
nelayan lokal, koperasi, penyedia BBM, pedagang 
besar (tauke), pedagang, penyedia perbekalan. 


Daya saing aktor pada Gambar 4 ditunjukkan 
oleh tingkat pengaruh langsung dan tidak 
langsung aktor tersebut terhadap aktor lainnya. 
Aktor yang berperan enting (baik langsung maupun 
tidak langsung) adalah pedagang besar (tauke), 
penyedia perbekalan, KUB, pengawas ing rendah 
adalah Koperasi, Perbankkan, Penyuluh perikanan, 
PLN, Pengolahan dan penyedia Es. 


Apabila dibuat dalam bentuk histrogram 
seperti pada Gambar 4 Aktor yang mempunyai 
nilai lebih dari 1 (100%) mempunya daya saing 
yang tinggi dan sebaliknya aktor yang mempunyai 
nilai kurang dari 100 maka daya saingnya rendah. 


Konvergensi dan Divergensi Antar Aktor 


Gambar 5 menyajikan hasil analisis Mactor 
yang melakukan “timbangan” untuk setiap tujuan. 
Dalam analisis ada 6 tujuan yang dimasukkan 
dalam analisis ini (produksi perikanan (produksi); 


pendapatan pelaku (pendapatan); kesempatan 
kerja (kerja); nilai ekspor (ekspor); kredit yang 
disalurkan (kredit) dan konservasi (kons). Tujuan 
1-5 adalah tujuan yang mempunyai arah yang 
sama (semua menunjukkan arah timbangan + 
(positif) yang artinya menunjang tujuan. Peranan 
UMKM di Natuna mendapat peluang untuk 
mengembangkan menjadi bisnis yang lebih kuat, 
sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Natuna (Kania, 2017). UMKM sektor 
perikanan diharapkan mampu menjadi penggerak 
utama pertumbuhan ekonomi di Natuna. 


Gambar 6 menunjukkan “timbangan”aktor 
yang setuju dan tidak setuju untuk tujuan 
konservasi. Aktor/stakeholder yang setuju dengan 
tujuan konservasi berada pada “timbangan” tanda + 
(positif) dan aktor yang menolak tujuan konservasi 
berada pada “timbangan”— (negatif). 


Analisis “timbangan” dengan tujuan 
Koneservasi pihak-pihak yang tidak setuju/kontra 
dengan tujuan konsevasi. Stakeholder pelaku 
usaha biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan 
keuntungan/pendapatan. Stakeholder yang 
kontra/tidak sepakat dengan tujuan konservasi 
adalah: Tauke, Penyedia es; Pengolahan 
produk, Nelayan, Kelompok Usaha Bersama 
(KUB), Perusahaan Umum Perikanan Indonesia 
(Perindo), Penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) 
dan Penyedia Perbekalan. Sedangkan pihak-pihak 
yang setuju/pro dengan tujuan Konservasi yaitu: 
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten 
Natuna; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 
(DJPT), SKPT Natuna, Koperasi, Penyuluh; 


DKP Natuna/RFS 

DJPT/DGCF 

Tauke/ Wholesaler 
Ice 


Si 
Pengolahan/Processing 
Nelayan /Fishers 
SKPT/ICMF 

KUB/JBG 
Koperasi/Coperative 
Bank/Bank 

Perindo/ Perindo 
BBM/Fuel 
Perbekalan/Suppplier 
Penyuluh/Extention 


Pengawas/Supervision 
PLN/Electricity 


@ 


Objective: Produksi Perikanan/Fisheries Production 


HOLOYA Id HOBI A 


@ 


Gambar 5. Timbangan antara Aktor dan Tujuan Konvergensi dan Divergensi antar Stakeholder 
Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 


Figure 5. 


Scales Between Actors and Purposeof 


Convergence and Divergence Among 


Stakeholders on Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 
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MDII competitrveness scale 
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Gambar 6. Timbangan antara Aktor dan Tujuan Konservasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan 
Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 

Figure 6. Scales Between Actors and Purpose of Conservation Among Stakeholders on 
Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 


Pengawas dan Perusahaan Listrik Negara daya perikanan Natuna di WPP 711; (ii) sistem 
(PLN). Menurut Elmsalmi & Hachicha (2014) usaha, bisnis dan pemasaran; (iii) Inisiasi 
aktor diharapkan tidak akan bertindak secara kelembagaan ekonomi SKPT; (iv) Regulasi dan 
oportunistik, bahkan jika ada insentif jangka harmonisasi peraturan; (v) Permodalan; dan (vi) 
pendek untuk melakukannya dan aktor Pengembangan fungsi SKPT. 

dapat berkontribusi secara signifikan terhadap 


stabilitas jangka panjang (Elmsalmi & Hachicha, Tabel 4 menyajikan hasil analisis 1 MAO 
2014). (Aktor-objective). Sebagain besar pelaku usaha 


di Natuna (Tauke, Penyedia es; Pengolahan 

Untuk akselerasi industrialisasi perikanan produk, Nelayan, KUB, Perindo, Penyedia BBM 

di Natuna di Natuna, menurut Wardono et al. dan Penyedia Perbekalan) tidak setuju dengan 
(2017), terdapat enam faktor utama. Ke enam tujuan konesrvasi ditandai dengan -1 (upaya 
faktor/aspek tersebut adalah: (i) terkait sumber pemanfaatan sumber daya secara terbatas untuk 


Tabel 4. Analisis 1 MAO (Aktor-Tujuan) Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 
Table 4. Analysis 1 MAO (Actor-Objective) on Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 


d y A Ox 
N 9 3 2 5 2 m m OA S S w 2 
No - 52 2 ILY 88 L86 £6 
> ss 2 5 ò o Q 2 S3 37 
Oo 2 25 S5 334 Šg S$ = 
9 5 ` S 9, @ 
1 DKP/RFS 1 1 1 0 1 1 5 
2 DJPT/DGCF 1 1 1 1 1 1 6 
3 Tauke/Wholesaler 1 0 1 0 0 -1 1 
4 Es/lce 1 1 1 1 1 -1 4 
5 Pengolahan/ Processing 1 1 1 1 1 -1 4 
6 Nelayan/Fishers 1 1 1 1 1 -1 4 
7 SKPT Natuna//CMF 1 1 1 1 1 1 6 
8 KUB/JBG 1 1 1 1 1 -1 4 
9 Koperasi/Coperative 1 1 1 1 4 1 6 
10 Bank/Bank 0 0 1 1 0 1 3 
11 Perindo/Perindo 1 1 1 1 1 -1 4 
12 BBM/Fuel 1 1 1 1 1 -1 4 
13 Perbekalan/Suppplier 0 1 1 0 0 -1 1 
14  Penyuluh/Extention 1 1 1 1 1 1 6 
15  Pengawas/Supervision 1 1 0 1 1 1 5 
16  PLN/Electricity 1 1 1 1 1 1 6 
Jumlah yang setuju/Number of Agreement 14 14 15 13 13 8 
Jumlah Tidak Setuju/Number of disagreement 0 0 0 0 0 -8 
No Posisi/Number of Possitions 14 14 15 13 13 16 
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menjaga keberlanjutan). Aktor-aktor tersebut setuju 
dengan tujuan yang sifatnya bernilai ekonomi 
yaitu tujuan peningkatan produksi; peningkatan 
pendapatan; peningkatan kesempatan kerja; 
peningkatan ekspor dan peningkatan kredit. Hal ini 
menunjukkan bahwa para pelaku usaha tersebut 
lebih mementingkan pencapaian tujuan-tujuan 
ekonomi daripada tujaun keberlanjutan. Hal ini 
harus mendapatkan perhatian dari pemerintah 
agar pencapaian tujuan ekonomi dibarengi dengan 
tujuan keberlanjutan. 


Ketidak setujuan terhadap tujuan konservasi 
oleh para pelaku usaha, menunjukkan perlunya 
sosialisasi yanglebih seringdan upaya menanamkan 
kepedulian terhadap upaya-upaya konservasi 
untuk menjaga kerbelanjutan usaha. Pemerintah 
telah melakukan pelarangan penggunaan alat 
tangkap tidak ramah lingkungan yang diharapkan 
mampu meningkatkan kesadaran terhadap upaya 
pelestarian sumber daya demi keberlanjutan usaha. 


Pendapatan langsung dan tidak langsung 
dari aktifitas usaha perikanan adalah sumber 
pertumbuhan ekonomi regional (Wardono, 
Muhartono, Apriliani, Hikmah & Zulham, 2019). 
Dampaknya adalah bahwa ekonomi akan 
tumbuh lebih besar dan tumbuh lebih cepat. 
Namun demikian harus diseimbangkan antara 
tujuan-tujuan ekonomi (pertumbuhan, pendapatan, 
penyerapan tenaga kerja, PDRD) dengan tujuan- 
tujuan konservasi, agar keberlanjutan usaha sektor 


(Wardono., et al) 


perikanan tetap bekelanjutan. 


Matrik analisis konvergensi antar aktor 
(2 CAA) menampilkan analisis konvergensi antar 
antor (value convergence). Matrik ini menghitung 
intensitas konvergensi rata-rata antara dua aktor, 
ketika memiliki tingkat yang sama (pro atau 
menentang tujuan). Nilai-nilai dalam matriks 
tersebut tidak mengukur jumlah aliansi potensial 
(seperti dalam 1CAA), tetapi mengukur intensitas 
aliansi dengan hierarki tujuan (preferensi) pasangan 
aktor (Tabel 5). 


Hasil Matrik 2CAA memberikan ukuran 
intensitas antar pasangan aktor yang terlibat dalam 
pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna. 
Pasangan aliansi yang mempunyai nilai tertinggi 
mempunyai intensitas aliansi yang tinggi terhadap 
pencapaian tujuan. Kelompok nelayan dan perindo 
paling memiliki interest (kepentingan) yang sama 
dengan nilai kooefisien tertinggi sebesar 13.0. 
Sesuai dengan fakta lapangan bahwa antara 
perindo (sebagai pelaku usaha perdagangan 
ikan) dengan nelayan yang menangkap ikan 
mempunyai saling kepentingan. Perindo 
mengharapkan ikan hasil tangkapan nelayan dijual 
ke Perindo dan nelayan berharap bahwa hasil 
tangkapan dibeli oleh Perindo dengan harga yang 
lebih baik dari pada dibeli oleh pegadang lokal 
(Tauke). Degre of convergensi sebesar 88,3% 
menunjukkan bawah derajad konvergensi berda 
diatas nilai 79% yang menunjukkan kemungkinan 


Tabel 5. Analisis Intesitas antar Aktor Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 
Table 5. Intensity Analysis Between Actors on Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 
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terjadinya konflik antar aktor relative kecil 


(Fauzi, 2017). 


Interaksi 
Perikanan 


Aktor dan Tujuan Pembangunan 


Gambar 7 menjelaskan tentang Histogram 
ini matriks hubungan bernilai/2MAO (the valued 
relationship matrix order 2) antara aktor dan 
tujuan. Histogram ini mewakili mobilisasi tujuan 
aktor, sejauh mana posisinya dengan tujuan yang 
ditetapkan, misalnya pro atau menentang. 


Gambar 8 menunjukan bahwa pencapaian 
tujuan terkait dengan peningkatan produksi dan 
kesempatan kerja menjadi tujuan utama (nilai 
histogram 30 atau lebih). Sedangkan pencapaian 
tujuan konservasi nilainya lebih 30 namun ada 
yang tidak setuju dengan tujuan konservasi yang 
ditunjukkan pada gambar yang berwarna biru. 
Matriks Weighted valued position matrix (3MAO) 
(Tabel 6) menggambarkan posisi masing-masing 


aktor pada setiap tujuan. Hal ini memperhitungkan 
tingkat pendapatnya pada setiap tujuan, hierarki 
objektifnya, dan daya saing di antara para pelaku. 
Pelaku usaha umumnya (nelayan, pengolahan, 
penyedia es, perindo,penyedia BBM, dan penyedia 
perbekalan) mempunyai karakteristik negatif 
terhadap tujuan konesrvasi. Halini berkaitan dengan 
tujuan utama para pelaku adalah untuk maksimasi 
keuntungan sehingga akan tidak setuju dengan 
aspekyangterkaitdengan tujuan konservasi. Tingkat 
daya saing perikanan Kabupaten Natuna masih 
terkendala oleh persaingan perikanan tangkap dan 
tekanan pembeli serta infrastruktur yang belum 
memadai (Nugrohadi et al., 2013). Ketidaksetujuan 
terhadap tujuan konservasi ditunjukkan oleh 
total nilai ketidaksetujuan/disagreement sebesar 
-18,7. Matriks 3MAO dapat di buat dalam bentuk 
histogram (Gambar 8). Gambar 8 menggambarkan 
posisi masing-masing aktor pada setiap tujuan. 
Hai ini memperhitungkan tingkat pendapatnya pada 
setiap tujuan, hierarki objektifnya, dan daya saing 
di antara para pelaku. 


Histogram of actor's implication towards its objectives 2MAO 
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Gambar 7. Histogram Pencapaian Tujuan (2MAO) Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 
Figure 7. Histogram Achieving Objectives (2MAO) on Fisheries Development in the Natuna Regency, 2017. 


Histogram of actor's mobilisation towards its objectives 3MAO 
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Gambar 8. 
Natuna, 2017. 
Figure 8. 
the Natuna District, 2017 
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Histogram Pencapaian Tujuan (3MAO) Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten 


Histogram for Achieving Objectives (3MAO) on Fisheries Development in 


Analisis Prospektif Peran Aktor Dalam Strategi Formulasi Pembangunan Perikanan 


(Wardono., et al) 


Tabel 6. Matriks Weighted Valued Position Matrix (3MAO) Posisi Masing-Masing Aktor Pada Setiap Tujuan. 
Table 6. Weighted Valued Position Matrix (3MAO) Matrix of The Position of Each Actor in Each Objectives. 


Po 37 A m 3 27 1 
3MAO TC s3 - 85 - S9 GE 
Sx 39 a S9 Q 35 29 
SE SE Ss 3g <S ES 
5 33 2 RA 
DKP Natuna/RFS 6.9 6.9 5.8 3.7 4.8 5.8 34 
DJPT/DGCF 5.9 4.8 5.9 5.9 5.9 4.8 399 
Tauke/Wholeselers 7.4 3.7 7.4 3.7 3.7 0 259 
ES/Ice 4.6 5.4 5.4 6.3 5.4 1.9 29.2 
Pengolahan/Processing 5.3 4.5 5:3 5.3 4.5 2.1 2 
Nelayan lokal/Local fishers 7 7 5.9 5.9 4.8 1.5 32 
SKPT Natuna//CMF 5.4 5.4 5.4 6.3 4.6 5.4 324 
KUB/JBG 7 7.1 6 6 4.8 2.6 33.6 
Koperasi/Cooperative 5.3 5.3 5.3 6.1 4.5 5.3 31.8 
Bank/Bank 3.7 3.7 4.6 4.6 3.7 5.6 25.9 
Perindo/ Perindo 6.7 5.7 5.7 4.7 5.7 0.7 29.2 
BBM/Fuel 5.7 5.7 57 4.7 5.7 0.7 28.1 
Perbekalan/Supplies 3.7 6 6 3.7 3.7 14 24.5 
Penyuluh/ Extension 5.4 4.5 5.4 5.4 4.5 5.4 30.5 
Pengawas/Supervisor 5.9 4.8 3.7 5.9 TA 59 33.4 
PLN/Electricity 4.6 5.6 5.6 5.6 4.6 4.6 30.7 

Jumlah Setuju/Number of agreements 90.7 86.3 89.2 83.8 78 53.8 

Jumlah Tidak Setuju/ Number of disagreements 0 0 0 0 0 0 

Tingkat Mobilisasi/Degree of mobilisation 90.7 86.3 89.2 83.8 78 53.8 
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Gambar 9. Visual Dari 2CAA dalam Jaringan Konvergensi Beserta Nilai Konvergensinya Dalam 


Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 


Figure 9. Visuals of 2CAA in the Convergence Network and its Convergence Value on 


Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 
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Gambar 9, merupakan visualisasi dari 
2CAA dalam jaringan konvergensi beserta nilai 
konvergensinya. Garis warna merah menunjukan 
tingkat konvergensi antar aktor. Garis warna- 
warna yang berbeda dan ketebalan yang berbeda 
menunjukan perbedaan tingkat konvergensi 
antar aktor. Konvergensi antara Perindo dengan 
nelayan menunjukkan nilai paling besar, yang 
mengindikasikan eratnya/kuatnya tingkat 
konvergensi antara aktor tersebut. 


Grafik jarak antar tujuan (Map of net 
distances between objective) (Gambar 10). 
Gambar 10 digunakan untuk mengidentifikasi 
tujuan dimana para aktor mengambil posisi 


yang sama (baik pro atau menentang). Grafik ini 
memetakan tujuan sehubungan dengan nilai skala 
(perbedaan antara nilai matriks konvergensi dan 
nilai matriks divergensi. 


Grafik jarak antar tujuan memberikan 
gambaran keterkaitan antar tujuan program. 
Kemungkinan tingkat keeratan yang terjadi antar 
tujuan digambarkan oleh warna merah dan biru. 
Warna merah menunjukkan jarak keterkaitan 
yang lebih kuat dibandingkan warna biru 
(Gambar 11). Keterkaitan jarak antar tujuan dalam 
Program pembangunan perikanan di Kabupaten 
Natuna dimana Tujuan Produksi, Tenaga kerja 
dan pendapatan mempunyai keterkaitan kuat. Hal 
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Gambar 10. Grafik Jarak dengan Tujuan Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 
Figure 10. Distance Graph with Destination on Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 
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Gambar 11. Grafik Jarak antar Aktor Dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna, 2017. 
Figure 11. Distance Graph between Actor on Fisheries Development in the Natuna District, 2017. 
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ini menunjukkan kuatnya keterkaitan antar tujuan 
tersebut dalam pengembangan sektor perikanan 
dalam pembangunan daerah/wilayah di Kabupaten 
Natuna. 


Jarak antar antar aktor memberikan 
gambaran kemungkinan kerjasama antar aktor. 
Kemungkinan tingkat kerjasama antar aktor 
digambarkan oleh warna merah dan biru. Warna 
merah menunjukkan jarak yang lebih kuat yang 
memungkinkan kerjasama yang lebih kuat 
Keterkaitan jarak antar aktor di Program 
pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna 
menunjukkan hubungan antara nelayan, KUB, 
perindo, penyedia Es dan penyedia BBM sangat 
kuat (ditunjukkan warna merah tebal). Hal ini 
menunjukkan kuatnya keterkaitan antar aktor 
tersebut dalam pengembangan sektor perikanan 
dalam pembangunan wdaerah/wilayah di 
Kabupaten Natuna. 


Terbangunnya jaringan baru tersebut 
ternyata mampu mengurangi peran Tauke/pedagang 
besar yang selama ini menjadi aktor utama 
dalam usaha bisnis sektor perikanan. Kehadiran 
Perindo (pelaku usaha milik pemerintah) mampu 
menggerakkan keterkaitan antar stakeholder 
(nelayan, KUB, penyedia Es dan penyedia BBM) 
menjadi suatu sistem bisnis yang lebih bisa diterima 
oleh para pelaku. Hubungan antar stakeholder 
tersebut mampu menciptakan pemerataan 
manfaat yang lebih merata. Kehadiran jaringan 
yang lebih kuat antar para pemangku kepentingan 
yang terlibat dalam usaha sektor kelautan dan 
perikanan di Natuna (misalnya Nelayan KUB 
Perindo), mampu mengurangi peran sentral dari 
Tauke (pedagang). Nelayan dan KUB mempunyai 
pilihan lain jaringan pasar produk hasil tangkapan 
karena kehadiran Perindo. Kemampuan finansial 
mampu menarik KUB dan Nelayan untuk bekerja 
sama dengan Perindo. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Peranan aktorpemangku kepentingan 
dalam pembangunan perikanan di Kabupaten 
Natuna dikelompokkan berdasarkan besarnya 
pengaruh dan tingginya ketergantungan aktor/ 


pemangku kepentingan. Aktor-aktor yang 
mempunyai peranan/pengaruh yang tinggi 
dan mempunyai ketergantungan yang rendah 


(terletak pada kuadran I/Kiri Atas) adalah aktor/ 
pemangku kepentingan: pedagang (Tauke), 


penyedia perbekalan dan nelayan. Aktor tersebut 
merupakan pelaku utama usaha perikanan di 
Kabupaten Natuna. Sebagian aktor berada di 
kuadran Il adalah aktor yang mempunyai pengaruh 
tinggi, namun juga mempunyai ketergantungan 
yang tinggi. Aktor tersebut adalah Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat 
Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan 
dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Natuna, Kelompok Usaha 
Bersama (KUB), Perusahaan Umum Perikanan 
Indonesia (Perum Perindo), Penyedia BBM. 
Diperlukan keterpaduan antar aktor/stakeholder 
tersebut untuk mengurangi ketergantungan 
dan dapat meningkatkan pengaruhnya dalam 
pembangunan sektor perikanan. Stakeholder yang 
mempunyai pengaruh rendah dan mempunyai 
ketergantungan yang tinggi, diperlukan 
perhatian agar pengaruhnya lebih tinggi dan 
ketergantungannya lebih rendah. 


Rekomendasi Kebijakan 


Analisis dengan pendekatan Mactor 
dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait 
dengan pengaruh dan ketergantungan aktor. 
Peningkatkan peran aktor/pemangku kepentingan 
(stakeholders) dapat dilakukan melalui strategi: 
mendorong peningkatan pengaruh/peranan 
para pemangku kepentingan terutama yang berada 
pada kuadran || (DJPT, Pengawas, DKP Natuna, 
KUB, Perindo, BBM); Kuadran III (Pengolahan, 
penyuluh, SKPT Natuna) dan Kuadran IV 
(perbankkan, Koperasi, Penyedia Es, dan 
PLN). Program-program tersebut dapat dengan 
mudah dilaksanakan dan mendapatkan hasil 
yang lebih optimal dengan medorong tindakan/ 
operasi terhadap aktor-aktor yang mempunyai 
ketergantungan tinggi dan pengaruh rendah. 


Tujuan-tujuan ekonomi pembangunan 
perikanan di Kabupaten Natuna (peningkatan 
produksi, pendapatan, kesempatan kerja, ekspor 
dan peningkatan pinjaman/kredit) didukung oleh 
semua stakeholder, namun untuk tujuan konservasi 
para pelaku usaha (Tauke/pedagang, penyedia 
es, pengolahan, KUB, Perindo, penyedia BBM 
dan penyedia perbekalan) tidak setuju dengan 
tujuan tersebut, sehingga diperlukan peran 
Pemerintah (DJPT, Pengawasan, Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Natuna) untuk bersama- 
sama memberikan pengertian dan pandangan agar 
para pelaku usaha tersebut dapat mendukung 
tujuan konservasi agar keberlanjutan usaha lebih 
terjamin. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara detail bagaimana hubungan kerja/ 
industrial (principal-agent) dalam menjaga keberlanjutan suatu usaha di sektor perikanan. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat realitas yang tidak hanya dilihat sebagai sebuah 
hasil, tetapi juga proses yang berlangsung. Proses observasi dan intreprestasi menggunakan metode 
blumer. Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber modal sebagai pembiayaan dalam operasional 
sektor perikanan di pesisir Malang Selatan secara umum berasal dari tiga sumber yaitu bank, aset 
pribadi dan-pengambek. Modal yang berasal dari bank hanya bisa diakses oleh nasabah yang memiliki 
agunan seperti sertifikat rumah/tanah dan kendaraan bermotor. Pedagang kecil yang tidak memiliki 
asset untuk dijadikan agunan lebih memilih permodalan yang berasal dari koperasi, bank thitil dan 
pengambek. Sumber pemodalan yang berasal dari bank, koperasi maupun bank thitil sudah jelas kontrak 
yang terbangun. Yang unik pada kasus ini adalah sistem permodalan yang dilakukan antara nelayan 
dengan pengambek. Dalam hal ini, kontrak yang terbentuk antara principal dan agent disini seperti 
menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi dalam kenyataannya nelayan tidak punya kekuatan dan 
pilihan lain dalam mengembangkan usaha karena terikat dengan kontrak pemodalan dan juga utang 
yang tidak boleh dilunasi. 


Kata Kunci: principal — agent: kontrak bisnis; masyarakat pesisir 


ABSTRACT 


The study aims to identify in detail how work / industrial relationship (principal-agent) in 
maintaining the sustainability of fisheries business. This study used a gualitative approach to perceive 
reality as a result as well as an ongoing process. The Blumer method was used for the observation and 
interpretation of the data. As financial support of fisheries sector in the coast of South Malang, capital 
generally comes from three sources: banks, personal assets and scavengers. Bank capital can only 
be accessed by customers having collateral asset such as house, land, or vehicles certificates. While 
cooperative, thitil bank and pengambek were the capital sources for the small traders who do not have 
collateral assets. It is clear that there is a contract system for acguiring bank and cooperative capital. 
The unigue case appears from capital system between fishers and “pengambek”. The system seemed 
to have a mutual advantageous for both party, however, fishers have less power and choice to get 
alternative source of capital in developing their business due to the restriction of their contract and they 
are not allowed to settle their debt. 


Keywords: principal - agent: business contract: coastal community 
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PENDAHULUAN 


Sebagai negara kepulauan, Indonesia 
memiliki garis pantai terpanjang di kawasan Asia 
Tenggara. Menurut Badan Informasi Geospasial 
(BIG) panjang garis pantai Indonesia mencapai 
99.093 km?. Dengan demikian, tidaklah berlebihan 
jika mengatakan Indonesia memiliki keunggulan 
pada bidang kelautan dan pesisirnya (Satria, 
2002). Kurniasari & Reswati (2011:7) kondisi 
tersebut memberikan konsekuensi potensi ikan 
yang terdapat pada laut Indonesia mencapai 6,26 
Juta ton per tahun. Kekayaan sumber daya laut ini 
menjadi anugerah tersendiri bagi sekitar 60 persen 
dari total penduduk masyarakat Indonesia tercatat 
mendiami daerah pesisir ini (Wahyudin, 2015:1). 


Potensi sumber daya tersebut seolah 
berbanding terbalik dengan kesejahteraan 
masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilihat dari 
data statistik tahun 2015, dari jumlah populasi 
penduduk miskin di Indonesia sebesar 25% atau 
sekitar 7,7 juta jiwa berasal dari nelayan. Hal 
ini mengindikasikan keadaan sosial ekonomi 
masyarakat yang berada pada daerah pesisir masih 
rendah. Menurut Masyhuri (1999) hal tersebut 
didiorong dari penyelesaian permasalahan yang 
bersifat parsial dan tidak menyeluruh sering kali 
dianggap sebagai tantangan dalam permasalahan 
pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir 
khususnya nelayan. 


Kurniasari dan Reswati (2011:8) menjelaskan 
salah satu penebab nelayan sulit keluar dari situasi 
yang dialaminya adalah masalah ketergantungan 
nelayan yang cukup besar pada faktor produksi 
khususnya permasalahan permodalan kepada 
pemilik modal. Sehingga untuk mengatasi 
permasalahan tersebut seringkali nelayan 
melakukan kontrak atau kerjasama dengan pihak 
lain sehingga terbentuklah principal dan agent 
dalam industri perikanan tangkap. 


Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
hendak menelusuri bagaimana kontrak yang 
terjadi pada tatanan sosial masyarakat nelayan 
pesisir Malang Selatan. Sebagaimana disebutkan 
oleh Kurniasari dan Reswati (2011:8) salah satu 
permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan 
pesisir adalah ketergantungan pada pemilik modal, 
pada gilirannya akan membentuk pola kerjasama 
yang tidak setara diantara pelaku ekonomi 
pesisir. Melalui penelitian ini diharapkan mampu 
berkontribusi dalam penyempurnaan program- 
program yang telah dilaksanakan sebelumnya 
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khususnya pada program pembiayaan dan 
permodalan bagi nelayan. 


Secara literal, kontrak adalah kesepakatan 
atau perjanjian yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih 
untuk melakukan suatu kegiatan seperti berdagang 
atau sewa menyewa (KBBI, 2010). Menurut 
Yustika (2012) kontrak secara umum digambarkan 
sebagai kesepakatan satu pelaku untuk melakukan 
tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak 
lain, tentunya ada konsekuensi seperti tindakan 
balasan atau pembayaran yang mengikutinya. Dari 
definisi tersebut maka kontrak merupakan elemen 
yang mengatur atau mengarahkan suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan tujuan 
tertentu. Selain itu, kegiatan yang diatur dalam 
kontrak dapat beragam namun pada umumnya 
kontrak muncul pada kegiatan yang melibatkan 
2 atau lebih tujuan (interest) individu dalam suatu 
kegiatan sehingga memungkinkan terjadinya 
conflict of interest. 


Kontrak dalam kondisi assymetric information 
muncul sebagai mekanisme penegakan untuk 
mempertahankan posisi antar aktor agar tidak 
ada penyimpangan dari kesepakatan awal. Artinya 
kontrak dapat mengurangi assymetric information 
kemudian mengurangi biaya transaksi yang ada 
dalam sebuah kegiatan. Secara teknis, informasi 
asimetris tidak lain merupakan kondisi di mana 
keridaksetaraan informasi atau pengetahuan 
(unegual knowledge) yang dialami oleh pelaku- 
pelaku (parties) untuk melakukan transaksi di 
pasar (Yustika, 2012). Di sinilah dibutuhkan suatu 
kontrak yang lengkap sehingga eksistensi informasi 
asimetris tadi dapat dikurangi atau direduksi. 


Jika teori kontrak berdasarkan Yustika (2012) 
diterapkan dalam konteks fenomena penelitian, 
maka kesepakatan yang terjadi antar aktor ekonomi 
adalah kesepakatan antaranelayan dan pengambek. 
Sebagai aktor ekonomi, mereka diasumsikan 
rasional dan self — maximizing interest. Sehingga 
dengan cara — cara yang rasional menurut tiap 
aktor, mereka akan mencari kepuasan maksimum 
walaupun cara tersebut dapat menciderai kontrak 
yang telah didesain sebelumnya. Hal ini sesuai 
dengan pembagian jenis kontrak yang dilakukan 
oleh Furubotn & Richter (dalam Yustika, 2012) 
dimana assymetric information dapat terjadi antara 
pemilik sebagai principal dan pegawai sebagai 
agen yang keduanya memiliki tujuan yang berbeda. 
Oleh kerena itu bagian selanjutnya dalam bahasan 
ini akan menjelaskan mengenai teori principal — 
agent untuk menjelaskan bagaimana teori kontrak 
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eksis dalam hubungan yang terjadi nelayan dan 
pengampek. 


Selanjutnya, Principal-Agent Theory memiliki 
akar masalah pada conflict of interest antar aktor. 
Dalam hal ini prinsipal adalah aktor yang memiliki 
kepentingan dan memberikan tugas pada agen 
untuk menjalankan kepentingan tersebut. Dalam 
interaksi antar aktor tersebut, walaupun pemangku 
kepentingan dalam suatu kegiatan adalah prinsipal 
namun agen memiliki informasi yang lebih lengkap. 
Kelengkapan informasi agen disebabkan karena 
posisi mereka yang melaksanakan kepentingan 
prinsipal secara langsung. 


METODOLOGI 


Pendekatan Penelitian 


Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, pendekatan kualitatif dipilih karena dapat 
digunakan untuk melihat realitas, dalam hal ini 
tidak sekedar sebuah hasil, tetapi bagaimana 
proses berlangsung dan realitas-realitas lain yang 
melingkupi proses itu. Pendekatan kualitatif pada 
dasarnya sangat tekun dalam posisi filosofis, 
dimana kebanyakan imterpretivis memberi perhatian 
kepada bagaimana dunia sosial diinterpretasi, 
dimengerti, dialami atau dihasilkan dalam sebuah 
proses (Mason 1996:4). 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan di Pantai 
Sendangbiru Desa Tambakrejo, Kecamatan 
Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Waktu 
penelitian dimulai pada tahun 2017 hingga Januari 
2019. 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Sejalan dengan pendekatan kualitatif, jenis 
data yang diambil sebagai bahan untuk menganalisis 
perubahan posisi principal-agent adalah jenis data 
primer yang diambil dari beberapa sumber informan 
utama dan informan pendukung sebagai sumber 
data. Adapun informan utama adalah pelaku 
ekonomi pesisir yang melakukan interaksi principal 
agent yaitu nelayan, pengurus kapal/pengambek, 
pedagang ikan, supplier logistik dan BBM, serta kuli 
bongkar. Selanjutnya informan pendukung adalah 
akademisi dan pemerintah. Adapun karakteristik 
dari informan tersebut yaitu mereka yang minimal 
5 tahun bekerja di bidang tersebut. Selain itu juga, 
peneliti melibatkan diri dalam kegiatan keseharian 
yang dilakukan informan (masyarakat pesisir). 


Sugiyono (2012) secara spesifik data yang 
diambil adalah data emik (tampak dalam dari 
manusia, persepsi, mindset, sikap, kepercayaan) 
dan kalaupun ada data sensual (data skunder/ 
kuantitatif yaitu yang dapat disensor) adalah data 
pendukung. Data pada penelitian ini dikumpulkan 
dengan menggunakan dua metode (Moleong, 
2006) yaitu: Pertama, wawancara tidak terstruktur 
(tidak menggunakan kueisener). Kedua, observasi 
di lapangan yang dilakukan dengan mencoba 
menempatkan peneliti pada posisi pihak terteliti 
dan melibatkan diri (berpartisipasi) pada aktifitas 
uaha perikanan. 


Metode Analisis 


Mendasarkan pada permasalahan yang 
ingin dijawab, maka metode analisis dilakukan 
secara holistik dengan mendiskusikan hasil 
penelitian secara interdisiplin antara ekonomi 
dan ilmu sosial lainnya (Koentjaraningrat, 
1990). Hal ini menjadi pilihan metode analisis 
dikarenakan kompleksnya struktur beragam 
pada komunitas pasar dan untuk menampilkan 
visi yang komprehensif masyarakat ekonomi di 
masa mendatang. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Kualitatif Interaksionisme Simbolik 
yang merupakan perspektif yang bertujuan untuk 
memahami sifat interaksi dalam masyarakat dalam 
aktifitas sosial secara dinamis terjadi di antara 
individu-individu (Charon, 1979: 23). Dengan 
demikian, dalam interaksi individu-individu biasa 
mengalami perubahan, bertindak satu sama lain, 
saling mempertimbangkan, bertindak, berpersepsi, 
menginterpretasi, dan kemudian bereaksi. Individu 
dalam hal ini adalah “diri” merupakan sentral bagi 
perspektif Interaksionisme Simbolik. Pendekatan 
tersebut dipilih sesuai dengan tujuan penelitian 
yang lebih menekankan pada pemaknaan dan 
proses. 


Unit analisis pada penelitian ini adalah 
principal agent yang ada pada bisnis masyarakat 
pesisir dan juga beberapa pihak yang terlibat dalam 
proses yang terjadi di sektor perikanan diantaranya 
pengambek dan nelayan. Selanjutnya, proses 
pengambilan data pada penelitian ini dilakukan 
melalui survey langusung, wawancara dan 
juga observasi. Interpretasi data dilakukan 
dengan mendasarkan kepada 3 premis Blumer 
(1969) yaitu: 


1. Manusia bertindak terhadap sesuatu 
berdasarkan makna-makna yang ada pada 
sesuatu itu bagi mereka. 
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2. Makna tersebut berasal dari “interaksi” sosial 
seseorang dengan orang lain. 


3. Makna-makna tersebut disempurnakan di 
saat proses interaksi sosial berlangsung. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Secara umum, pelaku usaha perikanan di 
Pantai Sendang Biru terdiri atas lima kelompok, 
yaitu nelayan, pengurus kapal/pengambek, 
pedagang ikan, supplier logistik dan BBM, serta 
kuli bongkar, dimana kelima kelompok tersebut 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam aktivitas 
perikanan di Pantai Sendang Biru yang selanjutnya 
membentuk hubungan principal — agent antar 
pelaku ekonomi di sektor perikanan tersebut. 


Nelayan sendiri terbagi dalam dua kelompok 
yaitu juragan (pemilik kapal), dan ABK (Anak Buah 
Kapal). Selanjutnya, pedagang juga terbagi dalam 
empat kelompok yaitu: (1) pedagang besar yakni 
pedagang yang terdaftar sebagai anggota sekaligus 
pedagang di KUD; (2) pedagang kecil yakni 
pedagang yang mendapatkan ikan langsung dari 
nelayan, di mana ikan tersebut adalah ikan jatah 
lauk (upah) ABK kadang — kadang dalam kondisi 
buruk; (3) pedagang pengecer yakni pedagang 
yang biasanya membeli ikan dari pedagang besar 
setelah selesai di lelang; (4) distributor lokal yakni 
pedagang yang membeli ikan dari pedagang 
besar setelah kegiatan lelang atau dari pedagang 
kecil untuk didistribusikan di luar wilayah Pantai 
Sendang Biru. 


Kontrak yang Tak Tertulis Namun Mengikat 


Kontrak secara umum menggambarkan 
kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan 
yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, 
tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan 
balasan (reciprocal action) atau pembayaran 
sebagai kompensasi. Dalam kenyataannya 
(Klein, 1980:356-358; dalam yustika, 2008:105), 
Kallay (2012) menyebutkan bahwa masalah yang 
menyebabkan perlu adanya kontrak antara lain 
adalah kondisi ketersediaan informasi, bounded 
rationality, opportunism, dan asset specificity. 
Kondisi lapang menunjukan bahwa kontrak 
hubungan kerja yang terjadi antar pelaku dalam 
industri perikanan tersebut bersifat informal atau 
tidak tertulis secara baku berdasarkan pada asas 
kepercayaan. Dimana kepercayaan sebagai bagian 
dari modal non ekonomi yang cukup signifikan dan 
sudah berkembang di masyarakat yang sudah 
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membudaya sebagai bagian dari aktifitas sosial 
dan juga ekononomi (Manzilati, 2010). 


Asas kepercayaan antar pelaku ekonomi 
di Pantai Sendang Biru tersebut tidak serta merta 
muncul tanpa adanya ikatan kontrak yang mengikat 
di antara mereka. Adanya ketergantungan antar 
masyarakat di Pantai Sendang Biru berkaitan 
dengan hutang — piutang yang menyebabkan 
ikatan kontrak secara tak langsung muncul antar 
pelaku usaha sektor perikanan di Pantai Sendang 
Biru. Adanya hutang — piutang secara langsung 
mengikat seseorang untuk terus memiliki hubungan 
kerja dengan kreditor yang telah memberi pinjaman 
tersebut. Jika sesorang ingin berhenti atau memutus 
hubungan kerja dengan pihak yang telah memberi 
pinjaman, maka pihak yang berhutang harus dapat 
melunasi hutangnya terlebih dahulu. 


Berikut merupakan kutipan pernyataan salah 
satu informan yang bekerja sebagai Anak Buah 
Kapal (ABK) di Pantai Sendang Biru: 


“..ya langsung misalnya kasih pinjaman 
sekarang gak boleh kerja di orang lain, 
kan saya kan punya tanggungan, kecuali 
kalau sudah tidak utang itungannya. Iya 
harus melunasi utang utangnya (jika ingin 
berhenti bekerja).” 


Tak hanya itu, hal serupa juga diungkapan 
oleh informan lainnya, ZA (40 tahun), menjelaskan 
bahwa pinjaman uang dilakukan oleh masyarakat di 
Pantai Sendang Biru tanpa menggunakan agunan, 
namun demikian mereka hanya diharuskan untuk 
tetap terikat hubungan kerja dengan pemberi 
pinjaman hingga hutang tersebut lunas. Dengan 
demikian, adanya hutang — piutang tersebutlah 
yang menyebabkan ikatan hubungan kerja antar 
pelaku usaha di Pantai Sendang Biru bertahan 
dalam jangka waktu yang lama yang masih berjalan 
sampai saat ini. 


“(Hutang) ke juragan mas yang punya 
perahu. Ga ada (agunan), pokoknya ikut 
kerja, jadi kalau mau pindah perahu lain 
harus ngelunasin utangnya semua.” 


Sehingga dari pola hubungan kerjasama 
yang terbentuk tersebut, memunculkan kontrak 
dengan kepercayaan yang tinggi di antara pelaku 
usaha perikanan. Artinya, bahwa dengan adanya 
kemudahan melakukan hutang dan sekaligus 
pemasaran hasil tangkap ikan maka memunculkan 
ikatan kontrak sesuai dengan hak dan kewajiban 
antar pelaku, sehingga kepercayaan itu muncul 


Principal Agent Dalam Industri Perikanan Tangkap; Kontrak yang Menguatkan atau Melemahkan? .............. (Kornitasari., et al) 


sebagai bentuk loyalitas akan kemudahan 
tersebut. Siswanto (2005) mendefinisikan loyalitas 
sebagai satu tekad dan kesanggupan menaati, 
melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang 
ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus 
dibuktikan dengan sikap dan perilaku agent yang 
yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari 
untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan dari 
principal ke agent. 


Sehingga secara otomatis dengan adanya 
loyalitas akan memuncul kepercayaan antar pelaku. 
Yousafzai, Pallister & Foxall (2003), mendefinisikan 
bahwa kepercayaan merupakan pondasi dari 
suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan 
terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. 
Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui 
oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai 
dari awal dan dapat dibuktikan. Kepercayaan telah 
dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai 
transaksi sesuai dengan yang diharapkan. 


Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Masyhuri (2014) 
pada perikanan tangkap kasus Muncar dan Bitung 
bahwa nelayan nelayan harus menjual ikan hasil 
tangkapan mereka kepada dan dengan harga 
yang ditentukan oleh “Bos” (pengambek). Selain 
itu, “Bos” (pengambek) dapat tetap mengikat 
nelayan untuk menjual ikan kepadanya. Dan hal ini 
dibuktikan dengan eksistensi pola tersebut berjalan 
sampai sekarang. 


Pola Hubungan Principal — Agent dalam Industri 
Perikanan Perikanan Tangkap 


Teori keagenan menganalisis hubungan 
kontraktual antara dua atau lebih individu, 
kelompok atau organisasi. Salah satu pihak, yakni 
principal, membuat kontrak baik secara implisit 
maupun eksplisit dengan pihak lain, yakni agent. 
Dengan kontrak tersebut diharapkan agent akan 
melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan 
oleh principal (Jensen and Meckling, 1976 dalam 
Yustika ). Principal — agent theory memiliki akar 
masalah pada conflict of interest antar aktor. 
Dalam hal ini prinsipal adalah aktor yang memiliki 
kepentingan dan memberikan tugas kepada agen 
untuk menjalankan kepentingan tersebut. 


Berdasarkan teori principal — agent, 
pengambek merupakan principal, sedangkan 
juragan kapal (nelayan) ialah agent. Dalam industry 
perikanan hal tersebut biasa terjadi tetapi dengan 


nama yang berbedabeda seperti patron client, tetapi 
pada hakikatnya karakteristik dari aktifitas yang 
dilakukan oleh masyarakat pesisir sama (Dahuri, 
Rais, Ginting & Sitepu, 2001). Berkaitan dengan 
peran pengambek dan nelayan, salah seorang 
informan, NHS (50 tahun) yang berprofesi sebagai 
pengambek menyebutkan bahwa juragan kapal 
membeli sendiri perahunya, namun untuk modal 
biaya yang digunakan melaut tersebut berasal dari 
pengambek sesuai dengan penuturannya di bawah 
ini. 
“..kan ada, ada pengurusnya sekarang. 
Tiap kapal ada pengurusnya (pengambek). 
Jadi sudah ada catatannya setiap hari 
mbak. Sistemnya itu kalo tanggungjawab 
penuh masalah apa itu, biaya-biaya apa 
saja sana yang menuhin, nanti kalo sudah 
dapat hasil dikasih.” 


Lebih lanjut, berkaitan dengan hal ini, posisi 
principal — agent di Pantai Sendang Biru bergantung 
pada hubungan tiap-tiap kelompok yang diturunkan 
menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh masing — masing pihak. 


Hak dan Kewajiban Nelayan kepada Pengambek 


Sejalan dengan pembahasan sebelumnya 
bahwaindustri perikanan tangkap di Pantai Sendang 
Biru terdapat hubungan kerja antara Pengambek/ 
Pengurus Kapal dengan Juragan Kapal. Hubungan 
tersebut adalah kontrak non-formal yang diikat 
oleh hutang. Ketika kontrak telah disepakati 
melalui hutang yang diberikan pengambek kepada 
nelayan, selanjutnya nelayan berkewajiban untuk 
menyerahkan seluruh hasil tangkapan kepada 
pengambek. Alih — alih dapat memasarkan ikan 
secara lansung kepada pedagang, nelayan hanya 
berperan untuk mencari ikan dan mendaratkannya 
ke TPI. 


Hal tersebut memberikan konsekuensi 
bahwa kontrak yang dibangun antar pengambek 
dan nelayan sangat lemah dan menguntungkan 
bagi pengambek selaku principal. Menurut Bengen 
(2001) nelayan tidak memiliki posisi tawar yang 
baik dalam kegiatan usahanya karena struktur 
kekuasaan tertinggi berada di tangan pengambek. 
Disisi lain, nelayan tidak memiliki pilihan lain karena 
pendapatan yang tidak menentu sehingga sulit 
untuk mendapatkan akses pembiayaan formal 
(Masyhuri, 2014). 


Disamping kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh nelayan kepada pengambek, nelayan memiliki 
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kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tidak 
hanya dalam kegiatan usaha tetapi juga untuk 
kebutuhan sehari — hari. Jumlah hasil tangkapan 
yang tidak menentu dan perolehan hasil penjualan 
ikan yang cukup lama membuat nelayan sering 
kekurangan biaya untuk kebutuhan sehari — hari. 
Kemudahan ini yang membuat kontrak antara 
nelayan dan pengambek berfungsi sebagai 
dukungan modal yang diharapkan mempertahankan 
pola kerjasama dalam waktu lama (Muhartono & 
Nurlaili, 2018). 


Hak dan Kewajiban Pengambek kepada Nelayan 


Pengambek/pengurus kapal berkewajiban 
tidak hanya memberikan bantukan modal tetapi 
juga memenuhi semua kebutuhan nelayan terkait 
keperluan sarana produksi. Hal ini sejalan dengan 
ungkapan salah satu pengambek berikut ini. 


“Terkadang nelayan itu punya uang 50 
jt. Kapal itu harganya 250, itu yang 200 
saya itu, dia yang penting dia kerja. Terus 
bagiannya dia, dapetnya kapal itu, misalnya 
bulan ini dalam 50 juta, itu mungkin yang 
dicicilkan untuk bayar 25 yang 25 milik 
mereka. Jadi nyicil dari pendapatan. Kalau 
dapetnya cuma sedikit — sedikit nggak 
nyicil sama sekali.” 


Berdasarkan kutipan diatas, sebagai 
pengambek, ia memberikan pinjaman kepada 
nelayan (pemilik kapal) untuk membeli kapal 
maupun untuk modal melaut sesuai kebutuhan 
nelayan. Ia menjelaskan bahwa baginya tidak 
ada masalah seberapa besar pinjaman yang 
diajukan oleh pemilik kapal selama para pemilik 
kapal tersebut bersedia untuk bekerjasama. 
Kerjasama di antara keduanya merupakan hal 
yang penting bagi pengambek karena melalui hasil 
melaut yang dilelang dipasar ikan tersebut yang 
akan digunakan untuk melunasi hutang pemilik 
kapal kepada pengambek. Sisi positif hubungan 
kerjasama tersebut merupakan solusi dalam 
usaha perikanan baik dalam hal permodalan usaha 
maupun pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan 
(Muhartono & Nurlaili, 2018). 


Di luar ikatan hutang yang mereka miliki, 
dalam kegiatan operasional bisnis pengambek kan 
menerima bagi hasil yang dipotong dari penjualan 
ikan. Besar atau kecilnya prosentase potongan 
yang dibebankan kepada juragan kapal tergantung 
pada besarnya jumlah pinjaman yang dimiliki 
juragan kapal kepada pengambek. Semakin besar 
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jumlah pinjaman juragan kapal kepada pengambek, 
maka potongan hasil melaut yang akan diberikan 
juragan kapal kepada pengambek semakin besar. 
Sehingga nilai bagi hasil yang diberikan kepada 
pengambek bisa berubah berdasarkan besar atau 
kecilnya hasil tangkapan. Berikut ini merupakan 
kutipan penjelasan salah seorang informan yang 
merupakan pemilik kapal di Pantai Sendnag Biru: 
“Ya kan tergantung besarnya persenan 
untuk pengepul ke tiap kapal itu beda- 
beda, ada yang ambil 10%, 3% bahkan 
15% kebutuhannya, kalo pinjaman sedikit 
ya persenannya sedikit" 


Asimetris Informasi dalam 
Pengambek dan Juragan Kapal 


hubungan 


Secara teoretis, North (1990) menyampaikan 
bahwa akar masalah yang menyebabkan perlu 
adanya kontrak adalah kondisi assymetric 
information. Kondisi ini membuat aktivitas 
bersama yang dilakukan oleh individu tidak dalam 
kondisi yang setara dimana satu individu memiliki 
informasi yang lebih banyak daripada individu 
lainnya sehingga memunculkan pihak yang 
diuntungkan dan dirugikan.-Dalam hubungan ini, 
diharapkan terjadinya pendelegasian tugas dari 
principal kepada agent. Akan tetapi, perbedaan 
kepentingan sering menjadi penyebab terjadinya 
asimetri informasi. 


Sebagaimana dikatakan Scott (1972) bahwa 
asimetris informasi merupakan ketidakseimbangan 
informasi antara pihak yang dapat memperoleh dan 
memanfaatkan informasi untuk kepentingannya 
dengan pihak lain yang tidak dapat memperoleh 
informasi yang sama. Asimetris informasi dapat 
terjadi sebagai akibat dari pemisahan antara 
fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Hal tersebut 
sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 
bahwa adanya pemisahan kepemilikan kapal dan 
pengelolaan kapal selama proses melaut hingga 
lelang tersebut menyebabkan munculnya asimetris 
informasi di antara pemilik kapal dan pengambek. 


Selanjutnya dikatakan oleh Fozzard (2001), 
asimetris informasi inilah yang selanjutnya 
berpotensi menimbulkan masalah keagenan. 
Penjelasan tersebut sesuai dengan hubungan yang 
terjadi antara pengambek dan pengurus kapal. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa para pemilik kapal 
tidak mengetahui secara pasti terkait harga dan 
jumlah pendapatan yang seharusnya diterima oleh 
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pemilik kapal. Para pemilik kapal mempercayakan 
dan menyerahkan sepenuhnya pemenuhan 
kebutuhan kapal selama melaut hingga pembagian 
hasil lelang ikan di pasar kepada pengambek. 
Berikut ini merupakan kutipan penjelasan salah 
satu pemilik kapal di Pantai Sendang Biru: 


“Saya masalah harga masalah 
pendapatannya berapa kwintal itu saya 
nggak pernah ngecek nggak pernah tau, 
apa kata mas budi. Apa katanya mas 
budi itu, nanti kalau sudah totalan itu baru 
dikasih notanya . ini pendapatannya segini, 
sigini, segini.” 

Menurut Scott (1972), terdapat dua jenis 
asimetris informasi, yaitu adverse selection dan 
moral hazard. Adverse selection merupakan 
keadaan di mana principal serta orang-orang 
dalam lainnya biasanya mempunyai lebih banyak 
informasi tentang kondisi kekinian dan prospek 
ke depan dibandingkan dengan agent. Informasi 
yang seharusnya akan memengaruhi keputusan 
principal, tidak disampaikan kepada agent sehingga 
keputusan yang diambil principal tersebut bisa jadi 
tidak sesuai dengan kondisi faktual organisasi. 
Sehingga kondisi tersebut dapat memunculkan 
moral hazard yang merupakan kegiatan diluar 
pengetahuan agent yang melanggar kontrak yang 
sebenarnya secara etika atau norma mungkin 
tidak layak dilakukan. Moral hazard dapat terjadi 
karena adanya pemisahan pemilikan dengan 
pengendalian yang merupakan karakteristik 
kebanyakan perusahaan besar. 


Salah seorang pemilik kapal lainnya di 
Pantai Sendang Biru menjelaskan bahwa adanya 
ketimpangan informasi yang dimiliki antara pemilik 
kapal dan pengambek tersebut menyebabkan 
nelayan (pemilik kapal) tidak mengetahui banyak 
hal terkait biaya dan proses melaut hingga 
pelelangan ikan di pasar. Para nelayan 
mempercayakan seluruhnya kepada pengambek 
dan hanya menerima pembagian hasil akhir 
setelah hasil tangkapan ikan tersebut dilelang dan 
dipotong dengan berbagai biaya selama proses 
melaut. 


“Nelayan taunya cuman ikan dateng di 
lelang terus dibeli pengepul, harga di 
pelelangan yang diterima nelayan 15 ribu/ 
kilo misalnya sudah dipotongan persenan 
pengepul (pengambek) sama biaya 
transaksi jadi harga di pasar bisa 17 ribu/ 
kilo. Tapi kadang pengepul (pengambek) 
dapet pesenan juga dari luar kota.” 


Hubungan Kontrak yang Melemahkan antara 
Pengambek dan Pemilik Kapal 


Kallay (2012) menyebutkan bahwa masalah 
yang menyebabkan perlu adanya kontrak antara 
lain adalah kondisi ketersediaan informasi, bounded 
rationality, opportunism, dan asset specificity. 
Kesediaan informasi merupakan pengetahuan 
yang dimiliki tiap individu dalam menjalankan 
kegiatannya. Sedangkan bounded rationality, 
opportunism, dan asset specificity adalah aspek 
yang menyebabkan kontrak dapat berjalan tidak 
sesuai dengan rencana. Firth (1946) kontrak dalam 
kondisi assymetric information muncul sebagai 
mekanisme penegakan untuk mempertahankan 
posisi antar aktor agar tidak ada penyimpangan 
dari kesepakatan awal. Artinya kontrak dapat 
mengurangi assymetric information kemudian 
mengurangi biaya transaksi yang ada dalam 
sebuah kegiatan. 


Namun demikian teori tersebut 
berseberangan dengan temuan lapangan. 
Dimana hubungan kontrak yang dibangun antara 
pengambek dan pemilik kapal dapat melemahkan 
hubungan salah satu di antara keduanya. Hubungan 
kontrak antara pemilik kapal dan pengambek lebih 
menguntungkan bagi pengambek. Hal tersebut 
dikarenakan semua proses usaha perikanan 
tangkap ini mulai dari penyedian modal, saprodi 
dan penjualan ikan dilakukan oleh pengambek. 
Sehingga secara struktur kekuasaan, pengambek 
memiliki kekuasaan tertinggi untuk mendapatkan 
keuntungan. Disisi lain, pemilik kapal merasa tidak 
dirugikan dengan kondisi tersebut, dikarenakan 
pengambek menyediakan semua kebutuhan 
sehari-hari dan kebutuhan melaut bagi pemilik 
kapal (Manzilati, Efani & Kornitasari, 2018) 


Sejalan dengan penelitian Qurrata (2018) 
bahwa permasalahan tersebut ditambah dengan 
kenyataan bahwa pada usaha perikanan laut, 
posisi tawar (bargaining posisition) yang dimiliki 
oleh nelayan kecil dan buruh nelayan sangat 
lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena 
dihadapkan dengan kondisi yang tidak kondusif 
pada struktur pasar di perikanan laut. Lemahnya 
posisi daya tawar pemilik kapal tersebut akibat 
adanya keterikatan hutang yang dimiliki oleh 
pemilik kapal terhadap pengambek. Pengambek 
secara langsung akan mengurus kegiatan melaut 
hingga penjualan hasil tangkapan ikan atas kapal 
yang telah dibiayainya. Berikut ini merupakan 
kutipan hasil wawancara salah satu pemilik kapal 
di Pantai Sendang Biru: 
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“Saya masuke ikan ya di pak budi itu. Yang 
ngambil ikannya kan pak budi, yang modalin 
pak budi, ya diambil orang lain gak boleh 
yang modalin dia.” 


Pemilik kapal juga menjelaskan bahwa 
meskipun tidak ada agunan yang disyaratkan 
dalam hutang tersebut, namun jaminan kapal 
dan ikatan kontrak kerja di antara keduanya 
menjadi jaminan dalam hutang tersebut. 
Informan tersebut juga menjelaskan bahwa 
untuk pengembalian hutang, pihaknya akan 
memberikan potongan dari hasil lelang ikan 
tersebut antara 5 - 10% sesuai dengan besarnya 
hutang pemilik kapal. Berikut ini merupakan 
kutipan penjelasan dari salah satu pengambek di 
Pantai Sendang Biru: 


“Pengambek sama yang punya perahu itu 
ada perjanjiannya. Ya kadang — kadang itu 
kan lihatnya dari utang piutang itu. Kalau 
pengambek itu kan kesepakatannya dari 
ini, dari ee misalkan ini kan perahunya. 
Nanti misalkan sudah buanyak hutangnya 
apa bagaimana, apa nutut apa nggak 
nanti. Hutangnya itu berapa perahunya itu 
diikutkan berapa itu nanti ada itungannya. 
Jadi ya buat jaminan lah. Saya ambil ya anu 
10 %, lihat dari anu, lihat dari hutangnya. 
Ada yang 5%, ya dilihat dari sangkutan 
lah. Kalo sampek 50 keatas ya 10 %, kalo 
sampek 50 kebawah ya 5%.“ 


Kontrak Antara Pemilik Kapal dan Anak Buah 
Kapal (ABK) 


Pemilik kapal dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya mencari ikan di lautmemperkerjakan 
beberapa orang yang biasa disebut dengan 
Anak Buah Kapal (ABK). Dalam ABK tersebut 
terdapat nahkoda yang akan menjalankan kapal 
dan juga beberapa orang lainnya yang bertugas 
menangkapikan di laut. ABK dalam satu perahu 
kecil memerlukan 2 — 5 orang ABK. Adapun proses 
pencarian tenaga ABK oleh pemilik kapal melalui 
informasi dari kerabat atau warga sekitar pemilik 
kapal. Bagi masyarakat yang bersedia menajdi 
ABK, mereka secara langsung mengajukan dirinya 
untuk menjadi ABK pada pemilik kapal. Berikut 
ini merupakan kutipan penjelasan salah seorang 
pemilik kapal di Pantai Sendang Biru terkait 
perekrutan tenaga ABK: 

“Ya, ya langsung orangnya, orangnya 
kesini cari kerja gitu yaa, mau ikut gitu ya, 
jadi yaaa pokoknya mampu nggak mabok 
gitu dilaut gapapa.” 
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Lebih lanjut, berkaitan dengan tugas yang 
harus dilakukan ABK ketika melaut, informan 
menjelaskan bahwa selama kegiatan melaut 
berlangsung tidak ada pembagian kerja tertentu 
antar ABK dalamkapal. la menjelaskan bahwa 
pembagian tugas sama rata sesuai dengan 
perjanjian awal mereka bekerja. Informan tersebut 
menjelaskan bahwa tugas ABK adalah menjaring 
ikan dan membersihkan kapal. Para ABK bekerja 
dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore, dan diberi 
jam istirahat pada pukul 12 siang. 


“Nggak ada pembagian kerja tertentu, 
selama sehari kerja full aja rata, pembagian 
kerja ABK dibagi rata sesuai jobdesk di 
awal perjanjian, yang menjaring, yang 
membersihkan kapal yang penting kerja dari 
jam 6-12 siang nanti istirahat terus lanjut 
sampek jam 5 sore.” 


Berkaitan dengan pembagian upah hasil 
melaut, informan menjelaskan bahwa pembagian 
upah tersebut dibagi menjadi 1/3 bagian dari 
masing-masing yang terlibat di dalamnya. Dari 
3/3 hasil yang didapat oleh nelayan, 1/3 diberikan 
kepada ABK (2-5 orang), 1/3 diberikan kepada 
pemilikkapal, dan 1/3 diberikan kepada pengurus 
kapal/pengambek. Berbeda dengan perahu kecil, 
informan menjelaskan bahwa pembagian hasil 
melaut pada kapal besar pembagian upahnya 
ialah 50% untuk pemilik kapal, 10% untuk biaya 
perawatan kapal, 20% untuk pengambek, dan 20% 
sisanya diberikan untuk ABK dibagi dengan jumlah 
ABK per kapal. 


“Kalo perahu kecil punya pribadi itu kalo 
ada yang ikut melaut misal 2-5 orang 
pembagiannya 1/3 bagian jadi ABK 1 
bagian, juragan laut 1 bagian, biaya perahu 
1 bagian. Maksudnya 1/3 bagian dari hasil 
melaut jadi ya jumlah ikan/kilo di kali harga 
per kilonya. Kalo kapal dibagi 2 dulu jadi 
50% untuk juragan darat ya pemilik kapal, 
10% untuk biaya perawatan kapal, 20% 
untuk pengambek 20% ABK dibagi jumlah 
ABK nya perkapal.” 


Bahkan, informan lain yang merupakan 
pengambek sekaligus pedagang besar ikan di Pantai 
Sendang Biru menjelaskan bahwa hasil tangkapan 
ikan dalam satu kapal akan diambil terlebih dahulu 
oleh pengurus kapal/pengambek, selanjutnya akan 
dibagikan kepada pemilik kapal dan ABK. Jumlah 
besaran potongan untuk pengambek bergantung 
pada ikatan (jumlah hutang) pemilik kapal, yakni 
antara 5 — 15%. Sisanya tersebut dibagikan 
50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk ABK. 
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Dari prosentase upah yang diterima oleh 
ABK tersebut selanjutnya di mana dibagi lagi 
sejumlah ABK yang ada dan nahkoda/juru mudi 
mendapatkan bagian dua kali lipat besar daripada 
yang diterimaoleh per orang ABK. Berikut ini 
merupakan kutipan penjelasan salah satu informan 
yang merupakan pengambek sekaligus pedagang 
besar ikan di Pantai Sendang Biru: 


“Ya ngikuti umumnya disini. Kalo sekoci, 
satu kapal diambil prosentase pengurus, 
habis begitu tergantung. Tergantung 
ikatannya banyak 1046 sampek 1546 dari 
penghasilan. Kalau ikatannya sedikit 
dikurangi 5%. Habis itu dibagi, diambil 
biaya operasonal. Sisanya itu baru dibagi 
2, separo yang punya kapal. Sisanya yang 
separo untuk ABK. ABK ya tergantung 
jumlahnya. Kalo jumlahnya 4 ya dibagi 5, 
soalnya juru mudi dua bagian.” 


Lebih lanjut, salah seorang informan yang 
merupakan ABK menyebutkan bahwa rata-rata 
pendapatan yang ia terima dalam sekali melaut 
terkadang 2 — 3 juta rupiah. Namun demikian, ia 
kembali menjelaskan bahwa pendapatan yang 
ia terima sebagai ABK sepenuhnya bergantung 
pada banyak atau sedikitnya jumlah ikan yang 
berhasil diperoleh selama melaut. 


“Kalau itu saya g pernah tau soal itu. 
Kadang iya 2jta-3jta ya gitu aja cuman lihat 
ikan doank kalau ikan banyak ya banyak.” 


Namun, berdasarkan informasi dari salah 
seorang ABK menjelaskan bahwa ketika nelayan 
tidak berhasil mendapatkan ikan selama melaut, 
maka para ABK dibebankan untuk mengganti biaya 
solar yang telah dikeluarkan selama melaut. 


“iya kalau potongan misal gak dapat ikan 
itu dipotong solar” 


Selanjutnya, berkaitan dengan kerusakan 
kapal, beberapa informan menyebutkan bahwa 
kerusakan kapal akan menjadi tanggungjawab 
pemilik kapal. Namun beberapa informan lain 
menyatakan bahwa kerusakan kapal menjadi 
tanggungjawab bersama antara ABK dan pemilik 
kapal. Agus, pemilik kapal di Pantai Sendang Biru 
menjelaskan bahwa pengecekan kapal selalu 
dilakukan oleh juragan laut (pengambek) sebelum 
melaut untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan 
kapal di tengah perjalanan melaut. 


“Kalo jadi Abk yang mnegerti perahu ya 
juragan laut, pengecekan tidak bisa ABK 
dahulu takut disalahkan. Sebelum melaut 


ada laporan dulu administrasinya lah dicek 
juga perahunya, tanggal berangat-pulang 
nama nahkoda tau juragan laut, nama 
pemilik kapal" 


Lain halnya dengan Agus, menurut salah 
satu informan yang merupakan ABK menjelaskan 
bahwa tanggungjawab kerusakan kapal ada di 
tangan pemilik kapal. Tak hanya itu, pendapat 
berbeda juga diungkapkan oleh Zaenul, salah 
seorang ABK lainnya di Pantai Sendang Biru. 
la menjelaskan bahwa kerusakan kapal akan 
menjadi tanggungjawab semua ABK yang ada di 
kapal tersebut, di mana tanggunjawab tersebut 
harus dibayar oleh ABK dengan dibebankannya 
potongan biaya kerusakan kapal terhadap upah 
para ABK. 


“Ditanggung semua abk mas la itu kan ada 
potongan sedikit tadi.” 


Hubungan Kontrak yang Melemahkan antara 
Pengambek dan Pemilik Kapal 


Kallay (2012) menyebutkan bahwa masalah 
yang menyebabkan perlu adanya kontrak antara 
lain adalah kondisi ketersediaan informasi, bounded 
rationality, opportunism, dan asset specificity. 
Kesediaan informasi merupakan pengetahuan 
yang dimiliki tiap individu dalam menjalankan 
kegiatannya. Sedangkan bounded rationality, 
opportunism, dan asset specificity adalah aspek 
yang menyebabkan kontrak dapat berjalan tidak 
sesuai dengan rencana. 


Kontrak dalam kondisi assymetric information 
muncul sebagai mekanisme penegakan untuk 
mempertahankan posisi antar aktor agar tidak 
ada penyimpangan dari kesepakatan awal. 
Artinya kontrak dapat mengurangi assymetric 
information kemudian mengurangi biaya transaksi 
yang ada dalam sebuah kegiatan (Hargrave 
& Andrew, 2004). 


Namun demikian, teori tersebut 
berseberangan dengan temuan lapangan. 
Hubungan kontrak yang dibangun antara 


pengambek dan pemilik kapal dapat melemahkan 
hubungan salah satu di antara keduanya. Hubungan 
kontrak antara pemilik kapal dan pengambek lebih 
menguntungkan bagi pengambek. Tidak hanya 
memiiki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan 
dengan nelayan tetapi juga sebagai pemasok 
perbekalan untuk melaut.Dimana harga diberikan 
oleh pengambek kepada nelayan lebih tinggi dari 
harga pasar. Hal ini sejalan dengan pernyataan 
salah satu nelayan. 


205 


J. Sosek KP Vol. 14 No. 2 Desember 2019: 197-209 


“Enaknya kalau dari pengambek itu bisa 
hutang. Tapi ya gitu, harganya beda sama 
di toko. Misal beras di toko harga sepuluh 
kita dapenya tiga belas.” 


Lemahnya posisi daya tawar pemilik kapal 
tersebut akibat kurangnya sumber modal untuk 
kegiatan operasional, sehingga pengambek secara 
langsung akan mengurus kebutuhan kegiatan 
melaut, bahkan penjualan hasil tangkapan ikan 
dari nelayan. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa pengambek memonopoli sumber daya 
berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Sejalan 
dengan Sumarsono, S. (2009) bahwa tenaga 
kerja dengan dominasi modal cenderung akan 
melakukan kekuasaan terkait dengan sumber daya 
yang dimiliki. 


Kontrak Antara Pemilik Kapal dan Anak Buah 
Kapal (ABK) 


Pemilik kapal dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya mencari ikan dilautmemperkerjakan 
beberapa orang yang biasa disebut dengan 
Anak Buah Kapal (ABK). Dalam ABK tersebut 
terdapat nahkoda yang akan menjalankan kapal 
dan juga beberapa orang lainnya yang bertugas 
menangkapikan di laut. Jumlah ABK dalam satu 
perahu kecil memerlukan 2 — 5 orang ABK. Adapun 
proses pencarian tenaga ABK oleh pemilik kapal 
melalui informasi dari kerabat atau warga sekitar 
pemilik kapal. Bagi masyarakat yang bersedia 
menajdi ABK, mereka secara langsung mengajukan 
dirinya untuk menjadi ABK pada pemilik kapal. 
Berikut ini merupakan kutipan penjelasan salah 
seorang pemilik kapal di Pantai Sendang Biru 
terkait perekrutan tenaga ABK: 


“Ya, ya langsung orangnya, orangnya 
kesini cari kerja gitu yaa, mau ikut gitu ya, 
jadi yaaa pokoknya mampu nggak mabok 
gitu dilaut gapapa.” 


Lebih lanjut, berkaitan dengan tugas yang 
harus dilakukan ABK ketika melaut, informan 
menjelaskan bahwa selama kegiatan melaut 
berlangsung tidak ada pembagian kerja tertentu 
antar ABK dalam kapal. la menjelaskan bahwa 
pembagian tugas sama rata sesuai dengan 
perjanjian awal mereka bekerja. Informan tersebut 
menjelaskan bahwa tugas ABK adalah menjaring 
ikan dan membersihkan kapal. Para ABK bekerja 
dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore, dan diberi 
jam istirahat pada pukul 12 siang. 


“Nggak ada pembagian kerja tertentu, 
selama sehari kerja full aja rata, pembagian 
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kerja ABK dibagi rata sesuai jobdesk di 
awal perjanjian, yang menjaring, yang 
membersihkan kapal yang penting kerja 
dari jam 6-12 siang nanti istirahat terus 
lanjut sampek jam 5 sore.” 


Berkaitan dengan pembagian upah hasil 
melaut, informan menjelaskan bahwa pembagian 
upah tersebut dibagi menjadi 1/3 bagian dari 
masing-masing yang terlibat di dalamnya. Dari 
3/3 hasil yang didapat oleh nelayan, 1/3 diberikan 
kepada ABK (2-5 orang), 1/3 diberikan kepada 
pemilikkapal, dan 1/3 diberikan kepada pengurus 
kapal/pengambek. Berbeda dengan perahu kecil, 
informan menjelaskan bahwa pembagian hasil 
melaut pada kapal besar pembagian upahnya 
ialah 50% untuk pemilik kapal, 10% untuk biaya 
perawatan kapal, 20% untuk pengambek, dan 20% 
sisanya diberikan untuk ABK dibagi dengan jumlah 
ABK per kapal. 


“Kalo perahu kecil punya pribadi itu kalo 
ada yang ikut melaut misal 2-5 orang 
pembagiannya 1/3 bagian jadi ABK 1 
bagian, juragan laut 1 bagian, biaya perahu 
1 bagian. Maksudnya 1/3 bagian dari hasil 
melaut jadi ya jumlah ikan/kilo di kali harga 
per kilonya. Kalo kapal dibagi 2 dulu jadi 
50% untuk juragan darat ya pemilik kapal, 
10% untuk biaya perawatan kapal, 20% 
untuk pengambek 20% ABK dibagi jumlah 
ABK nya perkapal.” 


Bahkan, informan lain yang meru 
pakan pengambek sekaligus pedagang besar 
ikan di Pantai Sendang Biru menjelaskan bahwa 
hasil tangkapan ikan dalam satu kapal akan 
diambil terlebih dahulu oleh pengurus kapal/ 
pengambek, selanjutnya akan dibagikan kepada 
pemilik kapal dan ABK. Jumlah besaran potongan 
untuk pengambek bergantung pada ikatan (jumlah 
hutang) pemilik kapal, yakni antara 5 — 15%. 
Sisanya tersebut dibagikan 50% untuk pemilik 
kapal dan 50% untuk ABK. Dari prosentase upah 
yang diterima oleh ABK tersebut selanjutnya di 
mana dibagi lagi sejumlah ABK yang ada dan 
nahkoda/juru mudi mendapatkan bagian dua kali 
lipat besar daripada yang diterima oleh per orang 
ABK. Berikut ini merupakan kutipan penjelasan 
salah satu informan yang merupakan pengambek 
sekaligus pedagang besar ikan diPantai Sendang 
Biru: 


“Ya ngikuti umumnya disini. Kalo sekoci, 
satu kapal diambil prosentase pengurus, 
habis begitu tergantung. Tergantung 
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ikatannya banyak 1046 sampek 1546 dari 
penghasilan. Kalau ikatannya sedikit 
dikurangi 5%. Habis itu dibagi, diambil 
biaya operasonal. Sisanya itu baru dibagi 
2, separo yang punya kapal. Sisanya yang 
separo untuk ABK. ABK ya tergantung 
jumlahnya. Kalo jumlahnya 4 ya dibagi 5, 
soalnya juru mudi dua bagian.” 


Lebih lanjut, salah seorang informan yang 
merupakan ABK menyebutkan bahwa rata-rata 
pendapatan yang ia terima dalam sekali melaut 
terkadang 2 — 3 juta rupiah. Namun demikian, ia 
kembali menjelaskan bahwa pendapatan yang ia 
terima sebagai ABK sepenuhnya bergantung pada 
banyak atau sedikitnya jumlah ikan yang berhasil 
diperoleh selama melaut. Hal ini, mengartikan 
bahwa produktifitas nelayan dilihat dari banyak 
sedikit ikan hasil tangkapan sehingga semakin 
produktif maka akan mendapatkan upah yang 
lebih besar. Sejalan dengan Jimad (2012) dalam 
system pengupahan yang menggunakan hitungan 
berdasarkan produktifitas yang dihasilkan sesuai 
dengan kontrak dapat dikatakan bahwa system 
pengupahan yang berlaku adalah bagi hasil. 
Hal tersebut bertentangan dengan Setiadi 
(2009) bahwa tingginya tingkat upah yang tinggi 
tidak menjamin tingginya produktivitas kerja, 
tetapi hal tersebut disebabkan faktor-faktor lain 
di luar upah dan jaminan social. Dan hal tersebut 
berbeda dengan industry yang ada di pesisir 
Malang Selatan. 


“Kalau itu saya g pernah tau soal itu. 
Kadang iya 2jta-3jta ya gitu aja cuman lihat 
ikan doank kalau ikan banyak ya banyak.” 


Namun, berdasarkan informasi dari salah 
seorang ABK menjelaskan bahwa ketika nelayan 
tidak berhasil mendapatkan ikan selama melaut, 
maka para ABK dibebankan untuk mengganti biaya 
solar yang telah dikeluarkan selama melaut. 


“iya kalau potongan misal gak dapat ikan 
itu dipotong solar” 


Selanjutnya, berkaitan dengan kerusakan 
kapal, beberapa informan menyebutkan bahwa 
kerusakan kapal akan menjadi tanggungjawab 
pemilik kapal. Namun beberapa informan lain 
menyatakan bahwa kerusakan kapal menjadi 
tanggung jawab bersama antara ABK dan pemilik 
kapal. Agus, pemilik kapal di Pantai Sendang Biru 
menjelaskan bahwa pengecekan kapal selalu 
dilakukan oleh juragan laut (pengambek) sebelum 
melaut untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan 
kapal di tengah perjalanan melaut. 


“Kalo jadi Abk yang mnegerti perahu ya 
juragan laut, pengecekan tidak bisa ABK 
dahulu takut disalahkan. Sebelum melaut 
ada laporan dulu administrasinya lah dicek 
juga perahunya, tanggal berangat-pulang 
nama nahkoda tau juragan laut, nama 
pemilik kapal" 


Lain halnya dengan Agus, menurut salah 
satu informan yang merupakan ABK menjelaskan 
bahwa tanggungjawab kerusakan kapal ada di 
tangan pemilik kapal. Tak hanya itu, pendapat 
berbeda juga diungkapkan oleh Zaenul, salah 
seorang ABK lainnya di Pantai Sendang Biru. Ia 
menjelaskan bahwa kerusakan kapal akan menjadi 
tanggungjawab semua ABK yang ada di kapal 
tersebut, di mana tanggunjawab tersebut harus 
dibayar oleh ABK dengan dibebankannya potongan 
biaya kerusakan kapal terhadap upah para ABK. 


“Ditanggung semua abk mas la itu kan ada 
potongan sedikit tadi.” 


Hal tersebut menunjukan bahwa dalam 
industry pesisir dalam skema pembagian untung 
maupun kerugian menggunakan mekanisme bagi 
hasil sesuai dengan kontrak yang disepakati 
antar pelaku. Jam, Syed, Tahir & Faroog, (2010) 
mendefinisikan bahwa mekanisme kerja dengan 
menggunakan skema bagi hasil memberikan 
keuntungan yang adil bagi principal dan agent 
karena mendapatkan kompensasi untung atau 
rugi sesuai dengan kontribusinya. Jimad (2012) 
sistem bagi hasil membuat setiap devisi akan 
berusaha menghasilkan yang paling banyak yang 
dapat dicapai, sehingga mempengaruhi jumlah 
nominal bagi hasil yang diterima karyawan. Sejalan 
dengan Yahya & Edy (2010) bahwa mekanisme 
dalam bagi hasil baik untuk profit maupun loss 
akan membagi hasil aktifitas ekonomi sesuai 
dengan kontribusi dan kesepakatan yang antar 
pelaku ekonomi. 


Kontrak antara Pengambek, Nelayan, dan Kuli 
Logistik 


Setiap pengurus kapal memiliki hubungan 
dengan pedagang yang menyuplai kebutuhan kapal 
saat melaut. Supplier ini biasanya memurapak 
pedagang sembako yang ada di Sendang Biru. 
Ada juga pengurus kapal yang sekaligus memiliki 
toko untuk suplai kebutuhan melaut. Pelaksana 
pemenuhan kebutuhan logsitik tersebut dilakukan 
oleh kuli bongkar. Kuli bongkar bertugas untuk 
mendistribusikan logistik yang dikirim dari supplier 
untuk kapal yang akan berangkat melaut. Hubungan 


207 


J. Sosek KP Vol. 14 No. 2 Desember 2019: 197-209 


kerja kuli bongkar hanya dengan nelayan. Mereka 
menerima upah setelah nelayan pulang melaut 
berupa ikan sebanyak 5 kg/keranjang dengan 
jumlah sesuai hasil tangkapan yang diperoleh. 
Jadi kuli bongkar tidak memiliki hubungan 
kerja dengan pengurus kapal maupun supplier 
logistik. 


Kebutuhan logistik dalam sebuah kapal 
ditentukan oleh pengambek selaku pengurus 
kapal. Salah seorang informan menjelaskan 
bahwa setiap nelayan terdapat pengurus kapal 
masing-masing. Tugas dari pengurus kapal ialah 
memenuhi kebutuhan operasional dan logistik 
nelayan selama melaut. la juga menjelaskan 
bahwa pengurus kapal (pengambek) akan 
memberikan potongan sebesar 5% dari 
pendapatan kotor hasil melaut sebagai pengganti 
biaya logsitik yang telah dikeluarkan. 


“Semua nelayan ada pengurus masing- 
masing, kerjasama nelayan dengan 
pengambek misal 1 pengurus membawahi 
10 kapal, dst. Mereka memenihi kebutuhan 
nelayan selama melaut, baik operasional 
maupun logistik ditanggung oleh 
pengambek dipotong 5% dari pendapatan 
kotor melautnya.” 


Berkaitan dengan upah yang diterima 
oleh kuli bongkar, kuli bongkar hanya bertugas 
memberikan jasa angkut logistik kepada nelayan 
untuk kebutuhan melaut, sehingga upah yang 
diterima oleh kuli bongkar hanya berasal dari jasa 
angkutnya saja. Salah seorang informan yang 
merupakan kuli bongkar menjelaskan bahwa 
pengambek akan memberi informasi kebutuhan 
logistik yang perlu dikirim ke kapal. Selanjutnya, 
pengambek yang akan membayar kebutuhan 
logisktik tersebut. Upah yang diterima oleh kuli 
bongkar adalah upah atas jasa angkut yang telah 
diberikannya. 

“Istilahnya kan kita kuli angkut gitu. Yang 
bayar (logistik) pengambek, yang ngasih 
tau kapal mana butuh logistik berapa ya 
pengambek. Cuman kita dapet upah dari 
jasa ngangkut aja.” 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan di 
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industri perikanan pesisir Malang Selatan terjalin 
dengan hubungan kerja/industrial (principal-agent) 
melalui kontrak pembiayaan informal antara 
Nelayan dan Pengambek. Sebagaimana kita ketahui 
bahwa hampir di semua usaha penangkapan 
ikan di Indonesia mengalami keterbatasan akses 
pembiayaan formal seperti lembaga keuangan 
bank sehingga sehingga membuat nelayan 
tidak ada pilihan pembiayaan lain. Kontrak 
pembiayaan tersebut memberikan konsekuensi 
kepada nelayan, dimana nelayan terikat dengan 
kontrak yang melemahkan posisi tawarnya dalam 
bisnis perikanan tangkap. Lemahnya bargaining 
position pemilik kapal tersebut akibat kurangnya 
sumber modal untuk kegiatan bisnis dan 
pemenuhan kebutuhan sehari hari, sehingga 
pengambek memiliki kekuasaan lebih tinggi 
dibandingkan nelayan sebagai pemilik kapal. 
Maka dapat dikatakan bahwa hubungan kontrak 
yang terbentuk di pesisir pantai Sendangbiru 
membuat pengambek memonopoli sumber daya 
berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Sehingga 
kontrak yang terbentuk bisa dikatakan 
menguntungkan bagi nelayan karena untuk 
menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, 
akan tetapi kontrak ini secara kelembagaan 
(principal-agent) dikatakan melemahkan bagi 
nelayan karena menghilangkan kekuasaan akan 
pengelolaan hasil tangkapan.Akhirnya, kontrak 
tersebut seakan akan menguntungkan bagi 
nelayan akan tetapi sebenarnya melemahkan 
dalam sebuah kontrak. Hal tersebut dilatar- 
belakangi adanya kepercayaan nelayan kepada 
pengambek yang menimbulkan asymmetry 
information, terutama dalam pemenuhan 
kebutuhan perbekalan sampai dengan besaran 
nilai bagi hasil dari hasil tangkapan ikan. 


Rekomendasi Kebijakan 


Adapun saran yang diberikan berdasarkan 
hasil penelitian adalah perlunya membentuk dan 
membangun lembaga keuangan informal yang 
ramah bagi nelayan dengan mengoptipmalkan 


peran modal sosial yang sudah terbentuk 
dikelompok nelayan, sehingga pelan-pelan 
akan mengurangi ketergantungan nelayan 


kepada para pengambek dan akan memberikan 
kemandirian dan kesejahteraan bagi para 
nelayan. Salah satunya dengan membentuk 
Financial Social Sharing, yaitu lembaga 
keuangan informal yang dikelola oleh para 
nelayan dengan sistem kekeluargaan dan 
kepercayaan. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran udang 
di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Karantina Ikan 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPS. 
Pendekatan struktur pasar menggunakan analisis CR4 (Concentration Ratio for Biggest Four) dan 
analisis IHH (Indeks Hirschman Hertfindahl). Pendekatan perilaku pasar menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif berkenaan dengan pasar yang menjadi obyek penelitian. Analisis kinerja pasar udang 
menggunakan pendekatan Price Cost Margin dan Market Efficiency Indeks (MEI). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekspor udang masih didominasi oleh udang beku (58,78%) ke Amerika Serikat 
dan Jepang. Selanjutnya, hasil ini mengindikasikan bahwa udang olahan memiliki struktur pasar yang 
lebih bersaing dibandingkan udang beku karena jumlah perusahaan lebih banyak dengan hambatan 
masuk pasar yang lebih mudah. Sifat oligopoli pada industri udang menyebabkan sulitnya memperoleh 
informasi untuk memasuki pasar udang ini karena adanya tekanan yang kuat dari masing-masing industri. 
Perilaku pasar udang yang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui strategi harga, diversifikasi produk 
dan promosi. Hal ini berimplikasi pada potensi pengembangan industri udang beku karena jumlah 
perusahaan masih sedikit dan harga lebih tinggi dibandingkan harga udang olahan. 


Kata Kunci: udang; struktur pasar, perilaku pasar, kinerja pasar 


ABSTRACT 


The aims of this study are to analyze structure, behavior and performance of Indonesian shrimp 
market. Data used are secondary data obtained from the Agency of Fish @uarantine and Quality Fishery 
Product, Ministry of Marine and Fisheries and Statistic Central Bureau (BPS). Structural analysis using 
Concentration Ratio for Biggest Four (CR4) and Hirschman Hertfindahl Index analysis (IHH). Market 
behavior approach using gualitative descriptive analysis related to markets as research object. Market 
performance analysis using Market Efficiency Index analysis (MEI). The results showed that shrimp 
exports were still dominated by frozen shrimp (58.78%) to the United State and Japan. Furthermore, the 
result indicated that shrimp processed have a more competitive market structure than frozen shrimp due 
to the greater number of companies with easier barriers to market entry. The nature of oligopoly in this 
industry makes it difficult to obtain information to move the shrimp market because it produces strong 
pressure from each industry. Shrimp market behavior carried out by the company is through pricing, 
product diversification and promotion strategies. This has implications for the potential development of 
the frozen shrimp industry because the number of companies is still small and the price is higher than 
the price of processed shrimp. 


Keywords: shrimp; market structure: market behavior: market performance 
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PENDAHULUAN 


Indonesia sebagai negara kepulauan 
memiliki kekayaan alam yang melimpah termasuk, 
kekayaan laut. Laut Indonesia mengandung 
sumber daya hayati yang kaya. Sektor kelautan 
dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis 
dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku 
bagi industri nasional. Demikian juga pengolahan 
dan pemasaran hasil perikanan memberi kontribusi 
yang cukup besar dalam menciptakan produk 
perikanan bermutu tinggi dan aman dikonsumsi. 
Ikan tuna, tongkol, cakalang, dan udang serta 
rumput laut merupakan komoditas perikanan 
unggulan di Indonesia. Besarnya jumlah ikan 
yang ada di perairan Indonesia menjadikannya 
sebagai salah satu komoditas ekspor yang sangat 
diandalkan dalam meningkatkan devisa negara. 


Kinerja pertumbuhan ekspor perikanan 
Indonesia selama kurun waktu 2012 — 2017 
mengalami surplus, dengan rata-rata pertumbuhan 
sebesar 6,2% per tahun. Namun di sisi lain, 
pertumbuhan tersebut menunjukkan trend yang 
menurun (pertumbuhan ekspor perikanan Indonesia 
melambat). Oleh karena itu, mengingat tuntutan 
perdagangan global dengan tingkatpersaingan yang 
tinggi maka Indonesia perlu meningkatkan daya 
saing produk perikanannya dengan menghasilkan 
beragam produk kompetitif dengan mutu yang baik 
dan sesuai standar keamanan bahan pangan. 


Udang merupakan salah satu andalan 
ekspor non migas dan menjadi primadona 
perikanan Indonesia karena dapat memberikan 
kontribusi bagi peningkatan devisa negara dari 
sektor perikanan sebesar 52,9 persen dari seluruh 
nilai ekspor perikanan Indonesia dan menyediakan 
lapangan kerja bagi 1.7 juta orang (International 
Finance Corporation/FC, 2007b). Namun demikian, 
pengembangan udang terkendala rendahnya 
produktivitas dan belum optimalnya pemenuhan 
persyaratan mutu. Studi IFC (2006, 2007a): USAID 
(2006): dan World Bank (2006) berturut-turut untuk 
Indonesia, Nigeria, Bangladesh, dan Pakistan, 
menunjukkan pentingnya peningkatan produktivitas 
dan mutu agar udang dari keempat negara 
tersebut mampu bersaing di pasar internasional. 
Senada dengan hal tersebut, Helble dan Okubo 
(2006) menyatakan bahwa keberhasilan ekspor 
berkelanjutan hanya dapat dicapai jika produktivitas 
tinggi dikombinasikan dengan mutu tinggi. 


Ekspor udang segar Indonesia terus 
mengalami penurunan dengan volume ekspor 
lebih rendah dibandingkan Thailand. Tahun 2010, 
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penurunan ekspor Indonesia sebesar 55,89% dari 
tahun sebelumnya. Di pihak lain, ekspor udang 
beku Indonesia menurun hingga 13,47% pada 
tahun 2009. Ekspor udang beku Indonesia juga 
masih rendah dibandingkan dengan Vietnam, India, 
dan China. Di sisi lain, Thailand terus mengalami 
penurunan ekspor udang beku sejak tahun 2011. 
Hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit 
EMS yang menyerang udang Thailand sehingga 
produksi udang di negara tersebut mengalami 
penurunan (Jory, 2014). Meskipun demikian, 
Wati et al. (2013) mengungkapkan daya saing 
ekspor udang beku Thailand masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan udang beku Indonesia. 
Sementara itu, China mampu menggeser posisi 
Indonesia sebagai pengekspor udang beku dunia. 
Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan daya 
saing udang Indonesia masih rendah dibandingkan 
negara lainnya. Penyebabnya karena sekitar 60% 
produksi udang segar digunakan untuk industri 
udang beku dalam negeri dibandingkan untuk 
keperluan ekspor (Juarno, 2012). Berdasarkan 
latar belakang tersebut maka perlu dilakukan 
kajian terkait struktur, perilaku dan kinerja industri 
udang di Indonesia dalam rangka mendongkrak 
produktivitas dan daya saing udang. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Februari-Oktober 2018 dengan mengambil lokasi 
penelitian di Makassar, Bali dan Surabaya. Lokasi 
penelitian tersebut digunakan untuk melakukan 
verifikasi lapang terhadap data sekunder yang 
diperoleh. 


Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 


Penelitian ini menggunakan data primer 
dan sekunder yang terkait dengan industri udang 
Indonesia. Data sekunder tersebut dikumpulkan 
dengan menggunakan metode desk study. Data 
sekunder yang digunakan berupa volume dan 
harga ekspor per perusahaan dengan komoditas 
udang ke negara tujuan dari Badan Karantina 
Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 
(BKIPM) KKP pada tahun 2016-2017 dan juga 
mikro data Survei Industri Besar Sedang (IBS) 
tahun 2011-2015 dari BPS. Data IBS yang 
digunakan dipilih berdasarkan klasifikasi baku 
lapangan usaha (KBLI) yang disesuaikan dengan 
standar internasional ISIC Revisi 4 tahun 2009 
yang diasumsikan dapat mewakili komoditas yang 
dianalisis dalam penelitian ini. 
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Data primer diperoleh melalui menggunakan 
metode survei dengan melakukan observasi dan 
wawancara kepada responden di lokasi penelitian. 
Teknik pengambilan sampel responden lembaga 
pemasaran dengan metode snowball sampling, 
yaitu teknik pengambilan sampel dengan key 
informan, dan dari key informan inilah akan 
berkembang sesuai petunjuknya (Subagyo, 2006). 


Metode Analisis Data 


Analisis Struktur Pasar 


a. Pangsa pasar (Market Share) 


Peningkatan pangsa pasar mengindikasikan 
adanya peningkatan persaingan bagi perusahaan 
dalam industri sehingga besaran pangsa pasar 
menjadi aspek penting dalam pemasaran (Jaya, 
2001). Pangsa pasar berpengaruh terhadap 
keuntungan. Besaran pangsa pasar berkisar antara 
0 hingga 100 persen dari total penjualan seluruh 
pasar. Pangsa pasar yang besar mencirikan 
kekuatan pasar yang besar. Sebaliknya, pangsa 
pasar yang kecil dimaknai perusahaan tidak mampu 
bersaing dalam tekanan persaingan. Menurut 
Besanko et al. (2010), pangsa pasar dapat dihitung 
dengan menggunakan penerimaan penjualan atau 
kapasitas produksi. 


dimana MSi = pangsa pasar perusahaan i (Yo); 
Si = penjualan atau kapasitas produksi perusahaan 


MSi = Ia. 10096 


i (rupiah); dan = penjualan atau kapasitas produksi 
seluruh perusahaan (rupiah). 


b. Konsentrasi Pasar (Market Concentration) 


Konsentrasi pasar memiliki keterkaitan erat 
dengan pangsa pasar. Konsentrasi pasar merupakan 
kombinasi pangsa pasar dari perusahaan- 
perusahaan oligopolis yang saling bergantung 
satu dengan lainnya (Jaya, 2001). Waldman 
dan Jensen (2007) menyatakan bahwa terdapat 
beberapa indeks yang dapat digunakan untuk 
mengukur konsentrasi pasar, yaitu rasio 
konsentrasi (concentration ratio - CR) dan 
Herfindahl Hirchman Index (HHI). Rasio konsentrasi 
menghitung persentase penjualan di pasar dari 
jumlah absolut beberapa perusahaan besar yang 
ada di pasar. Konsentrasi pasar menunjukkan 
pangsa pasar yang dikuasai oleh beberapa 
perusahaan terbesar. 


PE E E A PE (Suryawati., et al) 


Concentration Ratio (CRx) 


Menurut Baye (2010), rasio konsentrasi 
dapat digunakan untuk mengukur struktural power 
karena melibatkan jumlah absolut perusahaan 
dan ukuran distribusi. Contohnya penghitungan 
CR4 „yaitu mengukur konsentrasi dari empat 
perusahaan terbesar yang ada dalam satu pasar. 
Nilai CR berada diantara O sampai 100. Untuk 
pasar persaingan sempurna, CR sama dengan 0 
dan untuk monopoli CR sama dengan 100. 


CR, = £ MS,: (x = 1,2,3...n) 


dimana CR, - konsentrasi rasio dari x perusahaan 
terbesar dalam satu pasar dan MS, - persentase 
pangsa pasar (market share) perusahaan ke-i. 
Keterbatasan pengukuran CR adalah hanya 
mencakup sebagian kecil perusahaan yang 
menguasai sebagian besar pasar sehingga 
pengukuran ini belum menunjukkan besarnya 
distribusi antar perusahaan. Keunggulannya adalah 
pengukuran menjadi lebih mudah karena didukung 
oleh data. 


Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 


Pengukuran ini didasarkan pada jumlah total 
dan distribusi ukuran dari perusahaan-perusahaan 
dalam industri. Dihitung dengan penjumlahan 
kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam 
suatu industri (Jaya, 2001). 


n 
HHI = > MSi? 
i-1 


Dimana HHI = Herfindahl-Hirschman Index; MSi 
= pangsa pasar perusahaan ke-i (persen); M = 
jumlah perusahaan terbesar; dan n 5 jumlah total 
seluruh perusahaan yang berada pada industri. 


Indeks akan mendekati O (nol) ketika 
terdapat banyak perusahaan dalam satu pasar 
dengan distribusi yang hampir sama (mendekati 
pasar persaingan sempurna), dan mendekati 
10.000 ketika terjadi monopoli. Pada indeks ini 
terdapat karakteristik pada bobot, yang dibebankan 
relatif pada pangsa pasar perusahaan besar 
dibandingkan dengan pangsa pasar perusahaan 
kecil (Juwita, 2004). 


c. Hambatan Masuk (Barriers to Entry) 


Hambatan masuk merupakan segala 
sesuatu yang menyebabkan terjadinya penurunan 
kesempatan masuknya pesaing baru. Hambatan 
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struktural dalam memasuki suatu pasar ada empat, 
yaitu skala ekonomi, biaya modal, keuntungan 
biaya absolut, dan keunggulan dalam melakukan 
diferensiasi produk (Waldman dan Jansen, 2007). 
Kondisi ini sangat menentukan tingkat persaingan, 
baik yang aktual maupun potensial sehingga dapat 
mempengaruhi struktur pasar yang terjadi. 


Hambatan untuk masuk ke suatu pasar 
adalah hambatan-hambatan yang timbul dalam 
kondisi pasar yang mendasar, tidak hanya dalam 
bentuk perangkat legal ataupun dalam bentuk 
kondisi yang berubah dengan cepat. Hambatan 
kedua dibagi dalam berbagai tingkatan. Mulai dari 
tanpa ada hambatan atau bebas masuk tanpa ada 
hambatan, hambatan rendah, hambatan sedang 
sampai hambatan tingkat tinggi sehingga tidak 
terdapat jalan untuk masuk. Salah satu cara yang 
digunakan untuk melihat hambatan masuk adalah 
dengan mengukur skala ekonomi yang dilihat 
melalui output perusahaan yang menguasai pasar. 
Nilai output ini kemudian dibagi dengan output 
total industri. Data ini disebut MES (Minimum 
Efficiency Scale), yaitu salah satu indikator yang 
dapat digunakan mengukur kemampuan masuknya 
pendatang baru ke dalam suatu industri yang 
didekati melalui output perusahaan. 


output perusahaan terbesar 


MES x100% 


output total 


Analisis Perilaku Pasar (Market Conduct) 


Perilaku pasar dianalisis secara deskriptif 
untuk memperoleh informasi mengenai perilaku 
perusahaan dalam industri perikanan. Beberapa 
hal yang dapat menjelaskan perilaku industri antara 
lain sebagai berikut: 


* Strategi harga merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi pemasaran suatu produk. 
Kebijakan harga akan berpengaruh terhadap 
pendapatan perusahaan dan daya saing 
produk. 


* Strategi produk adalah cara menetapkan 
atau menyediakan suatu produk yang sesuai 
dengan keinginan konsumen untuk dijual di 
pasar. Strategi ini bertujuan mencapai sasaran 
pasar dalam meningkatkan keuntungan 
dan kemampuan bersaing dengan produk 
perusahaan lain. Suatu perusahaan tidak 
dapat bertahan lama tanpa menciptakan 
produk baru. 


* Strategi promosi 
perusahaan dalam 


merupakan 
mengenalkan 


kegiatan 
suatu 
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produk/jasa untuk menarik minat konsumen 
untuk meningkatkan penjualan produk atau 
jasa tersebut. 


Analisis perilaku pasar dimaksudkan untuk 
mengetahui tingkah laku serta penerapan strategi 
yang digunakan oleh pelaku industri udang 
untuk merebut pangsa pasar dan mengalahkan 
pesaingnya. 


Analisis Kinerja Pasar (Market Performance) 


Analisis kinerja pada industri perikanan dapat 
dilakukan dengan menggunakan variabel: 1) Price 
Cost Margin (PCM) dan 2) efisiensi internal (XEff). 
PCM didefinisikan sebagai persentase keuntungan 
dari kelebihan penerimaan atas biaya langsung. 
PCM diperoleh dengan membagi selisih antara nilai 
tambah dikurangi upah terhadap nilai output. Nilai 
tambah adalah nilai pengiriman dikurangi material, 
persediaan dan tempat penyimpanan bahan bakar, 
tenaga listrik dan kontrak kerja (Jaya, 2001). 


nilai tambah — upah total 


PCM = x100% 


nilai output 


Efisiensi berarti menghasilkan output yang 
maksimum dengan menggunakan sejumlah input 
tertentu. Efisiensi terdiri atas efisiensi internal 
dan efisiensi pengalokasian. Efisiensi internal 
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
menekan biaya produksi. Efisiensi pengalokasian 
tercapai jika output berada pada tingkat marginal 
cost (MC) sama dengan harga (P). Semakin 
efisien suatu perusahaan maka semakin besar 
keuntungan yang akan diperoleh. 


nilai tambah industri 


Kerp = 1009 
EJI nilai input ih 4 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Ekspor Komoditas Udang 


Udang tercatat sebagai komoditas ekspor 
unggulan Indonesia. Udang ekspor Indonesia 
dibedakan ke dalam 3 kelompok produk yaitu udang 
segar, udang beku dan udang olahan. Produk segar 
melalui proses pendinginan, produk beku baik 
mentah (raw) atau masak (cooked) melalui proses 
pembekuan, dan produk olahan (kaleng, olahan 
kering, dan lainnya). Pasar masih didominasi oleh 
jenis udang beku sebesar 59%, diikuti dengan 
udang segar (30%) dan udang olahan (11%) seperti 
yang ditunjukkan oleh Gambar 1. 
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Gambar 1. Volume Ekspor Produk Udang menurut Negara Tujuan Ekspor Tahun 2017. 
Figure 1. Shrimp Product Export Volume by Export Destination in 2017. 
Sumber: BKIPM KKP, 2018 (Diolah)/Source: BKIPM KKP, 2018 (processed) 


Volume ekspor udang beku dan udang segar 
mengalami peningkatan pada tahun 2017 dari 
tahun 2016, sebaliknya terjadi penurunan volume 
ekspor untuk udang olahan. Dari sisi nilai ekspor 
yang mengalami kenaikan hanya udang beku, 
penurunan terjadi untuk udang olahan dan udang 
segar. Secara terperinci, data volume, nilai dan 
harga untuk produk udang yang diekspor dapat 
dilihat pada Tabel 1. 


Produksi udang Indonesia menentukan 
besarnya penawaran ekspor udang ke negara 
tujuan utama (Suprehatin, 2006, Widyastutik dan 
Ashigin, 2011, Juarno, 2012). Pada Tahun 2017, 
Amerika Serikat merupakan importir utama dengan 
nilai Rp5.414 Trilyun, disusul Jepang senilai 
Rp544 Trilyun dan Malaysia senilai Rp 87 Trilyun. 
Pangsa pasar ketiga importir utama tersebut 
mencapai 83% seperti yang ditunjukkan oleh 
Gambar 2. Terjadi peningkatan pangsa ekspor 
ke Amerika dari tahun 2016 (58%) ke tahun 2017 
(65%). Jepang menduduki peringkat kedua setelah 
Amerika, namun terjadi penurunan pangsa ekspor 


udang dari Indonesia. Jumlah negara yang terlibat 
dalam pasar udang berubah-ubah berkisar antara 
59 tahun 2016 dan 58 negara pada tahun 2017, 
dengan total 76 negara. Hal ini diakibatkan ada 
negara-negara yang pernah menjadi tujuan ekspor 
tahun 2016, tidak ada ekspor pada tahun 2017. 


Menurut Jaya (2001), suatu negara dikatakan 
dominan bila suatu negara menguasai 40 persen 
pangsa pasar. Sementara pangsa pasar negara 
terbesar lainnya kurang dari separuh negara 
dominan tersebut. Semakin besar pangsa pasar 
negara dominan, semakin dekat negara itu untuk 
menjadi negara monopoli murni. Jika suatu negara 
menguasai pangsa pasar yang sangat tinggi yaitu 
diatas 50% dan tidak ada persaingan yang berarti, 
ini menandakan kekuatan pasar negara itu juga 
besar. Pada komoditas udang penguasa pasar 
terbesar diraih oleh Amerika dengan rata-rata 
sebesar 62%. Aisya dan Koeshendrajana (2006) 
mengungkapkan selain faktor nilai tukar rupiah 
terhadap dollar AS, dan produksi udang, harga 
ekspor udang juga memengaruhi jumlah ekspor. 


Tabel 1. Sebaran Ekspor Berdasarkan Jenis Produk yang Diekspor Tahun 2016-2017. 
Table 1. Distribution of Exports by Type of Product Exported in 2016-2017. 


Volume (Ribu Ton)/ 


Nilai (Rp Juta)/ Harga (Rp/Kg)/ 


bela Koem Ag g Value (million IDR) Price (IDR/Kg) 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Udang Beku/ 105,51 110,68 11.573.435,04 12.224.076,49 108.893 112.867 
Frozen shrimp 
Udang Olahan/ 22,64 21,22 2.627.126,85 2.317.613,30 104.232 95.967 
Processed shrimp 
Udang Segar/ 52,90 56,39 7.107.875,70 6.209.091,71 103.038 88.084 


Fresh shrimp 


Sumber: BKIPM KKP, 2018 (Diolah)/Source: BKIPM KKP, 2018 (processed) 
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Gambar 2. Pangsa Pasar Ekspor Udang menurut Negara Tujuan Tahun 2016-2017. 
Figure 2. Shrimp Export Market Share by Destination Country in 2016-2017. 
Sumber: BKIPM KKP, 2018 (Diolah)/ Source: BKIPM KKP, 2018 (processed) 


Analisis Struktur Pasar Komoditas Udang 


Analisis struktur pasar komoditas udang 
dapat diketahui dengan melihat pangsa pasar dari 
perkembangan penjualan masing-masing industri, 
konsentrasi rasio empat perusahaan terbesar 
(CR4), Herfindahl-Hirschman Index (HHI) dan 
besarnya hambatan masuk pasar Minimum 
Effisiency Scale (MES). Untuk analisis CR4 
dilakukan pada tingkat nasional dan provinsi 
dengan batasan jika terdapat minimal 5 perusahaan 
eksportir di provinsi tersebut. 


Analisis Rasio Konsentrasi Pasar Komoditas 
Udang 


Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh 
dari BKIPM, terdapat 421 eksportir yang aktif 
memasarkan udang ke berbagai negara tujuan 
ekspor pada tahun 2017. Eksportir ada yang 
menjual lebih dari 1 jenis produk diantara 3 jenis 


udang yang diekspor. Secara umum, pasar udang 
untuk semua jenis termasuk ke dalam kategori 
oligopoli rendah (Tabel 2). Pengukuran rasio 
konsentrasi dilakukan pada empat perusahaan 
terbesar untuk mendapatkan nilai CR4. Nilai CR4 
pada tahun 2017 untuk ekspor udang sebesar 
39%, tertinggi untuk udang segar sebesar 55%. 
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 nilai 
CR4 mengalami penurunan untuk semua jenis 
komoditas yang diekspor. Penurunan terbesar 
pada komoditas udang beku dari CR4 43% pada 
tahun 2016. Demikian juga halnya dengan hasil 
perhitungan Herfindahl Indeks (HI), rata-rata nilai 
HI ekspor udang tahun 2016 — 2017 sebesar 
585,57 maka konsentrasi pasar termasuk pada 
spektrum I (konsentrasi rendah) karena nilai HHI di 
bawah 1.800. Sesuai Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013, maka 
tidak perlu dikhawatirkan adanya persaingan usaha 
yang tidak sehat. 


Tabel 2. Jumlah Ekportir, Nilai CR4 dan Nilai HHI untuk Komoditas Udang Tahun 2016 — 2017. 
Table 2. Number of Exporters, CR4 Value and HHI Value for Shrimp Commodities in 2016 - 2017. 


Jumlah Eksportir/ Nilai CR4/ Nilai HHI/ 
Komoditas/ Number of Exporters CR4 Value HHI Value 
Commodities 2016 2017 2016 2017 Rata-Rata/ 2016 2017 Rata-Rata/ 
Average Average 
Udang Beku/ 325 353 43.67 29.66 36.67 634.65 369.08 501.87 
Frozen shrimp 
Udang Olahan/ 153 148 56.70 46.52 51.61 1,105.91 956.14 1,031.03 
Processed shrimp 
Udang Segar/ 210 204 59.06 51.93 55.49 1,051.22 911.84 981.53 
Fresh shrimp 
Total Udang / 398 421 43.31 35.48 39.39 675.50 495.64 585.57 
Total Shrimp 


Sumber: BKIPM KKP, 2018 (Diolah)/ Source: BKIPM KKP, 2018 (processed) 
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Analisis lebih lanjut dengan melihat 
sebaran perusahaan eksportir udang di daerakh- 
daerah yang merupakan sentra produksi udang 
di Indonesia. Pada tahun 2017, terlihat bahwa 
perusahaan eksportir udang paling banyak di 
Provinsi Kalimantan Utara (203), diikuti dengan 
Provinsi Jawa Timur (45) dan DKI Jakarta (36) 
seperti pada Tabel 3. Rasio tingkat konsentrasi 
yang ditunjukkan oleh nilai CR4 di 16 provinsi 
yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan 
pada tahun 2016 dan 2017 sehingga termasuk 
kriteria oligopoli sangat tinggi, kecuali untuk 
Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Utara. 
Jika dilihat dari jumlah pelaku eksportir di setiap 
provinsi, ada beberapa yang jumlahnya terbatas 
bahkan ada yang kurang dari 4 perusahaan. 
Hal ini juga dapat mempengaruhi besaran 
penguasaan pasar oleh beberapa perusahaan 
sehingga semakin sedikit jumlah perusahaan 
maka peluang untuk bersaing akan semakin besar. 
Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 
Aisya et al. (2005) yang mengungkapkan bahwa 
untuk udang segar relatif terdistribusi pada 
pasar dengan permintaan yang relatif lambat 
dibandingkan dengan jenis udang lainnya. 


aaa PEN (Suryawati., et al) 


Analisis Hambatan Masuk Industri Pasar Udang 


Masuk dan keluarnya suatu perusahaan 
dalam industri dapat menggambarkan persaingan 
yang terjadi sehingga hambatan untuk masuk pasar 
dapat terdeteksi. Melalui pendekatan Minimum 
Effisiency Scale (MES), besarnya persentase 
hambatan untuk masuk pasar dapat diketahui. Nilai 
MES diperoleh dengan cara membagi nilai output 
terbesar perusahaan dengan total output dalam 
industri. Dalam pasar ekspor udang, rata-rata nilai 
MES ekspor udang Indonesia sebesar 16.66% 
yang dapat dilihat pada Tabel 4. 


Demikian juga halnya jika dilihat menurut 
jenis komoditas udang yang diekspor, baik udang 
beku, udang olahan maupun udang segar. Nilai 
MES paling tinggi adalah untuk ekspor udang 
olahan sebesar 26.61%. Semakin tinggi nilai 
MES maka hambatan untuk memasuki pasar 
akan semakin sulit pula. Menurut Comanous 
& Wilson (1967) dalam Sari (2011), nilai MES 
yang lebih dari 10% menggambarkan hambatan 
masuk pasar yang tinggi pada suatu industri. 
Nilai MES yang tinggi tersebut dapat menjadi 
penghalang bagi masuknya perusahaan baru ke 


Tabel 3. Sebaran Ekspor Komoditas Udang Berdasarkan Provinsi Tahun 2016 — 2017. 
Table 3. Distribution of Shrimp Commodity Exports by Province in 2016 - 2017. 


Jumlah Perusahaan/ 


NG Provinsi/ Number of Company CR Keterangan'/ 
Ta 2016 2017 2016 2017 Rata-Rata) Remarks 
Average 

1 Sumatera Utara 20 22 92.48 92.08 92.28 4 
2 Riau 1 6 - 99.01 99.01 4 
3 Sumatera Selatan 15 20 91.99 87.10 89.55 4 
4 Lampung 6 7 98.26 93.21 95.74 4 
5 Kep. Riau 3 5 - 99.99 99.99 4 
6 DKI Jakarta 42 36 74.26 77.45 75.86 4 
7 Jawa Barat 7 8 92.57 88.68 90.63 4 
8 Jawa Tengah 16 17 72.81 90.06 81.44 4 
9 Jawa Timur 52 45 67.85 47.09 57.47 3 
10 Bali 8 5 97.24 97.77 97.51 4 
11 Nusa Tenggara Timur 7 9 99.76 99.62 99.69 4 
12 Kalimantan Barat 8 9 80.38 99.42 89.90 4 
13 Kalimantan Selatan 6 5 97.80 99.12 98.46 4 
14 Kalimantan Timur 21 13 99.23 99.97 99.60 4 
15 Kalimantan Utara 177 203 65.52 79.35 72.44 3 
16 Sulawesi Selatan 15 20 91.99 87.10 89.55 4 

Sumber: BKIPM, 2018 (diolah)/ Source: BKIPM KKP, 2018 (processed) 

Keterangan/Remaks: 

*= Provinsi yang dapat dilakukan perhitungan dalam CR4 adalah pada provinsi yang terdapat minimal 5 perusahaan eksportir/ 


Provinces that can be calculated in CR4 are provinces that have at least 5 exporting companies 


#-1. 


Persaingan rendah (<25%); 2. Oligopoli sedang (25-50%); 3. Oligopoli tinggi (50-75%); 4. Oligopoli sangat tinggi (75- 


100%) 1. Low competition (2596); 2. Medium oligopoly (25-50%); 3. High oligopoly (50-75%); 4. Oligopoly is very high (75- 10046) 
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Tabel 4. Nilai MES Menurut Jenis Udang yang Diekspor Tahun 2016-2017. 
Table 4. MES Value by Type of Shrimo Exported in 2016-2017. 


Udang Beku/Frozen shrimp 


Komoditas/ 
Commodities 


Udang Olahan/Processed shrimp 


Udang Segar/Fresh shrimp 


Total Udang/Total shrimp 


Jumlah Eksportir/ 


Nilai MES /MES Value 


Number of Exporters 
2016 2017 2016 2017 Rata-Rata/Average 
325 353 14.51 10.69 12.60 
153 148 26.59 26.63 26.61 
210 204 20.80 23.50 22.15 
398 421 17.04 16.28 16.66 


Sumber: BKIPM KKP, 2018 (Diolah)/Source: BKIPM KKP, 2018 (processed) 


dalam pasar industri udang di Indonesia. Menurut 
Umar (2000), ada beberapa faktor yang bisa 
menghambat masuknya pendatang baru ke dalam 
suatu industri, yaitu skala ekonomi, kecukupan 
modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, 
ketidakunggulan biaya independen dan peraturan 
pemerintah. 


Jumlah perusahaan mempengaruhi 
besaran nilai hambatan masuk pasar. Hal ini 
terlihat dari hasil analisis MES pasar udang 


menurut provinsi. Rata-rata nilai MES berkisar 
antara 23,29% (Provinsi Jawa Timur) sampai 100. 
Nilai 100 diperoleh pada provinsi dengan jumlah 
perusahaan yang minim (hanya 1 perusahaan), 
yaitu Provinsi Sumatera Barat, Gorontalo, 
Maluku dan Papua. Secara keseluruhan, besaran 
nilai MES di semua provinsi di atas 10% yang 
artinya hambatan untuk masuk pasar tinggi. 
Secara rinci, sebaran nilai MES untuk komoditas 
udang menurut provinsi di Indonesia disajikan pada 
Tabel 5. 


Tabel 5. Nilai MES Pasar Udang Menurut Provinsi Tahun 2016-2017. 
Table 5. Value MES of Shrimp Market by Province in 2016-2017. 


Jumlah Perusahaan/ Nilai MES/ 
No Po Number of Company MES Value ; agahan a 
rovince Rata-Rata emarks 
2016 2017 2016 2017 Average 

1 Aceh 1 3 100.00 98.71 99.36 2 
2 Sumatera Utara 20 22 54.91 67.61 61.26 2 
3 Sumatera Barat - 1 - 100.00 100.00 2 
4 Riau 1 6 100.00 43.29 71.65 2 
5 Jambi - 2 - 64.81 64.81 2 
6 Sumatera Selatan 15 20 56.11 38.92 47.52 2 
7 Lampung 6 7 63.18 43.67 53.43 2 
8 Kep. Bangka Belitung 4 3 4517 46.17 45.67 2 
9 Kep. Riau 3 5 57.47 87.05 72.26 2 
10 DKI Jakarta 42 36 29.01 41.39 35.20 2 
11 Jawa Barat 7 8 29.49 30.95 30.22 2 
12 Jawa Tengah 16 17 22.69 36.93 29.81 2 
13 DI Yogyakarta 3 1 85.06 100.00 92.53 2 
14 Jawa Timur 52 45 30.54 16.04 23.29 2 
15 Banten 3 2 99.68 99.85 99.77 2 
16 Bali 8 5 63.33 67.53 65.43 2 
17 Nusa Tenggara Timur 7 9 71.99 83.90 77.95 2 
18 Kalimantan Barat 8 9 25.93 68.97 47.45 2 
19 Kalimantan Selatan 6 5 38.82 38.29 38.56 2 
20 Kalimantan Timur 21 13 67.27 59.82 63.55 2 
21 Kalimantan Utara 177 203 33.11 31.85 32.48 2 
22 Sulawesi Selatan 15 20 56.11 38.92 47.52 2 
23 Sulawesi Tenggara 2 2 66.46 54.92 60.69 2 
24 Gorontalo 1 1 100.00 100.00 100.00 2 
25 Maluku 1 1 100.00 100.00 100.00 2 
26 Papua Barat 2 2 90.42 72.98 81.70 2 
27 Papua 1 1 100.00 100.00 100.00 2 


Sumber: BKIPM, 2018 (diolah)/ Source: BKIPM KKP, 2018 (processed) 


Keterangan/Remaks: "Hambatan masuk pasar = 1. Hambatan rendah (<10%); 2. Hambatan tinggi (>10%)/ 
(# Barriers to market entry 1. Low barriers (<10%); 2. High resistance (> 10%) 
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Berdasarkan hasil kajian di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa industri udang Indonesia 
memiliki struktur pasar oligopoli yang ditandai 
dengan konsentrasi pasar yang tinggi, adanya 
hambatan masuk industri dan jumlah perusahaan 
yang relatif sedikit. Sifat oligopoli pada industri 
ini menyebabkan sulitnya untuk memperoleh 
informasi untuk memasuki pasar udang karena 
adanya tekanan yang kuat dari perusahaan- 
perusahaan yang ada dalam industri. Salah satu 
sumber menyebutkan bahwa untuk informasi yang 
sulit diperoleh adalah mengenai biaya mencakup 
dari biaya input, biaya produksi, hingga pada biaya 
output. Adanya teknologi yang dilakukan juga 
bagian yang sulit untuk diperolah pesaing lain, bagi 
pesaing baru yang ingin memasuki pasar ini terlebih 
dahulu harus mengetahui strategi perusahaan lain 
yang sudah bertahan sebelumnya. Ketika pesaing 
baru mendapatkan informasi yang tidak sempurna 
maka akan dapat menyebabkan kesalahan dalam 
harga keseimbangan sehingga pesaing baru ini 
harus mengetahui posisi harga keseimbangan 
yang ada pada industri lain, pada kenyataannya 
tidak ada satupun industri yang mau memberikan 
informasi mengenai harga ini. 


Analisis Perilaku Pasar Komoditas Udang 


Perilaku terdiri dari kebijakan-kebijakan yang 
dilakukan oleh industri udang yang dikelompokkan 
menjadi 3 jenis, yaitu : penerapan strategi harga, 
strategi produksi, dan strategi promosi dalam 
penjualan dan pembelian. Perilaku industri udang 
tidak terlepas dari struktur pasarnya yang oligopoli. 
Struktur pasar oligopoly diketahui memiliki 
perilaku yang sulit diperkirakan. Banyak hal yang 
mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh 
perusahaan dalam pasar oligopoli, salah satunya 
perilaku kolusi yang merupakan hal umum dalam 
struktur ini. 


Strategi Harga 


Harga merupakan unsur yang dapat 
menghasilkan pendapatan bagi suatu industri 
karena harga juga merupakan unsur yang paling 
fleksibel, dimana harga dapat berubah dengan 
cepat sehingga penting bagi suatu industri dalam 
menetapkan harga dengan melihat kondisi pasar 
yang ada. Penentuan harga udang di tingkat 
pembudidaya sebenarnya didasarkan pada 
harga yang berlaku di tingkat nasional, namun 
umumnya dilakukan secara sepihak oleh pedagang 
pengumpul atau perusahaan. Hal ini tergantung 
pada kepemilikan modal dari pedagang pengumpul. 


aaa PEN (Suryawati., et al) 


Berdasarkan struktur pasar, industri udang 
berada pada struktur pasar yang mendekati oligopoli 
ketat. Sehingga antar perusahaan memiliki potensial 
untuk melakukan kolusi dalam menentukan harga 
di pasar. Dalam oligopoli tinggi tentu terjadi kolusi 
atau dengan yang biasa diartikan sebagai bentuk 
kerjasama, seperti melakukan kesepakatan harga 
terhadap industri lain sehingga harga dari produk 
udang tidak akan jauh berbeda. 


Strategi Produksi 


Strategi produk adalah suatu yang bisa 
ditawarkan ke pasar untuk dibeli, digunakan 
atau dikonsumsi sebagai pemenuhan keinginan 
atau kebutuhan. Pengembangan sebuah produk 
mewajibkan perusahaan menetapkan manfaat- 
manfaat apa yang akan diberikan produk itu. 
Manfaat-manfaatini bisa dipenuhi oleh atribut produk 
contohnya mutu, merek, label dan kemasan (Umar, 
2000). Industri yang memproduksi suatu barang 
tentu akan melakukan pendekatan dengan jenis 
produk yang mereka hasilkan, disamping itu tidak 
jarang pula perusahaan akan melakukan promosi 
guna menarik perhatian dari konsumen sehingga 
konsumen akan membeli produk tersebut. Namun, 
pada dasarnya strategi produk yang dilakukan 
oleh perusahaan ataupun industri bertujuan untuk 
menghasilkan keuntungan. Akan tetapi perusahaan 
ataupun industri harus teliti melihat keadaan pasar. 


Dalam industri udang yang termasuk 
jenis pasar oligopoli, umumnya memiliki produk 
terdiferensiasi yang umumnya dilakukan oleh 
perusahaan untuk memberikan pilihan kepada 
konsumen dalam menarik perhatian. Strategi 
produk dinilai mampu memberi peningkatan kualitas 
seperti yang dilakukan oleh suatu produsen yang 
mampu tetap mempertahankan kualitas bahan 
baku. Namun ada beberapa produsen yang 
memang sengaja mengurangi volume produknya 
guna mempertahankan harga agar tetap diminati 
konsumen, dalam arti hal ini dilakukan sebagi 
bentuk menekan biaya produksi. Strategi promosi 
dilakukan produsen untuk meyakinkan konsumen 
bahwa produk yang mereka hasilkan mampu 
bersaing di pasar. Berbagai cara dilakukan oleh 
produsen untuk menarik perhatian konsumen, 
sebut saja penggunaan merek/logo dalam kemasan 
produk. Semakin mencolok suatu produk maka 
akan meningkatkan keingintahuan konsumen. 
Termasuk upaya menjaga hubungan baik dengan 
konsumen merupakan bagian dari strategi produk, 
dengan menjaga kualitas sesuai yang diinginkan 
konsumen. 
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Berdasarkan konsentrasi pasar untuk 
udang olahan yang cenderung meningkat, maka 
perusahaan dapat mengupayakan investasi untuk 
produksi udang olahan agar bisa memenuhi 
kebutuhan konsumen di negara tujuan ekspor. 
Hal ini dapat diperkuat dengan perusahaan 
melakukan kerjasama dengan peneliti udang untuk 
meningkatkan teknologi dari mulai hulu sampai hilir 
termasuk pasar udang di luar negeri. 


Upaya peningkatan produksi udang dapat 
dilakukan melalui kegiatan budidaya (Hikmayani 
et al., 2012; Karuppasamy et al., 2013) dengan 
berbagai tingkatan teknologi (Amri dan Kanna, 
2006) yang diperkuat dengan kegiatan revitalisasi 
lahan tambak terbengkalai (Subiakto, 2013). Hal ini 
sejalandengan temuan Garno (2004) danAndriyanto 
et al. (2013), peningkatan produksi udang segar 
dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi 
budi daya udang dari program yang konvensional 
ekstensifikasi) hingga semi intensif. 


Strategi Promosi 


Strategi promosi pun dapat dilakukan melalui 
iklan. Iklan biasanya didesain secara visual sehingga 
secara tidak langsung akan mempengaruhi 
konsumen dan didukung pula dengan kesan yang 
persuasif. Perusahaan memanfaatkan teknologi 
dan media sosial yang saat ini berkembang pesat. 


Perusahaan juga dapat mengikuti pameran 
dagang. Di Jepang misalnya, pameran terkait 
komoditi udang dilaksanakan setiap tahun 
sehingga sangatlah tepat jika pengusaha dari 
Indonesia dapat pro aktif berpartisipasi mengikuti 
pameran tersebut agar perusahaannya dikenal di 
pasar Jepang, apalagi Jepang merupakan negara 
eksportir dengan pangsa terbesar kedua setelah 
Amerika. 


Nilai PCM (Persen) 


30,72 
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Strategi lainnya yang dilakukan adalah 
perusahaan melakukan personal selling melalui 
negosiasi langsung baik melalui alat komunikasi 
atau bertatap muka langsung dengan konsumen. 


Kinerja Pasar 


Analisis kinerja pasar akan tergambar pada 
besarnya nilai Price Cost Margin (PCM). Hal ini 
dikarenakan PCM dijadikan sebagai indikator 
kemampuan perusahaan untuk meningkatkan 
harga di atas biaya produksi dan menggambarkan 
keuntungan/kelebihan penerimaan atas biaya 
langsung. Analisis lainnya adalah analisis XEff. 
Efesiensi-X (XEff) memiliki pengaruh positif 
terhadap PCM. Semakin efisien suatu perusahaan 
maka tingkat produksi suatu perusahan lebih sedikit 
untuk memproduksi komoditas karena efisiensi 
merupakan pengurangan biaya sehingga biaya 
yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka 
panjang lebih murah. Adanya efisiensi maka tingkat 
keuntungan perusahaan akan meningkat. Oleh 
karena adanya keterbatasan data penjualan setiap 
industri udang yang tidak dapat disajikan maka nilai 
PCM dan nilai XEff yang dapat disajikan adalah 
untuk produk udang olahan. 


Analisis Price Cost Margin (PCM) 


Pendekatan dengan PCM dilakukan 
karena tingkat keuntungan yang diperoleh suatu 
perusahaan bersifat rahasia dan tidak untuk 
dipublikasikan sehingga PCM bertindak sebagai 
indikator keuntungan atas biaya langsung yang 
diperoleh suatu perusahaan. Pada industri udang 
olahan nilai PCM memiliki rata-rata sebesar 
25.38%, dengan nilai PCM tertinggi 36.84% pada 
tahun 2017 dan PCM terendah sebesar 8.45% 
pada tahun 2014 (Gambar 3). 


36,84 


8,45 


2014 2015 


Gambar 3. Nilai PCM Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng. 
Figure 3. PCM Value of Shrimp Processing and Preservation Industry in Cans. 
Sumber: BPS, 2011-2015 (Diolah) /Source : BPS, 2011-2015 (processed) 
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Nilai PCM yang terjadi pada tahun 2015 
tersebut dapat disebabkan karena nilai tambah 
industri yang meningkat drastis diikuti dengan 
peningkatan biaya tenaga kerja dan disertai dengan 
tingginya nilai barang yang dihasilkan. Tingginya 
nilai PCM ini dapat pula disebabkan karena industri 
udang olahan yang terus mengalami peningkatan 
permintaan sehingga produsen terus meningkatkan 
produksi. 


Analisis Efisiensi Internal (Xeff) 


Efisiensi internal (XEff) adalah variabel lain 
yang dapat digunakan sebagai indikator pengukur 
kinerja suatu industri. Pada industri udang olahan, 
nilai XEff pada tahun 2011-2015 ditunjukkan 
oleh Gambar 4. Udang olahan memiliki rata-rata 
sebesar 49.11%, dengan nilai XEff tertinggi 72.88% 
pada tahun 2017 dan XEff terendah sebesar 
16.07% pada tahun 2014. Nilai XEff tahun 2017 
yang tinggi tersebut mencerminkan kemampuan 
industri untuk meminimumkan jumlah biaya input 
yang digunakan untuk proses produksi, artinya 
perusahaan dikelola dengan baik. Rata-rata nilai 
XEff sebesar 49,11 persen menunjukkan bahwa 
industri udang mempunyai kinerja yang cukup baik 
meskipun belum maksimal. Perusahan di bawah 
industri ini berupaya untuk melakukan produksi 
secara efisien. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil analisis data dari CR4 
dan HHI, rasio tingkat konsentrasi pasar udang 
nasional memperlihatkan kecenderungan dimana 


69,81 
63,55 


60 

50 

40 

30 23,83 

20 

10 i 
0 


2011 2012 2013 


aaa PEN (Suryawati., et al) 


empat perusahaan eksportir menguasai lebih dari 
80% pangsa pasar selama periode tahun 2016 dan 
2017 sehingga termasuk kriteria oligopoli sangat 
tinggi. Struktur pasar ini menandakan adanya 
tingkat konsentrasi dan hambatan masuk yang 
sangat tinggi. 


Hambatan masuk industri tertinggi terjadi 
pada industri udang olahan dengan nilai MES 
tertinggi dibandingkan industri udang segar dan 
beku. Faktor yang menentukan antara lain skala 
ekonomi, kecukupan modal, biaya peralihan, 
akses kesaluran distribusi, ketidakunggulan biaya 
independen dan peraturan pemerintah 


Perilaku yang dilakukan oleh para pengusaha 
untuk memperluas pangsa pasar yaitu dengan 
menjaga mutu dan jumlah pasokan produk termasuk 
traceability sesuai permintaan negara konsumen, 
mengikuti pameran dagang, dan mengembangkan 
diversifikasi produk. 


Selama kurun waktu 2011-2015, industri 
udang olahan menunjukkan kinerja terbaik pada 
tahun 2015, baik dilihat dari keuntungan atas 
biaya (PCM) maupun efisiensi internalnya. Faktor 
yang mendorongnya antara lain nilai tambah 
industri meningkat, dan kemampuan industri untuk 
meminimumkan biaya produksi meningkat sehingga 
industri melakukan produksi secara efisien. 


Implikasi Kebijakan 


Bentuk struktur pasar udang di Indonesia 
adalah struktur pasar oligopoli sangat tinggi. Ini 
merupakan salah bentuk persaingan pasar yang 
tidak sempurna dimana strategi yang dilakukan 
pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk 


72,28 


16,07 


2014 2015 


Gambar 4. Nilai Xeff Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng. 
Figure 4. XEff Value of Shrimp Processing and Preservation Industry in Cans. 
Sumber: BPS, 2011-2015 (Diolah) /Source : BPS, 2011-2015 (processed) 
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menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. 
Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan pada 
kegiatan usaha agar tercipta struktur pasar dengan 
persaingan yang sehat. Salah satunya melalui 
pengawasan oleh Komisi Pengawasan Persaingan 
Usaha (KPPU) terhadap industri udang nasional 
agar tidak muncul perilaku yang merugikan 
perusahaan kecil yang ingin masuk ke pasar. 


Pemerintah sebagai pembuat kebijakan 
sebaiknya menyediakan regulasi atau kebijakan 
yang dapat mendorong peningkatan kinerja industri 
udang nasional. Bentuk kebijakan yang akan 
berdampak positif diantaranya adalah penetapan 
kebijakan yang mampu menghambat terjadinya 
penguasaan pasar terhadap industri udang 
nasional sehingga tidak merugikan bagi konsumen 
dan perusahaan kecil. Selain itu pelaku usaha 
harus dapat meningkatkan daya saing dengan 
melakukan inovasi, efisiensi dan efektivitas dalam 
kegiatan usahanya. 


Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
komoditas udang yang dijual di pasar sebagian 
besar masih berupa udang segar. Oleh karena 
itu diperlukan kebijakan yang dapat mendorong 
pelaku utama untuk mengembangkan diversifikasi 
produk udang olahan. Pasar udang olahan di pasar 
dalam dan luar negeri cukup menjanjikan, karena 
diminati konsumen. 
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ABSTRAK 


Ikan merupakan salah satu komoditas produk segar yang mudah rusak. Kerusakan pada ikan 
dindikasikan adanya penurunan mutu pada ikan. Penurunan mutu ikan disebabkan beberapa aktivitas 
yang dimulai dari penangkapan hingga ke konsumen terutama pada proses rantai distribusi. Proses 
pengendalian mutu ikan tongkol sejak praproduksi sampai di konsumen belum diketahui. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan pengaruh rantai distribusi terhadap mutu ikan tongkol dan menganalisa 
faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan tongkol selama proses distribusi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus terhadap mutu ikan. Selanjutnya dianalisis menggunakan Uji-Kruskal 
Wallis (P<0.05). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh rantai distribusi terhadap mutu ikan. 
Mutu ikan tongkol mengalami penurunan dari proses pendaratan hingga tiba di tangan konsumen tetapi 
keadaan mutu ikan masih layak untuk dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan selama 
distribusi adalah sanitasi, hygienitas, transportasi dan cara penanganan oleh petugas. Rekomendasi 
Kebijakan adalah: (1) perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah dan pihak pelabuhan; 
(2) memberikan penyuluhan terhadap stakeholder cara menerapkan sistem rantai dingin, dan; 
(3) memberikan penyuluhan terhadap pelaku distribusi terkait mutu dan harga. 


Kata Kunci : rantai distribusi; ikan tongkol; organoleptik; mutu; kruskall wallis 


ABSTRACT 


Fish is an high perishable fresh commodity. Fish damage indicated by a decrease in fish quality. 
The decreased fish quality are caused by several activities from capture to consumer especially in 
the process of distribution chain. There is an unknown process of the quality control of tuna mackerel 
(Euthynus sp) during its distribution chain. The research aims to determine the effect of distribution 
chain to the fish guality and what factors affecting the guality of mackerel tuna during the distribution 
process. This research is a case study of fish quality. Data were analyzed using Kruskal Wallis- Test 
(Px0.05). The results showed that there is an influence of distribution chain on fish quality. The value of 
fish quality has decreased from landing to consumers, but it is still safe for consumption. The influencing 
factors to the fish guality are sanitation, hygiene, transportation and handling method. Recommendation 
of the research are providing: (1) supervision from government and the harbor port, (2) Information to 
stakeholders regarding the implementation a cold chain system, and; (3) Training on fish quality and 
price to the distribution actors. 


Keywords: distribution chain: Euthynus sp: organoleptic: guality: kruskall wallis 
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PENDAHULUAN 


Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 
Blanakan merupakan pelabuhan yang paling aktif 
dalam kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten 
Subang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi 
hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan 
yaitu sebesar 3.695 ton pada tahun 2016. Salah 
satu hasil tangkapan dominan yang didaratkan di 
PPP Blanakan adalah ikan tongkol (euthynnus sp) 
yang didistribusikan ke luar Kabupaten Subang. 
Menurut Huda, lin & Ernani, (2015) bahwa distribusi 
merupakan salah satu bagian dari pemasaran yang 
memudahkan perpindahan komoditas ikan menjadi 
lebih cepat, serta nilai dan mutu ikan tetap terjaga. 


Ikan merupakan suatu komoditas yang 
mudah dan cepat rusak (highly perishable) 
sehingga sangat rentan terhadap penurunan 
kualitas ikannya. Kerusakan pada ikan disebabkan 
beberapa aktivitas mulai dari pendaratan ikan, 
sampai pendistribusian menuju konsumen. Hal ini 
menyebabkan losses/wasted sebesar 35%. Proses 
rantai distribusi yang memiliki kontribusi cukup 
besar pada losses/wasted sebesar 10% (Setijadi, 
2016). Rantai distribusi memiliki peran yang sangat 
besar dalam menentukan proses pengendalian 
mutu. Pengendalian mutu yang dilakukan mulai 
ikan ditangkap sampai dengan di konsumen. 
Pengendalian mutu ikan merupakan salah satu 
faktor yang penting dilakukan di pelabuhan tanpa 
memandang tujuan pasar baik lokal maupun 
ekspor untuk menjaga mutu ikan. Hal ini sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2015 
tentang Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil 
Perikanan yang mengatur upaya pencegahan 
dan pengendalian mutu yang harus diperhatikan 
sejak praproduksi (penangkapan) sampai dengan 
pendistribusian. 


Mutuikan pada umumnya hanya diperhatikan 
pada penanganan di pelabuhan atau tempat 
pengolahan produk saja, sebaiknya mutu ikan 
perlu diperhatikan dari seluruh rangkaian aliran 
proses mulai dari bahan baku, produksi sampai 
dengan konsumen. Penanganan mutu ikan hasil 
tangkapan tidak hanya tanggung jawab bagian 
industri pengolah maupun processing saja, akan 
tetapi mutu ikan merupakan tanggung jawab 
seluruh mata rantai yang terkait dalam aktivitas 
perikanan (Nurani, 2011). Mutu ikan yang baik 
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan 
menstabilkan harga. Menurut Maulana, Eddy & 
Ike, (2012) mutu merupakan salah satu aspek 
yang sangat penting dalam meningkatkan ekspor 
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perikanan laut Indonesia di pasar internasional. 
Rantai distribusi dan mutu ikan pada proses 
distribusi ikan tongkol yang didaratkan di PPP 
Blanakan dari tempat pelelangan ikan (TPI) ke 
konsumen hingga saat ini belum diketahui. 


Peran distribusi sangat menentukan 
tersampaikannya sebuah produk sampai ke 
tangan konsumen sehingga membtuhkan suatu 
proses yang efisien. Hal tersebut untuk menjamin 
ketersediaan, kesinambungan, harga dan mutu 
ikan. Proses pendistribusian ke tingkat konsumen 
melewati banyak pelaku yang menyebabkan rantai 
distribusi semakin panjang dan semakin jauh 
pendistribusiannya sehingga dapat menyebabkan 
penurunan mutu ikan apabila tidak ditangani 
dengan baik. Hal ini apabila terjadi penurunan mutu 
ikan pada beberapa jenis ikan khususnya ikan 
Famili Scombridae dapat terbentuknya histamin. 
Menurut Torido, Hajime, Takashi & Bon (2012) 
ikan tongkol merupakan salah satu ikan Famili 
Scombridae yang memungkinkan terbentuknya 
histamin (Scombroid poisoning). Penanganan 
ikan yang tidak baik selama penangkapan, proses 
rantai distribusi hingga konsumen memungkinkan 
munculnya histamin pada ikan tongkol. Munculnya 
histamin pada ikan tongkol dapat menyebabkan 
alergi pada sebagian orang yang disertai gejala 
urtikaria, sakit kepala dan mual. Maka perlu adanya 
cara mempertahankan kualitas dan kesegaran 
ikan selama proses distribusi sampai di konsumen. 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk menentukan 
pengaruh rantai distribusi terhadap kualitas ikan 
tongkol selama distribusi, (2) menganalisa faktor- 
faktor yang mempengaruhi mutu ikan tongkol 
dalam rantai distribusi. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilaksanakan pada Bulan Oktober — 
November 2017 dan Maret - April 2018 di Pelabuhan 
Perikanan Pantai (PPP) Blanakan, Kecamatan 
Blanakan, Kabupaten Subang. (Gambar 1). 


Jenis dan Metode Pengambilan Data 


Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kasus yaitu melihat subyek penelitian 
yang berkenan dengan fase spesifik atau khas 
dari keseluruhan personalitas. Objek penelitian 
studi kasus ini adalah dengan melihat pengaruh 
rantai distribusi terhadap kualitas ikan tongkol. 
Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data 
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Gambar 1. 
Kabupaten Subang, 2017-2018. 
Figure 1. 
Subang District, 2017-2018. 
Sumber: BIG, 2018/Source: BIG, 2018. 


primer yaitu hasil pengamatan kualitas ikan selama 
pendistribusian ke daerah konsumen. Pengamatan 
ini dilakukan di 3 tempat meliputi: a) Kondisi ikan 
saat di TPI Blanakan; b) Kondisi ikan pada daerah 
konsumen | (Pasar Muara Angke); dan c) Kondisi 
ikan pada daerah konsumen || (Pasar Cilincing). 


Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik purposive sampling, sampel ikan yang 
diambil setelah didapatkan nilai homogen sesuai 
dengan tujuan penelitian. Hal ini sesuai dengan 
Sugiyono (2017) bahwa cara pengambilan sampel 
dengan pertimbangan tertentu yang sudah mewakili 
tujuan penelitian. Sampel ikan yang diambil untuk 
pengamatan sebanyak 20 ekor ikan tongkol setiap 
pendistribusian. Ikan tongkol pengamatan diberi 
tagging sejak di TPI hingga daerah konsumen | 
dan II. Uji organoleptik dilakukan dengan penilaian 
menggunakan uji sensori menggunakan panca 
indera (Erungan, Bustami & Alvi, 2005). Penilaian 
uji organoleptik berdasarkan 5 parameter yaitu 


Peta Penelitian Rantai Distribusi terhadap Kualitas Ikan Tongkol, Kecamatan Blanakan, 


Map of Research Distribution Chain of Mackerel Quality, in the Blanakan Sub Dlstrict of 


kondisi mata, insang, lendir pada permukaan 
badan ikan, bau dan tekstur daging ikan tongkol. 
Pengujian organoleptik menggunakan score sheet 
yang mengacu kepada SNI 2729 Tahun 2013. 
Berdasarkan nilai organoleptik SNI 2793 Tahun 
2013, nilai indikator kualitas ikan dibedakan 
berdasarkan rentang nilai 1-9 dengan kategori 
yang disajikan pada Tabel 1. Selain itu dilakukan 
pengamatan terhadap peralatan dan cara 
penanganan ikan oleh petugas. 


Pengujian organoleptik dilakukan oleh 3 
orang panelis ahli yang memahami prosedur 
penilaian organoleptik yang dibuktikan dengan 
kepemilikan sertifikat HACCP. Hal tersebut untuk 
mengurangi nilai subjektifitas. Menurut Hastrini, 
Abdul & Putut, (2013) dan Kemp, Hollowood & 
Hort, (2009) bahwa pengamatan organoleptik 
bergantung pada pertimbangan masing — masing 
panelis dalam mengevaluasi uji sensori secara 
terlatih. 


Tabel 1. Nilai Organoleptik Kondisi Mutu Ikan Berdasarkan SNI 2729 Tahun 2013. 
Table 1. Organoleptic Values of Fish @uality Conditions Based on SNI 2729 2013. 


Rentang 


Nilai/Range Kondisi Ikan/ Kategori Mutu/ 
8-9 - Bola mata cembung, kornea dan pupil jernih/ convex eyeballs, clear cornea Sangat Baik (ikan 
and pupil. sangat segar)/very 


- Insang merah tua atau cemerlang dan sedikit lendir/ Deep red gills or bright good (very fresh) 


and a little mucus. 


- Lendir permukaan badan lapisan lendir jernih, transparan mengkilap dan 
cerah / Body surface mucus is clear, trasnparant and bright. 

- Bau sangat segar spesifik jenis bau ikan/ odor of fish very fresh. 

- Tekstur padat kompak dan elastis / solid and elastic texture. 
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Lanjutan Tabel 1/Continue Table 1 


Na Kondisi Ikan/ Kategori Mutu/ 
Vales Fish Condition Quality Category 
7-8 - Bola mata rata, kornea agak keruh, pupil keabu — abuan, mengkilap spesifik Baik (ikan segar)/ Good 
jenis ikan/ Flat eyeball, slightly cloudy cornea, grayish, specific type of fish (fresh) 
- Insang merah muda dengan sedikit lendir dan transparan/ pink gills with 
little mucus and transparent 
- Lendir permukaan badan mulai agak keruh transparan/ Body surface 
mucus is rather cloudy transparent 
- Bau segar dan spesfisik jenis/ Fresh smell and specific of fish 
- Tekstur agak lunak dan elastis/ The texture is rather soft and elastic 
6-7 - Bola mata agak cekung, kornea keruh dan pupil keabu — abuan/ Eyeball Sedang (ikan kurang 
rather sunken, cloudy cornea and grayish pupils segar/ Medium (less 
- Insang coklat muda atau keabu — abuan/ light brown or grayish gills fresh) 
- Lendir permukaan badan mulai keruh/ Body surface is clouded 
- Bau netral dan tekstur agak lunak dan kurang elastis / netral odor and 
rather soft and less elastic 
<6 - Bola mata agak cekung kornea keruh, pupil abu — abu dan tidak mengkilap Busuk (ikan tidak 
/Eyeball rather sunken, clouded cornea, grey pupils and not shiny segar)/ Bad (not fresh) 


- Insang abu — abu dengan lendir putih susu bergumpal/ Grey gills with 


clotted milk white mucus 


- Lendir permukaan badan agak tebal dan berubah warna / Body surface 


rather thick and color changed 


- Bau asam, tekstur lunak dan kurang elastis/ Acid odor, soft texture and 


less elastic 


Sumber: SNI 2793, 2013 (diolah) /Source: SNI 2793, 2013 (Processed) 


Metode Analisis 


Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Nilai yang 
didapatkan dari hasil penilaian organoleptik oleh 
panelis setiap masing-masing lokasi berdasarkan 
scoresheet 2793 tahun 2013. Nilai organoleptik 
tersebut ditabulasi menggunakan Microsoft excel 
untuk dilakukan uji non-parametrik Kruskal- 
Wallis. Uji statistik non-parametrik merupakan uji 
kesamaan beberapa nilai tengah dalam analisis 
ragam (Walpole, 1992). Langkah — langkah untuk 
penilaian rantai distribusi terhadap kualitas ikan dari 
PPP Blanakan adalah sebagai berikut: a) Rata-rata 
nilai organoleptik ikan di TPI Blanakan; b) Rata-rata 
nilai organoleptik ikan di daerah konsumen 1 (Pasar 
Muara Angke); c) Rata-rata nilai organoleptik ikan 
di daerah konsumen 2 (Pasar Cilincing); dan d) Uji 
Kruskal Wallis untuk menghitung perubahan mutu 
ikan. Setelah diketahui dari hasil nilai uji kruskall 
wallis kemudian dijelaskan secara deskriptif. 


Menurut Sugiyono (2015), rumus uji Kruskal 
Wallis yang digunakan adalah sebagai berikut: 


— 12 Man E 
Nga Cji nj SIN Dana (1) 
Keterangan/Remaks: 


N = Jumlah seluruh data / All Number of data 
k = Banyak lokasi dalam penelitian/ Many locations 
of research 
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Rj = Jumlah rangking pada setiap lokasi / Number 
of ranks at each locations 

nj =Jumlah data setiap lokasi/ Number of 
data per location 

j= Data setiap lokasi/ Data per location 


Uji Kruskal Wallis untuk mengetahui 
perubahan mutu yang terjadi pada ikan, sehingga 
didapat nilai tengah dari 3 fase distribusi. Hasil uji 
digunakan untuk melihat perbedaan signifikan nilai 
mutu ikan selama distribusi hingga ke konsumen. 
Menurut Nasution & Barizi (1976) kaidah keputusan 
dalam menguji hipotesis mengacu pada hipotesis 
sebagai berikut : 


T = 2 Ta Terima H,/ 2 Ta Accepted H, 
T = < Ta Tolak H,/ < Ta Rejected H} .............. (2) 


Keterangan/Remaks: 


H, = Tidak ada pengaruh rantai distribusi terhadap 
penurunan mutu ikan/There is no effect of 
distribution chain on deterioration of fish quality 

H,= Terdapat pengaruh rantai distribusi terhadap 
penurunan mutu ikan/There is effect of 
distribution chain on deterioration of fish quality 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Alur Rantai Distribusi 


Ikan yang sudah selesai diamati dengan 
pengujian organoleptik kemudian dimasukkan 
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dalam box stryfoam yang berukuran 72 x 41 x 27 
cm dengan kapasitas 50 kg. kemudian diberikan 
lapisan es sesuai dengan perlakuan pedagang 
yang akan mengirimkan ikan ke daerah konsumen 
yaitu sebanyak 1 kg es : 3 kg ikan dengan 3 
lapisan es. Setelah selesai diberikan es box 
stryfoam ditutup dan ditali menggunakan tali rafia 
agar tutup tersebut tidak jatuh dari box stryfoam. 
Tahap selanjutnya yaitu box stryfoam yang sudah 
dikemas kemudian disusun pada mobil pick up. 


Setelah ikan tiba di pasar Muara Angke, 
ikan dibongkar dan akan dikirim ke Pasar Cilincing, 
kemudian ikan diuji organoleptik yang kedua oleh 
para panelis. Setelah diamati ikan ditimbang dan 
dimasukkan ke dalam plastik dan diangkut oleh 
para buruh ke tempat kendaraan menuju pasar 
Cilincing. Pengangkutan ikan dari pasar Muara 
Angke menuju Pasar Cilincing menggunakan 
sepeda motor dengan ikan dimasukkan ke dalam 
drum dan diberi es balok yang dihancurkan. 


Setelah ikan tiba di pasar Cilincing, ikan 
tersebut dipajang di lapak pedagang tanpa 


menggunakan es. Ikan tersebut diuji organoleptik 
sebagai pengamatan kondisi ikan di daerah 
konsumen II. Pengujian organoleptik dilakukan 
dalam waktu 2 hari 1 malam, hal ini disebabkan 
prinsip para pedagang baik di pasar Muara Angke 
maupun pasar Cilincing untuk membeli dan menjual 
ikan selalu dalam keadaan segar dan jangka waktu 
pendek. 


Ikan tongkol merupakan salah satu 
komoditas dominan yang didistribusikan dari PPP 
Blanakan setelah melalui tempat pelelangan ikan 
(TPI). Distribusi ikan tongkol yang dipasarkan ke 
beberapa wilayah distribusi baik di pasar lokal 
maupun pasar regional. Wilayah distribusi utama 
ikan tongkol pertama ke Pasar Muara Angke, 
selanjutnya didistribusikan ke Pasar Cilincing 
sebagai daerah konsumen akhir. Jumlah distribusi 
ikan tongkol berdasarkan tujuan pasar tersebut 
tersaji pada Tabel 2 dan Gambar 2. Berdasarkan 
proporsi ikan tongkol yang dipasarkan di pasar 
regional sebesar 89.38 Yo dan pasar lokal sebesar 
10.62%. 


Tabel 2. Jumlah Ikan Tongkol yang Didistribusikan Berdasarkan Tujuan Pasar Kabupaten Subang 


2017-2018. 


Table 2. Amount of Tuna Is Distributed Based on Market Objectives of Subang District, 2017-2018. 


5 Aa Jarak (km)/ Jumlah yang Didistribusikan (kg)/ 
Tayan Besar Market Des inatan Distance (km) Amount of Distributed (kg) 
Pasar lokal / Local market 
Pasar Pamanukan/ Pamanukan market 21 5,123 
Pasar Ikan Blanakan/ Blanakan fish market 13 8,210 
Pasar regional/ Regional market 
Pasar Metro Lampung/ Metro market Lampung 406 12,980 
Palabuhanratu Sukabumi/ Fish market palabuhanratu 228 14,344 
Sukabumi 
Pasar Muara Angke Jakarta/Muara Angke market Jakarta 137 31,550 
Pasar Cilincing Jakarta/ Cilincing market Jakarta 122 22,511 
Pasar Ciroyom Bandung/ Ciroyom market Bandung 116 16,097 
Pasar Eretan Indramayu/ Eretan market Indramayu 52 14,750 


174,242 


Jumlah/ Total 


Tae 


ane-bore 1071 


Gambar 2. Alur Rantai Distribusi Ikan Tongkol dari PPP Blanakan. 
Figure 2. Distribution Chain Flow of Mackerel From Blanakan Fishing Port. 


DISTRIBUSI IKAN TONGKOL 
PPP Al 


Kec Blanakan, Kabupaten Subang, 
Provinsi Jawa Barat 


Novi: 1Afi; 
C451160021 
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Berdasarkan data tersebut menunjukkan 
bahwa Pasar Muara Angke dan Cilincing 
merupakan salah satu tujuan distribusi ikan dari 
PPP Blanakan. Pelabuhan perikanan merupakan 
salah satu center perekonomian mulai saat 
ikan didaratkan sampai dengan dipasarkan 
(Lubis, 2011). Pentingya menjaga mutu ikan 
yang dipasarkan akan menentukan nilai ekonomi 
ikan di pasar. Selain itu penilaian mutu ikan 
berdasarkan organoleptik merupakan penilaian 
mutu ikan yang mudah, sederhana dan cepat. 


Alur Rantai Distribusi Berdasarkan Pelaku 
Pemasaran 
Saluran distribusi ikan tongkol di 


PPP Blanakan memiliki dua tingkatan menuju 
konsumen akhir. Semua ikan hasil tangkapan di 
PPP Blanakan harus dipasarkan melalui Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) baik yang langsung 
dari nelayan maupun kiriman dari daerah lain 
melalui jalur darat. 


Gambar 3 menunjukkan bahwa alur rantai 
distribusi berdasarkan pelaku pemasaran setelah 
melalui TPI memiliki dua pola, pola pertama ikan 
hasil tangkapan dari yang didaratkan kemudian 
disalurkan melalui pedagang besar di Muara angke, 
kemudian dipasarkan oleh pedagang kecil di Pasar 
Cilincing dan yang terakhir tingkat konsumen akhir. 
Pola kedua ikan dari TPI didistribusikan ke Pasar 
Cilincing kemudian konsumen akhir. Peta rantai 
distribusi berdasarkan pelaku pemasaran disajikan 
pada Gambar 4. 


Nelayan! Fishermen 


TPI Blanakan/ Blanakan Port 


Pasar Muara Angke oleh 
Pedagang Besar / Muara Angke 
Trade by wholesalers 


Pasar Cilincing oleh pedagang 
kecil / Cilincing trade by retailers 


Gambar 3. Alur Rantai Distribusi Berdasarkan 
Pelaku Pemasaran. 


Figure 3. Distribution Chain Flow Based On 
Marketing Actors. 


Kiriman melalui jalur darat/ 


Shipping byland 


Mutu Ikan Menurut Jalur Distribusi 


Hasil uji organoleptik pada tiga wilayah 
pengamatan yaitu sesaat sebelum didistribusikan 
dari PPP Blanakan, setelah pendistribusian 
didaerah konsumen yaitu Pasar Muara Angke 
(daerah konsumen 1) dan Pasar Cilincing (daerah 
konsumen 2). Penilaian organoleptik ini terdiri 
dari mata, insang, lendir permukaan badan, bau 
dan tekstur. Hasil rata-rata nilai organoleptik ikan 
tongkol disajikan pada Gambar 5, Gambar 6, 
Gambar 7, Gambar 8 dan Gambar 9. 


DISTRIBUSI IKAN TONGKOL 
PPP BLANAKAN 


Kec. Blanakan, Kabupaten Subang, 
Provinsi Jawa Barat 


N 1 : 2.000.000 
P 01020 40 60 80 
o — KM 


s 


Sumber Data: 
Peta Rupa Bumi Indonesia 


Novia Nurul Afiyah 
451160021 


Teknologi Perikanan Laut 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Institut Pertanian Bogor 


Gambar 4 Rantai Distribusi Berdasarkan Pelaku Pemasaran. 
Figure 4 Distribution Chain Flow o Distributor. 
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TPI Blanakan 
/Blanakan port 


Pasar Muara 


Angke Trade 


Angke/Muara 


“TPI Blanakan /Blanakan port 


Z Pasar Muara Angke/Muara 
Angke Trade 

& Pasar Cilincing/ Cilincing 
Trade 


Pasar Cilincing/ 
Cilincing Trade 


Gambar 5. Pengaruh Rantai Distribusi Terhadap Nilai Organoleptik Mata Ikan Tongkol, Kabupaten 


Subang 2017/2018. 
Figure 5. 
District, 2017/2018. 


a) Nilai Organoleptik Mata Ikan 


Nilai organoleptik pada mata dari setiap 
lokasi secara beurutan yaitu ikan pada lokasi | dan 
Il dengan nilai 7.77 dan 7.35 dalam kondisi mata 
masuk pada rentang nilai mutu baik (7-8), yaitu 
ikan dalam kondisi segar (Gambar 5). Kondisi 
mata ikan pada wilayah distribusi ke-3 didapatkan 
nilai 6.58 pada rentang nilai 6-7 dengan kondisi 
ikan mengalami kemunduran kesegaran 
dengan mutu sedang. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya perubahan padamata ikan pada pengamatan 
yaitu: mata agak cekung, kornea keruh dan pupil 
keabu-abuan. 


TPI Blanakan Pasar Muara 


The Effect of Distribution Chains on Mackerel Eye Fish Organoleptic Values, Subang 


b) Nilai Organoleptik Insang Ikan 


Pengamatan terhadap insang dari setiap 
lokasi secara berurutan yaitu ikan pada lokasi 
| dan lokasi || 7.78, 7.23 dalam kondisi insang 
yang masuk dalam rentang nilai mutu baik 
(7-8), yaitu ikan tongkol masih dalam kondisi 
ikan segar (Gambar 6). Kondisi insang ikan pada 
lokasi III yaitu pada daerah konsumen II yaitu 
sebesar 6.7 pada rentang nilai (6-7) dengan 
kondisi ikan mengalami kemunduran kesegaran 
dengan mutu sedang. hal ini dibuktikan adanya 
perubahan pada warna insang yaitu 
merah muda dengan sedikit lendir. 


>: TPI Blanakan /Blanakan 
port 


Z Pasar Muara 
Angke/Muara Angke 
Trade 


2: Pasar Cilincing/ Cilincing 
Trade 


Pasar Cilincing/ 


/Blanakan port Angke/Muara Cilincing Trade 


Angke Trade 


Gambar 6. Pengaruh Rantai Distribusi terhadap Nilai Organoleptik Insang Ikan Tongkol, Kabupaten 


Subang 2017/2018. 
Figure 6. 
District, 2017/2018. 


The Effect of Distribution Chains on Mackerel Gills Fish Organoleptic Values, Subang 
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Menurut Sevik (2007) insang merupakan salah 
satu organ internal yang dapat mempercepat 
proses pembusukan. Insang bersifat lunak dan 
lembab, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi 
bakteri untuk tumbuh. 


c) Organoleptik Lendir Permukaan Badan Ikan 


Pengamatan terhadap lendir permukaan 
badan ikan dari setiap masing - masing lokasi 
secara berurutan yaitu sebesar 7.79, 7.46, 
7.05 dalam kondisi ikan segar yang masuk 
dalam rentang nilai mutu baik (7-8) (Gambar 7). 
Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pada 
lapisan lendir permukaan badan ikan yang mulai 
keruh. 


TPI Blanakan Pasar Muara 


d) Organoleptik Bau Ikan 


Pengamatan terhadap bau dari setiap 
masing — masing lokasi secara berurutan 
yaitu sebesar 7.76, 7.4, yang masuk nilai 
rentang (7-8) dengan kondisi ikan mutu baik 
(Gambar 8). Nilai organoleptik pada lokasi 3 yaitu 
pada daerah konsumen 2 yaitu sebesar 6.76. 
kondisi ikan ini masuk dalam rentang nilai (6-7) 
bahwa ikan tersebut dalam mutu kurang segar. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pada 
bau ikan tersebut sudah cenderung bau netral. 
Menurut Litaay, Sugeng, Haluan & Harianto 
(2017) bahwa bau ikan netral tersebut cenderung 
ikan sudah berbau amoniak, hal ini karena hasil 
samping penguraian protein dari aktivitas bakteri. 


>: TPI Blanakan /Blanakan 
port 


Z Pasar Muara 
Angke/Muara Angke 
Trade 


## Pasar Cilincing/ Cilincing 
Trade 


Pasar Cilincing/ 


/Blanakan port Angke/Muara Cilincing Trade 


Angke Trade 


Gambar 7. Pengaruh Rantai Distribusi terhadap Nilai Organoleptik Lendir Permukaan Badan Ikan 


Tongkol, Kabupaten Subang 2017/2018. 
The Effect of Distribution Chains on Mackerel Values of Body Surface Mucus Fish 


Figure 7. 


Organoleptic Values, Subang District, 2017/2018. 


TPI Blanakan Pasar Muara 


>: TPI Blanakan /Blanakan 
port 


Z Pasar Muara 
Angke/Muara Angke 
Trade 


2: Pasar Cilincing/ Cilincing 
Trade 


Pasar Cilincing/ 


/Blanakan port Angke/Muara Cilincing Trade 


Angke Trade 


Gambar 8. Pengaruh Rantai Distribusi terhadap Nilai Organoleptik Bau Ikan Tongkol, Kabupaten 


Subang 2017/2018 
Figure 8. 


District, 2017/2018 
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The Effect of Distribution Chains on Mackerel Odor Fish of Organoleptic Values, Subang 
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e) Organoleptik Tekstur Ikan 


Pengamatan pada parameter tekstur dari 
setiap lokasi secara berurutan yaitu sebesar 7.75 
dan 7.15, nilai tekstur ini masuk rentang nilai 
(7-8) yang masuk dalam kategori bahwa ikan 
tersebut bernilai baik. Kondisi tekstur ikan pada 
lokasi III yaitu pada daerah konsumen 2 sebesar 
6.2, dalam kondisi tekstur ikan termasuk kategori 
ikan yang bermutu sedang (Gambar 9). Hal ini 
menunjukkan adanya perubahan parameter 
tekstur ikan yaitu agak lunak dan kurang elastis 
(apabila ditekan tidak kembali dengan cepat). 
Tekstur ikan merupakan salah satu anggota 
tubuh ikan yang digunakan sebagai parameter 
kesegaran ikan oleh konsumen (Peterson, Nielsen 
& Hyldig, 2006). 


Pengaruh Rantai Distribusi terhadap Kualitas 
Ikan 


Pengaruh rantai distribusi terhadap kualitas 
ikan dengan menggunakan analisis uji Kruskal 
Wallis. Hasil uji mutu ikan tongkol pada ketiga 


TPI Blanakan Pasar Muara 


tempat distribusi pada kondisi mata, tekstur, bau 
dan insang memperoleh nilai sig sebesar 0.000 
ca (0,05) dan lendir permukaan badan pada 
ikan tongkol memperoleh nilai sig 0.001 « 0.05 
(Tabel 3). sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Tolak H, terima H, yang artinya terdapat 
perbedaan nilai mutu ikan sebelum distribusi, 
daerah konsumen 1 dan daerah konsumen 2. 


Pembahasan 
Hasil organoleptik ikan tongkol selama 
proses distribusi dari TPI Blanakan menuju 


daerah konsumen | di Pasar Muara Angke, hingga 
daerah konsumen II di Pasar Cilincing mengalami 
kemunduran mutu berdasarkan nilai organoleptik. 
Nilai rata- rata organoleptik kondisi ikan dari TPI ke 
daerah konsumen II yaitu sebesar 7.32 termasuk 
dalam kategori mutu segar dengan rentang nilai 
7-8. Selain itu nilai rata — rata ikan tongkol dari 
daerah konsumen | ke konsumen II yaitu sebesar 
6.66. Kondisi tersebut terdapat pada rentang nilai 
6-7 kategori mutu sedang (kurang segar), namun 
layak untuk dikonsumsi. Ikan tongkol yang memiliki 


>: TPI Blanakan /Blanakan 
port 


Z Pasar Muara 
Angke/Muara Angke 
Trade 


2: Pasar Cilincing/ Cilincing 
Trade 


Pasar Cilincing/ 


/Blanakan port Angke/Muara Cilincing Trade 


Angke Trade 


Gambar 9. Pengaruh Rantai Distribusi terhadap Nilai Organoleptik Tekstur Ikan Tongkol, Kabupaten 


Subang 2017/2018. 
Figure 9. 
Subang District, 2017/2018. 


The Effect of Distribution Chains on Mackerel Texture of Fish Organoleptic Values, 


Tabel 3. Pengaruh Rantai Distribusi Terhadap Kualitas Ikan. 
Table 3. The Effect of Distribution Chain of Fish @uality. 


Lendir Permukaan 


MataEye Badan/ Slime Surface 
Chi-Sguare 23.015 14.090 
Df 2 2 
Asymp. Sig. .000 .001 


Tekstur/ 


Bau/ Smell Insang/ Gill 
Texture 
21.428 26.787 21.497 
2 2 2 
.000 .000 .000 
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nilai >6 ikan tersebut tergolong layak konsumsi dan 
masih segar dengan memiliki ciri kenampakan 
daging cerah dan tidak kusam. Nilai maksimal 
ikan layak konsumsi berdasarkan SNI 2793 2013 
nilai organoleptik sebesar 26.0. Hal ini sesuai 
yang disampaikan Husni, Antarif & Siti, (2015), 
Metusalach, Kasmiati, Fahrul & Jaya, (2014) bahwa 
kondisi batas penerimaan nilai organoleptik oleh 
panelis yaitu 6.0 bahwa ikan masih berkualitas baik 
dan layak untuk di konsumsi). 


Sifat khas dalam suatu komoditas ikan 
mudah mengalami pembusukan (high perishable). 
Kesegaran ikan suatu hal yang sangat penting 
untuk diperhatikan guna untuk menentukan 
mutu dan harga dikonsumen. Untuk menghindari 
adanya penurunan harga ataupun penolakan dari 
kosumen, maka harus dilakukan cara penanganan 
ikan yang baik mulai dari ikan ditangkap, didaratkan 
di pelabuhan sampai di konsumen. Hal ini sesuai 
hasil penelitian Irianto (2008), Metusalach et al. 
(2014), Mboto, Nurani, Wisudo & Mustarruddin, 
(2014) bahwa cara penanganan ikan yang baik akan 
mempengaruhi mutu dan harga ikan dikonsumen. 


Khusus ikan tongkol apabila nilai organoleptik 
« 6 memungkinkan terbentuknya histamin yang 
menyebabkan alergi pada sebagian orang. 
Menurut Torido et al., (2012) bahwa Ikan tongkol 
merupakan salah satu golongan ikan schombroid 
yang memungkinkan terbentuknya histamin 
(schombroid poisoning). Cara mempertahankan 
kualitas dan kesegaran ikan yaitu dengan cara 
menurunkan suhu serendah mungkin. Pemberian 
es selama proses distribusi bertujuan untuk menjaga 
kesegaran ikan. Hal ini sesuai yang disampaikan 
oleh Pettersen & Hyldig (2010) bahwa waktu dan 
suhu adalah faktor yang sangat penting untuk mutu 
organoleptik. 


Secara keseluruhan ikan tongkol pada 
proses distribusi berdasarkan parameter yang diuji 
masih layak untuk dikonsumsi. Hal ini terlihat dari 
nilai organoleptik tidak mengalami penurunan yang 
signifikan. Arti dari signifikan tersebut adalah tidak 
merubah status layak konsumsi dengan indikator 
nilai <6. Penilaian organoleptik yang mengalami 
penurunan mutu secara berurutan yaitu tekstur, 
insang, mata, bau dan lendir permukaan badan. 
Kontribusi terbesar terhadap penurunan mutu pada 
setiap parameter yang diuji organoleptik ikan tongkol 
yaitu tekstur. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 
Panai, Rieny & Faiza , (2013) Ikan yang berukuran 
besar secara umum mengalami penurunan mutu 
yang lebih lambat dibandingkan dengan ikan kecil. 
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Karena kandungan glikogen dan luas permukaan 
tubuh pada ikan yang berukuran besar lebih 
banyak, sehingga penyerangan mikroorganisme 
pada ikan besar lebih lama dibandingkan ikan 
kecil. Secara berurutan Peterson & hyldig (2010), 
Farmer, McConnell & Kilpatrick (2000) bahwa 
tekstur ikan merupakan salah satu anggota tubuh 
ikan yang sering digunakan sebagai parameter 
kesegaran ikan oleh konsumen sehingga lebih 
cepat penurunan mutunya, penurunan mutu terjadi 
tidak hanya tergantung pada jenis ikan tetapi juga 
perlakuan dan kondisi penyimpanan terhadap 
karakteristik produk ikan. 


Rantai distribusi berpengaruh terhadap 
penurunan mutu ikan tersebut yang dipengaruhi 
beberapa faktor yaitu cara penanganan, sanitasi, 
higienitas dan sarana transportasi. Hal ini 
didukung oleh Irianto & Giyatmi (2009) bahwa 
penurunan kualitas ikan dipengaruhi oleh jarak 
distribusi dan waktu, cara penanganan, sanitasi 
dan higienitas fasilitas yang digunakan dalam 
penanganan ikan. Semakin jauh jarak distribusi 
ikan maka akan semakin lama waktu ikan sampai 
ke konsumen dan semakin menurun mutu ikan 
yang didistribusikan. Hal ini terlihat pada kondisi 
ikan berupa kenampakan lendir semakin banyak 
pada permukaan tubuh dari waktu tiba di daerah 
konsumen | ke II. Perbedaan kenampakan akibat 
banyaknya lendir akibat dari berlangsungnya 
proses biokimiawi. Menurut Murniyati & Sunarman 
(2000) pada proses pembusukan ikan terjadi tahap 
hyperaemia yaitu lendir ikan terlepas dari kelenjar- 
kelenjar yang ada di dalam kulit. 


Faktor sanitasi dan higienitas terhadap 
peralatan yang digunakan dan kebersihan tempat 
ikan selama proses penanganan hingga distribusi. 
Beberapa penanganan ikan tongkol di PPP 
Blanakan saat di TPI dimana waktu pelelangan 
berkisar 4 — 7 jam. Selama waktu tunggu lelang 
ikan dibiarkan tergeletak dilantai tanpa es. Semakin 
lama waktu pelelangan maka semakin mudah ikan 
terkontaminasi dengan udara terbuka. Penanganan 
ikan pada saat bongkar muat tidak dilakukan 
secara perlahan, sehingga membuat beberapa 
bagian tubuh ikan rusak akibat gesekan dengan 
keranjang. Kondisi wadah yang digunakan selama 
pengangkutan dari TPI ke pengemasan sebelum 
di distribusikan menggunakan keranjang bambu. 
Keranjang tersebut tidak dilakukan pencucian, 
sehingga keranjang dalam keadaan lembab dan 
terdapat beberapa sisa potongan ikan, darah atau 
lendir dari hasil pengangkutan ikan sebelumnya. 
Berdasarkan penelitian Pane (2008), penggunaan 
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keranjang bambu berpengaruh negatif terhadap 
sanitasi dan higienitas dikarenakan dapat 
menghasilkan ceceran potongan akibat terjepit, 
ikan menjadi yang rusak, menempelnya cairan 
lendir dan darah pada wadah. Tidak dicucinya 
wadah dan terdapatnya sisa kotoran pada keranjang 
membuat berikutnya mudah terkontaminasi. 


Wadah yang digunakan selama distribusi 
menggunakan box styrofoam dan didalamnya 
diberi es balok yang dihancurkan. Box styrofoam 
tersebut tidak memiliki lubang buangan air hasil 
mencairnya es dan menjadi genangan dalam 
wadah, akibatnya ikan pada bagian bawah 
menjadi cepat kusam, kulitnya mengelupas dan 
tekstur daging lembek. Wadah ikan harus mampu 
mempertahankan suhu, tidak diterobos oleh panas 
dari luar, tidak dicemari oleh air, gas, udara dan 
kotoran (Ilyas, 1993). Kontruksi wadah yang 
digunakan untuk pendistribusian hasil tangkapan, 
mampu mempertahankan suhu seluruh sisi 
sudah memiliki konduktivitas termal yang baik 
yaitu tahan terhadap rembesan air, ringan dan 
tahan terhadap goncangan (Prasetyo, Ernani & 
Fis, 2018). Wadah seharusnya dicuci menggunakan 
air bersih, diberi desinfektan atau menggunakan 
air panas tekanan tinggi (Lubis, 2012). 


Faktor sanitasi dan higienitas terhadap 
pelaku atau petugas yang menangani ikan 
hasil tangkapan dari TPI sampai ke konsumen. 
Penanganan yang dilakukan oleh petugas yaitu 
tidak menggunakan masker, sarung tangan, wear 
pack sehingga ikan dapat bersentuhan langsung 
dengan petugas. Perilaku petugas selama 
penanganan ikan terdapat petugas yang merokok, 
melempar ikan dan menginjak ikan selama di 
TPI. Hal ini yang mengakibatkan salah satu faktor 
penurunan mutu ikan. 


Sarana transportasi yang digunakan di 
PPP Blanakan adalah mobil pick up terbuka 
untuk tujuan pasar Muara Angke, dan sepeda 
motor dari pasar Muara Angke sampai Pasar 
Cilincing. Transportasi merupakan hal yang 
penting dalam menjaga kualitas ikan, karena 
transportasi merupakan perpindahan tempat dari 
tempat asal menuju tempat yang akan memakai 
produk tersebut. Pemilihan jenis transportasi 
yang tidak diperhatikan akan menimbulkan dua 
resiko pada saat kegiatan pengangkutan hasil 
tangkapan yaitu dapat menurunkan harga barang 
dan menurunkan kualitas barang (Prasetyo et 
al, 2018). Permasalahan lainnya pada saat 
pendistribusian tidak menggunakan rantai dingin 


dari awal ikan didaratkan sampai ke konsumen. 
Hal ini sesuai dengan Lubis, Wiyono & Nirmalanti, 
(2010) bahwa permasalahan yang masih sering 
dijumpai terhadap hasil tangkapan di Indonesia 
adalah penanganan ikan yang kurang baik 
atau tidak menggunakan rantai dingin selama 
transportasi dari pelabuhan perikanan sampai ke 
daerah konsumen. Menurut Peraturan Pemerintah 
No 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa transportasi 
yang digunakan sebaiknya menggunakan refeer 
truck (truk berpendingin) selama pendistribusian. 
Menurut Lubis (2012) Sistem transportasi yang 
digunakan sebaiknya yang dapat menjaga mutu 
hasil tangkapan yaitu menggunakan transportasi 
dengan cold chain system (rantai dingin). 


Penurunan kualitas ikan selama 
pendistribusian disebabkan oleh beberapa faktor 
diatas, oleh karena itu perlu adanya penanganan 
khusus dari mulai ikan didaratkan sampai dengan 
konsumen. Cara penanganan khusus agar dapat 
mempertahankan mutu ikan yaitu meliputi (1) 
Menurunkan suhu serendah mungkin yaitu 0°C 
setelahikan ditangkap. Suhuitu harus dipertahankan 
selama ikan ditangkap, pendistribusian sampai 
dengan konsumen. Hal ini dapat menerapkan 
dengan sistem rantai dingin (Cold Chain System) 
yaitu dengan cara menerapkan teknik pendinginan 
0”-4”C terus menerus terhadap hasil tangkapan 
dimulai sejak penangkapan, penanganan, 
pengolahan sampai dengan hinterland (Lubis et al., 
2010). Suhu rendah 0”-4”C dapat memperpanjang 
daya awet ikan mencapai satu sampai empat 
minggu serta mempertahankan kesegaran ikan 
dan nilai gizinya (Nurjanah, Nurhayati & Zakaria, 
2011) (2) Melakukan penanganan dengan hati-hati 
dan cepat (Munandar, Nurjanah & Nurmala, 2009) 
(3) Memberikan es dengan perbandingan 1 kg es: 
1 kg ikan (4) menggunakan wadah yang tahan 
goncangan, memiliki lapisan thermal dan saluran 
pembuangan air (5) mendistribusikan ikan ke 
konsumen sebaiknya menggunakan reefer truck 
(truk berpendingin) atau menggunakan mobil 
yang tertutup untuk menghindari adanya 
kontaminasi dari luar dan cahaya sinar matahari 
secara langsung selama pendistribusian 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hasil uji kruskal wallis menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi uji organoleptik pada mata, insang, 
lendir permukaan badan, bau dan tekstur adanya 
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pengaruh rantai distribusi terhadap mutu ikan 
selama pendistribusian ke daerah konsumen. 


Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan 
selama pendistribusian meliputi cara penanganan 
ikan, sanitasi, higienitas dan sarana transportasi 
yang digunakan. 


Rekomendasi Kebijakan 


Perlu adanya pengawasan dan bimbingan 
secara berkala dari Pemerintah Daerah dan 
pihak pelabuhan kepada stakeholder yang terlibat 
dalam penanganan ikan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No 57 Tahun 2015 Tentang Sistem 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
bahwa pengendalian mutu ikan dari mulai ikan 
ditangkap sampai dengan ikan di konsumen. 


Memberikan penyuluhan terhadap 
stakeholder yang terlibat dalam penanganan ikan 
dengan cara menerapkan sistem rantai dingin 
(cold chain system) sesuai dengan pedoman GHP 
(good handling practice)guna salah satu aspek 
untuk mendukung program Sistem logistik Ikan 
Nasional (SLIN) dan TPI higienis dalam menjaga 
sinergi dari hulu ke hilir dan persaingan global ke 
Pasar Internasional. 


Perlu adanya penyuluhan terhadap pelaku 
distribusi terkait pentingnya menjaga kualitas ikan 
hasil tangkapan dari penangkapan, proses distribusi 
sampai ke konsumen yang akan berimplikasi 
terhadap harga ikan. 
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ABSTRAK 


Pengembangan usaha pengolahan ikan tradisional dapat dilakukan dengan mengembangkan 
kemampuan pengolah ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi tingkat kemampuan pengolah 
ikan tradisional di Kabupaten Cirebon dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinyanya. 
Penelitian dilakukan secara survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 
Sampel penelitian ini adalah 80 orang pengolah ikan dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gunungjati, 
Suranenggala dan Jamblang. Data dikumpulkan pada bulan Maret hingga April 2018. Data dianalisis 
secara deskriptif menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver 24 dan diuji dengan 
Partial Least Square (PLS) 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengolah ikan di 
Kabupaten Cirebon berada pada kategori rendah baik pada aspek teknis maupun manajerial. Aspek teknis 
yang rendah yaitu pada proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, perizinan dan penanganan 
limbah usaha. Sedangkan aspek manajerial yang rendah yaitu pada kemampuan mengakses modal, 
mengakses pasar dan kemampuan bermitra. Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan pengolah 
ikan di Kabupaten Cirebon berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi 
yaitu tingkat pendidikan formal dan jumlah pelatihan yang diikuti oleh pengolah ikan, sedangkan faktor 
eksternal yang memengaruhi yaitu tingkatan peran penyuluh perikanan dan ketersediaan bahan baku. 


Kata kunci: kemampuan; pengolah ikan; pengolahan ikan; tradisional 


ABSTRACT 


Improving fish processor capacity is one of way out to develop traditional fish processing. This 
research aims to identify the level capacity of traditional fish processing in Cirebon District and to analyze 
its influencing factors. This research used questionnaire survey to 80 samples of respondents in three 
sub-district: Gunungjati, Suranenggala and Jamblang Data were collected from March to April 2018, 
and were analyzed using descriptive Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver 24 and tested 
with Partial Least Square (PLS) 3. The results showed that capacity level of fish in Cirebon District lies 
in low category both upon managerial and technical aspects. The low level of technical aspects were 
processing, packaging, storage, licensing and waste handling. While the low level of managerial ability 
were access to capital, access to market, and ability of partnership. Factors influencing fish processor 
capacity in Cirebon District come from internal and external factors. The internal factors are education 
level and number of training undertaken by the fish processor, while the external factors are the role of 
fisheries counselors and availability of raw materials. 


Keywords: capacity; fish processor, fish processingg: traditional 


PENDAHULUAN 


Ikan merupakan salah satu sumber 
makanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia 
karena banyak mengandung protein. Kandungan 
protein dan air yang terdapat pada ikan cukup 
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tinggi dan tersusun oleh sejumlah asam amino 
yang berpola mendekati pola kebutuhan asam di 
dalam tubuh manusia. Adapun yang terkandung 
pada daging ikan yaitu sejumlah mineral yang 
sangat dibutuhkan tubuh manusia, seperti: K, 
C, P, S, Mg, Ca, Fe, Ma, Zn, F, Ar, Cu dan Y. 
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Selain itu ikan juga mengandung vitamin A dan D 
dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh 
manusia, sehingga sangat menunjang kesehatan 
mata, kulit dan proses pembentukan tulang, 
terutama pada anak balita (Afrianto & Liviawaty, 
1989). 


Upaya yang dilakukan untuk 
mengembangkan usaha pengolahan ikan dalam 
mendorong peningkatan nilai tambah produk 
hasil olahan ikan yaitu dengan cara pengolahan 
ikan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran 
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di 
bidang usaha pengolahan ikan (Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan, 2016). Standar 
pengolahan ikan yang telah diatur sesuai 
Peraturan Kementerian Kelauatan dan Perikanan 
Nomor 72 Tahun 2016 yaitu harus berstandar 
Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pengembangan 
pengolahan di Indonesia didominasi pada 
usaha dengan cara tradisional. Heruwati (2002) 
menyatakan persentase cara pengolahan ikan 
secara tradisional lebih dominan dibandingkan 
cara modern. Menurut Irianto & Giyatmi (2014), 
mencontohkan dua jenis produk olahan tradisional, 
yaitu ikan asin dan ikan asap. Tujuan pengolahan 
ini adalah untuk mengawetkan ikan, mengubah 
bahan baku menjadi produk yang disukai 
konsumen, mempertahankan mutu ikan, menjamin 
keselamatan konsumen dan memanfaatkan bahan 
baku lebih maksimal. Selain itu, pengolahan 
juga dimaksudkan untuk memperpanjang daya 
simpan menjadi berbulan-bulan. Yahono (2004) 
menjelaskan bahwa pengolahan hasil perikanan 
tradisional didasarkan pada proses penurunan 
kadar air dan terjadinya perubahan-perubahan 
tertentu pada produk dengan tujuan menghambat 
proses penurunan mutu yang disebabkan 
oleh kegiatan enzimatis dan kimiawi lainnya, 
menghasilkan produk olahan yang memiliki ciri 
khusus rupa, cita rasa, bau, tekstur dan mempunyai 
daya tarik sendiri bagi konsumen. 


Kabupaten Cirebon merupakan salah satu 
sentra pengolahan ikan di wilayah Jawa Barat. Hal 
ini terkait dengan tingginya potensi sumber daya 
perikanan tangkap maupun budidaya, dengan 
tingkat produksi masing-masing sebesar 30.100,20 
ton dan 42.632 ton pada tahun 2016 (BPS 
Kabupaten Cirebon 2018). Potensi pengolahan 
ikan memiliki peluang berkembang, dengan 
rencana pengembangan industri pengolahan dan 
coldstorage dengan penyediaan lahan seluas 
7.500 ha, pengembangan tambak udang seluas 
500 ha, dan pembangunan bendungan di Bendung 
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Karet untuk pengembangan budidaya air tawar 
(DKP Kabupaten Cirebon 2019). 


Pengembangan industri pengolahan ikan 
di Kabupaten Cirebon ini memerlukan sumber 
daya manusia yang kompeten, terutama para 
pengolah hasil perikanan. Mayoritas pengolah ikan 
di Kabupaten Cirebon memiliki skala usaha kecil 
dan mikro dan bersifat tradisional, seperti yang 
ditunjukkan dari data bahwa 90 persen usaha 
pengolahan di Kabupaten Cirebon pada skala 
usaha ini (BPS Kabupaten Cirebon 2018). 


Pengolah ikan tradisional diduga memiliki 
keterbatasan pada aspek teknis dan manajerial 
dalam menjalankan usahanya. Keterbatasan pada 
aspekteknis yaitu pengolahikanmasih menggunakan 
tenaga secara manual tanpa teknologi modern 
(Kemenperin 2015). Padahal keberadaan inovasi 
berpengaruh positif terhadap kegiatan usaha dan 
dapat memberikan keuntungan, dan kemampuan 
sosial ekonomi keluarga (Suryani Fatchiya & 
Susanto (2017), dan terbukti meningkatkan produksi 
usaha tani (Fatchiya, Amanah & Kusumastuti, 
2016) Sedangkan keterbatasan pada kemampuan 
manajerial seperti kendala dalam hal perizinan, 
mengakses modal dan pasar serta kemampuan 
bermitra. Nikijuluw (2002) menyatakan, bahwa 
permasalahan yang sering dihadapi pada pelaku 
usaha mikro yaitu akses terhadap modal, pasar, 
dan teknologi. Namun demikian, aktivitas ekonomi 
usaha pengolahan ikan telah menghasilkan produk 
olahan ikan sekitar Rp.4,03 milyar dari seluruh 
jumlah pengolah ikan (Kemenperin, 2015), sehingga 
kegiatan pengolahan ikan dengan keterbatasan 
kemampuan pengolah ikan masih layak dan memiliki 
prospek untuk dikembangkan. Menurut Zamroni 
& Purnomo (2005), Huseini (2007), dan Deswati 
& Hikmah (2016) kendala pengembangan usaha 
kecil adalah keterbatasan akses teknologi, pasar, 
bahan baku, lemahnya jaminan mutu, tingginya 
tingkat kehilangan, kurangnya intensitas promosi, 
terbatasnya sarana penanganan ikan, kurang dan 
belum ada standarisasi bahan baku serta informasi 
teknologi terbatas 


Berdasarkan permasalahan tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi 
tingkat kemampuan pengolah ikan tradisional 
di Kabupaten Cirebon dan menganalisis faktor- 
faktor yang memengaruhi tingkat kemampuannya 
dalam mengolah ikan. Kemampuan atau dengan 
kata lain kapasitas diartikan sebagai kemampuan 
yang terdapat di dalam diri individu, masyarakat 
atau organisasi untuk melakukan sesuatu dalam 
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menuju keberhasilan dan memenuhi harapan 
dan kebutuhannya (Asta, Fatchiya & Hubeis, 
2015), segala daya-daya kekuatan yang 
menghasilkan kemampuan, yang dimiliki oleh 
individu, organisasi maupun masyarakat untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Devi, 
Fatchiya & Susanto, 2016): kemampuan dalam 
melakukan produktivitas, pemasaran, peningkatan 
pendapatan, keamanan usaha, berkelompok, dan 
berjaringan, serta peningkatan prestasi/kemajuan 
usaha Marliati (2008), daya adaptif, kemampuan 
dalam menjalankan fungsi-fungsi usaha, seperti 
pengelolaan produksi, keuangan, sumber 
daya manusia, pemasaran, dan kemampuan 
memecahkan masalah, dan merencanakan dan 
mengevaluasi usaha untuk mencapai berkelanjutan 
usaha (Fatchiya, 2010) 


METODOLOGI 


Penelitian dilakukan di Kabupaten Cirebon, 
yang merupakan salah satu daerah sentra 
pengolahan ikan di Jawa Barat. Lokasi penelitian 
ditentukan secara purposive pada tiga kecamatan 
yang merupakan sentra pengolahan ikan yaitu 
Kecamatan Gunungjati, Suranenggala, dan 
Jamblang. Pengumpulan data dilakukan pada 
bulan Maret hingga April 2018. 


Data dikumpulkan dengan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif 
dengan cara survei untuk mendapatkan data sesuai 
peubah yang telah ditentukan, yaitu peubah tingkat 
kemampuan pengolahan, karakteristik responden, dan 
dukungan eksternal (penyuluhan dan ketersediaan 
bahan baku). Data kualitatif didapatkan dengan cara 
wawancara mendalam kepada informan, yaitu 2 orang 
penyuluh perikanan dan 2 orang ketua kelompok 
pengolah ikan, dan Focus Group Discussion (FGD) 
dengan 15 orang pengolah ikan. Data kualitatif 
diperlukan untuk memahami fakta yang dimunculkan 
dari data kuantitatif hasil survei. 


Populasi penelitian adalah pengolah ikan 
yang masih aktif menjalankan usahanya pada saat 
penelitian, dan tinggal di lokasi penelitian. Jumlah 
populasi adalah 348 orang. Dari populasi tersebut 
diambil sampel sebanyak 80 orang atas dasar 
rumus Slovin (Yamane, 1967). Sampel ditentukan 
secara acak sederhana (sampel random sampling), 
dengan dasar hasil wawancara dengan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, yang 
menyatakan bahwa hampir keseluruhan populasi 
berskala usaha mikro. Hal ini dicirikan dari pemilikan 
aset kurang dari 50 juta rupiah dan nilai penjualan 


paling banyak 300 juta rupiah per tahun (sesuai 
kriteria UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 
Kecil Menengah). Jumlah sampel masing-masing 
lokasi adalah 30 orang di Kecamatan Gunungjati, 
26 orang di Kecamatan Suranenggala dan 24 
orang di Kecamatan Jamblang. 


Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dulu 
dilakukan uji instrumen untuk mengukur validitas 
dan reliabilitasnya. Uji instrumen ini dilakukan 
pada 30 orang anggota kelompok pengolah ikan 
di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang 
memiliki karakteristik yang relatif sama. Hasil 
uji ini menunjukkan bahwa sebagian besar butir 
pernyataan dalam instrumen penelitian tergolong 
valid (nilai r hitung lebih dari 0,7). Adapun butir 
pertanyaan yang kurang dari nilai tersebut 
sebagian dibuang atau diperbaiki pada butir 
pertanyaan yang relevan. Secara keseluruhan 
pertanyaan pada kuesioner memiliki nilai r hitung 
yang berkisar 0,372 sampai dengan 0,807. Adapun 
nilai cronbachs alpha yang dihasilkan berkisar dari 
0,509 hingga 0,879 dimana menunjukkan lebih 
besar dari r tabel (0,361). 


Metode Analisis Data 


Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis 
menggunakan uji statistik deskriptif, dengan 
program Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) versi 24, dan analisis statistik inferensial 
menggunakan program Partial Least Sguare (PLS) 
3. Pengujian hipotesis satu arah dilakukan dengan 
melihat tingkat signifikansi dari nilai koefisien path 
yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik harus di atas 
1.64 untuk alpha 5 persen. (Abdillah dan Jogiyanto 
2015). Sebelumnya, dilakukan penentuan nilai 
koefisien di atas 0,7 sebagai syarat agar dapat 
dilakukan proses bootstrapping untuk melihat tingkat 
signifikansi (Sarwono dan Narimawati, 2015). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kemampuan Pengolah Ikan di Kabupaten Cirebon 


Kapasitas merupakan kemampuan yang 
ada dalam diri pengolah ikan dalam melakukan 
suatu pekerjaan dengan tepat. Fatchiya (2010) 
membagi unsur kapasitas berupa kemampuan 
menjalankan fungsi usaha, beradaptasi dengan 
perubahan, merencanakan usaha, dan mengatasi 
masalah. Leasa et al. (2018) mengatakan bahwa 
kapasitas merupakan kemampuan seseorang 
dalam melakukan teknis pengolahan dan 
melakukan strategi pasar serta mengakses pasar. 
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Kemampuan pengolah ikan dalam penelitian ini 
meliputi kemampuan teknis dan kemampuan 
manajerial. 


Kemampuan pengolah ikan di Kabupaten 
Cirebon dilihat dari aspek teknis maupun 
manajerial tergolong rendah. Untuk aspek teknis 
sebagian besar responden (86,3 persen) berada 
pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengolah ikan di Kabupaten Cirebon belum mampu 
melakukan tata cara pengolahan ikan yang tepat 
sesuai dengan standar Unit Pengolahan Ikan 
(UPI), mulai dari perolehan bahan baku hingga 
penanganan limbah usaha. Untuk kemampuan 
manajerial, sebagian besar pengolah ikan (56,3 
persen) juga tergolong masih lemah. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengolah ikan belum mampu 
melakukan tata cara pengelolaan usaha, seperti 
dalam mengakses modal, memasarkan produk, 
dan membangun mitra jejaring. Secara lebih rinci, 
penjelasan masing-masing tingkat kemampuan 
pengolah ikan di Kabupaten Cirebon dapat dilihat 
pada Tabel 1. 


Kemampuan Teknis 


Kemampuan teknis merupakan kemampuan 
atau tindakan yang dilakukan oleh pengolah ikan 
dalam kegiatan produksi. Kemampuan teknis 
pengolah ikan di Kabupaten Cirebon mayoritas 
(86,2 persen) berada pada kategori rendah. Hal 
ini mengindikasikan bahwa pengolah ikan di 
Kabupaten Cirebon belum mampu melakukan 
pengolahan ikan dengan baik sesuai standar UPI. 
Kemampuan pengolah ikan ini dilihat dari cara 
memilih bahan baku, pengolahan, penggunaan 
bahan penunjang atau tambahan, pengemasan, 
penyimpanan, perizinan dan penanganan limbah. 


Secara umum, rendahnya kemampuan 
teknis ini terkait dengan proses produksi yang 
dilakukan dengan cara lama yang diwariskan 
secara turun-temurun oleh keluarga serta minim 


inovasi, meskipun penyuluh perikanan telah 
memperkenalkan cara baru pengolahan ikan. 
Penyuluh perikanan ini adalah tenaga fungsional di 
bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Cirebon. 


Secara spesifik, kemampuan teknis yang 
paling lemah pada pengurusan perizinan, cara 
melakukan pengolahan ikan, penyimpanan, dan 
penanganan limbah. Meskipun demikian, pengolah 
memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam hal 
penggunaan bahan tambahan dan seleksi bahan 
baku. Sebagian besar pengolah ikan tidak memiliki 
izin usaha. Responden berpendapat bahwa izin 
usaha tidak diperlukan, dengan alasan produk 
olahan hanya dipasarkan di pasar tradisional dan 
tidak ada pihak yang menanyakan izin usaha ini. 
Dalam proses produksi responden beranggapan 
cara pengolahan yang dilakukan sekarang sudah 
efisien. Kemampuan pengolah juga rendah pada 
aspek penyimpanan karena setelah produk diolah 
hanya disimpan di dalam tempat yang digunakan 
untuk mengolah, tidak ada tempat khusus yang 
digunakan agar lebih higienis. pengolah pindang 
misalnya, hanya menyimpan pindang di area sekitar 
pengolahan tanpa memperhatikan suhu udara, 
dan, dan hanya ditutup menggunakan koran atau 
lainnya, agar tidak dihinggapi lalat. Sedangkan pada 
produk kerupuk, setelah kerupuk mentah digoreng 
lalu disimpan di dalam toples dan dikemas. Proses 
pengemasan juga dilakukan secara sederhana, 
dengan menggunakan peralatan yang terbatas. 
Seperti saat mengemas kerupuk menggunakan 
lilin untuk merekatkan. 


Kemampuan pengolah ikan dalam 
penanganan limbah juga rendah. Pengolah ikan 
belum memiliki pengetahuan tentang tata cara 
penanganan limbah sehingga limbah usaha dibuang 
di area sekitar olahan. Sisa-sisa olahan seperti 
tulang, kepala, sirip dan bagian lainnya yang tidak 
dipakai dibuang ke tempat sampah. Sedangkan sisa 


Tabel 1. Persentase Tingkat Kemampuan Pengolah Ikan di Kabupaten Cirebon, 2018. 
Table 1. The percentage of Fish Processor Capacity Level in Cirebon District, 2018. 


Variabel/ Variable Kategori/Category Persentase/Percentage 
Kemampuan teknis/ Sangat rendah/Very low (16-27) 13.8 
Technical capability Rendah/Low (28-39) 86.2 
Tinggi/High (40-51) 0.0 
Sangat tinggi/ Very high (52-64) 0.0 
Kemampuan manajerial/ Sangat rendah/Very low (13-22) 38.8 
Managerial capability Rendah/Low (23-32) 56.3 
Tinggi/High (33-42) 5.0 
Sangat tinggi / Very high (43-52) 0.0 


Keterangan: n-78/ Remaks: n-78 
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limbah seperti darah dialirkan ke saluran air atau 
parit dan sungai-sungai di sekitar lokasi olahan ikan. 
Dampak dari limbah yang tidak ditangani dengan 
baik membuat lingkungan sekitar lokasi usaha 
menjadi tercemar dan berbau tidak sedap. 


Kemampuan pengolah ikan di Kabupaten 
Cirebon tidak semuanya rendah, namun ada 
beberapa yang tinggi, terutama dalam hal seleksi 
bahan baku. Pengolah memahami dengan baik 
cara memilih bahan baku yang baik seperti tingkat 
kesegaran ikan yang layak untuk diolah. Pengolah 
ikan juga memiliki kemampuan yang tinggi dalam 
membersihkan, memotong dan membelah ikan 
sehingga sesuai dengan kebutuhan olahan. Selain 
itu, pengolah juga paham dalam hal menggunakan 
bahan tambahan secara tepat, sehingga disukai 
konsumen. Kemampuan ini terkait dengan hasil 
pembelajaran dari proses pengalaman usaha yang 
cukup lama. 


Kemampuan Manajerial 


Kemampuan manajerial diukur dari 
pengorganisasian dan  eveluasi keuangan, 
pemasaran, dan bermitra usaha. Kemampuan 
manajerial pengolah ikan di Kabupaten Cirebon 
berada pada kategori rendah. Artinya, pengolah 
ikan belum mampu mengakses modal, pasar dan 
bermitra dengan lembaga-lembaga lain agar lebih 
menguntungkan dalam usaha. 


Kemampuan manajerial yang paling rendah 
adalah kemampuan mengakses modal. Mayoritas 
pengolah ikan masih takut untuk meminjam modal 
meskipun banyak lembaga yang menyediakan 
skim kredit untuk pelaku kecil. Responden 
menyatakan kekhawatiran tidak mampu 
mengembalikan pinjaman, karena pendapatan 
yang tidak stabil setiap bulannya. Pengolah 
lebih tertarik menggunakan modal seadanya dari 


diri sendiri dibandingkan meminjam dari pihak 
lain, khususnya dari lembaga keuangan seperti 
perbankan. Kondisi ini dapat menjadi penghambat 
dalam pengembangan usaha pengolahan ikan, 
menginat bahwa modal usaha merupakan salah 
satu unsur utama dalam pengembangan usaha. 


Kemampuan manajerial lain yang lemah 
yaitu dalam hal kemampuan bermitra. Pengolah 
ikan di Kabupaten Cirebon mayoritas belum 
bermitra dengan pihak lain, baik dalam hal 
penyediaan bahan baku, pemasaran hingga 
modal. Hanya beberapa pengolah saja yang 
sudah bermitra dengan beberapa lembaga 
keuangan yang ada untuk mendapatkan modal 
usaha. Alasan yang dikemukakan oleh sebagian 
besar responden tidak bermitra antara lain dalam 
hal pemasaran adalah hasil produksinya langsung 
dijual ke konsumen, bahan baku sudah langsung 
didapatkan dari pemasok, dan modal cukup dari 
diri sendiri. 


Kemampuan pengolah ikan dalam hal 
mengakses pasar yang lebih luas dengan harga 
yang lebih tinggi masih terbatas. Produk olahan 
ikan umumnya dijual di pasar lokal dengan harga 
yang relatif rendah, sehingga keuntungan juga 
relatif kecil. Pengolah ikan sulit untuk menembus 
pasar yang lebih modern, karena kualitas standar 
yang ditetapkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan kualitas produk yang dihasilkan oleh 
pengolah ikan tradisional ini. Umumnya responden 
memiliki keinginan untuk memperluas pasa 
produknya, dengan harapan harganya lebih tinggi 
dan jumlah penjualan lebih banyak, sehingga 
keuntungan yang diperolehnya lebih tinggi pula. 
Penjualan secara daring (online) merupakan 
kesempatan untuk mengatasi keterbatasan 
pemasaran ini, namun belum satupun pengolah 
ikan yang memanfaatkan e-commerce ini sebagai 
media pemasaran. 


Tabel 2. Kemampuan Teknis Pengolah Ikan di Kabupaten Cirebon, 2018. 
Table 2. Technical Capability of Fish Processor in Cirebon District, 2018. 


Kemampuan Teknis / 
Technical Capability 


Seleksi bahan baku/Selection of raw materials 
Pengolahan/Process 


Penggunaan bahan tambahan/Using additional materials 


Pengemasan/Packing 
Penyimpanan/Storage 
Perizinan/Licensing 

Penanganan limbah/Waste handling 


Keterangan: n-80/ Remaks: n=80 


Sangat Rendah/ Rendah/ Tinggi/ Sangat Tinggi/ 
Very Low Low High Very High 
Yo Ya Ya Ya 
0.0 15.0 83.8 1:2 
18.8 81.2 0.0 0.0 
0.0 0.0 100.0 0.0 
53.8 45.0 1.2 0.0 
20.0 80.0 0.0 0.0 
100.0 0.0 0.0 0.0 
36.3 63.7 0.0 0.0 
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Tabel 3. Kemampuan Manajerial Pengolah Ikan di Kabupaten Cirebon, 2018. 
Table 3. Managerial Capability of Fish Processor in Cirebon District, 2018. 


Kemampuan Manajerial/ 
Managerial Capability 


Mengakses modal/Capital access 
Mengakses pasar/Market access 
Bermitra/Partnering 


Keterangan: n-80/Remaks: n=80 


Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemampuan 
Pengolah Ikan 


Evaluasi model pengukuran dan struktural 
yang dilakukan terhadap hasil analisis Partial Least 
Sguare (PLS) menunjukkan bahwa faktor-faktor 
yang memengaruhi kemampuan pengolah ikan 
di Kabupaten Cirebon terdiri dari faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal direfleksikan 
oleh pelatihan dan pendidikan formal yang diikuti 
oleh pengolah ikan. Faktor eksternal direfleksikan 
oleh peran penyuluh dan ketersediaan bahan 
baku. Persamaan model struktural faktor-faktor 
yang memengaruhi kemampuan pengolah ikan di 
Kabupaten Cirebon adalah: Yi = 0,27X' + 0,23X2 
+ 0,85. X15 faktor internal, X2-faktor eksternal. 
Model pengukuran (outer model) disajikan pada 
Gambar 1. Sedangkan model struktural (inner 
model) disajikan pada Tabel 4 nilai signifikasi 
peubah laten kemampuan pengolah ikan di 
Kabupaten Cirebon. 


Nilai R* sebesar 0.153 menunjukkan bahwa 
15 persen kemampuan pengolah ikan dipengaruhi 
oleh faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini, 
yaitu pelatihan yang diikuti, tingkat pendidikan 
formal, dukungan penyuluhan, dan ketersediaan 
bahan baku, dan sisanya sebesar 85 persen 
dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti. 


Internal 


Eksternal 


Sangat Rendah/ 


0.272 


0.230 


Rendah/ Tinggi/ Sangat Tinggi/ 
Very low Low High Very high 
Ya Yo Ya Ya 
88.8 1.2 10 0.0 
28.8 6.7 2.5 11.5 
1.3 91.2 7.5 0.0 


Meskipun model ini fit, tetapi mengacu pada 
Sarwono dan Narimawati (2015) nilai ini tergolong 
lemah (kurang dari 0,19). 


Pada penelitian ini, kemampuan pengolah 
ikan direfleksikan oleh kemampuan teknis dan 
kemampuan manajerial. Hal ini karena kedua 
aspek tersebut memenuhi syarat factor loading di 
atas 0,7. Kemampuan teknis dilihat berdasarkan 
kemampuan pengolah ikan dalam hal seleksi bahan 
baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, 
pemasaran produk hingga penanganan limbah 
usaha. Sedangkan kemampuan manajerial dilihat 
berdasarkan kemampuan pengolah ikan dalam 
mengakses modal, mengakses pasar hingga 
kemampuan bermitra dengan pihak-pihak lainnya. 
Faktor internal pengolah ikan secara positif 
dan langsung berpengaruh signifikan terhadap 
kemampuan pengolahan ikan. Faktor internal 
direfleksikan oleh pelatihan sebagai pendidikan 
non formal dan pendidikan formal yang diikuti oleh 
pengolah ikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
pengolah ikan dan semakin banyak mengikuti 
pelatihan maka semakin tinggi pula kemampuan 
dari pengolah ikan. Ini sejalan dengan penelitian 
Nurfitriana (2016) bahwa semakin tinggi pendidikan 
non formal dan pendidikan formal, maka semakin 
tinggi tingkat kemampuan pengolah ikan (mpek- 
mpek) di Palembang. 


as Esa 
A Manajerial | 


Kapasitas 


Gambar 1. Model Pengukuran. 
Figure 1. Outer Model. 
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Tabel 4. Nilai Signifikansi Peubah Laten Kemampuan Pengolah Ikan di Kabupaten Cirebon,2018 
Table 4. The Significance of the Latent Values of Fish Processor Capacity in Cirebon District,2018 


No Matrix Influence Latent Variables 


1 Faktor internal (X1) => Kemampuan (Y1) 
Internal factor (X1) => Capacity (Y1) 


2 Faktor eksternal (X2) => Kemampuan (Y1) 
External factor (X2) => Capacity (Y1) 


Matriks Pengaruh Masing-Masing Peubah Laten/ 


Koefisien Jalur/ T-hitung/ Signifikansi/ 
Path Coefficient T-count Significance 
0.272 3.195 Signifikan/ 
Significance 
0.230 2.219 Signifikan/ 
Significance 


Keterangan: nilai thitung > nilai ttabel (1.64) = signifikan, a = 5 persen/ 
Remaks: value of t-count > value of t-table (1.64) = significance, a = 5 percent 


Pelatihan merupakan tingkat pendidikan non 
formal yang diikuti oleh pengolah ikan. Pelatihan 
yang diikuti oleh pengolah ikan dapatmempengaruhi 
kemampuan. Semakin sering mengikuti pelatihan 
maka semakin banyak pengetahuan yang 
diperoleh begitu juga sebaliknya. Sebagaimana 
yang dikemukanan oleh Fatchiya (2010), 
rendahnya kemampuan seseorang dipengaruhi 
oleh rendahnya tingkat pendidikan non formalnya. 
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon 
telah menyelenggarakan pelatihan tentang 
pengolahan ikan kepada pengolah ikan tradisional, 
namun belum maksimal dilakukan, sehingga tidak 
semua pengolah ikan pernah mengikuti pelatihan. 
Namun demikian, pelatihan yang pernah diikuti 
oleh pengolah ikan telah mampu meningkatkan 
kemampuannya dalam pengolahan ikan. 


Materi pelatihan yang diberikan oleh 
Dinas Perikanan dan Kelautan, antara lain tata 
cara seleksi bahan baku yang layak digunakan, 
cara penggunaan alat, cara pengemasan, serta 
pelatihan tentang pentingnya mengurus perizinan 
usaha. Menurut penyuluh perikanan sebagai 
pendamping pelatihan, dampak pelatihan ini 
adalah pengolah ikan peserta pelatihan menjadi 
mampu menyortir bahan baku yang berkualitas, 
dan mampu berinovasi dengan membuat produk 
lain seperti kelompok yang awalnya hanya fokus 
membuat kerupuk kemudian mengembangkan 
usaha membuat terasi. Dampak pelatihan dalam 
meningkatkan kemampuan pada profesi tertentu 
juga dapat dilihat dari penelitian Leasa et al. 
(2017), bahwa pelatihan yang diikuti oleh pengolah 
enbal (produk singkong) mampu meningkatkan 
keterampilan pengolah enbal dalam memproduksi 
beberapa jenis produk yang inovatif. 


Pengolah ikan umumnya memiliki tingkat 
pendidikan terakhir pada jenjang SMA. Pada 
tingkat pendidikan tersebut, pengolah ikan lebih 
mudah menyerap informasi yang disampaikan 
dibandingkan yang hanya lulusan SD atau 


yang tidak sekolah. Informasi yang diperoleh 
dapat meningkatkan pengetahuan pengolah 
ikan sehingga kemampuan pengolah menjadi 
bertambah. Hal ini juga dikemukakan oleh Subagio 
(2008), bahwa pendidikan formal berpengaruh 
sangat nyata terhadap kemampuan petani sayuran 
dalam menjalankan kegiatan usahatani. Selain itu, 
pengolah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi 
juga lebih terbuka dalam menerima informasi. Jika 
informasi itu bermanfaat dan berguna, maka akan 
dipertimbangkan untuk digunakan. 


Faktor eksternal pengolah ikan secara positif 
danlangsung berpengaruh secarasignifikan terhadap 
kemampuan pengolahan ikan. Faktor eksternal 
direfleksikan oleh peran penyuluh dan ketersedian 
bahan baku. Semakin tinggi peran penyuluh maka 
dapat meningkatkan kemampuan dari pengolah 
ikan. Hal ini juga dikemukakan Amanah (2008), 
bahwa peran penyuluh perikanan yang kompeten 
sangat diperlukan bagi pengembangan mutu 
pelaku utama dan usaha. Selain itu, mudahnya 
memperoleh bahan baku juga mendukung dalam 
hal peningkatan kemampuan pengolah ikan. 


Peran penyuluh sangat mendukung dalam 
hal peningkatan kemampuan pengolah ikan. Hal ini 
disebabkan penyuluh merupakan sumber informasi 
utama bagi para pengolah ikan tradisional. Penyuluh 
dipandang sebagai ujung tombak pembangunan 
perikanan, karena langsung berinteraksi dengan 
masyarakat. Setiap ada masalah yang muncul di 
lapang, maka penyuluh yang pertama dihubungi 
oleh pengolah ikan untuk membantu mengatasi 
masalah tersebut. 


Berdasarkan Gambar 1 dan Tabel 4, peran 
penyuluh sangat dibutuhkan dalam meningkatkan 
kemampuan pengolah ikan. Meskipun belum cukup 
untuk mendongkrak kemampuan pengolah ikan 
secara keseluruhan untuk mencapai kapasitas tinggi 
(Tabel 2 dan Tabel 3). Jumlah penyuluh perikanan 
hanya berjumlah 2 orang yang membawahi 3 
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kecamatan penelitian. Dari 2 orang tersebut 
yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan 
hanya 1 orang, satu orang lagi berkompetensi di 
bidang penangkapan. Namun demikian, penyuluh 
perikanan menjadi sumber informasi teknologi 
baru bagi pengolah ikan, melalui penyuluhan di 
kelompok pengolah ikan. 


Kemudahan memperoleh bahan baku 
juga memengaruhi peningkatan kemampuan 
pengolah ikan. Jika ikan sebagai bahan baku 
mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau 
maka pengolah akan berani berinovasi mengolah 
produk olahan yang baru. Seperti pengolah 
kerupuk, karena mudahnya memperoleh udang 
rebon akhirnya mereka berinovasi membuat 
terasi, sehingga kemampuan mereka menjadi 
bertambah dalam hal membuat terasi. Begitu 
juga pengolah bandeng presto, awalnya hanya 
mengolah pindang lemuru saja. Namun karena 
mudahnya memperoleh bandeng dengan harga 
yang terjangkau maka pengolah pindang lemuru 
pada saat kesulitan memperoleh lemuru beralih 
mengolah bandeng presto. Umumnya bahan 
baku ikan yang dibutuhkan oleh pengolah ikan 
dinyatakan berkualitas baik, diperoleh dengan 
mudah, dan harganya terkangkau. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Tingkat kemampuan pengolah ikan di 
Kabupaten Cirebon dalam mengelola usahanya 
berada pada kategori rendah, baik pada aspek 
teknis maupun manajerial. Kemampuan teknis 
yang rendah dicirikan dari proses pengolahan 
yang kurang higienis, ketidakmampuan melakukan 
pengemasan dan penyimpanan yang tepat, 
ketidakmampuan mengurus perizinan, dan 
ketidakmampuan dalam penanganan limbah. 
Aspek manajerial yang rendah dicirikan dari 
ketidakmampuan mengakses modal dan pasar, 
serta membangun nitra jejaring. 


Faktor-faktor yang memengaruhi 
kemampuan pengolah ikan tradisional di 
Kabupaten Cirebon secara positif bersumber 
dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
dicirikan tingkat pendidikan formal dan pelatihan 
(pendidikan non formal) yang diikuti oleh pengolah 
ikan, sedangkan faktor eksternal dicirikan 
dari adanya peran penyuluh perikanan dan 
ketersediaan bahan baku. 
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Rekomendasi Kebijakan 


Pemerintah sebaiknya meningkatkan jumlah 
penyuluh perikanan dan meningkatkan kompetensi 
penyuluh di bidang pengolahan hasil perikanan, 
melalui jalur pendidikan atau pelatihan. Untuk 
memacu pengembangan usaha pengolahan ikan 
diperlukan penghargaan (reward) bagi pelaku 
usaha pengolahan ikan yang inovatif dan penyuluh 
perikanan yang berprestasi. 


Penyuluh sebaiknya mulai merancang 
kegiatan-kegiatan penyuluhan atau pelatihan 
yang dapat meningkatkan kemampuan pengolah 
ikan. Penyuluhan atau pelatihan difokuskan pada 
tata cara pengemasan, pemasaran produk dan 
juga penanganan limbah. Penyuluh juga perlu 
memotivasi dan memfasilitasi pengolah ikan 
dalam menggalang mitra usaha, terutama dalam 
mengakses modal dan menembus pasa yang lebih 
luas. 
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ABSTRAK 


Kelompok usaha mikro merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sampai dengan 
saat ini masih menemukan kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga pembiayaan. Lembaga 
pembiayaan formal khususnya masih memegang ketentuan yang belum mampu mereka jangkau. 
Namun tidak demikian bagi kelompok usaha di desa yang sebagian besar adalah menekuni bidang 
perikanan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan pada bulan 
April tahun 2018 bertujuan untuk: a) mendeskripsikan karakteristik usaha mikro pengolahan ikan; 
b) menganalisis kendala dan tantangan akses permodalan formal yang sesuai kebutuhan usaha, serta; 
c) menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan 
pembiayaan formal ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara melakukan 
wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan kunci (key person) yaitu Dinas Kelautan dan 
Perikanan, ketua kelompok usaha mikro, serta petugas lembaga pembiayaan formal. Data dianalisis 
secara deskriptif, dengan menggambarkan kinerja usaha pengolahan mikro dan pola pembiayaan 
lembaga formal yang dapat diakses oleh kelompok usaha mikro di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, 
Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja usaha pengolahan mikro layak 
dikembangkan. Pelaku usaha khususnya pada pengolahan ikan, telah menjalin kerjasama dengan 
lembaga pembiayaan formal yang menjembatani usaha mereka. Sebagai opsi rekomendasi mengenai 
pola pembiayaan yang memudahkan bagi debitur, maupun lembaga pembiayaan itu sendiri adalah 
lembaga pembiayaan formal yang menawarkan kemudahan sebagai berikut: a) tidak mensyaratkan 
calon peminjam modal usaha dengan sebuah jaminan; b) lembaga pembiayaan memberikan edukasi 
berupa pelatihan tata cara pengelolaan dana usaha. Petugas lembaga pembiayaan formal dapat 
memantau sekaligus memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur dengan harapan akan 
mengurangi masalah kredit macet bagi hasil atau istilah bunga pinjaman paling besar adalah sesuai 
standar Bank Indonesia. 


Kata Kunci: aksesibilitas; formal; informal; pengolahan; pembiayaan mikro 


ABSTRACT 


Micro business groups are part of the Indonesian community, which until now still finds it difficult to 
access loans from financial institutions. Formal financial institutions in particular still hold provisions that 
they have not been able to reach. However, this is not the case for business groups in the village, most 
of which are engaged in fisheries in Gumeng Village, Bungah sub district of Gresik District. Research 
conducted in April 2018 was aimed at finding out the accessibility of financing patterns by the Gresik 
District : a) describing the characteristics of fish processing micro businesses; b) analyze the constraints 
and challenges of formal capital access in order to obtain the availability and access to capital according 
to business needs: and c) analyze access to capital according to business needs, performance, and 
institutional perspective of formal financing going forward. The research method used is gualitative by 
conducting in-depth interviews (key interviews) to key informants (key person), namely the Department 
of Marine and Fisheries, the head of the micro business group, and officials of formal financial institutions. 
Analysis of data used descriptively, illustrating the financing patterns of formal institutions that can be 
accessed by small business groups in Gumeng Village, Bungah Sub District, Gresik District. From the 
results of these studies, businesses, especially in fish processing, have collaborated with of formal 
financing institutions that bridge their businesses. As a recommendation option regarding the pattern of 
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financing that makes it easy for debtors, as well as financial institutions themselves, is a formal financial 
institution that offers convenience as follows: a) does not require prospective business capital borrowers 
with a guarantee; b) financial institutions provide education in the form of training in procedures for 
managing business funds. Officials of the formal finance institution can monitor and provide input on 
the business patterns of the debtor. Thus, it will reduce the problem of bad credit. Whereas for the 
debtor, it can develop the business according to the procedures for proper business management and 


development: and c) the largest loan interest rates are in accordance with Bank Indonesia standards. 


Keywords: accessibility: Formal: informal: processing: micro financing 


PENDAHULUAN 


Pelaku usaha perikanan di Indonesia, saat 
ini masih didominasi oleh pelaku usaha mikro. 
Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif 
yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 
perorangan yang memiliki kriteria hasil penjualan 
tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (UU Nomor 
20 Tahun 2008). Usaha perikanan mikro kerap 
dihadapkan pada masalah pembiayaan, karena 
pada umumnya tidak mempunyai kemampuan 
finansial yang mencukupi untuk meningkatkan skala 
investasi dan biaya operasional, disamping itu juga 
tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan 
untuk mencari kredit usaha. Usaha mikro menjadi 
golongan jenis usaha marginal yang ditunjukan 
dengan tingkat modal dan akses terhadap kredit 
yang rendah (Dewanti, 2010). Salah satu pelaku 
usaha yang masih mendominasi usaha skala 
mikro adalah usaha pengolahan hasil perikanan. 
Usaha pengolahan hasil perikanan menjadi sebuah 
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai 
tambah yang dimiliki sebuah produk perikanan, baik 
yang berasal dari bisang usaha perikanan tangkap 
maupun perikanan budidaya atau akuakultur. 
Disamping itu kegiatan usaha ini bertujuan untuk 
mendekatkan produk perikanan ini ke pasar dengan 
harapan diterima oleh konsumen yang lebih luas 
(Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2006). 


Berdasarkan penelitian BPS bekerjasama 
dengan Kementerian Negara KUKM tahun 
2003, bahwa disebutkan sebesar 51,09% 
UMKM mengalami kesulitan dalam permodalan, 
dan sebesar 82,5% mengatasi permasalahan 
permodalan dengan tidak meminjam ke bank 
(Winarni, 2006). Menurut data makro perkembangan 
kredit mikro menunjukan positif, namun ternyata 
UMKM hanya terdiri dari sebagian kecil saja 
atau 16,22% pada tahun 2011 dan menurun 
menjadi 15,25% pada tahun 2013 (Darwin, 2018). 
Pada sub sektor khususnya perikanan tangkap, 
lembaga perbankan pada umumnya kurang 
berminat menyalurkan kreditnya (Masyuri, 2014). 
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Hal demikian memunculkan adanya keterikatan 
pelaku usaha mikro dengan bakul atau lembaga 
pembiayaan informal. Ketika pelaku usaha mikro 
dihadapkan pada permasalah modal, mereka 
cenderung menginginkan mencari peminjam yang 
dapat mengucurkan pinjaman secara cepat (Elisa 
et al., 2017). 


Disamping itu, Wardono, Fauzi, Fahruddin 
& Purnomo (2015) berpendapat bahwa 
ketergantungan terhadap pemodal terjadi sejak 
nelayan mulai menanamkan modalnya untuk usaha 
perikanan, selain investasi awal, interaksi nelayan 
dengan pemodal kecenderungannya dipengaruhi 
oleh jenis sumber daya yaitu pelagis kecil dan 
pelagis besar. Pemilik modal yang juga sebagai 
pedagang perantara memberikan pinjaman kepada 
pengolah hasil perikanan telah menjadi penguasa 
ekonomi di desa-desa, dan dapat dikatakan sebagai 
pihak yang paling beruntung (Ambaraini, Sofyan & 
Satmaidi, 2018). 


Menanggapi permasalahan di atas, 
pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi 
kondisi tersebut. Pada bidang perikanan, sejak 
tahun 2015, pemerintah telah membuat program 
antara lain untuk mendorong pembiayaan UKM 
perikanan. Pemerintah memperluas upayanya 
dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Industri Perbankan serta Industri Keuangan 
Non Bank (IKNB) dengan cara memperluas 
program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline). 
Hal tersebut ditujukan agar pelaku usaha perikanan 
dapat memiliki akses pada bidang keuangan untuk 
meningkatkan pembiayaan pada sektor usahanya 
(KKP, 2016). Namun sampai dengan saat ini, 
program tersebut belum berjalan optimal. Kendala 
yang ditemui oleh calon debitur adalah adanya 
stereotipe terhadap peminjam dari sektor perikanan. 
Para analis perbankan sebagai lembaga keuangan 
yang bekerjasama dengan lemabga keuangan 
mikro kelautan perikanan. Memandang bahwa 
calon debitur yang memiliki latar belakang pelaku 
usaha perikanan belum memiliki kemampuan 
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manajerial keuangan usaha yang baik sehingga 
dikhawatirkan adanya kemacetan dalam meminjam. 
Pada kenyataannya program keuangan mikro 
perikanan ini masih tetap berjalan, sedangkan 
program pengembangan keuangan mikro dari 
program-program pengembangan keuangan mikro 
yang dilaksanakan beberapa instansi pemerintah 
ada yang berhenti (Darwin, 2017 dalam Saptia 
et al., 2017). Meskipun program tersebut ditujukan 
untuk menunjang pembiayaan untuk rakyat miskin 
dan UMKM. Hal tersebut ditunjukan dengan 
kondisi masih rendahnya realisasi kredit perbankan 
di sektor perikanan, khususnya pada bidang 
pengolahan. Para pelaku perikanan mikro menemui 
kesulitan untuk mengakses sumber modal dari 
lembaga formal tersebut. Karena ketika dilakukan 
pemberkasan administrasi, lembaga perbankan 
menjadi motor yang menggerakan masyarakat 
didalamnya. 


Oleh karenanya, ketika pelaku perikanan 
mikro diminta untuk menyajikan persyaratan yang 
dituntut oleh lembaga pembiayaan formal tersebut, 
hal tersebut belum dapat dipenuhi. Keterbatasan 
pelaku usaha mikro dalam mengakses lembaga 
pembiayaan antara lain adalah aspek legalitas 
usaha yang menjadi salah satu tuntutan lembaga 
pembiayaan (Risnawati, 2018). Hambatan 
tersebut mendorong pelaku usaha mikro kembali 
mempercayakan bakul sebagai sumber penyedia 
modal yang mudah diperoleh. Bakul sebagai 
lembaga informal dianggap lebih cepat, dan efektif 
(Winanto et al., 2014). Lembaga informal ini menjadi 
solusi bagi pelaku usaha ketika dihadapkan pada 
permasalahan kesulitan meminjam pada lembaga 
formal. 


Permasalahan tersebut menjadi dorongan 
mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu 
mengenai pola pembiayaan yang dapat diakses 
oleh pelaku usaha perikanan mikro. Aksesibilitas 
permodalan pelaku usaha kecil terhadap lembaga 
pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha 
mikro adalah disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kemampuan usaha dari pelaku usaha mikro 
itu sendiri, baik mengenai persyaratan, maupun 
kesanggupan pembayaran secara rutin. Penelitian 
memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu: 


a. Mendeskripsikan karakteristik usaha mikro 
pengolahan ikan; 


b. Menganalisis kendala dan tantangan akses 
permodalan formal sehingga diperoleh 
kesediaan dan akses permodalan sesuai 
kebutuhan usaha; serta 


c. Menganalisis akses permodalan sesuai 
kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif 
kelembagaan pembiayaan formal ke depan. 


Berdasarkan hasil penelitian dalam 
rangka menjawab tujuan penelitian selanjutnya 
disusun opsi rekomendasi yang dapat membantu 
pemerintah dalam mengatasi masalah pada 
program pengentasan masalah permodalan usaha 
pengolahan skala mikro. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di Desa Gumeng, 
Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pada 
bulan April 2018. Lokasi ini dipilih karena 
merupakan lokasi yang didominasi oleh pelaku 
usaha pengolahan ikan skala mikro perikanan. 


Jenis dan Metode Pengumpulan Data 


Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (2014) 
bahwa metode deskriptif digunakan untuk menjawab 
permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian 
secara independen. Pengumpulan data sekunder 
diperoleh dengan melakukan penelusuran/koleksi 
data instansi seperti dinas kelautan dan perikanan 
perbankan, serta Otoritas Jaminan Keuangan 
(OJK). Pengumpulan data primer diperoleh dengan 
wawancara mendalam (indepth interview) terhadap 
informan inti yang merupakan ketua kelompok, 
bendahara, dan anggota dari kelompok pelaku 
usaha pengolah ikan. Wawancara merupakan 
bentuk komunikasi verbal menjadi semacam 
percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 
informasi (Nasution, 2006). Menurut Mulyana 
(2010), wawancara mendalam merupakan 
wawancara yang tidak terstruktur dengan susunan 
pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Wawancara ini mirip dengan percakapan informal 
dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil 
wawancara diubah dalam bentuk catatan sebagai 
data primer yang kemudian dipetakan berdasarkan 
topik permasalahan (BBRSEKP, 2015). 


Metode Analisis Data 


Analisis deskriptif menurut Sugiyono 
(2017) adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
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generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk 
memberikan gambaran suatu hasil pengamatan 
atau penelitian (Damayanti, 2011). Metode 
analisis data secara deskriptif digunakan untuk 
menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui 
kinerja usaha pengolahan ikan skala mikro 
dengan mendeskripsikan biaya investasi, biaya 
operasional, serta penerimaan usaha per siklus 
usaha pengolahan ikan berupa pengasinan ikan 
dan kerupuk ikan. Analisi deskriptif juga digunakan 
untuk menggambarkan pola pembiayaan formal 
yang mampu diakses oleh pelaku usaha mikro 
khususnya bidang pengolahan hasil perikanan. 
Analisis deskriptif ini menggambarkan model 
pembiayaan yang sudah diimplementasikan oleh 
pelaku usaha mikro bidang perikanan di Kabupaten 
Gresik. Analisis data ini ditujukan untuk mengetahui, 
dan juga pola pembiayaan usaha lembaga formal 
yang mampu diakses oleh pelaku usaha kecil di 
Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten 
Gresik. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik 
yang menekuni bidang pengolahan, sebagian 
besar adalah usaha yang diperoleh secara turun 
temurun. Secara umum, potensi dasar yang 
dimiliki masyarakat perikanan diperoleh dari 
kegiatan yang dilakukan secara turun temurun 
(Wiyono & Mustaruddin, 2016). Setelah melakukan 
pendidikan setingkat menengah atas, pelaku 


usaha lebih memilih untuk melanjutkan atau 
mengembangkan usaha orangtuanya. Dengan 
modal pendidikan yang dimiliki, mereka merasa 
memiliki keberanian untuk melakukan usaha yang 
sama dengan orangtuanya. Ilmu yang diperoleh 
selama pendidikan akan mempengaruhi pola 
pikir seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang 
ditempuh, akan membantu seseorang untuk 
mengambil keputusan melakukan usaha (Neeley, 
L & Auken, H.V. (2010) dalam Caroline). Untuk 
melakukan pekerjaan tersebut, mereka cenderung 
tidak menemui kesulitan, karena sudah terbiasa 
membantu orangtua untuk menjalankan usahanya. 
Faktor pekerjaan orangtua, pengalaman, kesertaan 
dalam pendidikan non formal yang relevan, serta 
interaksi komunikasi sosial berhubungan dengan 
preferensi pemilihan aktivitas masa depan 
(Aprilinda & Muksin, 2015). Dalam menjalankan 
usahanya, mereka lebih memilih usaha sendiri 
daripada membentuk kelompok. 


Usaha pengolahan yang dijalankan 
masyarakat di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, 
adalah pembuatan ikan asin dan kerupuk berbahan 
baku ikan. Pelaku usaha membuat ikan asin 
dengan bahan baku ikan pesut, indo, glomo, serta 
semeru. Bahan baku diperoleh dari Desa Tanjung 
Sedayu. Sedangkan bahan yang diperlukan 
untuk pembuatan kerupuk ikan adalah tepung 
tapioka, ikan kupas, serta bumbu pendukung. 
Ketika mengawali usaha tersebut, pelaku 
usaha menemui beberapa kendala dan tantangan. 


Tabel 1. Biaya Investasi Usaha Pengolahan Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. 
Table 1. Investment Cost of Fish Processing Bussiness in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik 


District, 2018. 


Olahan Ikan/Processed Fish 


Uraian/Description Satuan/Unit Pengasinan/ Kerupuk Ikan/ 
Salting Fish Crackers 
Investasi/Investation Rp/IDR 9,214,000 25,000,000 
Siklus produksi per tahun/Production Kali/Tahun/Times/Year 240 276 
cycle per year 
Per siklus/Per cycle 
Biaya Tetap/Fixed Cost Rp/siklus/IDR/Cycle 32,567 50,226 
Biaya Variabel/ Variable Cost Rp/siklus/IDR/Cycle 634,900 1,298,000 
Produksi/Production Kg/siklus/Kg/Cycle 42 100 
Penerimaan/Income Rp/siklus/IDR/Cycle 841,500 1,700,000 
Keuntungan Usaha/Business Profits Rp/siklus/IDR/Cycle 174,033 351,774 
Per tahun/ Per Year 
Biaya Tetap/ Fixed Cost Rp/tahun/IDR/ Year 7,816,000 13,862,500 
Biaya Variabel/ Variable Cost Rp/tahun//IDR/ Year 152,376,000 358,248,000 
Produksi/ Production Kg/tahun/IDRI/ Year 10,080 27,600 
Penerimaan/Income Rp/tahun//DR/ Year 201,960,000 469,200,000 
Keuntungan Usaha/Business Profit Rp/Tahun//DR/ Year 41,768,000 97,089,500 
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Pelaku usaha dihadapkan pada kendala belum 
memiliki ketersediaan modal yang cukup, sehingga 
harus mencari modal dari lembaga pembiayaan 
yang tentunya dihadapkan oleh tantangan agar 
mampu membayar dari hasil usahanya. Pelaku 
usaha menentukan lembaga informal sebagai 
lembaga pembiyaan yang memberikan kemudahan 
dalam meminjamkan modal. Lembaga informal 
tersebut istilahnya adalah bakul atau orang yang 
akan meminjamkan modal usaha kepada pelaku 
usaha pengolahan. Sistem yang diterapkan oleh 
lembaga informal bervariasi, yaitu dengan dibayar 
meminjamkan uang dan dibayar menggunakan 
hasil pengolahannya, adapula dengan memberikan 
modal bahan baku yang tentunya menggunakan 
harga yang lebih tinggi. 


Sebelum mampu mengakses lembaga 
pembiayaan formal, pelaku usaha mendapatkan 
modal usaha mendapatkan pinjaman bahan 
baku dari bakul. Keberadaan bakul memberikan 
kemudahan akses permodalan meskipun harga 
yang diperoleh menjadi lebih tinggi dibandingkan 
dengan membeli langsung ke toko kelontong. Tabel 
2 menunjukkan keragaan analisis usaha ikan asin 
dan kerupuk ikan per siklus produksi dan per tahun. 


Investasi usaha pengolahan ikan untuk 
usaha pengasinan ikan di Kecamatan Bungah 
membutuhkan biaya sebesar Rp.9.214.000; 
sedangkan untuk usaha kerupuk ikan memerlukan 
biaya investasi usaha sebesar Rp.25.000.000. 
Dalam satu hari usaha pengasinan ikan rata-rata 
menghasilkan produksi 42 kg ikan asin, sedangkan 
kerupuk ikan menghasilkan produksi 100 kg per hari. 
Berdasarkan nilai penjualan produksi olahan ikan 


diperoleh nilai Rp.841.500 per siklus produksi 
untuk ikan asin dan Rp.1.298.000 per siklus 
produksi untuk kerupuk ikan. Keuntungan usaha per 
siklus produksi mencapai Rp.174.033 untuk usaha 
pengasinanikan dan Rp.351.774 untuk kerupukikan. 
Dalam satu tahun terdapat 240 kali siklus produksi 
pengasinan ikan dan 276 kali siklus produksi kerupuk 
ikan. Keuntungan usaha pengasinan ikan dalam 


setahun mencapai Rp.41.768.000, sedangkan 
keuntungan usaha kerupuk ikan mencapai 
Rp.97.089.500 per tahun. Keragaan biaya 


investasi, biaya operasional dan penerimaan 
usaha secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2 
sampai dengan Tabel 7. 


Usaha kerupuk ikan memerlukan peralatan 
seperti mesin pengaduk bahan baku, mesin 
pemotong kerupuk, pengukus dan beberapa 
peralatan yang lain. Dari tabel di atas, menunjukan 
bahwa komponen investasi usaha yang paling 
besar adalah untuk pengadaan lahan dan 
bangunan untuk usaha pengolahan perikanan 
(Tabel 3). 


Usaha pengasinan ikan tidak memerlukan 
barang investasi yang banyak. Perlengkapan 
yang diperlukan dalam usaha pengasinan ikan 
diantaranya adalah para-para, pisau, timba, tempat 
ikan, timbangan dan lokasi usaha. Komponen 
investasi yang paling besar adalah penyediaan 
lahan untuk usaha selanjutnya adalah tempat 
penampungan ikan sebagai bahan baku. Para-para 
digunakan sebagai media penjemuran ikan yang 
diasinkan. Dalam satu para-para biasanya mampu 
menampung 3 kilogram bahan baku ikan asin 
(Tabel 4). 


Tabel 2. Investasi Usaha Kerupuk Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. 
Table 2. Investment of Fish Cracker Business in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 


2018. 
No. Investasi/ Satuan/ Jumlah/ Harga Satuan (Rp)/ Nilai (Rp)/ (06) 
Investation Unit Amount Unit Price (IDR) Value (IDR) 
1 Mesin pengaduk/Mixer Unit/Unit 1 6,000,000 6,000,000 24 
2 Mesin pemotong/Cutter Unit/Unit 4 300,000 1,200,000 5 
3  Pengukus (langseng)/Steaming Unit/Unit 10 200,000 2,000,000 8 
4  tTempat ikan/Fish place Unit/Unit 1 500,000 500,000 2 
5  Kompor/Stove Unit/Unit 6 450,000 2,700,000 11 
6 Tabung gas/Gas cylinder Unit/Unit 5 120,000 600,000 2 
7  Para-para/Para-para Unit/Unit 100 10,000 1,000,000 4 
8 Alat pengemasan/Packaging Unit/Unit 1 400,000 400,000 2 
9  Timbangan/Scales Unit/Unit 2 300,000 600,000 2 
10 AA dan bangunan/ Land saka 1 10,000,000 10,000,000 40 


Jumlah/Total 


25,000,000 100 
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Tabel 3. Investasi Usaha Pengasinan Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. 
Table 3. Investment in Fish Salting Business business in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik 
District, 2018. 


No Investasi/ Satuan/ Jumlah/ Harga Satuan (Rp)/ Nilai (Rp)/ (%) 
i Investation Unit Amount Unit Price (IDR Value (IDR 2 
1 Para-para/Para-para Unit/Unit 70 10,000 700,000 8 
2 Pisau/Knife Unit/Unit 22 7,000 154,000 2 
3 Timba/Bucket Unit/Unit 12 5,000 60,000 1 
4 Tempatikan/Fish place Unit/Unit 4 500,000 2,000,000 22 
5 Timbangan/Scales Unit/Unit 1 300,000 300,000 3 
6 Sewalahan dan bangunan/Land Unit/Unit 1 6,000,000 6,000,000 65 
& buildin 
Jumlah/Total 9,214,000 100 


Tabel 4. Biaya Operasional Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan 
Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. 
Table 4. Operational Cost of Fish Cracker Businesses Per Production Cycle cycle in Gumeng Village, 


Bungah Sub District of Gresik Regency, 2018. 


D Satuan/ Jumlah/ Harga satuan (Rp)/ Nilai (Rp)/ 
No Ben aa en Pan Unit Amount Unit Price ape Value CDR) 
1 Bahan baku utama/Main raw material 
Tepung tapioca/ Tapioca flour Kg/Kg 100 8,500 850,000 
Ikan kupas/Peeled fish Kg/Kg 12 11,000 132,000 
2 Bahan pendukung/Supporting material 
Bawang/Onion Kg/Kg 2 19,000 38,000 
Penyedap/Flavor Kg/Kg 2 22,500 45,000 
Plastik/Plastic Biji/Pc 20 500 10,000 
Garam/Salt Kg/Kg 2 4,000 8,000 
3 Upah tenaga kerja/Labor wages 
Pemotong/Cutter Per Kg/Per Kg 100 800 80,000 
Penjemur/Dryer Per Kg/Per Kg 100 500 50,000 
Pengemas/Packaging Per Kg/Per Kg 100 100 10,000 
Produksi/Production Per Kg/Per Kg 100 500 50,000 
4 listrik dan LPG/Electricity & LPG 1 25,000 25,000 
Jumlah/Total 1,298,000 
Kebutuhan bahan baku utama usaha 100 kg per hari dapat dikerjakan oleh 4 orang 


kerupuk ikan adalah tepung tapioka dan ikan. 
Harga kerupuk ikan dipengaruhi oleh tingkat 
kandungan ikan dalam kerupuk. Semakin tinggi 
kandungan ikan dalam kerupuk ikan maka harga 
produk kerupuk ikannya akan semakin tinggi. 
Usaha kerupuk ikan dengan kapasitas produksi 


tenaga kerja 


dengan 


pembayaran 


upah 


berdasarkan produk kerupuk ikan yang dihasilkan. 


Saat ini biaya 


tepung 


tapioka 


relatif tinggi 


sehingga mengurangi keuntungan usaha karena 
pelaku usaha sulit untuk menaikkan harga produk 
kerupuk ikan yang dihasilkan (Tabel 5). 


Tabel 5. Biaya Operasional Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan 


Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. 


Table 5. Operational Cost of Salting Fish Per Production Cyle cycle in Gumeng Village, Bungah Sub 


District of Gresik District, 2018. 


Satuan/ 


Jumlah/ 


Harga Satuan (Rp)/ 


Nilai (Rp)/ 


No Jenis Biayal Type of Fee Unit Amount Unit Price (IDR) Value (IDR) 


1 Bahan baku/Raw Material 


Ikan glomo/Glomo fish Kg 50 

Ikan indo/Indo fish Kg 50 

Ikan pecut/Pecut fish Kg 10 

Ikan smeru/Smeru fish Kg 10 
2 Bahan pendukung/Supporting material 

Garam/Salt Kg 7 

Es/Ice Kg 10 

Kardus/Cardboard Biji 2 
3 Tenaga kerja/ Labor 

Upah tenaga kerja/Labor wages Orang/ Hari/ 2 


4,000 
3,500 
6,000 
6,000 


3,700 
1,000 
2,000 


50,000 


200,000 
175,000 
60,000 
60,000 


25,900 
10,000 
4,000 


100,000 


Person/ Day 
Jumlah/Total 
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Tabel 6. Penerimaan Rata-Rata Usaha Ikan Asin Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan 


Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. 


Table 6. Acceptance of Salted Fish Per Production Cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of 


Gresik District, 2018. 


No Jenis Ikan/Type of Fish Satuan/Unit 
1 Ikan glomo/Glomo fish Kg/Kg 

2 Ikan indo/Indo fish Kg/Kg 

3 Ikan pecut/Pecut fish Kg/Kg 

4 Ikan smeru/Smeru fish Kg/kg 


Jumlah/Total 


Usaha pengasinan ikan tidak memerlukan 
bahan pendukung yang bermacam-macam, bahan 
pendukung yang digunakan hanya berupa garam 
sebagai bahan pengawet dan es sebagai media 
penyimpanan bahan baku sebelum diolah lebih 
lanjut. Usaha pengasinan ikan sangat bergantung 
dengan panas matahari, sehingga ketika intensitas 
matahari berkurang menyebabkan turunnya 
produktivitas usaha. Dari hasil usaha tersebut 
diperoleh penerimaan dapat dilihat pada Tabel 6. 


Dalam satu siklus produksi pengasinan 
ikan biasanya dalam waktu satu hari mampu 
menghasilkan produksi ikan asin sebanyak 42 kg 
dengan nilai sebesar Rp.841.500. 


Pada produksi kerupuk ikan yang dihasilkan 
bisa mencapai 100 kilogram per siklus produksi 
dengan nilai produksi mencapai Rp.1.700.000. 
Produk hasil olahan ikan dijual keluar daerah 
seperti Surabaya, Tuban, Lamongan, dan daerah 
lain di Jawa Timur baik secara langsung maupun 
melalui pedagang pengumpul. Sebelum dijual ke 
pasar luar Kabupaten Gresik, pelaku usaha yang 
telah meminjam modal kepada lembaga informal 
akan menjual produk yang dihasilkan kepada 
lembaga informal dengan harga yang telah 
disepakati. Kemudahan yang diperoleh para pelaku 
usaha kecil dengan meminjam pada lembaga 
informal tersebut adalah adanya syarat yang tidak 
terlalu memberatkan, cepat mendapatkannya, 
dan dapat dibayar setelah memperoleh hasil 


Jumlah/ Harga Satuan (Rp)/ Nilai (Rp)/ 
Amount Unit Price (IDR) Value (IDR) 
25 15,000 375,000 
12.5 25,000 312,500 
2.2 35,000 77,000 
2.2 35,000 77,000 
42 841,500 


penjualannya. Namun, pelaku usaha cenderung 
idak mempermasalahkan dengan harga bahan 
baku yang lebih tinggi, daripada jika dengan 
membeli langsung dan bayar tunai. Bagi mereka, 
dengan semakin seringnya melakukan produksi, 
maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, dan 
tidak mengecewakan pelanggan. Meskipun 
keuntungan yang diperoleh lebih kecil, namun jika 
frekuensi produksi dan penjualannya tinggi, maka 
keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Dalam hal ini, pelaku usaha belum 
menyadari bahwa kendala yang dihadapi adalah 
kerugian, serta belum memikirkan mengenai 
cara dalam mengembangkan usahanya. Mereka 
cenderung mencari kemudahan usahanya dapat 
berjalan bukan untuk mengembangkan. 


Untuk menganalisis akses permodalan 
dapat digunakan model pembiayaan lembaga 
informal dan formal. Dari alur model pembiayaan 
lembaga informal yang diikuti pelaku usaha mikro 
di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten 
Gresik diawali dengan bakul atau pengumpul yang 
memberikan pinjaman modal bahan baku kepada 
pelaku usaha mikro. Bahan baku dikirimkan kepada 
pelaku usaha, ketika akan melakukan produksi. 
Sedangkan untuk pembayaran ke bakul dilakukan 
setelah pelaku usaha menerima pembayaran dari 
konsumen. Jika dibandingkan dengan membeli 
langsung, selisih harga mencapai 7% lebih besar 
dari harga jual tunai. 


Tabel 7. Penerimaan Rata-Rata Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan 


Bungah, Kabupaten Gresik, 2018. 


Table 7. Acceptance of Salted Fish Per Production Cylce cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District 


of Gresik District, 2018. 


: . Satuan/ 
No Jenis Ikan/Type of Fish Unit 
1 Kerupuk ikan/Fish Cracker Kg/Kg 


Jumlah/Total 


Jumlah/ Harga satuan (Rp)/ Nilai (Rp)/ 
Amount Unit Price (IDR) Value (IDR) 
100 17,000 1,700,000 
100 1,700,000 
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Menyediakan modal dengan 
membeli bahan baku ikan asin 
dengan cara menghutang/Provide 


capital by buying fish materials by 
debt 


——— if. 
nan —— 


Membayar hutang modal setelah 
menerima pembayaran dari 
pengumpul ikan asin/Pay capital debt 
after receiving payment from the 
collector of salted fish 


Gambar 1. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Informal di Kabupaten Gresik 2018. 
Figure 1. Financing Model of Informal Financing Institutions in Gresik District, 2018. 


Kondisi pada Gambar 1 telah dilalui oleh 
pelaku usaha mikro di Desa Gumeng sampai 
dengan dua tahun yang lalu. Pola pembiayaan yang 
diikuti dari lembaga informal menjadi pilihan mudah 
bagi pelaku usaha mikro. Namun hal tersebut 
menjadi pertimbangan kembali bagi mereka, 
ketika ada petugas dari lembaga pembiayaan 
formal yaitu salah satu bank syariah memberikan 
solusi pinjaman dana usaha. Para pelaku usaha 
mikro semakin terbuka dengan keberadaan 
bank syariah tersebut. Pendekatan bank syariah 
terhadap masyarakat dimulai dari penawaran 
pinjaman untuk usaha, pemberian edukasi 
mengenai manajemen keuangan pada usaha, serta 
pentingnya pembentukan sebuah kelembagaan 
berupa kelompok. Seperti pendapat dari Arsyad 
(2015), bahwa jaringan sosial menjadi salah satu 
modal (social capital) yang menjadi penopang 
keberadaan masyarakat. Karakteristik usaha 
perikanan yang banyak resiko dan ketidak 
pastian membutuhkan lembaga pembiayaan 
yang lebih fleksibel (Sutawi, 2008). Program 
ini menjadi salah satu program pemberdayaan 
masyarakat melalui perbankan dapat mewujudkan 
pembangunan nasional menuju kesejahteraan 
sosial dan masyarakat (Suharto, 2009). Beberapa 
pertimbangan yang menjadikan pelaku usaha mikro 
di Desa Gumeng memilih bank syariah sebagai 
lembaga peminjam modal usaha adalah sebagai 
berikut: 


a. Bank syariah memberikan modal usaha 
berbentuk uang tunai: 


Pelaku usaha mikro di Desa Gumeng 
dapat mengelola uang tunai untuk rencana 
pengelolaan usaha. Secara bertahap, kondisi 
ini memungkinkan pelaku usaha dapat 
mengembangkan usaha tanpa dijerat harga 
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tinggi oleh penjual bahan baku ikan asin. 
Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh 
pelaku usaha sebagai modal pengembangan 
usaha di dalamnya. 


. Bagi hasil atau nisbah yang ditentukan bank 


syariah sesuai dengan kemampuan dari 
pelaku usaha mikro. Dana pinjaman yang 
diterima oleh pelaku usaha mikro pada tahun 
pertama adalah 2 juta dalam jangka waktu 
satu tahun. Bagi hasil yang ditentukan adalah 
sebesar 9% pertahun. Dengan kondisi ini, 
pelaku usaha mampu menyimpan keuntungan 
untuk membayar nisbah dan mengembangkan 
usaha. 


. Debitur atau peminjam modal tidak perlu 


menyediakan jaminan pinjaman, 


Syarat yang paling menyulitkan bagi pelaku 
usaha adalah menyediakan jaminan modal. 
Melalui bank syariah ini, pelaku usaha tidak 
perlu menyediakan jaminan modal berupa 
sertifikat rumah. Untuk dapat menjadi debitur, 
pelaku usaha wajib membuat kelompok 
dengan jumlah minimal sepuluh orang. 
Seluruh tanggung jawab ditanggung renteng 
oleh seluruh anggota dalam kelompok. 


. Debitur mendapatkan pelatihan mengenai cara 


pengelolaan modal usaha, 


Kesulitan yang ditemui oleh pelaku usaha 
mikro adalah cara mengelola usaha dengan 
tepat. Melalui pelatihan yang diperoleh dari 
petugas Bank Syariah, pelaku usaha dapat 
belajar cara mengelola keuangan untuk 
usaha dengan waktu setiap sebulan 2 kali. 
Ketika pelatihan tersebut berlangsung, 
petugas juga dapat memberikan masukan 
mengenai proses mengelola usaha yang 
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sedang berlangsung, sehingga memberikan 
peluang untuk mengurangi permasalahan dari 
pelaku usaha. 


e. Pembayaran dilakukan sebulan dua kali. 


Pembayaran yang dilakukan dengan tahapan 
sebulan dua kali, akan memudahkan pelaku 
usaha mikro. Hal ini mendorong pelaku usaha 
mikro untuk mengumpulkan uang pembayaran 
setiap hari, dan tidak mengurangi peluang 
untuk membelanjakan yang bersifat konsumtif. 


Analisis modal lembaga pembiayaan formal 
yang diikuti oleh pelaku usaha mikro di Desa 
Gumeng, Kabupaten Gresik digambarkan pada 
model pembiayaan Bank Tabungan Pembangunan 
Nasional (BTPN) Syariah di Kabupaten Gresik 
dapat dilhita pada Gambar 2. 


Model pembiayaan bank syariah di 
Kabupaten Gresik menggambarkan alur bahwa 
dalam memberlakukan pembayaran sebulan dua 
kali. Petugas mendatangi langsung kepada anggota 
kelompok usaha yang telah berkumpul di rumah 
ketua kelompok. Jika ada anggota yang terlambat 
membayar, maka kelompok bertanggung jawab 
secara tanggung renteng atau memikul beban 


Setiap dua minggu sekali 
diadakan penagihan 
pembayaran sekaligus 
memberikan masukan 
terkait cara pengelolaan 
uang/Every two weeks, 
billing is held and at the 
same time provides input 
on how to manage money 


bersama. Ketika melakukan penagihan tesebut, 
petugas juga memanfaatkan waktu yang ada untuk 
memberikan pembinaan mengenai syarat pinjaman 
serta tata cara pengelolaan dana yang tepat untuk 
usaha, kepada calon debitur maupun debitur lama 
yang tergabung dalam kelompok pelaku usaha 
tersebut. 


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Usaha pengolahan ikan pengasinan dan 
kerupuk ikan skala mikro mempunyai kinerja 
usaha yang layak untuk dikembangkan. Kendala 
yang dihadapi dalam pengembangan usaha saat 
ini adalah keterbatasan modal usaha karena masih 
minimnya informasi akses pembiayaan modal 
usaha yang murah. 


Realisasi kredit perbankan Indonesia pada 
sektor perikanan dapat didongkrak dengan adanya 
kemudahan akses perbankan yang dijangkau 
pelaku usaha perikanan mikro. Hal tersebut 
menunjukan diperlukannya jaringan sosial antara 
individu dan kelompok yang memiliki kepentingan 
dan tujuan sama. Kemudahan akses tersebut 


Menawarkan pinjaman dana 
secara door to door dan 
melalui kelompok, serta 
memberikan pengarahan 
mengenai syarat sebagai 

peminjam/Offer loan funds 
form door to door and 

through groups, and provide 
guidance on terms as 
borrowers 


Gambar 2. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Formal di Kabupaten Gresik, 2018. 
Figure 2. Financing Model of Formal Financing Institutions in Gresik District, 2018. 
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dibutuhkan pola pembiayaan yang berpihak pada 
pelaku usaha perikanan mikro sebagai debitur. 


Kemudahan pelaku usaha atau calon debitur 
diperoleh dari lembaga pembiayaan formal yang 
tidak menuntut jaminan pinjaman kepada debitur. 
Pelaku usaha perikanan mikro tidak memiliki 
kemampuan yang cukup untuk menyajikan 
jaminan, oleh karenanya jika tidak dituntut jaminan 
pinjaman, maka pelaku usaha perikanan mikro 
dapat memperoleh kemudahan meminjam pada 
lembaga pembiayaan formal. 


Lembaga pembiayaan yang dibutuhkan 
pelaku usaha juga lembaga pembiayaan yang 
menerapkan proses pencairan dana yang tidak 
lama. Usaha perikanan mikro dijalankan oleh 
pelaku sesuai dengan kebutuhan konsumen atau 
sistem pesanan. Frekuensi produksi dalam sebulan 
dilakukan antara 2-5 kali, bahkan lebih. Oleh 
karenanya untuk memenuhi kebutuhan produksi 
diperlukan modal yang tersedia sebelum produksi. 
Hal ini untuk menghindari harga bahan baku tinggi 
dari para bakul. 


Fasilitas lain dari lembaga pembiayaan 
formal yang diperlukan debitur adalah memberikan 
pelatihan mengenai tata cara pengelolaan usaha 
secara simultan kepada debitur. Pelatihan tatacara 
pengelolaan dana usaha yang diberikan akan 
menguntungkan kedua pihak, dalam hal ini adalah 
pelaku usaha perikanan mikro sebagai debitur dan 
lembaga pembiayaan formal. Petugas lembaga 
pembiayaan formal dapat memantau sekaligus 
memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan 
debitur. Dengan demikian akan mengurangi 
masalah kredit macet. Bagi debitur, pelaku usaha 
perikanan mikro juga dapat mengembangkan 
usaha sesuai dengan tata cara pengelolaan 
usaha dan pengembangan usaha yang tepat. 
Disamping itu calon debitur membutuhkan lembaga 
pembiayaan formal yang tidak mengenakan bunga 
pinjaman yang terlalu besar dari standar Bank 
Indonesia (BI). Bunga pinjaman sesuai standar, 
menjadikan debitur dapat mengelola keuntungan 
baik untuk pembayaran hutang, pengembangan 
usaha, dan berikutnya adalah pemenuhan 
kebutuhan hidup. 


Rekomendasi Kebijakan 


Kelayakan usaha pengolahan ikan skala 
mikro perlu didukung dengan kemudahan akses 
pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan modal 
usaha sehingga skala usaha yang dilakukan 
menjadi lebih meningkat. 
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Program pembiayaan pada pelaku 
usaha pengolah hasil perikanan skala mikro 
yang disampaikan oleh pemerintah sebaiknya 
memperhatikan opsi-opsi yang meliputi: a) Program 
pembiayaan pada pelaku usaha perikanan mikro 
yang sesuai dengan kemampuan dari pelaku 
usaha perikanan mikro. Kemampuan tersebut 
diukur dengan syarat yang tidak menyertakan 
penyediaan jaminan pinjaman, serta kemampuan 
membayar pinjaman modal usaha secara 
rutin. Untuk pelaku usaha pengolahan hasil 
perikanan skala mikro, sangat kecil kemampuan 
menyajikan jaminan pinjaman. Perhitungan 
pemberian modal juga disesuaikan dengan jenis 
usaha dan hasil penjualan secara rata-rata, b) 
Program pembiayaan pemerintah pada pelaku 
usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro 
memerlukan tambahan pelatihan tata cara 
pengelolaan dana usaha, serta, c) Program 
pembiayaan pemerintah menggunakan bunga 
pinjaman paling tinggi adalah sesuai standar dari 
Bank Indonesia. 


Selanjutnya pola pembiayaan yang 
mudah diakses para pelaku usaha pengolahan 
hasil perikanan skala mikro dapat menjadi 
template model pembiayaan usaha pengolahan 
hasil perikanan skala mikro pada jenis usaha 
lainnya. Diharapkan dengan adanya program 
bantuan pembiayaan pada skala mikro yang 
memperhatikan hal-hal di atas, akan tercapai 
peningkatan usaha dan kesejahteraan pada pelaku 
usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro, 
serta meningkatnya realisasi kredit perbankan 
pada sektor perikanan. 
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Nilai Guna Langsung/ Direct value 121,120,873,947 11,964,919 
Nilai Guna Tidak Langsung/ Indirect Value 48,361,817,303,4 4,777,419 
Nilai Pilihan/ Option value 3,074,276,220 303,692 
Nilai Keberadaan/ The existence value 2,134,333,320 210,840 
Nilai Pewarisan/ Value Inheritance 2,728,107,120 269,496 

Total/ Total 177,419,407,910 17,528,367 


Sumber/ Source : Data Primer Diolah (2015)/ Primary Data Processed (2015) 
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Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta 
Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay 


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/ 
Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016) 
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